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xABSTRAK
Ibadah zakat merupakan ‘ibâdah mâliyah yang mengandung makna ta’abbudiyyah
kepada Allah swt, sekaligus ungkapan solidaritas sesama manusia dalam mewujudkan
keseimbangan dan keadilan memperoleh hak pokok. Hak pokok manusia yang dimaksud,
dalam teori maqâshid al-syarî’ah adalah terpeliharanya al-kulliyyât al-khamsah (hifzh al-
dîn, hifzh al-nafs, hifzh al-‘aql, hifzh al-nasl wa al-nasb wa al-‘ardh serta hifzh al-mâl).
Memproduktifkan harta zakat, dalam kajian fiqh zakat kontemporer menjadi
permasalahan sangat penting dan serius untuk segera dijawab secara tuntas. Ketika
Badan atau Lembaga Amil Zakat mengelola zakat yang dikumpulkan sebelum dibagikan
kepada mustahiqnya menjadi aset produktif, setelah mendatangkan hasil, baru hasilnya
diberikan kepada mustahiq. Atau adakalanya Badan atau Lembaga Amil Zakat secara
langsung memberikan harta zakat itu namun berupa bentuk lain dari jenis harta zakat yang
dikumpulkan, yaitu berupa modal produktif untuk dikembangkan sendiri oleh mustahiqnya.
Dalam tesis ini, penulis mengetengahkan pembahasan pada sistim Pengelolaan
Zakat Mâl Secara Produktif Perspektif Maqâshid Al-Syarî’ah. Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), bersumber pada data kualitatif
dari berbagai sumber tertulis (klasik maupun kontemporer). Selanjutnya dianalisa
menggunakan pendekatan analisa isi (content analysis). Setelah itu dideskripsikan serta
dianalisa menurut konsep-konsep nushush syar’iyyah, teori-teori atau pendapat para
fuqahâ` dan peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum (tasyrî’iyyah).
Dalam bagian akhir tesis ini, penulis menyimpulkan antara lain tujuan syari’ah
(maqâshid al-syarî’ah) adalah untuk menghilangkan kesulitan bagi manusia, mengangkat
kemudharatan, mewujudkan nilai kemaslahatan di dunia dan akhirat (dharûriyyah, hâjiyyah
dan tahsîniyyah) dan merealisasikan ikatan janjinya dengan Allah swt yang pernah dibuat.
Pemerintah (imâm) berkewajiban dan bertanggung jawab atas efektifitas dan
akuntabilitas pengelolaan zakat. Pembagian harta zakat pada prinsipnya adalah tuntutan
segera (yaqtadhiy al-faur) untuk mengatasi kebutuhan pokok (al-hâjat al-dharûriyyah)
mustahiq, tidak boleh ada kesan menunda-nunda kewajiban.
Harta zakat dapat dibagikan kepada salah seorang kelompok mustahiq saja dan
dapat juga diberikan secara merata kepada delapan ashnâf yang disebutkan oleh nash.
Namun yang perlu dipertimbangkan adalah tujuan zakat yaitu menyelamatkan dan
mewujudkan kemandirian mustahiq supaya berkecukupan, mewujudkan pribadi yang
bersih dan berdaya guna dalam menjalankan roda kehidupan serta menjaga stabilitas
sosial yang berkeseimbangan dan adil.
Zakat bukan hanya sekedar berfungsi untuk membebaskan muzakkiy dari
kewajiban (‘ibâdah mahdhah) melainkan memiliki dimensi ekonomi, sosial dan
kemanusiaan yang mendalam (‘ibâdah mahdhah). Pembagian zakat secara konsumtif
boleh jadi masih diperlukan tetapi harus perlu ditinjau dan dipertimbangkan kembali sistim
kerjanya. Maka tidak semua harta zakat itu dihabiskan, namun terlebih dahulu
diformulasikannya menjadi karitas manfaat dari produktifitas aset untuk selanjutnya
dikonsumsi hasilnya. Artinya ada bagian manfaat lain yang lebih besar, apabila harta zakat
yang dikumpulkan itu berupa aset ekonomi, dikelola dan didistribusikan sebagai investasi
yang produktif untuk diberikan nilai manfaatnya atau dijadikan modal usaha kepada para
mustahiq, dan selanjutnya dengan investasi tersebut, mereka dapat membuka usaha, dan
lambat laun mereka akan memiliki kemampuan ekonomi yang mapan.
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A. Latar Belakang Masalah
Syari’at Islam adalah aturan dan norma yang mengatur prilaku manusia, baik
secara pribadi, keluarga, maupun masyarakat umum (berbangsa dan bernegara). Aturan
Islam adalah aturan yang bersumber dari Allah swt yang kebenarannya bersifat mutlak
(absolut).
Syari’at Islam diberlakukan oleh Allah swt mencakup seluruh penataan aspek
kehidupan, yaitu meliputi penataan ‘aqîdah, ‘ibâdah, mu’âmalah, al-ahwâl al-syakhshiyyah,
al-qadhâya al-mâliyyah wa al-iqtishâdiyyah wa al-idâriyah, al-harb wa al-salâm, al-hâyat
al-khâshshah li al-fard, dan lain-lain.1
Dalam Islam, di antara peninggalan-peninggalan ilmu yang paling besar yang
dapat diwarisi oleh semua generasi dan telah dibukukan adalah ilmu fiqh. Karena ilmu ini
selain merupakan suatu pedoman yang dapat menjaga amalan-amalan manusia (mukallaf)
dan memberikan arahan yang harus ditempuh dalam ibadah dan muamalah, ilmu fiqh juga
menunjukkan jalan yang akan membawa kebahagiaan bagi umat manusia di dunia dan di
akhirat.
Kebahagiaan yang diinginkan syari’at Islam adalah dengan menjaga eksistensi
kemaslahatan kehidupan manusia agar senantiasa mendapatkan hak-haknya dan dengan
mudah melaksanakan kewajibannya kepada Allah swt. Eksistensi kemaslahatan
1 Al-Qaththân, Târikh li Tasyrî’ al-Islâmy; al-Tasyrî’ wa al-Fiqh, (Riyadh : Maktabah Al-Ma’ârif, 1417
H./1996 M.), cet. II, hal. 133. Lihat Al-Zuhailiy, Ushûl al-Fiqh al-Islâmiy, (Beirut : Dâr al-Fikr al-Mu’âshir,
1986), Juz I, hal. 420.
2kehidupan manusia ini terangkum dalam prinsip yang dikenal dengan istilah al-kulliyyat al-
khamsah (panca kepentingan utama)2 yaitu :
1. Memelihara agama (hifzh al-dîn), dalam rangka memurnikan ‘aqîdah islâmiyah dan
agama yang benar. Contohnya adalah Allah swt memerintahkan kaum muslimin
agar melaksanakan shalat, puasa, haji, zakat, jihad, dakwah dan lain sebagainya.
2. Memelihara jiwa (hifzh al-nafs), Allah swt melarang segala apa yang akan dapat
merusak jiwa seperti pembunuhan, baik membunuh orang lain maupun membunuh
diri sendiri (baik secara langsung maupun secara tidak langsung).
3. Memelihara akal (hifzh al-‘aql), Allah swt melarang meminum minuman keras dan
semua apa yang dapat merusak akal sehat atau psikologi.
4. Memelihara keturunan, keluarga dan kehormatan sekaligus (hifzh al-nasl wa al-
nasab wa al-‘ardh), Allah swt melegalkan hukum nikah secara ‘ârif dan ‘âdil,
sehingga manusia merasakan manfaat berumah tangga (al-zawâj), serta melarang
perilaku menyimpang, seperti berzina (al-fawâhisy) dan memberikan sanksi bagi
pelakunya.
5. Memelihara harta (hifzh al-mâl), Allah swt menetapkan ketentuan hak kepemilikan
harta, sehingga apabila terjadi pelanggaran seperti pencurian maka diberikan sanksi
2 Semua ulama sepakat bahwa susunan kelima hal pokok (al-kulliyyat al-khamsah) yang dimaksud
bersifat ijtihady bukan naqly, sehingga menyebabkan tidak adanya keseragaman di kalangan ulama. Artinya
ia disusun berdasarkan istiqra`iy (induktif). Dalam merangkai kelima al-kulliyyat al-khamsah ini ada juga yang
menyebutnya dengan istilah al-dharuriyyat al-khamsah. Kebanyakan ulama membatasi pada lima hal, yaitu
hifzh al-din, hifzh al-nafs, hifzh al-‘aql, hifzh al-nasl dan hifzh al-mal, tanpa menyebutkan hifzh al-nasb dan
hifzh al-a’radh. Pembatasan ini di antaranya adalah menurut Imam Al-Ghazaliy, Al-Amidiy dan Al-Syathibiy,
dan yang sependapat dengan mereka,
Sementara ulama mutaakhirin, semisal Nuruddin Mukhtar Al-Khadimiy, mengklasifikasikan menjadi
lima dengan menambahkan dan menggabungkan hifzh al-nasl, hifzh al-nasb dan hifzh al-a’radh sekaligus.
Yang dimaksud di sini adalah memelihara prinsip-prinsip pokok yang bersifat dharuriyah bagi kehidupan
manusia. Karena tanpa hal tersebut akan dapat mengacau sistim kehidupan manusian (kemaslahatan
manusia), atau dapat mengancam terjadinya keburukan dan kerusakan. Lihat Nuruddin Mukhtar Al-Khadimi,
‘Ilm Al-Maqashid Al-Syari’ah, (Riyad : Maktabah Al-‘Abikan, 1421 H./2001 M.), Cet. ke-1, hlm. 81-85.
3potong tangan sesuai dengan ketentuan syara’. Dengan kata lain kemaslahatan itu
adalah bentuk perbuatan yang mengacu kepada terpeliharanya lima kebutuhan
yang paling mendasar bagi manusia seperti yang disebutkan di atas.3
Eksistensi kemaslahatan yang hendak dicapai oleh manusia adalah dalam upaya
meraih hak kebahagiaan di dunia dan di akhirat sekaligus. Kebahagiaan itu hanya tercapai
dengan mengupayakan segala cara yang diridhai oleh Allah swt, mencari rizki yang halal
(اللها تاضرم ءاغتبلإ راشتنلإا) dengan menggunakan sarana nikmat yang telah disediakan.
Ditinjau dari sudut pandang Islam, Islam bukan sekedar agama ritualisme yang
mengatur dimensi spiritual semata. Melainkan, Islam memiliki model proaktif yang produktif
dalam pembangunan kesejahteraan dan penanganan kemiskinan, seperti melalui konsep
syari’at zakat. Perintah zakat merupakan salah satu risalah Allah swt yang wajib












) ةدئالما ةروس :5\12(
Artinya : “Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israil dan Kami telah
mrngangkat dua belas orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman :
”Aku bersamamu”. Sungguh, jika kamu melaksanakan shalat dan menunaikan
zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu
pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan Aku hapus kesalahan-
kesalahanmu, dan pasti, akan Aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di
3 Al-Syathibiy, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah, (Beirut : Dar al-Ma’arif, 1975), juz I,  hal. 3-4.
Lihat Al-Ghazali, al-Mustashfa Li Ilm al-Ushul, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), hal. 286-287.
4bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu,
maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus”.
Syari’at zakat4, apabila ditinjau dari sudut pandang ekonomi merupakan wujud
perlindungan dasar kebutuhan sehari-hari bagi manusia, dalam upaya pemenuhan
batasan kebutuhan paling rendah (عمتجملل ةيرورضلا تاجالحا قيقتح) yang mesti ada pada
aturan ekonomi yang berimbang dalam masyarakat
4 Zakat bukan hanya syari’at Nabi Muhammad saw. Zakat sudah dikenal dalam risalah agama
samawiyah, seperti pada masa Nabi Isa as dan Ismail as (QS. Maryam (19) : 30-31 dan 54-55), begitu juga
pada masa Nabi-nabi lainnya, seperti Nabi Ibrahim as, Ishaq as, Ya’qub as (QS. Al-Anbiya` (21) : 72-73),
hingga Nabi Musa as (QS. Al-Maidah (5) : 12), termasuk juga secara umum ibadah zakat disyari’atkan
kepada ahlul kitab, seperti disebutkan dalam surat al-Bayyinah (98) : 4-5.
Pensyari’atan zakat ini menjadi satu raingkaian dengan ibadah shalat yang terjadi sejak Nabi
Muhammad saw berada di Makkah, namun pada saat itu belum secara tegas menyatakan kewajiban zakat,
umumnya hanya bersifat umum, belum ada ketentuan secara detail hukum dan jenis harta yang wajib
dizakatkan serta batasan nisab dan kadar zakat yang akan dikeluarkan. Semua diserahkan kepada rasa
iman, kemurahan hati dan rasa tanggung jawab seseorang terhadap orang lain. Pada periode Makkah ini
kondisi ummat Islam secara sosiologis merupakan kelompok minoritas yang sering tertindas. Mereka tidak
memiliki kekayaan dan harta benda yang melimpah, kecuali kekuatan iman dan Islam yang melekat pada
jiwa. Ayat al-Qur`an pada waktu itu misalnya bercerita tentang hak fakir miskin, ketentraman dan
kebahagiaan bagi orang yang menunaikan zakat, menyantuni anak yatim dan pembebasan budak. Oleh
karena itu pada periode Makkah ayat-ayatnya tidak menggunakan shighat amr (perintah tegas) seperti dalam
QS. Al-Ruum (30) : 39 ; QS. Al-Mukminun (23) : 1-4 ; QS. Al-Naml (27) : 1-3 ; QS. Al-Balad (90) : 11-16 ;
QS. Luqman (31) : 2-4 dan QS Al-Ma’un (107) : 1-3.
Berbeda dengan kondisi ketika periode Madinah, secara politis ummat Islam sudah memiliki
kekuatan yang mandiri. Ummat Islam sudah mendirikan negara sendiri, menerapkan hukum sendiri dan
memiliki wilayah sendiri. Mereka terdiri atas penguasa, pemilik tanah, pedagang dan sebagainya. Pada
kondisi ini ummat Islam memerlukan pranata untuk mengikat dan memperkuat kesatuan politik yang telah
terbentuk itu. Maka ayat Madaniyyah tentang zakat mulai terlihat unsur kewajibannya yang merupakan
bagian dari mekanisme untuk merekatkan kesatuan politik.
Di sisi lain juga, zakat merupakan aset pendapatan negara yang sangat berarti bagi kelangsungan
pemerintahan. Dari zakat dapat terkumpul dana besar yang bisa didayagunakan untuk kepentingan negara.
Dalam konteks ini, maka zakat menjadi tulang punggung perekonimian negara. Pada tahun ke dua hijriyyah,
turun ayat dengan aturan yang lebih khusus dan mustahik zakat pada saat itu hanya terbatas pada dua
kalangan fakir dan miskin, kendati ada juga dari selain kalangan fakir dan miskin yang  meminta-minta zakat,
kadang dikabulkan oleh Rasulullah dan kadang tidak setelah mencermati kondisi si peminta (QS. Al-Baqarah
(2) : 271 dan QS. Al-Taubah (9) : 58. Dan ini berlangsung hingga tahun ke sembilan hijriyah. Setelah itu
barulah turun QS. Al-Taubah (9) : 60 yang menetapkan bahwa mustahik zakat itu tidak lagi terbatas pada
fakir dan miskin, tetapi termasuk juga amil, muallaf, untuk memerdekakan budak, orang yang terlilt utang,
untuk perjuangan di jalan Allah dan orang yang dalam perjalanan. Dalam prakteknya, Nabi tidak membagi
rata hasil zakat tersebut kepada delapan ashnaf itu, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
5Secara eksplisit, Islam menentang akumulasi harta kekayaan oleh kelompok
tertentu dalam masyarakat, sehingga mengakibatkan terciptanya jurang pemisah antara






Artinya : “... agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara
kamu”. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dan apa yang
dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.
Ayat tersebut di atas menekankan adanya sebuah proses regulasi harta secara
berimbang. Peredaran harta sebagai modal dalam aktivitas perekonomian merupakan
sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Akumulasi harta pada kelompok tertentu
dikhawatirkan akan menimbulkan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Hal
inilah yang terjadi dalam realitas kontemporer. Di mana, pemilik modal berupaya
semaksimal mungkin mengakumulasikan modal menjadi motif ekonomi yang mendasari
aktivitas mereka di pasar. Modal dan harta tersebut menjadi senjata ekonomi untuk
memperkaya diri. Akibatnya, masyarakat kelas menengah-bawah, yang tidak memiliki
modal, menjadi golongan yang tertindas dalam sistem kapitalis yang menghegemoni
institusi ekonomi kontemporer.
Persoalan kesenjangan sosial, kemiskinan, pengangguran dan krisis ekonomi
merupakan salah satu permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian,
hubungan kemasyarakatan dan kemanusiaan yang menjadi tanggung jawab bersama.
Apabila masalah ini tidak dapat diselesaikan maka akan muncul bahaya yang semakin hari
6semakin meluas dan berdampak buruk bagi kehidupan individu masyarakat, keluarga dan
juga masyarakat secara umum.
Salah satu nilai instrumen ekonomi yang strategis dan berpengaruh pada tingkah
laku ekonomi dalam Islam adalah peralihan kekayaan melalui zakat.5 Zakat merupakan
salah satu tata hubungan (washîlah) yang menghubungkan manusia (hamba) secara
vertikal kepada Allah swt (hablun min Allâh), serta menjembataninya secara horizontal
(sesama manusia) agar ada keseimbangan dan stabilitas sosial ekonomi pada ummat
(hablun min al-nâs).
Nilai strategi zakat di satu sisi merupakan panggilan agama yang merupakan
cerminan dari keimanan seseorang. Apabila dasar keimanan ini diteruskan, maka sumber
keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Karena orang yang membayar zakat tidak
akan pernah habis karena telah membayarnya setiap tahun atau periode waktu yang lain
ia akan terus membayarnya. Di sisi lain, zakat secara empirik dapat menghapus
kesenjangan sosial dan menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.
Zakat pada hakikatnya merupakan bagian dari peraturan Islam tentang
kehartabendaan dan kemasyarakatan (nizhâm al-Islâm fi al-mâliy wa al-ijtimâ’iy). Dari segi
inilah ia dibahas dalam kitab al-siyâsah al-syarî’ah al-mâliyah. Adapun disebutkan dalam
bab ibadah adalah karena ia menjadi “saudara kandung” dari shalat.6 Dengan demikian,
5 Nilai instrumen ekonomi Islam itu ada lima, yaitu ; zakat, pelarangan riba, kerjasama ekonomi,
jaminan sosial dan peranan pemerintah (artinya peranan pada aspek hukum, perencanaan dan pengawasan
alokasi atau distribusi sumber daya dan dana, pemerataan pendapatan serta pertumbuhan dan stabilitas
ekonomi).
6 Al-Qaradhâwiy, Fiqh al-Zakâh, (Beirut : Muassasah al-Risâlah, 1414 H./1994 M.), Juz I, hlm. 7.
7ibadah zakat menjadi diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari
keislaman (ma’lûmun min al-dîn bi al-dharûrah).7
Zakat merupakan ‘ibadah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial
ekonomi atau pemerataan pendapatan (rizki) Allah swt. Melaksanakan syari’at zakat juga
merupakan bukti ketauhidan, ‘ubûdiyyah, solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan
dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan ummat dan bangsa,
pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilang jurang yang
menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.
Dalam konteks kenegaraan, memajukan kesejahteraan umum merupakan salah
satu tujuan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini harus senantiasa melaksanakan
pembangunan yang bersifat fisik materil dan mental spiritual, antara lain melalui
pembangunan di bidang agama yang mencakup tercapainya seuasana kehidupan yang
aman, agamis, dinamis, seimbang dan merata dalam pemenuhan hak. Guna mencapai
tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali potensi
zakat dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan agama.
Kesempurnaan keislaman seseorang diukur berdasarkan pada ketaatannya
terhadap segala aturan Allah swt. Seorang mukallaf tidak dibenarkan memilih-milih
perintah atau larangan tertentu untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. Syari’ah Islam
memiliki keistimewaan tersendiri baik dalam kebaikan susunannya maupun dalam sistim
aturannya. Walaupun demikian kalau tidak terlaksana secara totalitas maka akan bernilai
7 Ali Yafie, Menggagas Fiqh Sosial, (Bandung : Mizan, 1995), cet. ke-3, hlm. 231.
8hampa dan tidak dapat merasakan esensi dari ajaran tersebut, sehingga ia menjadi
pincang.
Apabila ditelusuri dalam al-Qur`an, maka akan banyak ditemukan ayat yang
mendorong supaya manusia konsisten dalam mentaati Allah swt dan Rasul-Nya, seperti










Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil
amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
Ketidakpantasan seorang hamba adalah membeda-bedakan satu perintah dengan
perintah lainnya atau larangan satu dengan larangan lainnya, dengan maksud






Artinya : “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan
yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan,
akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan
Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah
sesat, sesat yang nyata”.
Pada zaman Nabi dan para Khalifah (khulafâ al-râsyidîn), zakat merupakan suatu
lembaga Negara. Sehingga menjadi kewajiban Negara untuk menghitung kewajiban zakat
9para warga Negara serta mengumpulkannya. Nabi dan para Khalifah membentuk badan
pengumpul zakat dan masing-masing Gubernur juga melakukan hal yang sama di
wilayahnya. Zakat yang sudah terkumpul dimasukkan ke bait al-mâl dan penggunaan itu
ditentukan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan al-Qur`an dan Sunnah.
Apabila diperhatikan, praktek yang dilakukan oleh Nabi saw dan Khulafâ al-
Râsyidîn di atas, terlihat bahwa pelaksanaan zakat mesti dilakukan secara proaktif,
dinamis dan efektif melalui kewenangan pemerintah (Negara), dalam hal ini adalah
legalitas keberadaan amil zakat. Artinya, beban perintah pelaksanaan zakat ini ditujukan
kepada amil zakat (al-‘âmilîn ‘alaihâ). Oleh karena itu, maka amil zakat tidak boleh bersifat








Artinya : “Sesungguhnya harta zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin,
amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba
sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk
orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.
Ayat ini menjadi dalil bahwa zakat itu harus dikumpulkan dan didistribusikan
melalui perantaraan amil (al-‘âmilîn ‘alaihâ). Kata “al-‘amilîn” merupakan kata jama’ (plural)
dari kata “’âmil” yang secara harfiah berarti pekerja. Karena zakat merupakan potensi dana
ummat yang sangat besar, maka memerlukan pengurusan yang lebih profesional
sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah saw dengan cara menunjuk pembantu-
pembantunya dengan sebutan antara lain :
1. Katabah; orang yang diberikan tugas untuk mendata para wajib zakat.
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2. Hasabah; orang yang diberi tugas untuk menaksir dan menghitung zakat.
3. Jubah; orang yang diberi tugas untuk mengambil zakat dari muzakki.
4. Khazanah; orang yang diberi tugas untuk menghimpun/memelihara harta zakat.
5. Qasamah; orang yang diberi tugas untuk menyalurkan zakat kepada mustahik.8
Berkenaan dengan praktek sejarah keamilan pada masa Nabi Muhammad saw
terdapat dalam suatu riwayat mengatakan sebagai berikut :
 َلَاق اًذاَعُم َّنَأ ٍساَّبَع ِنْبا ْنَع ِلَْهأ ْنِم اًمْوَـق ِتيَْأت َكَّنِإ َلَاق َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر ِنيَثَعَـب
 َأ ِةَداَهَش َلىِإ ْمُهُعْدَاف ِباَتِكْلا َهَّللا َّنَأ ْمُهْمِلْعََأف َكِلَذِل اوُعَاطَأ ْمُه ْنَِإف ِهَّللا ُلوُسَر ِّنيَأَو ُهَّللا َّلاِإ َهَلِإ َلا ْن
 َهَّللا َّنَأ ْمُهْمِلْعََأف َكِلَذِل اوُعَاطَأ ْمُه ْنَِإف ٍةَل ْـَيلَو ٍمْوَـي ِّلُك ِفي ٍتاَوَلَص َسَْخم ْمِهْيَلَع َضَرَـتْـفا َضَرَـتْـفا
 ْيَلَع َمِئَارََكو َكاَّيَِإف َكِلَذِل اوُعَاطَأ ْمُه ْنَِإف ْمِِهئَارَقُـف ِفي ُّدَرُـتَـف ْمِهِئاَيِنَْغأ ْنِم ُذَخْؤُـت ًةَقَدَص ْمِه ِقَّتاَو ْمِِلهاَوَْمأ
 ٌباَجِح ِهَّللا َْينَـبَو اَهَـن ْـيَـب َسَْيل ُهَّنَِإف ِموُلْظَمْلا َةَوْعَد9
Artinya : “Dari Ibnu Abbas, bahwa Mu'adz berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
mengutusku. Beliau bersabda: "Sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu
kaum dari Ahli Kitab, maka ajaklah mereka kepada persaksian bahwa tidak ada
tuhan (yang berhak disembah) selain Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah.
Jika mereka menta’atimu untuk hal tersebut, maka beritahukanlah kepada
mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu pada
setiap siang dan malam. Jika mereka menta’atimu untuk hal tersebut maka
beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka
sedekah yang diambil dari orang kaya mereka lalu dibagikan kepada orang-
orang fakir di antara mereka. Jika mereka menta’atimu untuk hal tersebut maka
kamu jauhilah harta mulia mereka. Takutlah kamu terhadap doa orang yang
terzhalimi, karena tidak ada penghalang antara dia dan Allah".
8 Abudin Nata, et.al., Mengenal Hukum Zakat dan Infak/Sedekah, (Jakarta : BAZIS DKI Jakarta,
1999), hlm. 90.
9 Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani, Nail Al-Authar, (Dar al-Fikr, t.th.), Jilid III, hlm.
170. Lihat Muhammad bin Ismail Al-Kahlani Al-Shan’ani, Subul Al-Salam Syarah Bulugh Al-Maram Min Jami’
Adillat Al-Ahkam, (Bandung : Maktabah dahlan, t.th.), Juz II, hlm. 120.
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Para amil zakat itu sesungguhnya mempunyai berbagai macam tugas dan
pekerjaan yang berat. Semua tugas dan pekerjaan itu berhubungan dengan pengaturan
tentang zakat, yaitu :
1. Pendataan terhadap orang-orang yang wajib zakat (muzakkiy).
2. Pendataan terhadap jenis zakat yang diwajibkan atas mereka.
3. Pendataan terhadap nominal (besar) zakat yang wajib mereka keluarkan zakanya.
4. Pendataan terhadap mustahik zakat, berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan
mereka serta berapa biaya yang dapat mencukupi hidupnya.
5. Termasuk di dalamnya urusan pemberdayaan zakat.
6. Dan hal-hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani secara sempurna
oleh para ahli dan petugas serta pembantunya.
Sehingga berdasarkan perincian di atas, maka dapat dikatakan bahwa yang
menjadi urusan pokok amil zakat ada dua macam yaitu, pertama, urusan pengumpulan
(penghimpunan) zakat, dan kedua, urusan pendistribusian zakat,10
Dikarenakan beratnya tugas yang dipikul serta beratnya tanggung jawab amil,
maka Undang-undang Repulik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Zakat, telah mengatur organisasi Pengelolaan zakat dalam wadah Badan Amil Zakat
(BAZ), sebagai mana diatur di dalam Bab III pasal 6  sebagai berikut :
Pasal 6 :
1. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
2. Pembentukan Badan Amil Zakat :
a. Nasional oleh Presiden atas usul Menteri;
10 Yusuf al-Qardhawi, Fiqh l-Zakah, Juz I, op. cit., hlm. 580-581.
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b. Daerah provinsi oleh Gubernur atas usulan Kepala Kantor Wilayah Departemen
Agama Provinsi;
c. Daerah kabupaten atau daerah kota oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala
Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota;
d. Kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.11
Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya adalah menganut agama Islam,
namun kewajiban zakat tidak terlaksana dengan lancar. Paling tidak ada dua penyebab
mengapa pelaksaannya belum maksimal :
1. Karena para wajib zakat (muzakkiy) belum sadar pada kewajiban agamanya,
2. Mereka sudah sadar tetapi enggan karena tidak percaya penuh pada panitia
pengumpul zakat yang ada.
Minimnya kesadaran berzakat, infaq dan shadaqah pada ummat Islam disebabkan
oleh banyak faktor. Dintaranya adalah pengaruh sosial politik yang diwariskan penjajah.
Pada masa penjajahan dan masa transisi (pasca kemerdekaa) Pengelolaan zakat hanya
ditangani oleh amil dalam pengertian perorangan (individu) misalnya pada figur seorang
ulama, kiyai, ustadz dan berpusat pada masjid, sementara dalam pelaksanaannya hanya
bersifat temporer (musiman) dan pasif karena dibentuk hanya pada bulan suci Ramadhan
menjelang hari raya ‘Idul Fitri. Pelaksanaan zakat tidak dilaksanakan dalam bentuk
organisasi seperti dicontohkan pada masa Rasulullah saw.
Pemikiran ini dikembangkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu
karena mereka tahu betul bahwa apabila zakat benar-benar dikelola secara profesional
dengan sistem organisasi dan administrasi yang baik akan dapat menghimpun dana yang
11 Undang-undang Repulik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Baba III
Pasal 6.
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sangat besar dan potensial untuk melawan mereka (pemerintah Hindai Belanda).
Akibatnya, hingga pada masyarakat modern saat ini pun masih terdapat ummat yang tidak
dapat membedakan antara pengertian hukum, nishâb, haul, kadar zakat harta dan zakat
fitrah. Seseorang yang mempunyai kekayaan dikira hanya cukup berkewajiban
mengeluarkan zakat fitrah, sementara zakat harta terabaikan. Oleh karena itu diperlukan
sosialisasi secara intensif yang mengarah pada implementasi pengertian dan Pengelolaan
zakat agar sesuai dengan tuntunan al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah saw.12
Untuk merealisasikan agenda tersebut, setidaknya diperlukan sejumlah agenda
taktis yang saling terkait. Agenda taktis yang mesti dilakukan adalah :
1. Transparansi dan amil yang akuntabel. Dengan transparansi dan amil yang
akuntabel diharapkan tingkat pengumpulan zakat dapat lebih maksimal.
2. Pencerdasan muzakkiy. Disadari bersama, bahwa para muzakkiy belum banyak
memahami tentang hakikat penunaian zakat. Selama ini, zakat hanya difahami
sebatas zakat fitrah, sehingga potensi ketersediaan zakat maal, yang jumlahnya
mayoritas belum tergarap.
3. Instrumen formal dari regulasi zakat yang mendukung. Langkah yang paling
memungkinkan adalah dilakukannya regulasi tentang kewajiban zakat bagi
muzakkiy.
4. Program pemberdayaan UMK (usaha mikro dan kecil) terpadu. Dari dana zakat
yang terkumpul, kemudian dialokasikan bagi tambahan modal kepada UMK. Modal
UMK dari dana zakat ini dapat menjadi solusi yang lebih baik dibandingkan dengan
regulasi modal dalam pinjaman konvensional. Karena, modal usaha dari dana zakat
12 Abudin Nata, op.cit., hlm. 91-92.
14
tidak ditujukan untuk menarik keuntungan dari dana yang digulirkan. Sehingga,
pelaku UMK dapat lebih ringan dalam mengembangkan usahanya.
5. Membentuk lembaga zakat yang fokus pada advokasi kebijakan publik dalam hal
pemberdayaan UMK. Diakui atau tidak, keberadaan lembaga advokasi dalam ranah
kontemporer menjadi sangat penting. Dengan keberadaan lembaga advokasi ini,
maka kebijakan pemerintah akan dapat lebih terarahkan dan berpihak pada
pemberdayaan UMK. Jika sebelumnya dana zakat disalurkan langsung sebagai
sarana konsumtif. Maka, dalam agenda ini, zakat dialokasikan secara produktif
sebagai modal bagi UMK dalam pengembangan usahanya.
Berkaitan dengan pendistribusian harta zakat, pada umumnya dilaksanakan
dengan cara pemenuhan kebutuhan konsumtif jangka pendek. Padahal cara ini dilihat
secara substansial kurang menyentuh akar permasalahan para mustahik zakat, karena
hanya membantu kebutuhan mereka sesaat.
Namun, perkembangan yang terjadi saat ini ada kecenderungan para Lembaga
atau Amil Zakat mengelola dan memberikan harta zakat secara produktif. Sehingga
dengan demikian dalam kajian fiqh zakat kontemporer memproduktifkan harta zakat sudah
menjadi permasalahan sangat penting dan serius untuk segera dijawab secara tuntas.
Secara umum, praktek yang dilakukan oleh Badan atau Lembaga Amil Zakat
dalam mengelola harta zakat yang dikumpulkan, sebelum dibagikan kepada mustahiqnya
dikelola terlebih dahulu menjadi aset produktif. Setelah mendatangkan hasil, baru hasil
atau manfaat pengembangan harta zakat itu diberikan kepada mustahiq, seperti
memfasilitasi mustahik (orang fakir miskin) berobat secara gratis melalui Rumah Sakit
yang dibangun dari sumber harta zakat. Atau adakalanya Badan atau Lembaga Amil Zakat
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secara langsung memberikan harta zakat itu namun berupa bentuk lain dari jenis harta
zakat yang dikumpulkan, yaitu berupa modal produktif untuk dikembangkan sendiri oleh
mustahiqnya.
Model pendistribusian secara produktif ini yang dilaksanakan oleh Lembaga atau
Badan Amil Zakat bervariasi antara satu dengan yang lainnya. Di antaranya dengan
menjalin kerja sama kemitraan dengan BMT dan BPRS binaan yang menyebar di berbagai
daerah, bentuk program itu di antaranya adalah : 13
1. Pemberian hibah ; sebagai modal usaha tanpa ada ikatan untuk mengembalikan
modal, seperti usaha pertanian, usaha jualan dan lain-lain.
2. Pemberian dana bergulir berupa pinjaman lunak ; seperti memberikan modal usaha
dengan akad qardh al-hasan.
3. Sistim akad mudhârabah atau musyârakah, dengan perjanjian bagi hasil sesuai
dengan kesepakatan awal.
4. Melalui kegiatan UHT (Usaha Hasil Tani), dengan cara menyediakan ketersediaan
beras dengan harga terjangkau.
5. Layanan Sosial (charity), dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis seperti
program LKC (Layanan Kecehatan Cuma-cuma) dan bantuan becana alam.
6. Pemberian beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa.14
7. Termasuk juga misalnya usaha peternakan mandiri (salah satu program unggulan
Swadaya Ummah Riau).
13 Cara ini dipraktekkan oleh salah satu Lembaga Amil Zakat di Indonesia, yaitu Dompet Dhu’afa
Republika Jakarta. Lihat Khairul Amri, Dompet Dhu’afa Republika; Tinjauan Hukum Islam terhadap
Pengelolaan ZIS, Tesis PPs IAIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2000, tidak diterbitkan), hlm. 89.
14 Khairul Amri, op.cit., hlm. 89-92.
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Berkaitan dengan permasalahan pendistribusian harta zakat secara produktif di
atas, apabila ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip dasar syari’at zakat, maka menjadi
permasalahan menarik untuk dicari argumentasi syara’nya, apakah diperbolehkan ataukah
menyimpang dari prinsip syari’at zakat ?. Atau apabila diperbolehkan mengelola dan
mendistribusikan harta zakat secara produktif, apa yang menjadi dasar hukumnya ?. Dari
permasalahan ini penulis tertarik untuk mencoba merumuskan beberapa permasalahan
yang akan dikupas dalam penelitian tesis dengan mengangkat judul ; Pengelolaan Zakat
Mâl Secara Produktif Perseptif Maqâshid al-Syarî’ah.
B. Pembatasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis membatasi penelitian tesis ini
pada tiga sub pembahasan yang akan dikaji, yaitu :
1. Pandangan fuqahâ` terhadap Pengelolaan zakat mal secara produktif.
2. Argumentasi fuqahâ` terhadap Pengelolaan zakat mal secara produktif.
3. Tinjaun maqâshid al-syarî’ah terhadap Pengelolaan zakat mal secara produktif.
C. Perumusan Masalah
Dalam rangka memperoleh hasil penulisan yang baik dan memenuhi syarat
penulisan karya ilmiah serta untuk mempermudah pengumpulan data dan
pembahasannya, maka dalam tesis ini diperlukan adanya perumusan masalah.
Perumusan masalah dalam suatu karangan ilmiah merupakan hal yang penting
agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari tujuan permasalahan yang akan dibuat
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penulisannya, demikian pula data sampel yang dicari dapat diperoleh dalam penelitian
sesuai dengan tujuan penelitian.15
Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan
masalah-masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pandangan fuqahâ` terhadap pengelolaan harta zakat mal secara
produktif?.
2. Apa argumentasi fuqahâ` terhadap pengelolaan zakat mal secara produktif ?.
3. Bagaimana tinjauan maqâshid al-syarî’ah terhadap pengelolaan zakat mal secara
produktif ?.
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Suatu kegiatan penelitian sudah tentu mempunyai suatu tujuan yang jelas dan
pasti. Adapun tujuan ini diperlukan adalah untuk memberi petunjuk tuntunan atau arahan
dalam melangkah sesuai dengan maksud dari penelitian. Dalam penelitian ini tujuan yang
hendak dicapai adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui dan mengungkapkan pandangan fuqahâ` terhadap pengelolaan
harta zakat mal secara produktif.
2. Untuk mengetahui dan mengungkapkan argumentasi fuqahâ` terhadap pengelolaan
zakat mal secara produktif.
3. Untuk mengetahui dan mengungkapkan tinjauan maqâshid al-syarî’ah terhadap
pengelolaan zakat mal secara produktif.
15 Soerjono Soekanto, Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah, (Jakarta : Ghalia Indonesia,
1983), hlm. 13.
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Sedangkan manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah :
1. Sebagai pedoman bagi amil zakat (Badan atau Lembaga Amil Zakat yang ada sat
ini) dalam melaksanakan Pengelolaan zakat supaya lebih berdaya guna.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi penulis, para peneliti dan civitas akademika
dalam upaya menambah khazanah keilmuan tentang penerapan syari’at zakat.
3. Sebagai bahan penyuluhan pada masyarakat umum agar dapat lebih memahami
kewajiban zakat sehingga tidak ada lagi ketimpangan pemahaman kewajiban zakat
maal dan zakat fitrah, dan dapat memfasilitasikan kewajiban zakat mereka melalui
Badan atau Lembaga Amil Zakat yang profesional dan proporsional, serta berperan
aktif mengawasi pelaksanaan tugas kelembagaan zakat tersebut.
E. Tinjauan Pustaka
Dalam kajian sebelumnya, ulasan dan penelitian mengenai konsep zakat dalam
literatur keislaman telah banyak mengupas permaslahan tentang zakat, yang terdapat
dalam kitab-kitab fiqh para ulama baik ulama klasik maupun ulama kontemporer.
Secara spesifik, ulama klasik di antaranya Abu Ubaid, dalam bukunya Al-Amwâl,
mengupas konsep dan prinsip-prinsip pengelolaan harta termasuk konsep zakat yang
diterapkan dalam Islam mulai dari zaman Nabi, sahabat hingga tabi’in.
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Ulama madzhab (Hanâfiyah, Mâlikiyyah, Syâfi’iyyah dan Hanâbilah) dalam
masing-masing kitab fiqh mereka, memasukkan secara khusus bab zakat, dan
menguraikannya secara sistimatis dengan mengemukakan bagaimana konsep zakat
menurut al-Qur`an dan sunah Rasulullah saw.
Abdullah bin Manshur Al-Ghâfiliy, dalam kitabnya Nawâzil Al-Zakâh juga secara
spesifik membahas fiqh zakat. Ia memberikan kontribusi yang spektakuler berkisar
pembaharuan fiqh zakat (fiqh zakat kontemporer) dengan menganalisa berdasarkan
pendekatan komparatif madzhab.
Ulama kontemporer lainnya yang secara spesifik membahas tentang zakat di
antaranya adalah Yusuf al-Qaradhawiy. Ia membahas secara khusus mengenai seluk-
beluk syari’at zakat dalam bukunya yang berjudul Fiqh al-Zakâh. Bukunya ini secara
filosofis mengupas persoalan zakat dari segala bidang, dan telah menjadi rujukan standar
dalam permasalahan zakat.
Secara umum, melalui telaah kepustakaan, penulis melakukan pelacakan
terhadap tulisan-tulisan yang pernah dipublikasikan sebelumnya tentang konsep zakat,
atau yang tidak dipublikasikan, ternyata tema zakat cukup mendapat perhatian khusus
bagi kalangan ulama, akademisi dan peneliti. Sehingga pembahasan tentang zakat akan
selalu mendapat perhatian dalam berbagai sudut pandang.
Secara spesifik tentang judul yang penulis tawarkan yaitu Pengelolaan Zakat Mâl
Secara Produktif Perseptif Maqâshid al-Syarî’ah, belum ada yang menelitinya. Untuk itulah
penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, bagaimana sistim Pengelolaan
zakat mal secara produktif ditinjau dari perseptif maqâshid al-syarî’ah.
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F. Judul Penelitian dan Penjelasan Istilah
Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa tesis ini diberi judul  “Pengelolaan
Zakat Mal Secara Produktif Perseptif Maqâshid Al-Syarî’ah”. Guna memberikan
pemahaman dari maksud penelitian tesis ini maka perlu penulis paparkan beberapa kata
kunci berikut ini :
Kata “Pengelolaan”, dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan berasal dari kosa
kata “kelola”, yang berarti “laku, cara (melakukan sesuatu), akal (daya upaya), perbuatan”.
Apabila kata ini mendapat imbuhan awalan “pe” dan akhiran “an”, maka menjadi kata
“pengelolaan”, maka artinya adalah “proses, cara, perbuatan pengelola”, artinya, “upaya
menggerakkan sesuatu sehingga menjadi sesuatu yang lain (menjadi sempurna, dan lain-
lain)”.16 Sehingga dikatakan, istilah “pengelolaan” (management) bermakna proses, cara,
perbuatan mengelola; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggunakan tenaga
orang lain.
Kata “zakat mal”, terdiri dari dua kata yaitu kata “zakat” dan “mal”, yaitu ibadah
yang berkaitan dengan mengeluarkan sebagian harta benda sebagai bentuk ketaatan
karena Allah. Dalam Islam tentang ketentuan ibadah zakat itu ada dua macam, yaitu zakat
mal (zakat harta kekayaan) dan zakat fitrah (zakat konsumsi individu di saat bulan atau
16 W.J.S. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), Edisi
III, Cet. ke-3, hlm. 808.
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akhir bulan ramadhan). Adapun yang penulis maksud dalam penelitian tesis ini adalah
berfokus pada permasalahan “zakat mal (zakat harta kekayaan)”.
Kata “produktif”, juga dalam kamus bahasa indonesia dijelaskan, artinya adalah
“banyak mendatangkan hasil”. Sementara, kata “perspektif”, dalam kamus Bahasa
Indonesia disebutkan maknanya adalah “berhubungan dengan pengertian (cepat
dimengerti), penerimaan, atau tanggapan”.17 Yaitu sudut pandang atau pandangan dalam
melihat sesuatu, sehingga mendapatkan pemahaman yang tepat dan benar.
Sedangkan “maqâshid al-syarî’ah” adalah salah satu teori ushuliyyah yang
dikembangkan oleh pada ulama ushul, yang secara umum maknanya adalah tujuan pokok
disyari’atkannya suatu hukum. Dengan kata lain, mengutip pendapat al-Syathibiy
maqâshid al-syarî’ah mestilah mencakup pada nilai kemaslahatan secara utuh di dunia
dan akhirat, sehingga ia mengatakan dalam kitabnya :
 ِلِجلآْاَو ِلِجاَعْلا ِفى ِداَبِعْلا ِحِلاَصَمِل َا َّنمِإ ِِعئَارَّشلا َعْضَواًعَم18
Artinya : “Mewujudkan segala nilai kemaslahatan manusia untuk kehidupan di dunia dan di
akhirat sekaligus”.
Jadi, maksud dari penelitian ini adalah berupaya mengungkapkan secara
komprehensif bagaimana pengelolaan harta zakat mal secara produktif (lebih banyak
mendatangkan hasil dan manfaat, baik bagi muzakkiy maupun bagi mustahiq zakat)
ditinjau berdasarkan teori maqâshid al-syarî’ah.
G. Metode Penelitian
17 Purwadarminta,op.cit., hlm. 880-881.
18 Al-Syathibiy, Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah, (t.t. : 1395 H./1975 M.), Juz II, hlm. 6.
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Langkah penelitian merupakan sebuah metode untuk menemukan kebenaran
yang diteliti melalui pendekatan pemikiran yang kritis dan akurat. Penelitian juga dapat
diartikan sebagai pencarian yang terus menerus terhadap sesuatu yang diteliti.
Berdasarkan hal itu maka metode penelitian yang dipakai harus sesuai dengan ilmu
pengetahuan yang menjadi induknya.
Dalam menyusun tesis ini jenis penelitian yang dipergunakan adalah jenis
penelitian hukum. Hal ini dimaksudkan dalam upaya menelusuri temuan-temuan baru
tentang fenomena permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat, kemudia dikaji
berdasarkan argumentasi hukum yang masyrû’iyyah.
1. Jenis dan Sumber Data
Mengingat penelitian ini memusatkan pada penelitian kepustakaan (library
research), maka jenis data yang dibutuhkan adalah data kualitatif yag sepenuhnya
diperoleh dari berbagai sumber tertulis (klasik maupun kontemporer) yang membahas
tentang judul yang diteliti.
Data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua yaitu :
a. Data primer
Data primer yang kumpulkan adalah dengan cara menelusuri,
mengumpulkan dan menela’ah kitab-kitab yang membahas tentang zakat, ayat-ayat
dan tafsirnya, hadits-hadits hukum serta syarahnya, kaidah fiqhiyah dan ushuliyah
serta pendapat para ulama. Di antaranya, dengan tidak bermaksud memerinci satu
persatu, sebagai berikut :
1) Kitab Fiqh wa Muqâratuh :
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Penulis menjadikan data primer pada bidang fiqh dan muqâranahnya di
antaranya adalah Ibnu Abidin, Rad Al-Mukhtâr ‘Alâ Dâr Al-Mukhtâr Syarh Tanwir
Al-Anshâr, Abdurrahman Al-Maghribiy, Mawâhib Al-Jalil Lisyarh Mukhtashar
Khalil, Abu Al-Hasan, Al-Hâwiy Al-Kabir Min Fiqh Madzhab Al-Imâm Al-Syâfi’iy,
Taqiyuddin Muhammad Al-Futuhiy, Muntahâ Al-Irâdat fi Jâm’i Al-Miqna’ Ma’a
Tanqih Wa Ziyâdât, Ibnu Qudamah Al-Muqaddasiy, Al-Mughniy ‘Alâ Mukhtashar
Al-Kharqiy, Al-Jaziri, Kitâb Al-Fiqh ‘Alâ Madzâhib Al-Arba’ah, Al-Zuhailiy, Al-Fiqh
Al-Islâmiy Wa Adillatuh, Yusuf Al-Qaradhâwiy, Fiqh Al-Zakâh, Al-Sayyid Sabiq,
Fiqh Al-Sunnah, Abdullah bin Manshur Al-Ghafiliy, Nawâzil Al-Zakâh. Dan masih
banyak lagi kitab lainnya, lebih lengkap terdapat pada uraian daftar pustaka pada
tesis ini.
2) Kitab Tafsir dan Hadits Al-Ahkâm :
Pada bidang tafsir, sebagai data primer penulis memilih kitab tafsir Al-
Qurthubiy, Al-Jâmi’ Li Ahkâm Al-Qur`ân dan Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir Al-
Qur`ân Al-‘Azhim Al-Syahir Bi Tafsir Al-Manâr. Sementara untuk data Hadits dan
Hadits al-Ahkâm, penulis memilih kitab Al-Bukhâriy, Al-Jâmi’ Al-Shahih, Al-
Suyuthiy, Al-Tausyih Syarh Al-Jâmi’ Al-Shahih, Shahih Muslim Bi Syarh Al-
Nawâwiy, Musa Syâhin Lâsyin, Al-Manhâl Al-Haidits Fi Syarh Al-Hadits, Al-
Tirmidziy, Sunan Al-Tirmidziy, Abu Daud Sulaiman, Sunan Abu Daud,
Abdurrahman Al-Bassâm, Taudhih Al-Ahkam Min Bulugh Al-Marâm, Al-
Asqalaniy, Fath Al-Bâriy,
3) Kitab Ushul al-Fiqh dan Maqâshid al-Syari’ah :
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Adapun pada bidang ushul al-fiqh dan maqâshid al-syari’ah, sebagai
data primer penulis mengambil kitab Al-Ghazaliy, Al-Mustashfâ Min ‘Ulum Al-
Ushul, Al-Syâthibiy, Al-Muwâfaqat Fi Ushul Al-Syari’ah, Al-Amidiy, Al-Ihkâm fi
Ushul Al-Ahkâm, Muhammad Wâshil, Al-Madkhâl Al-Wasith Li Dirasah Al-
Syari’ah Al-Islâmiyah Wa Al-Fiqh Wa Al-Tasyri’, Al-Yubiy, Maqâshid Al-Syari’ah
Al-Islâmiyah Wa ‘Alâqatuha Bi Al-Adillah Al-Syar’iyyah, Ali Ahmad Al-Jurjawi,
Alauddin Husain Rahhal, Ma’âlim Wa Dhawâbith Al-Ijtihad ‘Inda Syaikh Al-Islâm
Ibnu Taimiyah, Hikmah Al-Tasyri’ Wa Falsafatuh, Al-Suyuthiy, Al-Asybâh Wa Al-
Nazhâir Fi Furu’ihi, dan buku-buku klasik lainnya yang dapat melengkapi
penelitian tesis ini.
b. Data sekunder
Adapun data sekunder, akan penulis ambil dari berbargai buku, artikel,
majalah, fatwa ulama dan sumber terkait lainnya jika ada yang dapat mendukung
penyelesaian penelitian tesis ini.
2. Teknik Pengumpulan Data
Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka cara yang
ditempuh adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan mentelaah
(dokumentasi) sumber-sumber fiqh yang berkaitan dengan judul, baik berupa teks-teks
klasik maupun kontemporer. Teknik dokumentasi ini sangat tepat digunakan dan lazim
dipakai dalam penelitian kualitatif, terutama berkaitan dengan buku-buku teks yang
berisi pendapat-pendapat dan teori-teori yang berkembang dalam konteks sosial-
hitoris. Untuk itu, maka teknik ini sangat tepat dipakai dalam penelitian ini, karena
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keseluruhanya berkaitan dengan berbagai pendapat, pandangan dan teori yang
terdapat dalam teks-teks yang ada.
3. Teknik Analisa Data
Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah
terkumpul, akan dipergunakan teknik analisis data deskriptif analisis. Deskriptif, karena
penelitian ini bertitik tolak dari konsep-konsep berdasarkan nas-nas syara’ (nushush al-
syar’iyyah), pendapat para fuqaha dan peraturan-peraturan yang ada sebagai norma
hukum positif (tasyri’iyyah).
Setelah semua data terkumpul, kemudia diklasifikasikan berdasarkan kategori
masalah, lalu dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa isi (content
analysis), dengan cara menganalisis data menurut isinya. Dengan kata lain, suatu
upaya untuk menelaah maksud dari isi sesuatu yang termuat dalam suatu dokumen.
Kemudian dipaparkan (dideskripsikan) serta dianalisa menurut ilmu dan teori-teori atau
pendapat peneliti sendiri dan terakhir menyimpulkannya.
H. Sistematika Penulisan
Supaya lebih terarah pembahasan tesis ini maka penulis membuat sistematika
berdasarkan bab masing-masing. Penulis membaginya menjadi lima bab, masing-masing
bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan penjelas dari bab tersebut.
BAB I dimulai dengan pendahulaun, yang terdiri dari latar belakang masalah,
pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan
pustaka, judul penelitian dan penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika
penulisan.
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BAB II merupakan pembahasan mengenai konsep syari’at zakat, yang terdiri dari
pengertian zakat, landasan syari’at zakat, syarat-syarat dan jenis harta yang wajib
dizakatkan, hikmah dan fungsi zakat, prinsip kepemilikan pada harta zakat, sasaran
pendistribusian zakat dan sistim pengelolaan zakat.
BAB III merupakan uraian tentang tinjauan umum terhadap teori maqâshid al-
syarî’ah, yang terdiri dari pengertian maqashid al-syarî’ah, sejarah dan perkembangan ilmu
maqâshid al-syarî’ah, landasan maqâshid al-syarî’ah, pembagian maqâshid al-syarî’ah,
metode dalam mengungkapkan maqâshid al-syarî’ah, dan status maqâshid al-syarî’ah
dalam berhujjah.
BAB IV merupakan analisa terhadap implementasi maqâshid al-syarî’ah terhadap
pengelolaan zakat secara produktif, yang terdiri dari maqâshid al-syarî’ah pada zakat,
prinsip-prinsip pengelolaan harta zakat, pandangan ulama tentang pengelolaan harta zakat
secara produktif dan tinjauan maqâshid al-syarî’ah terhadap pengelolaan zakat secara
produktif.
BAB V Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan bahasan
sebelumnya dan menjawab permasalahan yang dikemukakan di awal, dan sekaligus
mengemukakan saran bagi semua pihak yang berkompeten dalam hal dengan harapan





Dalam Al-Qur`an kata zakat ( ُةاَكَّزلا) terdapat sebanyak 32 kata1, 28 kata di
antaranya bergandengan dengan kata shalat, hal ini mengisyaratkan tentang penting dan
eratnya hubungan antara ibadah zakat dengan ibadah shalat. Ibadah shalat merupakan
perwujudan hubungan dengan Tuhan, sedangkan zakat merupakan perwujudan hubungan
dengan Tuhan dan sesama manusia.
Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat
yang sangat besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat
(muzakkiy), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi
masyarakat secara keseluruhan. Kata zakat ini juga banyak diulang sebutannya dengan
menggunakan kata yang sinonim dengannya yaitu kata sedekah ( ُةَقَدَّصلا) dan infak
(  ِلإا ـْن َف ُقا ).2 Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai
kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting.
1 Muhammad Fuad Abdul Bâqiy, Al-Mu’jam Al-Mufahras Li Alfâzh Al-Qur`ân Al-Karîm, (Kairo : Dar
Al-Kutub Al-Mishriyah, 1324), hlm. 331-332. Lihat Mundzir Qahaf, Al-Nushush Al-Iqtishâdiyah Min Al-Qur`ân
Wa Al-Sunnah, (Jeddah : Markaz Al-Nasyr Al-‘Ilmiy, 1995 M./1415 H. ), Cet. I, hlm. 685.
2 Yusuf Al-Qaradhawiy, Al-‘Ibâdah Fî Al-Islâmiy, (Beirut : Muassasah Al-Risâlah, 1422 H./2001 M.),
Cet. ke-2, hlm. 227. Lihat Abdurrahman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial, (Jakarta :
RajaGrafindo Persada, 2001), cet. ke-2, hlm. 43.
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1. Pengertian Secara Bahasa
Secara bahasa (etimologi), kata zakat berasal dari bahasa arab (  َّزلا َك ُةا ), akar
katanya adalah ( ).3 Di antaranya bermaknanya tumbuh, berkembang
(produktif) dan bertambah (  و ِّزلا َاي َد ُة  َو ُعْيَّرلا  َّنلا َم ُءا ), suci atau bersih ( ) و ُر ْـيِهْطَّتلالا َّط ْه َر ُة ,
berkah ( ) ـَبلاْر َك ُة , pantas, layak atau bermanfaat (  َّصلا َلا ُح ُحَلاْصِلإْاَو ), baik dan utama
(  َلخا ـْي ُر َو ْلا َف ْض ُل ).4
Dinamakan zakat, karena dengan berzakat menjadi sebab harta itu bertambah
dan dapat memeliharanya dari kebinasaan, bahkan menyucikan orang yang
mengeluarkannya dan akan menambahkan pahala bagi pelakunya.5
2. Pengertian Secara Istilah
Sedangkan secara istilah (terminologi), para ahli fiqh berbeda pendapat dalam
mendefinisikan zakat, secara terperinci adalah sebagai berikut :
1. Menurut madzhab Hanafiyyah, zakat adalah :
 َْتم ِل ْي ُك ُج ْز ِء َم ٍلااَّشلا ُهَنَّـيَع ِنَع ِةَعَف ْـنَمْلا ِعْطَق َعَم ُهَلاْوَم َلاَو ٍّيِِشماَه ِْيرَغ ٍْيرِقَف ٍمِلْسُم ْنِم ُِعر
 ِّلُك ْنِم ِكْلِمْلا َو ْج ٍه ِل َّل ِه ـَت َع َلىا6
3 Ibn Manzhur, Lisân Al-‘Arab, (Beirut : Dâr Shâdir, 1410 H./1990 M.), Cet. ke-1, Jilid XIV, hlm. 358.
Abdullah bin Manshur Al-Ghâfiliy, Nawâzil Al-Zakâh, (Riyad : Kerja Sama antara Bank Al-Bilâd dan Dâr Al-
Maiman), Cet. ke-1, hlm. 39.
4 Majma’ Al-Lughah Al-‘Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Washith, (Mesir : Maktabah Al-Syuruq Al-Dauliyah,
1425 H./2004 M.), cet. ke-4, hlm. 396. Lihat Ibn Manzhur, op.cit., hlm. 358-359. Lihat juga Luis Ma’luf, Al-
Munjid Fî i Al-Lughah Wa Al-A’lâm, (Beirut : Dar Al-Masyriq, tt), hlm. 303. Lihat juga Wahbah Al-Zuhailiy, Al-
Fî qh Al-Islâmiy Wa Adillatuh, Juz II, op.cit., hlm. 729-730.
5 Wahbah Al-Zuhailiy, Al-Fiqh Al-Islâmiy Wa Adillatuh, Juz II, ibid.,hlm. 730. Lihat Khalid
Abdurrazaq Al-‘Aliy, Mashârif Al-Zakâh Fî Dhu` Al-Kitâb Wa Al-Sunnah, (Amman : Dar Usâmah, 1999), Cet.
ke-1, hlm. 33.
6 Ibnu Abidin, Rad Al-Mukhtâr ‘Ala Dar Al-Muhtâr Syarh Tanwîr Al-Anshâr, (Riyad : Dar ‘Alim Al-
Kutub, 1423 H./2003 M.), Juz III, hlm. 171-173.
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Artinya : “Pemberian bagian harta tertentu karena Allah, agar dimiliki oleh orang
fakir yang beragama Islam, selain Bani Hasyim atau bekas budaknya,
dengan ketentuan bahwa terputus manfaat harta itu dari pemiliknya
(yang asli) dengan cara apapun.7
2. Menurut madzhab Malikiyyah, zakat adalah :
رخآ لىإ ءزج جارخإ ردصمو اباصن لالما غولبب هقحتسلم هطرش لالما نم ءزج مسإ8
Artinya : “Mengeluarkan (bagian tertentu) dari jenis harta tertentu yang telah
memenuhi syarat dan mencapai Nishâb (batas kuantitas tertentu yang
mewajibkan zakat) untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya”.
7 Menurut madzhab Hanafiyah sebagaimana dikutip Al-Zuhailiy, ada juga yang mendefinisikan
dengan redaksi yang berbeda, yaitu :     لىاعت اللها هجول عراشلا هنيع صوصمخ صخشل صوصمخ لام نم صوصمخ لام ءزج كيلتم
Penggunaan istilah “kepemilikan” ( كيلمتلا ) dalam definisi yang dikemukakan oleh HanaFî yyah,
adalah dimaksudkan untuk penghindaran dari maksud ibahah (pembolehan), sehingga apabila seseorang
memberi makan anak yatim dengan niat membayar zakat, maka cara seperti ini tidak boleh. Lain halnya
apabila ia memberikan makanan seperti ia memberi pakaian padanya, yang demikian itu dengan syarat
kepemilikan harta itu diikatkan pada yang menerimanya. Demikian juga apabila harta yang diberikan itu
dihukumi hanya sebagai nafkah kepada anak yatim itu, maka syarat tersebut tidak diperlukan.
Yang dimaksud dengan “sebagian harta” ( لام ءزج ) dalam definisi di atas adalah keluarnya manfaat
dari orang yang memberinya. Dengan demikian, jika seseorang melayani seorang fakir untuk berdiam di
rumahnya selama satu tahun dengan niat berzakat, maka hal ini tidak dianggap sebagi zakat.
Selanjutnya, yang dimaksud dengan istilah bagian tertentu ( صوصخلما ءزلجا ) pada definisi di atas
adalah ukuran yang wajib dikeluarkan, dan “harta tertentu” ( صوصخلما لالما ) yang dimaksud adalah Nishâb yang
ditentukan oleh syara’. Sedangkan “orang tertentu” ( صوصخلما صخشلا ) yang dimaksud adalah orang-orang
yang berhak menerima zakat (mustahiq al-zakâh). Kemudian, maksud istilah “yang sudah ditentukan oleh
syara’” ( عراشلا هنّيع ) adalah kadar Nishâb dari yang sudah ditentukan dari masing-masing jenis harta zakat dan
telah mencapai haul. Sehingga terkecualikan darinya sedekah sunnah ( ةلفانلا ةقدص ) dan zakat fitrah. Dan
pelaksanaan zakat ini semata-mata hanya bertujuan mencari ridha Allah swt. Lihat Al-Zuhailiy, Al-Fî qh Al-
Islâm iy Wa Adillatuh, Juz II, hlm. 730.
8 Abdurrahman Al-Maghribiy, Mawâhib Al-Jalîl Lisyarh Mukhtashar Khalîl, (t.tp. : Dar ‘Alim Al-Kutub,
t.t.), Juz III, hlm. 80. Lihat Muhammad Al-Anshariy Al-Risha’iy, Syarh Hudud Abi “Arfah; Al-Mausum; Al-
Hidâyah Al-Kâfiyah Al-Syâfiyah Li Bayân Haqâiq Al-Imâm Abi ‘Arfah Al-Wâfiyah, (Beirut : Dar Al-Gharb Al-
Islamiy, 1993 M.), Cet. ke- 1, Bab I, hlm. 140. Lihat juga Abdullah Bin Masshur Al-Ghâfiliy, Nawâzil Al-Zakâh,
hlm. 41.
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3. Menurut madzhab Syafi’iyyah, zakat adalah :
ةصوصمخ ةفئاطل ةصوصمخ هفاصوأ ىلع صوصمخ لام نم صوصمخ ءيش ذخلأ مسإ9
Artinya : “Suatu istilah bagi pengeluaran sesuatu yang dikhususkan pada harta
tertentu untuk diberikan kepada kelompok yang ditentukan pula”.
4. Menurut madzhab Hanabilah, zakat adalah :
صمخ تقو فى ةصوصمخ ةفئاطل صوصمخ لام فى بجاو قحصو10
Artinya : “Hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk diberikan kepada
kelompok tertentu pada waktu yang telah ditentukan pula”.
5. Sedangkan menurut Al-Sayyid Sabiq, zakat ialah :
إءارقفلا لىإ لىاعت اللها قح نم ناسنلإا هجريخ الم مس11
Artinya : “Sesuatu hak (yang mana pada dasarnya) merupakan milik Allah swt
yang harus dikeluarkan (diserahkan) oleh manusia kepada orang fakir”.
6. Dan menurut Abdul Karim Zaidan, zakat menurut istilah adalah :
صوصمخ تقو فى ةصوصمخ ةفئاطل صوصمخ لام فى ردقم بجاو قح12
Artinya : “Suatu hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang telah ditentukan,
untuk diberikan kepada kelompok tertentu pada waktu yang sudah
ditentukan pula”
9 Abu Al-Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Al-Mawardiy Al-Bashâriy, Al-Hâwiy Al-Kabîr Min Fiqh
Madzhab Al-Imâm Al-Syafî’iy; Syarh Mukhtashar Al-Muzniy, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1414 H./ 1994
M.), Cet. ke-1, Juz III, hlm. 71. Lihat Al-Nawâwiy, Kitab Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab Li Al-Syairâziy, Juz
V, hlm. 295. Lihat juga Abdullah Bin Masshur Al-Ghâfiliy, Nawâzil Al-Zakâh, hlm. 41.
10 Taqiyuddin Muhammad Bin Ahmad Al-Futuhiy, Muntaha Al-Iradat fî Jam’i Al-Miqna’ Ma’a Tanqîh
Wa Ziyadat, (t.tp. : Muassasah Al-Risâlah, t.th.), Juz I, hlm. 435. Lihat Al-Jaziri, Kitâb Al-Fiqh ‘Ala Madzâhib
Al-Arba’ah, Juz I, hlm. 536. Lihat juga Abdullah bin Manshur Al-Ghafiliy, Nawazil Al-Zakâh, hlm. 43. Dan Al-
Zuhailiy, Al-Fiqh Al-Islâmiy Wa Adillatuh, Juz II, op.cit., hlm. 731.
11 Al-Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, (Kairo : Al-Fath Li Al-A’lam Al-‘Arabiy, t.th.), Juz I, hlm. 235.
12 Abdul Karim Zaidân , Al-Mufashshal Ahkam Al-Mar`ah Wa Al-Bait Al-Muslim Fî Al-Syari’ah Al-
Islâmiyah, (Beirut : Muassasah Al-Risalah, 1413 H./1993 M.), Cet. ke- 1, Juz I, hlm. 343.
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Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa zakat secara
terminologi mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
1. Suatu pembagian yang ditentukan secara syara’. Yang dimaksudkan adalah
penyerahan, pembagian atau pemindahan kepemilikan harta tertentu yang telah
mencapai nishâb, yang telah ditentukan oleh Allah swt.
2. Terhadap harta kekayaan tertentu. Kewajiban tersebut ditujukan kepada yang
memiliki harta-harta zakat (al-amwâl al-zakawiyah) baik berupa hewan ternak,
uang, tanaman tertentu, hasil perniagaan atau hasil bumi (hasil tambang).
3. Diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (ashnâf al-tsamâniyah)
yang dikhususkan oleh Allah swt dalam al-Qur`an surat al-Taubah ayat 103.
4. Dengan syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu Islam, merdeka, milik
sempurna, mencapai haul, serta niat ikhlas karena Allah swt.
Antara makna bahasa dan istilah ini memiliki kaitanan yang erat sekali, yaitu
bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci dan bersih dari
hak orang lain, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Secara lahiriyah harta yang
dizakatkan itu berkurang, namun secara hakiki dengan mengeluarkan zakat justru harta
tersebut mendatangkan keberkahan, tumbuh dan bertambah dan Allah swt akan
menggantinya dengan kebaikan (rizki), di dunia, sementara di akhirat akan memperoleh




Artinya ; “Dan apa saja yang kamu infakkan Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi
rizki yang terbaik”.
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Dalam sebuah riwayat hadits juga dikatakan sebagai berikut :
 َع ْن َأ ِبي ُه َر ـْي َر َة َع ْن َر ُس ْو ِل ِاللها َص َّل ُاللها ى َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َلا َم ـَن ا َق َص ْت َص َد َق ٌة ِم ْن َم ٍلا َو َم َز ا َدا ُاللها َع ْب ًد ا
 ِب َع ْف ٍو ِإ َّلا ِع َو ا َام ـَت َو َضا َع َأ َح ٌد ِل َّل ِه ِإ َّلا َر ـَف َع ُه ُاللها13
Artinya : “Dari Abu Hurairah dari Rasulullah saw bersabda : "Sedekah itu tidak akan
mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain,
melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang
merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya.”
Di samping itu juga, selain untuk kekayaan menjadi berkah, tumbuh, berkembang
dan suci, bagi pelakunya, zakat berfungsi sebagai pembersih jiwa, bagian dari amal
shaleh, sehingga dengan melaksanakan amal shaleh keimanan menjadi bertambah.
Dengan zakat juga dapat menyenangkan hati sehingga ia semakin dekat kepada ridha





Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan
menyucikan mereka, dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’amu itu
(menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar
lagi Maha Mengetahui”.
Ibadah zakat, dalam hal ini berfungsi membersihkan dan menyucikan harta
dengan memperoleh keberkahan bagi pemiliknya,14 sekaligus menyucian jiwa dari sifat
tidak terpuji, penyeimbang atas kesenjangan sosial antara orang kaya dengan orang yang
13 Shahîh Muslim Bi Syarh Al-Nawawiy, (Kairo : Al-Mathba’ah Al-Mishriyyah, 1349 H./1930 M.), Juz
XVI, Cet. ke-1, hlm. 141.
14 Lihat Al-Qurthubiy, Al-Jâmi’ Li Ahkam Al-Qur`an, (Beirut : Muassasah Al-Risalah, 2006), Juz X,
cet. ke-1, hlm. 363-364.
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tidak mampu (li mashlahah al-daafi’ wa al-akhidz ma’an),15 karena pada ibadah zakat
merupakan penunaian hak dari jenis harta yang telah ditentukan, dan kewajiban untuk
diberikan kepada kelompok orang tertentu pula pada waktu yang telah ditentukan. Sebagai





) ماعنلأا ةروس :6\141(
Artinya : “Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya (zakatnya) pada
waktu memetik hasilnya, tapi janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya
Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.


) ءارسلإأ ةروس :17\26(
Artinya : “Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan











) مورلا ةروس :30\38-39(
Artinya : “Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan
orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang
yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah,
maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan
15 Taqiyuddin Bin Daqiq Al-‘Id, Ihkam Al-Ahkam Syarh ‘Umdah Al-Ahkam, (Kairo : Al-Maktabah Al-
Sunnah, 1414 H./1994 M.), Cet. ke-1, hlm. 377.
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berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka
itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”.16
B. Landasan Syari’at Zakat
Perintah melaksanakan ibadah zakat merupakan urutan ketiga dari rukun Islam
yang lima. Ibadah zakat ini diwajibkan di Madinah pada bulan Syawwal tahun kedua
Hijriyah, yang mana kefardhuannya ditetapkan setelah penetapan fardhu puasa
Ramadhan dan zakat fitrah.17 Ibadah zakat merupakan fardhu ‘ain18 yang ditetapkan
kefardhuannya berdasarkan al-Qur`an, Sunnah, Ijma’,19 dan dapat juga ditinjau secara
historis (sejarah), logika, filsafat dan sosiologis.20
1. Landasan Al-Qur`an







Artinya : “Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas
mentaatinya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar
16 Dalam ayat ini terlihat ada dua perbedaan prisnsip peralihat kekayaan (transaksi kekayaan),
pertama, prinsip riba, cara mencari keuntungan yang jelas diharamkan dalam Islam, kerna mengandung
unsur kezhaliman, dan kedua, prinsip zakat, bernilai positif dan secara langsung berperan dalam
memperbaiki kondisi ekonomi lemah, dan Allah swt menjamin bahwa cara zakat inilah yang sebenarnya
memberikan keuntungan dunia dan akhirat (diridhai Allah swt).
17 Al-Zuhailiy, Al-Fiqh Al-Islâmiy Wa Adillatuh, op.cit., Juz II, hlm. 733.
18 Para Ulama sepakat bahwa ibadah zakat diwajibkan kepada setiap muslim (baik laki-laki
maupun perempuan) yang merdeka, baligh, berakal sehat, memiliki harta seukuran nishab, dan kepemilikan
(pada harta) yang sempurna. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban zakat terhadap anak
kecil, orang gila, budak (hamba sahaya), orang yang berutang. Abdul Karim Zaidân , Al-Mufashshal Fî
Ahkam Al-Mar`ah Wa Al-Bait Al-Muslim Fî Al-Syari’ah Al-Islâm iyah, Juz I, hlm. 343 dan 345.
19 Al-Zuhailiy, Al-Fî qh Al-Islâm iy Wa Adillatuh, Juz II, op.cit., Lihat Abu Al-Hasan Ali Bin
Muhammad Bin Habib Al-Mawardiy Al-Bashariy, Al-Hawiy Al-Kabir Fî Fiqh Madzhab Al-Imâm Al-Syafi’iy ;
Syarh Mukhtashar Al-Muzniy, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1414 H./1994 M.), Cet. ke-1, Juz III, hlm. 71.
20 Abdurrahman Qadir, op.cit., hlm. 50-52.
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melaksanakan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama
yang lurus (benar)”.
Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa perintah beribadah kepada Allah
swt di antaranya adalah mentauhidkan Allah swt, dan memerintahkan shalat yang
kebanyakan ayat al-Qur`an selalu menggandengkannya dengan perintah zakat
sekaligus, wajib dilaksanakan dengan niat ikhlas karena Allah swt semata, sebagai
bukti nyata bahwa pelaksanaan ibadah ini merupakan perwujudan dari ajaran yang
sebenarnya (agama yang lurus).21
Beberapa ayat al-Qur`an yang menegaskan perintah wajib menunaikan zakat,
di antaranya adalah sebagai berikut :
 َةاَكَّزلااُوَتاَو ََةلاَّصلااوُمْيِقاَو) ةرقبلا ةروس:2\110(
Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat”.
Imam Al-Qurthubiy menyatakan dalam tafsirnya bahwa kata ةاكزلااوتآو adalah
berfaedah perintah wajib.22 Dan apabila diperhatikan, kebanyakan ayat tentang
perintah zakat ini menggunakan kata “اوتأ”, dengan segala musytaqqatnya, yang berarti





21 Al-Qurthubiy, Al-Jâmi’ Li Ahkam Al-Qur`an, Juz XXII, hlm. 412-413.
22 Al-Qurthubiy, Juz II, ibid., hlm. 23.





Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada
Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk
dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan
yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan
kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
 ٌمْيِلَع ٌعْي َِسم
) ةبوتلا ةروس:9\103(
Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan
menyucikan mereka, dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya
do’amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah









) ماعنلأا ةروس :6\141(
Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang
tidak merambat, pohon korma, tanam-tanaman yang beraneka ragam
rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak
serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah
haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah kamu
berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-
lebihan”.
Nash Al-Qur`an24 tentang perintah zakat diturunkan dalam tiga periode :
24 Al-Qur`an menampilkan redaksi perintah zakat dalam empat gaya bahasa (ushlub), yaitu :
a. Menggunakan ushlub insya`i, yaitu berupa perintah tegas seperti (  اوتآ\اوقفنأ ), antara lain tedapat pada
ayat  43, 83 dan 110 QS. Al-Baqarah (2); ayat 33 QS. Al-Ahzab (33); ayat 78 QS. Al-Hajj (22); ayat 56
QS. Al-Nur (24) dan ayat 20 QS. Al-Muzzammil (73). Dalam ayat lain juga menggunakan kata kerja yaitu
perintah (ذخ) mengambil atau memungut zakat (shadaqah) seperti terdapat dalam QS. Al-Taubah (9)
ayat 103, yang mana sasaran perintahnya ditujukan kepada penguasa (‘amil zakat).
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Pertama, sebelum hijriyah, yang mana pada periode ini perintah zakat masih
secara umum tanpa ada batasan dan perinciannya. Akan tetapi hanya pada tataran
motifasi memberi, berbagi dan berbuat baik kepada sesama, seperti terdapat di
antaranya dalam QS. Al-Dzariyat (51) ayat 19 (مورلمحاو لئاسلل قح ملهاومأ فىو), demikian
juga dalam QS. Fushshilat (41) ayat 7 (نةرفاك مه ةرخلآاب مهو ةاكزلا نوتؤي لا نيذلا) dan
dalam QS. Al-Mudatsir (74) ayat 44 (ينكسلما معطن كن لمو).
Kedua, pada tahun ke dua hijriyyah, yang mana pada masa ini ketentuan zakat
sudah diperinci dan tegas baik jenis harta yang wajib dizakatkan, ukuran nishab dan
kadar harta yang wajib dizakatkan.
Dan ketiga, pada tahun ke sembilan hijriyyah, yang mana pada masa ini
perkembangan Islam semakin luas, maka Nabi Muhammad saw mulai mengutus
petugas khusus (ةيابلجاو ةاعسلا) mengumpulkan dan membagikan harta zakat.25
2. Landasan Sunnah
b. Menggunakan ushlub targhib (motivasi) untuk mendirikan shalat dan membayar zakat yang merupakan
ciri-ciri orang yang benar iman dan taqwanya, kepada mereka dijanjikan akan memperoleh ganjaran
pahala yang berlipat ganda dari Tuhan. Salah satunya seperti yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2)
ayat 277.
c. Menggunakan ushlub tarhib (intimidasi/peringatan), yang ditujukan kepada orang yang suka menumpuk
harta kekayaan dan tidak mau mengeluarkan zakatnya. Orang seperti ini diancam dengan azab yang
pedih, yang akan dibakar dahi, lambung dan punggungnya dengan batangan emas dan perak yang
sudah dipanaskan dengan api neraka jahanam. Ancaman tersebut seperti terdapat dalam QS. Al-Taubah
(9) ayat 34-35.
d. Menggunakan ushlub madh (pujian/sanjungan), terhadap orang yang menunaikan zakat. Mereka
disanjung sebagai penolong (wali) yang disifatkan dengan sifat ketuhanan, kerasulan dan orang yang
beriman, karena kesanggunpannya memberikan zakat kepada orang lain. Ushlub ini seperti terdapat
dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 55. Lihat Abdurrahman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial,
(Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), cet. ke-2, hlm. 45-49.
25 Abdullah Bin Abdurrahman Al-Bassam, Taudhih Al-Ahkam Min Bulugh Al-Maram, (Makkah :
Maktabah Al-Asadiy, 1423 H./2003 M.), Cet. ke-5, Juz III, hlm. 288-289.
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Adapun dalil Sunnah yang berkaitan dengan masalah zakat banyak sekali.
Imam Bukhari dan Muslim telah menghimpun hadits-hadits yang berkaitan dengan
zakat ada sekitar 800 hadits. Di antara hadits yang menunjukkan kewajiban berzakat
adalah :
 َع ْن ْبا ِن ُع َمر َر ِضي ُاللها َع ـْن ُه َما َاق َل َاق َل َر ُس ْو َل ِاللهاىلصاللهاهيلعملسو ُب َِني ْا ِلإ ْس َلا ُم َع َلى َْخم ٍس
 َش َه َدا ِة َأ ْن َلا ِإ َل َه ِإ َّلا ُاللها َو َأ َّن َُمح َّم ًدا َر ُس ْو ُل ِاللها َو ِإ َاق ِم َّصلا َلا ِة َو ِإ َات ِء َّزلا َاك ِة َو ْا َلح ِّج َو َص ْو ِم َر َم َضنا26
Artinya : “Dari Ibnu Umar ra, ia berkata; Rasulullah saw bersabda : “Islam itu dibangun
atas lima dasar, yaitu bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah swt, dan bahwa
Muhammad saw adalah utusan Allah swt, melaksanakan shalat, menunaikan
zakat, melaksanakan ibâdah haji dan puasa pada bulan ramadhan”.
اَمُه ْـنَع ُهَّللا َيِضَر ٍساَّبَع ِنْبا ْنَع ٍدَبْعَم ِبيَأ ْنَع َيِضَر اًذاَعُم َثَعَـب َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص َِّبيَّنلا َّنَأ
 َلا ْنَأ ِةَداَهَش َلىِإ ْمُهُعْدا َلاَقَـف ِنَمَيْلا َلىِإ ُهْنَع ُهَّللا اوُعَاطَأ ْمُه ْنَِإف ِهَّللا ُلوُسَر ِّنيَأَو ُهَّللا َّلاِإ َهَِلإ
 َطَأ ْمُه ْنَِإف ٍةَل ْـَيلَو ٍمْوَـي ِّلُك ِفي ٍتاَوَلَص َسَْخم ْمِهْيَلَع َضَرَـتْـفا ْدَق َهَّللا َّنَأ ْمُهْمِلْعََأف َكِلَذِل َكِلَذِل اوُعا
 ِهْيَلَع َضَرَـتْـفا َهَّللا َّنَأ ْمُهْمِلْعََأف ْمِِهئَارَقُـف ىَلَع ُّدَرُـتَو ْمِِهئاَيِنَْغأ ْنِم ُذَخْؤُـت ْمِِلهاَوَْمأ ِفي ًةَقَدَص ْم27
Artinya : “Dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas ra, bahwa ketika Nabi saw mengutus
Mu'adz ra ke negeri Yaman, ia berkata,: "Ajaklah kepada mereka syahadat
(persaksian) bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan
bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka
beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat
lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mentaatinya, maka
beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka
shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di
antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka".
26 Al-Bukhari, Al-Jâmi’ Al-Shahîh,(Kairo : Al-Batba’ah Al-Salafiyah, 1400 H.), Cet. ke-1, Juz I, hlm.
20. Lihat Al-Zubaidiy, Al-Tajrid Al-Sharîh Li Ahâdîts Al-Jâmi’ Al-Shahîh, (Mesir : Al-Maimaniyyah, t.th.), Juz I,
hlm. 8. 96.
27 Al-Bukhari, Al-Jâmi’ Al-Shahîh, Juz I, op.cit., hlm. 430. Lihat Badruddin Abi Muhammad Mahmud,
‘Umdah Al-Qariy Syarh Shahîh Al-Bukhari, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1421 H./2001 M.), Cet. ke-1,
Juz VIII, hlm. 337. Lihat Al-Karmaniy, Al-Bukhari Bi Syarh Al-Karmaniy, (Beirut : Dar Ihya Al-Turats Al-Arabiy,
1401 H./1981 M.), Cet. ke-2, Juz IX, hlm. 166-167. Lihat Ahmad bin Ali Bin Hajar Al-Asqalaniy, Fath Al-Bariy,
(Riyad : t.t., 1421 H./2001 M), Cet. ke-1, hlm. 307. Lihat Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuthiy, Al-Tausyih
Syarh Al-Jâmi’ Al-Shahîh, (Riyad : Maktabah Al-Rusydi, 1419 H./1998 M.), Cet. ke-1,  hlm. 1141.
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Pada hadits ini tergambar bahwa dari rukun Islam yang lima terdapat tiga
pokok penting kewajiban yang diamanahkan oleh Rasulullah saw kepada Mu’adz ketika
diutus ke Yaman, yaitu : pertama, rukun i’tiqadiyah yaitu dua kalimat syahadat
(pengakuan terhadap Allah swt dan Rasulullah saw), kedua, rukun badaniyah yaitu
perintah shalat lima waktu, dan ketiga, rukun maliyah yaitu perintah zakat.28
Sementara, dalam riwayat lain juga dikatakan :
 ُلوُقَـي َةَماَُمأ َاَبأ ُتْع َِسم لَاق ٍرِماَع ُنْب ُميَلُس ِنيَث َّدَح وُسَر َتْعَِسم ُبُطَْيخ َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا َل
اَوَْمأ َةاََكز اوَُّدأَو ْمَُكرْهَش اوُموُصَو ْمُكَسَْخم اوُّلَصَو ْمُكَّبَر َهَّللا اوُقـَّتا َلاَقَـف ِعاَدَوْلا ِة َّجَح ِفي اوُعيِطَأَو ْمُكِل
 ْمُكِّبَر َةَّنَج اوُلُخْدَت ْمُِكرَْمأ اَذ ُتْلُقَـف َلَاق ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ِلوُسَر ْنِم َتْع َِسم ْمَك ُذْنُم َةَماَُمأ ِبيَِلأ
 ٌحيِحَص ٌنَسَح ٌثيِدَح اَذَه ىَسيِع ُوَبأ َلَاق ًةَنَس َينِثَلاَث ُنْبا َاَنأَو ُهُتْع َِسم َلَاق ِثيِدَْلحا اَذَه َمَّلَسَو29
Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Musa bin Abdurrahman Al-Kindi Al-Kufi;
telah menceritakan kepada kami Zaid bin Al-Hubab; telah mengabarkan
kepada kami Mu'awiyah bin Shalih; telah meceritakan kepadaku Sulaim bin
'Amir; dia berkata, Saya mendengar Abu Umamah berkata, saya telah
mendengar khutbah Rasulullah saw ketika haji wada', ia bersabda:
Bertakwalah kepada Allah Rabb kalian, kerjakanlah shalat lima waktu,
berpuasalah di bulan Ramadhan, tunaikanlah zakat mal kalian, dan taatilah
pemimpin kalian, niscaya kalian masuk surga Rabb kalian. Dia (Sulaim bin
'Amir) berkata, saya bertanya kepada Abu Umamah, sejak kapan kamu
mendengarnya dari Rasulullah?. Dia menjawab, saya mendengarnya ketika
berumur tiga puluh tahun. Abu 'Isa berkata, ini adalah hadits hasan shahih”.
3. Landasan Ijma’
Sedangkan dalil ijma’, menyatakan bahwa seluruh ulama dan umat Islam
sepakat bahwa ibadah zakat hukumnya wajib. Bahkan para sahabat ra, sepakat
28 Musa Syahin Lasyin, Al-Manhal Al-Haidits Fî Syarh Al-Hadits, (Kairo, Dar Al-Syuruq, 1424
H./2003 M.), Cet. ke-3, Juz II, hlm. 102.
29 Al-Tirmidziy, Sunan Al-Tirmidziy, (Riyadh : Maktabah Al-Ma’arif, t.th.), Cet. ke-1, hlm. 156. Lihat
dalam Abdurrahaman Al-Jaziriy, Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzâhib Al-Arba’ah, Juz I, hlm. 536.
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menyatakan bahwa orang yang enggan menunaikan zakat wajib diperangi, orang yang
mengingkari kewajiban zakat dihukum kafir dan menjadi murtad.30
Ibnu Qudamah, mengutip dalam kitab Al-Mughniy ‘Ala Mukhtashar Al-Kharqiy
suatu riwayat dari Bukhari yang isnadnya berasal dari Abu Hurairah ra sebagai berikut :
 َيِضَر ََةرْـيَرُه ِبيَأ ْنَع َق ُهْنَع ُهَّللا َلا : َل َّم ـُت ا ُو َِّفي ُِبيَّنلا َو َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص َك َنا َأ ـُب ْو َب ْك ٍر , َو َك َف َر
 َم ْن َك َف َر ِم َن ْا َعل َر ِب ـَف َق َلا ُع َم ر : َك ْي َف ـُت َق ِتا َّنلا ل َو سا َق ْد َق َلا َر ُس ْو ُل ِاللها َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص :
 ُتْرُِمأ ُهَّللا َّلاِإ َهَِلإ َلا اوُلوُقَـي َّتىَح َساَّنلا َلِتَاُقأ ْنَأ , َمَف ْن َم ِّنيِم مَصَع دقف َاَلهَاق َلا ُه َو ـَن ْف َس ُه ِهِّقَِبح َّلاِإ
 ُباَسِحَو ُه َلىاَعَـت ِهَّللا ىَلَع لاقف : ـَف ْنَم َّنَِلتَاُقَلأ اللهاو َّر َق َو ِةَلاَّصلا َْينَـب َّزلا َك ِةا , َف ِإ َّن َّزلا َك َةا َح ُّق ْا َلم ِلا,
 َو ِاللها َل ْو َم ـَن ُع ْو ِْني َع َن ًاقا َك ـُنا ْو ـُي ا َؤ ُّد ْو ـَن َه ِإ ا َلى َر ُس ْو ِل ِاللها َل َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص َق ـَتا ْل ـُت ُه ْم َع َل َم ى ْن ِع َها.
 َاق َل ُع َم ُر : ـَف َو ِاللها َم ُه ا َو ِإ َّلا َأ ْن َق ْد َش َر َح َص ْد َر َأ ِْبي َب ْك ٍر ـَف َع َر ْف ُت َأ َّن ُه ْا َلح ُّق31
Artinya : “Dari Abu Hurairah ra, tatkala Nabi saw wafat, kemudia kekhalifahan dipegang
oleh Abu Bakar ra. Ketika itu banyak orang kembali kepada kekafirannya.
Maka berkata Umar ra kepada Abu Bakar ra: bagaimana engkau memerangi
mereka? Karena Sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda: "Aku
diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan Laa
Ilaaha Illallaah (tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah), apabila
mereka mengucapkannya, maka harta jiwa terlindungi, kecuali atas dasar haq
dan perhitungannya kepada Allah Ta'la. Lalu Abu Bakar ra berkata : "Demi
Allah, Pasti akan aku perangi orang yang membedakan antara perintah shalat
dan zakat, karena zakat itu adalah hak kehartabendaan. Dan demi Allah, jika
mereka menolak memberikan zakat padahal dulu di masa Rasul saw mereka
menyerahkannya kepada Rasululah saw, maka mereka layak diperangi.  dan
saya akan perangi siapa saja yang enggan membayarnya." Kemudian Umar
ra berkata; “Maka demi Allah, "Sungguh Allah telah menerangkan dada Abu
Bakar ra. Dan saya melihat yang demikian (memerangi orang yang enggan
menunaikan zakat) itulah yang benar”.
30 Ibnu Qudamah Al-Muqaddasiy, Al-Mughniy ‘Ala Mukhtashar Al-Kharqiy, (Beirut : dar Al-Kutub Al-
Ilmiyah, 1414 H./1994 M.), cet. ke- 1, Juz II, hlm. 359. Lihat Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islâmiy Wa Adillatuh, op.cit.
hlm. 734.
31 Ibnu Qudamah, Al-Mughniy ‘Ala Mukhtashar Al-Kharqiy, op.cit., Juz II, hlm. 359. Lihat Musa
Syahin Lasyin, Al-Manhal Al-Hadits Fî Syarh Al-Hadits, (Kairo : Dar Al-Syuruq, 1424 H./2003 M.), Cet. ke-3,
Juz II, hlm. 107.
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Selanjutnya pada masa tabi’in dan imam mujtahid serta murid-muridnya
senantiasa melakukan ijtihad dalam upaya merumuskan pola operasional zakat sesuai
dengan situasi dan kondisi ketika itu.
4. Landasan Historis
Zakat bukan hanya syari’at Nabi Muhammad saw. Zakat sudah dikenal dalam
risalah agama samawiyah, seperti pada masa Nabi Isa as dan Ismail as (QS. Maryam
(19) : 30-31 dan 54-55), begitu juga pada Nabi-nabi lainnya seperti Nabi Ibrahim as,
Ishaq as, Ya’qub as (QS. Al-Anbiya` (21) : 72-73), hingga Nabi Musa as (QS. Al-maidah
(5) : 12), termasuk juga secara umum disyari’atkan kepada ahl al-kitab dalam surat al-
Bayyinah (98) : 4-5.
Pensyari’atan zakat ini menjadi satu raingkaian dengan ibadah shalat terjadi
sejak Nabi Muhammad saw berada di Makkah, namun pada saat itu belum secara
tegas (ilzami) menyatakan kewajiban zakat, tetapi hanya bersifat umum, belum ada
ketentuan secara detil hukum dan jenis harta yang wajib dizakatkan serta batasan
nisab dan kadar zakat yang akan dikeluarkan.
Menurut Yusuf Al-Qardhawi, pada periode Makkah zakat yang diwajibkan oleh
Allah swt merupakan zakat mutlak (zakah muthlaqah), yang mana waktu itu zakat
belum memiliki ketentuan dan batasan tertentu, semua diserahkan kepada rasa iman,
kemurahan hati dan rasa tanggung jawab seseorang terhadap orang lain, solidaritas
dan belas kasihan (charity). Adakalanya orang memberi sedikit saja dan adakalanya
ada orang yang memberikan zakatnya dalam jumlah yang sangat besar.32
32 Yusuf Al-Qaradhawiy, Fiqh Al-Zakâh, Juz I, op.cit., hlm. 61
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Pada periode Makkah ini kondisi ummat Islam secara sosiologis merupakan
kelompok minoritas yang sering tertindas. Mereka tidak memiliki kekayaan dan harta
benda yang melimpah, kecuali kekuatan iman dan Islam yang melekat pada jiwa. Ayat
al-Qur`an pada waktu itu misalnya ketika bercerita tentang hak fakir miskin,
ketentraman dan kebahagiaan bagi orang yang menunaikan zakat, menyantuni anak
yatim dan pembebasan budak, ayat-ayatnya tidak menggunakan shighat amr (perintah
tegas) seperti yang terdapat dalam QS. Al-Ruum (30) : 39; QS. Al-Mukminun (23) : 1-4;
QS. Al-Naml (27) : 1-3; QS. Al-Balad (90) : 11-16;  QS. Luqman (31) : 2-4 dan QS. Al-
Ma’un (107) : 1-3.
Berbeda dengan kondisi ketika periode Madinah, secara politis ummat Islam
sudah memiliki kekuatan yang mandiri. Ummat Islam sudah mendirikan negara sendiri,
menerapkan hukum sendiri dan memiliki wilayah sendiri. Mereka terdiri atas penguasa,
pemilik tanah, pedagang dan sebagainya. Pada kondisi ini ummat Islam memerlukan
pranata untuk mengikat dan memperkuat kesatuan politik yang telah terbentuk itu.
Maka ayat Madaniyyah tentang zakat mulai terlihat unsur kewajibannya yang
merupakan bagian dari mekanisme untuk merekatkan kesatuan politik.
Di sisi lain juga, zakat merupakan aset pendapatan negara yang sangat berarti
bagi kelangsungan pemerintahan. Dari zakat dapat terkumpul dana besar yang bisa
didayagunakan untuk kepentingan negara. Dalam konteks ini, maka zakat menjadi
tulang punggung perekonimian negara.
Pada tahun ke dua hijriyyah, barulah turun ayat dengan aturan yang lebih
khusus dan mustahiq zakat pada saat itu hanya terbatas pada dua kalangan fakir dan
43
miskin, kendati ada juga dari selain kalangan fakir dan miskin yang  meminta-minta
zakat, kadang dikabulkan oleh Rasulullah saw dan kadang tidak, setelah mencermati
kondisi si peminta (QS. Al-Baqarah (2) : 271 dan QS. Al-Taubah (9) : 58. Dan ini
berlangsung hingga tahun ke sembilan hijriyah. Setelah itu barulah turun QS. Al-
Taubah (9) : 60 yang menetapkan bahwa mustahiq zakat itu tidak lagi terbatas pada
fakir dan miskin, tetapi termasuk juga amil, muallaf, untuk memerdekakan budak, orang
yang terlilt utang, untuk perjuangan di jalan Allah dan orang yang dalam perjalanan.
Dalam prakteknya, Nabi tidak membagi rata hasil zakat tersebut kepada delapan
ashnaf itu, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.33
5. Landasan Logika, Filosofis dan Sosiologis
Ibadah zakat, meskipun ia sebagai kewajiban agama berdasarkan nash-nash
normatif, tetapi ia dapat difahami secara logika dan filosofis. Landasan logika dan
filosofis ini meliputi pertimbangan logika tentang mengapa zakat itu diwajibkan, apa
fungsi dan peranannya sehingga diyakini bahwa ibadah zakat sangat logis dan sesuai
dengan pertimbangan akal sehat dan hati nurani yang beriman serta dilihat pula dari
sisi hikmah dan rahasia yang terkandung dalam syariat zakat.
Argumentasi secara logika, sebagai mana pendapat al-Kasani yang dikutip
oleh Abdurrahman Qadir, zakat dapat dianalisa dari beberapa sisi, antara lain :
a. Membayar zakat itu tergolong ke dalam membantu orang lemah untuk
memulihkan kemampuan mereka, sehingga mampu menunaikan kewajibannya
kepada Allah swt dan keutuhan akidah serta akhlaknya serta dari segala akibat
kemiskinan yang dialaminya.
33 Abudin Nata, et.al., Mengenal Hukum Zakat dan Infak/Sedekah, (Jakarta : BAZIS DKI Jakarta,
1999), hlm. 64-72.
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b. Membayar zakat itu hakikatnya untuk kepentingan diri orang kaya itu sendiri,
yaitu menyucikan jiwa dan harta dari berbagai noda dan dosa, memperhalus
budi pekerti dengan sifat pemurah dan menjauhkan sifat pelit dan egoistis,
bersikap toleran, menjaga amanah dan menyampaikan hak kepada mereka yang
berhak.
c. Bahwa mensyukuri nikmat adalah wajib baik ditinjau secara logika maupun
secara syari’at dan etika, sedangkan membayar zakat merupakan salah satu
wujud mensyukuri nikmat Allah swt.
d. Jika diperhatikan secara seksama, salah satu penyebab terjadinya kebinasaan
ummat terdahulu karena kebakhilan orang-orang kaya yang tidak mau
memperhatikan nasib orang-orang miskin yang hidup serba kekurangan.34
Secara filosofis, fakta dan realitas manusia dikotakkan oleh Allah swt menjadi
dua golongan, yaitu kaya dan miskin, harus difahami sebagai kerangka rencana Tuhan
dalam menciptakan keseimbangan yang harmonis dan mewujudkan keadilan yang
hakiki serta mendidik manusia supaya mengahayati dan menerapkan sikap dan
perilaku yang berkeadilan (ummatan wasathan).35
Secara sosiologi, zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan,
keimanan serta ketakwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang
kaya. Tidaklah etis sebagai seorang makhluk sosial mau hidup sendiri tanpa
memperhatikan kesulitan orang lain. Meskipun kejahatan sering merajalela di muka
bumi, namun sejalan dengan itu sifat dan rasa belas kasihan dan tolong-menolong
sudah menjadi budaya sejak adanya manusia dan tidak akan pernah hilang. Justru itu
34 Abdurrahman Qadir, op.cit. , hlm. 53-54.
35 Ibid., hlm. 56.
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zakat merupakan suatu kewajiban yang abadi, yang sudah disyari’atkan kepada umat-
umat sebelum Islam.36
C. Syarat-syarat dan Jenis Harta yang Wajib Dizakatkan
1. Syarat-syarat Harta yang Wajib Dizakatkan
Tidak semua jenis harta diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Berdasarkan
nash-nash Al-Qur`an dan Sunnah, para ulama telah menyusun kriteria jenis harta yang
wajib dizakatkan. Apabila harta seseorang tidak memiliki kriteria yang telah ditetapkan,
maka tidak ada kewajiban zakat padanya, meskipun secara nominal jumlahnya telah
melebihi ukuran Nishâb. Karena masih ada sisi-sisi dan kriteria-kriteria tertentu lainnya
yang harus dipenuhi. Ada 6 kriteria utama harta itu menjadi wajib untuk dikeluarkan
zakatnya yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu :37
a. Harta itu dimiliki secara sempurna (ماتلا كللما).
Yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara sempurna adalah
keberhakan seseorang yang diberikan oleh Allah swt untuk menyimpan, memiliki
serta menguasai harta itu sepenuhnya dan dia mampu untuk membelanjakannya
36 Op.cit., hlm. 55.
37 Al-Qaradhawiy, Fiqh Al-Zakâh, op.cit. Juz I, hlm. 127-162.
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atau memanfaatkannya, kapan pun dia mau melakukannya secara legal dan sah
sesuai dengan ketentuanNya.38
Berbeda halnya dengan seseorang yang memiliki harta dengan tidak
sempurna, di mana secara status harta itu adalah miliknya, namun dalam
kenyataannya, harta itu tidak sepenuhnya dikuasainya.39
b. Harta itu berpotensi untuk diproduktifkan (ءامنلا)
Yang dimaksud harta yang berpotensi untuk diproduktifkan adalah bahwa
harta itu adalah harta yang tumbuh atau bisa dikembangkan, atau dengan kata lain
harta itu dapat diproduktifitaskan. Dalam konteks ekonomi, harta itu dimiliki
pokoknya namun bersama dengan itu, harta itu bisa memberikan keuntungan
ekonomi, pendapatan atau bernilai investasi bagi pemiliknya.40
Seperti uang yang diinvestasikan dalam usaha perdagangan. Di mana
perdagangan itu sendiri akan memberikan keuntungan, sementara uang yang
menjadi modalnya tetap utuh. Bergitu juga dengan harta berbentuk usaha pertanian,
dimana seiring dengan berjalannya waktu, para petani akan memanen hasil dari
bibit yang ditanamnya.
38 Ibid., hlm. 129.
39 Ketidaksempurnaan kepemilikan bisa juga berbentuk harta yang tidak dimiliki oleh orang
tertentu, melainkan dimiliki secara kolektif oleh sekumpulan orang yang tidak bisa ditentukan jati diri
pemiliknya satu per satu. Kepemilikan atas suatu harta secara kolektif tanpa diketahui secara pasti hak
masing-masing, telah menggugurkan pengertian kepemilikan secara sempurna. Contoh-contoh lebih detail
dari harta yang dimiliki secara tidak sempurna antara lain : pertama, uang yang dipinjam (piutang) dan tidak
jelas statusnya, akan kembali atau tidak; kedua, harta yang telah diwaqafkan untuk umat (penguasaannya
diamanahkan kepada nadzir waqaf); ketiga, harta hasil usaha yang haram, karena pada hakikatnya
penguasaannya tergolong ilegal (ghulul) dan tidak diridhai oleh Yang Maha Pemilik harta (Allah swt);
keempat, harta yang dikumpulkan untuk pihak tertentu secara massal (seperti uang kas lembaga sosial, atau
untuk bantuan bencana alam dan lain-lain); kelima, Harta milik negara; dan yang keenam, harta pinjaman.
Lihat Al-Qaradhawi, Fiqh Al-Zakâh, op.cit., Juz I, hlm. 131-139.
40 Ibid., hlm. 139.
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c. Harta itu memenuhi ukuran Nishâb (باصنلا غولب)
Apabila suatu harta belum memenuhi jumlah tertentu, maka belum ada
kewajiban zakat atas harta itu. Namun sebaliknya, apabila jumlahnya telah sampai
pada batas tertentu atau lebih, barulah ada kewajiban zakat atasnya. Jumlah
tertentu ini kemudian disebut dengan istilah Nishâb.41
d. Harta itu telah melebihi kebutuhan dasar (ةيلصلأا جئاولحا نع لضفلا)
Sebagian ulama menambahkan syarat lainnya, yaitu bahwa sebuah harta
baru diwajibkan untuk dizakatkan, manakala pemiliknya telah terpenuhi hajat
dasarnya (al-hajat al-dharuriyyah) atas harta itu.42
e. Terbebas dari utang (نيدلا نم ةملاسلا)
Sebagian ulama menambahkan syarat terakhir, yaitu bila seseorang
memiliki harta yang memenuhi kriteria di atas, namun dirinya sendiri punya utang
41 Nisab masing-masing jenis harta sudah ditentukan langsung oleh Rasulullah saw. Dan kalau
dikomparasikan antara nisab jenis harta tertentu dengan nisab lainnya dari nilai nominalnya, maka sudah
pasti tidak sama. Misalnya, nishab zakat emas adalah 85 gram. Sedangkan nisab zakat beras adalah 520
kg. Bila dinilai secara nominal, harga 85 gram emas itu berbeda dengan harga 520 kg beras. Perlu disadari,
bahwa jenis harta itu memang berbeda-beda, maka wajar pula bila nilai nominal nisabnya pun berbeda pula.
Akan tetapi masing-masing ketentuan Nishâb itu ada hikmahnya.
Yusuf Al-Qaradhawi mengutip pendapat Syeikh Islam Al-Dahlawiy, yang menjelaskan bahwa
hikmah ketentuan Nishâb lima kwintal bijian dan kurma itu sesuai dengan kebutuhan minimal rumah tangga
(yang terdiri dari minimal seorang suami, seorang istri, seorang pembantu dan seorang anak) selama
setahun. Dan besar kebutuhan makanan pokok seseorang adalah satu kati atau satu gantang beras, yang
apabila masing-masing makan sebanyak itu diperkirakan bagi mereka cukup untuk ukuran satu tahun, dan
sisanya dapat untuk keperluan lauk pauk dan simpanan. Lihat Al-Qaradhawi, Fiqh Al-Zakâh, ibid., Juz I, hlm.
150.
42 Yang dimaksud dengan kebutuhan atau hajat dasar tentu saja relatif, namun bukan berarti setiap
orang berhak menentukan sendiri apa kebutuhannya. Yang dimaksud adalah kebutuhan yang memang
benar-benar mendasar buat seorang manusia untuk bisa menyambung hidupnya. Misalnya, kebutuhan untuk
makan dan mengisi perutnya, kebutuhan untuk bisa menutup auratnya dengan pakaian yang layak,
kebutuhan untuk bisa berlindung di bawah dengan memiliki rumah, meskipun seadanya atau sekedar dirinya
bisa terlindungi dari terik matahari, curah hujan atau kedinginan.
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kepada pihak lain, maka dia tidak lagi punya kewajiban membayar zakat. Karena
zakat itu diwajibkan atas orang kaya, sedangkan seseorang tidak dapat disebut
kaya apabila kekayaannya itu diperoleh dari utang, kecuali apabila ia mampu
melunasinya.
Namun yang dimaksud dengan utang disini bukan sembarang utang.
Maksudnya adalah utang yang besar di mana bila hartanya itu dikurangi dengan
nilai kewajiban yang harus dibayarkan, maka utang itu membuat harta yang
dimilikinya tidak lagi memenuhi Nishâb zakatnya. Dalam keadaan demikan, maka
gugurlah kewajiban zakat baginya. Sebab pada hakikatnya orang itu sebenarnya
tidak punya harta yang memenuhi Nishâb zakat. Sehingga bagaimana mungkin dia
diwajibkan untuk membayar zakat ?, sementara hartanya yang banyak itu, sejatinya
bukanlah miliknya yang hakiki, tetapi adalah utang yang harus dibayar.
f. Telah mencapai batas waktu (haul) tertentu (لولحا نلاوح)
Para ulama telah menetapkan bahwa bila seseorang memiliki harta dalam
waktu singkat, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai orang kaya. Sehingga
ditetapkan harus ada masa kepemilikan minimal atas sejumlah harta, agar
pemiliknya dikatakan sebagai orang yang wajib membayar zakat.
Yang penting untuk diketahui, bahwa batas kepemilikan ini dihitung
berdasarkan lama satu tahun Hijriyah bukan dengan hitungan tahun Masehi. Dan
sebagaimana diketahui, bahwa jumlah hari dalam setahun dalam kalender Hijriyah
lebih sedikit dan seimbang dibandingkan kalender Masehi yang lebih banyak dan
berbeda dari setiap pergantian tahunnya. Bila seseorang pada tanggal 1 Muharram
1432 H mulai memiliki harta yang memenuhi syarat wajib zakat, maka setahun
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kemudian pada tanggal 1 Muharram 1433 H dia wajib mengeluarkan zakat atas
hartanya.
2. Jenis-jenis Harta yang Wajib Dizakatkan
Secara umum, dalam al-Qur`an dinyatakan bahwa zakat itu diambil dari setiap
harta yang kita miliki, seperti disebutkan dalam surat al-Taubah ayat 103.
 ٌمْيِلَع ٌعْي َِسم
) ةبوتلا ةروس:9\103(
Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan
menyucikan mereka, dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’amu
itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
Imam al-Qurthubiy menafsirkan ayat ini bahwa zakat itu diambil dari semua
jenis harta yang dimiliki, meskipun Nabi saw selanjutnya mengemukakan perincian
harta yang wajib dizakatkan.43 Karena kepemilikan harta dengan cara apapun yang
halal lagi baik dapat menyebabkan pemiliknya menjadi kaya (mencapai kadar Nishâb
dan haul), mampu memenuhi melebihi kebutuhan pokoknya, maka wajib mengeluarkan
zakatnya sesuai dengan kadarnya.
Zakat juga dapat diambil dari setiap hasil usaha yang halal lagi baik, dari hasil
eksploitasi sumber daya alam, dan lain sebagainya, seperti digambarkan dalam al-











) ةرقبلا ةروس :2\267(
Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu
yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi
untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan,
padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan
memincingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah
Mahakaya, Maha Terpuji”.
Yusuf Al-Qardhawiy menyatakan bahwa yang dimaksud dengan harta (al-
amwaal bentuk jamak dari kata maal) adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali
oleh manusia untuk menyimpannya dan memilikinya. Dengan demikian, maka unta,
sapi, kambing, tanah (perkebunan), korma, emas dan perak adalah kekayaan.44
Sehingga dengan perkembangan perekonomian modern saat ini, segala sesuatunya
yang diperoleh secara halal lagi baik, dapat dimanfaatkan nilai dan harganya, maka
dapatlah dikategorikan sebagai harta kekayaan yang dimaksud dan potensial untuk
dikelurakan zakatnya.
Jenis harta yang wajib dizakatkan dapat diklasifikasikan kepada lima kelompok,
yang mana masing-masing jenis harta tersebut kadar Nishâbnya telah ditetapkan.
Pertama, emas, perak dan uang tunai (  دوقنلا ةاكز :ىدقنلا قرولاو ةضفلاو بهذلا ),
kedua, hasil tambang, barang temuan dan harta terpendam ( زاكرلاو نداعلما ةاكزأ وزنكلا ),
ketiga, hasil perniagaan/perdagangan (ةراجتلا ضورع ةاكز), keempat, hasil usaha
44 Al-Qaradhawiy, Fiqh Al-Zakâh, op.cit., Juz I, hlm. 124.
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pertanian dan buah-buahan (  رامثلاو عورزلا ةاكز :ضرلأا نم جرالخا وأ تابنلا ةاكز ), kelima,
hewan dan binatang ternak tertentu (ماعنلأا وأ ناويلحا ةاكز).45
Ulama kontemporer, di antaranya Yusuf Al-Qaradhawi, memerinci ada
beberapa jenis harta kekayaan (selain yang disebutkan di atas) yang berkembang saat
ini yang wajib dikeluarkan zakatnya.46 Akan tetapi apabila dinanalisa, ketentuan dari
masing-masing zakat harta tersebut tetap mengacu pada ketentuan lima pokok atau
kelompok jenis harta yang wajib dizakatkan di atas, masing-masing disesuaikan
dengan sifat dan sumber kekayaan tersebut. Secara terperinci akan dijelaskan sebagai
berikut :
a. Zakat aset keuangan : emas, perak dan uang tunai
(  دوقنلا ةاكز :ىدقنلا قرولاو ةضفلاو بهذلا )
Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya mengeluarkan zakat dari harta
simpanan, baik berupa uang tunai yang dimiliki (dicetak), potongan emas, berupa
45 Al-Zuhailiy, Al-Fî qh Al-Islâmiy Wa Adillatuh, Juz II, op.cit., hlm. 759-832. Lihat juga
Abdurrahman Al-Jaziriy, Juz I, op.cit., hlm. 541. Lihat juga Al-Saiyid Al-Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, (Kairo : Al-
Fath Li Al-A’lam Al-‘Arabiy, t.th.), Juz I, hlm. 243.
46 Al-Qaradhawiy, dalam kitabnya Fiqh Al-Zakâh, mengklasifikasikan jenis harta yang wajib
dizakatkan itu menjadi sembilan bagian ; pertama, zakat hasil pengembangan hewan ternak ( ةينويلحا ةورثلا ةاكز );
kedua, zakat emas dan perak ( ةضفلاو بهذلا ةاكز ); ketiga, zakat hasil kekayaan dagang ( ةيراجتلا ةورثلا ةاكز );
keempat, zakat hasil pertanian ( ةيعارزلا ةورثلا ةاكز ); kelima, zakat madu dan produksi hewani (  تاجتنلاو لسعلا ةاكز
ةيناويلحا ); keenam, zakat barang tambang dan hasil laut ( ةيرحبلاو ةيندعلما ةورثلا ةاكز ); ketujuh, zakat investasi gedung,
pabrik dan lain-lain (  تلاغتسلما ةاكز :اهونحو عناصلماو تارامعلا ); kedelapan, zakat pencarian dan profesi (  لمعلا بسك ةاكز
ةرلحا نهلماو ); kesembilan, zakat saham dan obilgasi ( تادنسلاو مهسلأا ةاكز ). Lihat Al-Qaradhawiy, Fiqh Al-Zakâh,
op.cit., Juz I, hlm. 167-521.
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bejana, perhiasan yang disimpan (selain barang perhiasan yang dipakai) atau perak
setelah mencapai Nishâb dan haul.47
1) Uang tunai, (baik berupa mata uang kertas maupun mata uang logam).
Satuan uang yang sah (legal) merupakan unsur pokok dalam sistim
keuangan di manapun, karena ia menjadi pedoman dan standar resmi yang
ditentukan, baik berupa kepingan uang emas, perak, dan lainnya.
Sejak emas tidak dibenarkan lagi sebagai alat tukar umum dalam jual
beli dan transaksi lainnya, uang telah menjadi harta yang berharga dan dapat
dimanfaatkan oleh pemiliknya. Maka harta berupa uang adalah termasuk harta
yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila jumlah nilai uang tersebut telah
mencapai ukuran Nishâb48 emas yaitu sebanyak 20 mitsqal atau dinar. Atau
sebanding dengan timbangan emas 85 gram dan perak sebanyak 595 gram, dan
telah mencapai haul serta terbebas dari utang maka wajib dikeluarkan zakatnya
sebanyak sepersepuluhnya (yaitu 2 1/2 %).49
2) Emas, perak dan perhiasan yang disimpan
Emas, perak dan perhiasan yang disimpan (selain perhiasan yang
dipakai sehari-hari menurut ukuran yang wajar) seperti barang antik/seni, bejana,
perhiasan mulia/mahal dan lain-lain adalah harta yang berharga yang wajib
47 Al-Zuhailiy, Al-Fiqh Al-Islâmiy Wa Adillatuh, op.cit., Juz II, hlm. 759.
48 Satu mitsqat emas dibulatkan menjadi 4,25 gram dikali 20 mitsqat sehingga Nishâb emas untuk
ukuran wajib zakat menjadi 85 gram emas. Sedangkan Nishâb perak adalah 200 x 2,975 = 595 gram perak.
Maka barang siapa memiliki emas batangan, uang dari leburan emas atau uang tunai yang senilai dengan 85
gram emas maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 2 ½ %. Begitu juga dengan perak murni baik
dalam berupa uang maupun leburan perak setimbang 595 gram, maka wajib mengeluarkan zakatnya
sebanyak 2 ½ %. Lihat Al-Qaradhawiy, Fiqh Al-Zakâh, op.cit., Juz I, hlm. 260.
49 Al-Zuhailiy, Al-Fiqh Al-Islâmiy Wa Adillatuh, op.cit., Juz II, hlm. 773.
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dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai Nishâb dan haulnya. Kadar
Nishâbnya adalah 20 mitsqat atau dinar.50
b. Zakat hasil tambang, barang temuan dan harta yang terpendam
(زنكلاوأ زاكرلاو نداعلما ةاكز)
1) Barang tambang (ندعم)
ضرلأا قلخ موي ضرلأا فى اللها هقلخ يذلا لالما51
Artinya : “Barang/harta yang terdapat dalam bumi, yang telah diciptakan oleh
Allah swt dari awal penciptaan bumi ini”.
Jenis ini mencakup barang tambang apa saja yang bernilai seperti
emas, perak, besi, timah, logam, batu mulia, kristal, akik, belerang, aspal dan
lain-lain. Secara umum barang temuan (زاكرلا)  penyebutannya berlaku untuk
kedua jenis kanz dan ma’dan dan wajib dikeluarkan seperlimanya, berdasarkan
hadits Nabi saw :
 رئبلاو رابج ءامجعلا لاق ملسو هيلع اللها ىلص اللها لوسر نأ هنع اللها يضر ةريره بيأ نع
سملخا زاكرلا فىو رابج ندعلماو رابج52
Artinya : “’Ajma` (tanah yang di dalamnya tidak terdapat pepohonan) adalah
jubar (tidak ada suatupun di dalamnya), sumur juga jubar, barang
tambang juga jubar dan rikaz (barang temuan) ada kewajiban
khumus (seperlima/20 %)”.
50 Ibid., hlm. 764.
51 Ibid.
52 Al-Zubaidiy, Al-Tajrîd Al-Sharîh Li Ahâdîts Al-Jâmi’ Al-Shahîh, Juz I, hlm. 105.
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Apabila diklasifikasikan, jenis hasil tambang itu ada tiga macam, yaitu :
Pertama, hasil tambang yang keras dan dapat dilunakkan seperti
dengan menggunakan api untuk dimanfaatkan oleh manusia, di antaranya
adalah emas, perak, batu permata, mutiara dan logam/besi.
Kedua, hasil tambang yang keras namun tidak dapat dilunakkan dengan
api untuk dimanfaatkan oleh manusia, seperti pasir dan kerikil.
Dan yang ketiga, hasil tambang yang lunak atau cair, seperti minyak dan
gas. Mengeluarkan zakatnya (hasil tambang) adalah langsung setelah
memperolehnya yaitu sebanyak 20 % atau 1/5 dari hasil penambangan secara
keseluruhan, tidak disyaratkan adanya ketentuan haul.
2) Barang temuan (زاكرلا)
Barang temuan (زاكرلا)  adalah :
ةيلهالجا نفد وهف ضرلأا فى نوفدلما لالما وا زنكلا وه زاكرلا53
Artinya : “Rikaz adalah harta terpendam atau harta yang ditimbun ke dalam bumi
di masa Jahiliyah ”.
Barang temuan (زاكرلا)  ini penyebutannya berlaku untuk kedua jenis
kanz dan ma’dan dan wajib dikeluarkan seperlimanya, berdasarkan hadits yang
disebutkan di atas.
3) Harta/barang terpendam ( كزن )
Yang dimaksud dengan harta terpendam (زنك) adalah :
53 Al-Qamus Al-Islâm Li Al-Nasyi`în Wa Al-Syabâb Fî Bâb Al-Zakâh, Jilid IV, hlm. 34.
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ضرلأا فى مدآ ونب هنفد يذلا لالما54
Artinya : “Harta/barang yang dipendam/ditimbun ke dalam tanah oleh manusia”.
Jenis barang terpendam ini dapat mencakup semua jenis harta seperti
emas, perak, besi, timah, kuningan, logam dan lain-lain yang secara disengaja
disembunyikan/disimpan di dalam tanah oleh manusia.
Penulis berpendapat, bahwa dari jenis hasil tambang, barang temuan
dan harta yang terpendam (زنكلاوأ زاكرلاو نداعلما ةاكز) ini yang dimaksud adalah
semua jenis barang atau harta yang diperoleh dari hasil pertambangan
(eksplorasi) dari perut bumi, hanya saja berbeda cara perhitungan zakatnya.
Apabila ia tergolong pada jenis emas maka nishabnya adalah 20
mistqat, dan apabila ia berupa jenis perak, maka Nishâbnya adalah 200 dirham.
Maka apabila kedua jenis tersebut telah mencapai ukuran nishab di atas, maka
wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 20 % atau 1/5 dari keseluruhannya.
Sedangkan selain dari kedua jenis di atas, maka dikeluarkan zakatnya seharga
dengan nilia Nishâbnya, berdasarkan pada keumuman ayat 267 surat al-
Baqarah di atas.
c. Zakat hasil perdagangan (ةراجتلا ضورع ةاكز)
Yang dimaksud dengan hasil perdagangan adalah :
منغلاو لبلإاك ينعلا ةاكز هيف ةاكزلا بتج سنج نم ءاوس تناك ام ةنئاك ةراجتلل دعأ ام
ويرملحاو بايثلاك لا وأ رقبلا لاغبلاو55
54 Lihat Abdul Karim Zaidân, op.cit., Juz I, hlm. 397.
55 Al-Mausû’ah Al-Fîqhiyyah, (Kuwait : Wizarat Al-Auqaf Wa Al-Syu`un Al-Islâmiyah, 1412 H./1992
M.), Cet. ke-2, Juz XXIII, hlm. 268.
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Artinya : “Setiap apa saja yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan (niaga) yang
mana jenisnya itu dapat berupa harta yang wajib dizakatkan seperti unta,
kambing dan kerbau atau bukan sejenis harta yang wajib dizakatkan
seperti pakaian, keledai atau kuda.
Dari definisi zakat perdagangan di atas, maka dapat dikatakan bahwa, yang
dimaksud dengan hasil perdagangan adalah selain uang tunai dalam berbagai
jenisnya, yakni semua yang diperuntukkan untuk dijual (guna memperoleh
keuntungan) yang meliputi alat-alat, barang, pakaian, makanan, perhiasan, hewan,
tumbuh-tumbuhan, tanah, rumah, dan sebagainya baik berupa benda bergerak
maupun benda yang tidak bergerak.56 Termasuk dalam hal ini hasil investasi
gedung, ruko, pabrik dan lain-lain yang diperjualbelikan.57 Zakat hasil perdagangan
ini wajib dikeluarkan setiap tahunnya (mencapai haul) selama nilainya berikut
dengan keuntungannya mencapai Nishâb.58
Untuk ketentuan zakat hasil perdagangan ini, ada beberapa syarat yang
harus dipenuhi, yaitu :
1) Nilainya telah mencapai ukuran Nishâb emas atau perak yang dibentuk, dan
nilai harganya disesuaikan dengan harga yang berlaku di setiap daerah atau
yang dekat dengan daerah tersebut;
56 Al-Qaradhawiy, Fiqh Al-Zakâh, op.cit., Juz I, hlm. 313-314.
لجاو يللحاو تلاوكألماو بايثلاو ةعتملأاو تلالآا لمشي امم هعاونأ فلاتخا ىلع لالما نم ةراجتلل دعي امم نيدقنلا ادع ام لك رهاو
تلاوقنلماو تاراقعلا نم اهيرغو رودلاو ضرلأاو تاتابنلاوتاناويلحاو
57 Yusuf Al-Qaradhawiy memasukkan jenis ini sebagai bagian dari harta zakat kontemporer. Lihat
Al-Qaradhawiy, Fiqh Al-Zakâh, op.cit., hlm. 458.
58 Abdul Karim Zaidân , Juz I, hlm. 389.
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2) Nilai harta tersebut telah mencapai dua sisi masa haul (haulan al-haul)
terhitung dari awal dimilikinya harta tersebut sampai akhir tahun harta itu
dimiliki;
3) Berniat melakukan perdagangan saat membeli barang dagangan itu. Adapun
jika niat dilakukan setelah harta dimiliki, niatnya harus dilakukan ketika
kegiatan perdagangan dimilai;
4) Barang-barang dagangan itu harus dimiliki melalui pertukaran, seperti melalui
transaksi jual beli atau sewa-menyewa;
5) Harta dagangan itu tidak dimaksudkan sebagai “al-qinyah” (sengaja
dimanfaatkan untuk diri sendiri dan tidak diperdagangkan);
6) Ketika perjalanan haul, agar semua harta perdagangan jumlahnya mencukupi
Nishâb; dan ketujuh, zakat tidak berkaitan dengan harta itu sendiri, seperti
pakaian dan buku. Dengan demikian, jika harta yang diperdagangkan itu
berupa harta yang Nishâb dan zakatnya telah ada ketentuannya sendiri
seperti emas, perak, hewan ternak dan kebun, maka zakatnya wajib
dikeluarkan seperti halnya zakat naqdain (emas dan perak), hewan dan
kebun.59
d. Zakat hasil pertanian dan tumbuh-tumbuhan
(  ورزلا ةاكز رامثلاو ع :ضرلأا نم جرالخا وأ تابنلا )
Produk pertanian merupakan salah satu penghasilan masyarakat yang telah
dikaruniakan oleh Allah swt. Jumhur ulama, terdiri dari sahabat, tabi’in dan para
59 Lihat Wahbah Al-Zuhailiy, op.cit., hlm. 787-792.
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ulama sesudah mereka sepakat bahwa jenis tanaman dan buah-buahan tidak wajib
dizakatkan melainkan dengan syarat setelah mencapai lima autsaq (653 kg.).
Ketentuan mencapai lima autsaq (653 kg.) ini berpedoman pada hadits Nabi
saw yang berbunyi :
ةقدص قسوأ ةسخم نود اميف  سيل60
Artinya : “Tidak ada kewajiban zakat yang kurang dari lima autsaq”.
Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa segala apa saja yang dihasilkan
dengan menyengaja menanam untuk mendapatkan hasil panennya (berkembang)
atau untuk dieksploitasi mendapatkan kekayaan maka wajib dikeluarkan zakatnya.
Termasuk dalam hal ini kayu, rumput, bunga (kembang), tebu, kacang-kacangan,
sayur-mayur, buah-buahan dan lain-lain. Pendapat ini berdasarkan pada keumuman










Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil
usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan
dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu
keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan
dengan memincingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah,
bahwa Allah Mahakaya Mahaterpuji”.61
Demikian juga dengan keumuman teks hadits Nabi saw :
60 Hadits ini shahih diriwayatkan oleh jama’ah (mayoritas muhadditsun). Lihat Yusuf Al-
Qaradhawiy, Fiqh Al-Zakâh, Juz I, op.cit., hlm. 361.
61 QS. Al-Baqarah (2) : 267.
59
 هتقس امأ برغب ىقس امو رشعلا هيفف ءامسلارشعلا فصن ةيلاد و62
Artinya : “Tanaman yang disiram oleh air hujan (dari langit) maka wajib
mengeluarkan zakat sepersepuluhnya, dan tanaman yang disiram
dengan menggunakan alat penyiram (gharb) atau aliran irigasi maka
zakatnya adalah seperduapuluh”.
Di antaranya adalah berupa kurma, anggur, sawit, karet, cengkeh, padi,
gandum, dan lain-lain. Kadar Nishâb dari hasil pertanian dan buah-buahan ini
adalah apabila telah mencapai lima autsaq.63
e. Zakat hewan dan hasil peternakan (ماعنلأا وأ ناويلحا ةاكز)
Berkaitan dengan hewan ternak, para ulama telah sepakat bahwa kewajiban
zakat pada jenis hewan ternak tergolong kepada tiga jenis, yaitu unta, sapi atau
kerbau dan kambing atau domba, dengan syarat bahwa apabila telah mencapai
Nishâb dan haul, bukan dipergunakan untuk keperluan sendiri dan masing-masing
jenis hewan ini adalah hewan yang diternakkan.64
Maka selain dari tiga jenis hewan di atas, yang kini dalam perekonomian
modern berkembang dengan pesat, maka maka ketentuannya tidak termasuk dalam
62 Abdul Karim Zaidân , op.cit., hlm. 391.
63 Ini adalah pendapat mayoritas ulama (jumhur al-ulama) di antaranya Ibn Umar, Jabir, Umar Bin
Abdul ‘Aziz, Al-Hasan, ‘Atha`, Makhul, Al-Nakha’iy, Malik, Al-Tsauriy, Al-Auza’iy, ibn Abi Laila, Al-Syâfi’iy,
Ahmad Bin Hanbal, dan Abu Yusuf (sahabat Abu Hanifah).
Lihat Abdul Karim Zaidân , Juz I, op.cit., hlm. 391. Lihat Al-Zuhailiy, Al-Fiqh Al-Islâmiy Wa Adillatuh,
op.cit., Juz II, hlm. 810-811.
64 Lihat Abdurrahman Al-Jaziriy, Juz I, op.cit., hlm. 541. Lihat juga Abdul Karim Zaidân , Juz I,
op.cit., hlm. 383. Lihat Al-Saiyid Sabiq, Juz I, op.cit. hlm. 259-260.
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kategri zakat hewan ternak. Akan tetapi termasuk pada kategri zakat perdagangan,
karena memang dari awal jenis hewan selain tiga jenis itu diternakkan dan diniatkan
sebagai komoditas perdagangan. Berikut ini diklasifikasikan berdasarkan jenis
masing-masing hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya :
Tabel Nishâb Zakat Unta dan Kadar Jumlahnya yang Dizakatkan65
65 Muhammad Ali Al-Hamsyariy, et.al., Al-Qamus Al-Islâmiy Li Al-Nasyi`in Wa Al-Syabab, (Riyad :
Maktabah Al-‘Abikan, 1418 H./1997 M.), Cet. ke-1, Juz IV, hlm. 46. Lihat Abdul Karim Zaidân , Juz I, op.cit.,
hlm. 383-384.
66 Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah yang lebih dari 120 ekor unta. Lihat Abdul
Karim Zaidân , Juz I, op.cit.
NISHÂB BANYAKNYA/JENIS ZAKAT YANG HARUS DIKELUARKAN
5 s.d. 9 ekor unta satu ekor domba/kambing
10 s.d. 14 ekor unta dua ekor domba/kambing
15 s.d. 19 ekor unta tiga ekor domba/kambing
20 s.d. 24 ekor unta empat ekor domba /kambing
25 s.d. 35 ekor unta
satu unta betina usia satu tahun masuk usia tahun ke dua ( ضامخ ةنبا ) atau
satu unta jantan usia dua tahun masuk usia tahun ke tiga ( ركذ نوبل نبا )
36 s.d 45 ekor unta satu unta betina berusia dua tahun penuh masuk usia tahun ke tiga (نوبل تنب)
46 s.d. 60 ekor unta satu ekor unta berusia tiga tahun masuk tahun ke empat (  ٌةَّقِح )
61 s.d. 75 ekor unta satu ekor unta berusia empat tahun masuk usia tahun ke lima ( ةعَذَج )
76 s.d. 90 ekor unta dua ekor unta betina usia dua tahun masuk usia tahun ke tiga ( نوبل اتنبا )
91 s.d. 120 ekor unta dua ekor unta usia tiga tahun masuk usia tahun ke empat ( ناتقِح )
121 s.d. 129 ekor unta66 tiga ekor unta betina usia dua tahun masuk usia tahun ke tiga ( نوبل تانب )
130 s.d. 139 ekor unta
satu ekor unta berusia tiga tahun masuk tahun ke empat (  ٌةَّقِح ) ditambah
dua ekor unta betina usia dua tahun masuk usia tahun ke tiga ( نوبل اتنبا )
140 s.d. 149 ekor unta
dua ekor unta berusia tiga tahun masuk tahun ke empat ( ناتَّقِح ) ditambah
dua ekor unta betina usia dua tahun masuk usia tahun ke tiga ( اتنبانوبل )
150 s.d. 159 ekor unta tiga ekor unta berusia tiga tahun masuk tahun ke empat (  ٌقاَّقِح )
160 s.d. 169 ekor unta empat ekor unta betina usia dua tahun masuk usia tahun ke tiga ( نوبل تانب )
170  s.d. 179 ekor unta
tiga ekor unta betina usia dua tahun masuk usia tahun ke tiga ( نوبل تانب )
ditambah satu ekor unta berusia tiga tahun masuk usia tahun ke empat (  ٌةَّقِح)
180 s.d. 189 ekor unta dua ekor unta betina usia dua tahun masuk usia tahun ke tiga ( نوبل اتنبا )
ditambah dua ekor unta usia tiga tahun masuk usia tahun ke empat ( ناتقِح )
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Tabel Nishâb Zakat Sapi/Kerbau dan Kadar Jumlahnya yang Dizakatkan68
NISHÂB BANYAKNYA/JENIS ZAKAT YANG HARUS DIKELUARKAN
- Jumhur ulama sepakat bahwa tidak ada zakat pada jenissapi/kerbau kecuali telah mencapai jumlah 30 ekor
30 s.d. 39 ekor sapi/kerbau Satu ekor sapi/kerbau berusia satu tahun (  عيبتأةعيبت و )
40 s.d. 59 ekor sapi/kerbau Satu ekor sapi/kerbau berusia dua tahun ( ةَّنِسُم )
60 s.d. 69 ekor sapi/kerbau Dua ekor sapi/kerbau berusia satu tahun ( ناتعيبت وأ ناعيبت )
70 s.d. 79 ekor sapi/kerbau
Satu ekor sapi/kerbau berusia dua tahun dan satu ekor
sapi/kerbau berusia satu tahun ( عيبتةنسمو )
Setelah lebih dari jumlah di atas, setiap tambahan 30 ekor sapi/kerbau dikeluarkan tambahan satu ekor
sapi/kerbau berusia satu tahun (عيبت ) dan setiap tambahan 40 ekor sapi/kerbau dikeluarkan tambahan
satu ekor sapi/kerbau berusia dua tahun ( ةَّنِسُم )
Tabel Nishâb Zakat Kambing/Domba dan Kadar Jumlahnya yang Dizakatkan69
NISHÂB BANYAKNYA/JENIS ZAKAT YANG HARUS DIKELUARKAN
- Tidak ada zakat pada jenis kambing kecualitelah mencapai jumlah 40 ekor
40 s.d. 120 ekor kambing/domba Satu ekor domba/kambing
121 s.d. 200 ekor kambing/domba Dua ekor domba/kambing
201 s.d. 400 ekor kambing/domba Tiga ekor domba/kambing
400 ekor kambing/domba Empat ekor domba/kambing
Setiap tambahan 100 ekor kambing/domba dikeluarkan tambahan satu ekor kambing/domba
67 Muhammad Ali Al-Hamsyariy, et.al., Juz IV, op.cit.
68 Abdul Karim Zaidân , Juz I, op.cit., hlm. 385.
69 Ibid.
190 s.d. 199 ekor unta tiga ekor unta berusia tiga tahun masuk tahun ke empat (  ٌقاَّقِح ) ditambah
satu unta betina berusia dua tahun penuh masuk usia tahun ke tiga (نوبل تنب)
200 s.d. 209 ekor unta67 empat ekor unta berusia tiga tahun masuk tahun ke empat (  ٌقاَّقِح ) ditambah
lima ekor unta betina usia dua tahun masuk usia tahun ke tiga ( نوبل تانب )
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Hewan ternak selain yang disebutkan di atas seperti jenis kuda, keledai atau
himar tidak wajib dizakatkan kecuali jika jenis ini dijadikan komoditas
perdagangan.70 Begitu juga dengan jenis hewan ternak pada era modern saat ini
yang termasuk dalam komoditas perdagangan (menghasilkan untung yang banyak),
seperti ikan, jenis unggas (ayam dan itik pedaging, ayam dan itik petelur, dan lain-
lain), burung walet, jangkrik, kelinci dan lain-lain maka ketentuannya Nishâbnya
termasuk dalam kategori harta perdagangan, karena ia menjadi komoditas
perdagangan.71
D. Hikmah dan Fungsi Zakat
1. Hikmah Zakat
Zakat merupakan ibadah maliyah ijtima’iyah (ibadah yang berkaitan dengan
ekonomi keuangan kemasyarakatan) dan harus diterima secara ta’abbudiy, karena ia
bernilai ritual dan ibadah mahdhah kepada Allah swt. Di samping itu juga zakat
sekaligus merupakan ibadah yang bersentuhan langsung dengan urusan sesama
makhluk (ibâdah ghair mahdhah) karena ia memiliki dimensi ekonomi. Bahkan, dalam
70 Abdurrahman Al-Jaziriy, op.cit. Lihat
71 Perhitungan zakat pada barang-barang (komoditas) perdagangan adalah; pertama, modal bersih
pemilik harta apabila telah mencapai batas Nishâb (setara dengan nilai emas dan perak), dan telah melewati
masa haul (hitungan tahun hijriyah), kedua, kalkulasi keuntungan yang dihasilkan setelah dikeluarkan biaya
dan administrasinya. Kedua ketentuan tersebut kemudian digabungkan dan dihitung banyaknya, untuk
dihitung zakatnya sebanyak 2, 5 % dari total keuntungan.
63
perspektif ilmu ekonomi, zakat dapat pula dijadikan sebagai instrumen utama kebijakan
fiskal.
Dalam ajaran Islam, zakat adalah satu-satunya mekanisme teknis yang
diungkap secara detil, yang memadukan aspek dimensi ibadah mahdlah dan dimensi
ibadah sosial (ghair mahdhah). Sebagai bukti antara lain kewajiban mengeluarkan
zakat, kelompok penerima zakat, maupun prosentase yang harus dikeluarkan, telah
diatur sedemikian lengkap oleh Islam, baik sebagaimana yang tertera dalam ayat-ayat
Al-Qur`an maupun hadits Nabi. Tentu saja hal ini semakin memperkuat keyakinan
bahwa zakat inilah solusi terhadap berbagai problematika ekonomi umat, terutama di
dalam menghadapi persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial.
Ditinjau dari dimensi pembangunan masyarakat, zakat merupakan salah satu
instrumen pemerataan pendapatan. Dengan pengolahan zakat yang baik, sangat
dimungkinkan mampu membangun suatu pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan
pendapatan pada saat yang bersamaan. Dalam kondisi riil, disadari bahwa tidak semua
pelaku ekonomi dalam mekanisme tersebut akan memperoleh keberuntungan yang
sama. Zakat sebagai sumber dana sosial kaum muslimin, sebenarnya, memiliki potensi
yang besar bagi pendanaan aktifitas peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi
kaum muslimin.
Ibadah zakat sedikit agak sulit untuk difahami dan diyakini oleh sebagian
manusia karena ia menyangkut materi yang paling disayangi. Hal ini wajar karena
manusia dikaruniai Allah swt potensi untuk cenderung menyayangi harta, sebagai










) نارمع لآ ةروس:3\14(
Artinya : “Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada apa
yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda
yang bertumpuk dalam bentuk emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak dan
sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat
kembali yang baik”.
Ibadah zakat juga mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syariat
islam, yaitu pertama, untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya
senantiasa dalam keadaan fitrah; kedua, zakat sebagai dana masyarakat (para
mustahiq zakat) yang dimanfaatkan untuk kepentingan kemaslahatan sosial mereka
guna mengurangi kemiskinan (al-takâful al-ijtimâ’iy).
Ali Ahmad Al-Jurjawiy mengemukakan hikmah dan fungsi zakat itu di antaranya
adalah sebagai berikut :
a. Menunaikan zakat merupakan bagian dari upaya menolong orang-orang yang
lemah, susah dan tidak berdaya sehingga mereka mampu untuk menunaikan
segala kewajibannya (tauhid dan ibadah) kepada Allah swt.
b. Zakat itu berguna untuk menyucikan jiwa yang menunaikannya dari noda dosa,
memperbaiki akhlaknya, menjadi orang yang dermawan dan santun, sehingga
terbebas dari sifat tamak dan kikir, sehingga jiwa yang semula kikir pada harta
menjadi terbiasa bermurah hati serta rela memberikan hak-hak orang lain yang
menempel pada hartanya.
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c. Ekspresi rasa syukur orang kaya dari segala karunia nikmat yang mereka
rasakan  serta harta kekayaan yang telah Allah swt berikan, sehingga mereka
diperintahkan untuk menunaikan zakat kepada orang fakir.72
Sebab, dari beberapa ayat al-Qur`an menunjukkan bahwa harta yang dimiliki
oleh seorang muslim tidaklah bersifat absolut miliknya. Artinya, tidak ada kepemilikan
aset kekayaan yang bersifat mutlak pada seseorang. Ada bagian/prosentase tertentu
yang diatur oleh syariah sebagai milik orang lain, yaitu milik kelompok dhuafa.

) تايراذلا ةروس:51\19(
Artinya : “Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan
orang miskin yang tidak meminta”.
Pernyataan Allah SWT di atas menegaskan bahwa ada bagian tertentu dalam
harta seseorang yang bukan merupakan miliknya. Hal ini menunjukkan bahwa
sebagian harta tersebut harus dialirkan dan didistribusikan kepada pihak lain, yaitu
orang-orang yang membutuhkan (al-sâil wa al-mahrûm). Sehingga hal tersebut perlu
diatur dalam sebuah mekanisme redistribusi yang jelas, salah satunya adalah melalui
syari’at zakat.
Sebagai sebuah instrumen, tentu saja zakat membutuhkan infrastruktur yang
memadai, baik dalam bentuk regulasi dan kebijakan, hingga bentuk lembaga dan teknis
operasional yang bersifat detil. Namun demikian, penulis berkeyakinan, jika fungsi
zakat sebagai instrumen bagi redistribusi pendapatan dan kekayaan berjalan dengan
baik, maka persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial dapat diatasi.
72 Al-Jurjawi, Hikmah Al-Tasyri’ Wa Falsafatuh, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1414 H./1994 M.), Juz I, hlm.
111-112.
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Apabila diperhatikan prinsip-prinsip manajemen zakat yang diterapkan oleh
Rasulullah saw, kemudian direalisasikan pada prakteknya di indonesia saat ini, tidak
mustahil angka-angka potensi zakat bisa diwujudkan. Jika hal itu terjadi, maka zakat
akan benar-benar berfungsi sebagai instrumen fiskal Islami, yang akan sangat
membantu keuangan Negara.
2. Fungsi Zakat
Sayyid Quthub menyebutkan setidaknya ada dua fungsi utama zakat :
a. Zakat sebagai asuransi sosial (al-ta`min al-ijtimâ’iy) dalam masyarakat muslim.
Nasib manusia tidak konstan pada satu kondisi saja. Ada kalanya, orang yang
wajib membayar zakat pada masa tertentu karena memiliki kekayaan yang
banyak, pada masa berikutnya ia malah termasuk orang yang berhak menerima
zakat karena musibah yang membuatnya miskin.
b. Zakat juga berfungsi sebagai jaminan sosial (al-dhamân al-ijtimâ’iy), karena
memang ada orang-orang yang selama hidupnya belum memilki kesempatan
mendapatkan rezeki melimpah, karena itu orang Islam lain berkewajiban
membantu mencukupkan kebutuhan hidupnya.73
Zakat akan berfungsi sebagai sumber perekonomian rakyat jika dikelola
dengan baik, profesional dan bertanggungjawab. Untuk merealisasikan tujuan zakat ini,
agar pengelolaan zakat terlaksanakan dengan baik, profesional dan bertanggungjawab,
paling tidak harus ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :
73 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 64.
Mengutip pendapat Sayid Quthub, Fî Zhilal Al-Qur`ân, (Beirut : Dar Al-Ihya` Al-Turats Al-‘Arabiy, 1971),  Juz
X, hlm. 244.
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a. Perlu adanya sosialisasi zakat secara efektif, yaitu program untuk
membangkitkan motivasi dan kesadaran kolektif umat Islam dalam
mengeluarkan zakat demi mengangkat harkat dan martabat hidup seluruh
seluruh anggota masyarakat.
b. Perlu menjadikan Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat menjadi lembaga
yang dipercaya oleh masyarakat, profesional, transparan, mandiri dan produktif.
c. Adanya hasil nyata dan program konkrit yang dapat dirasakan langsung oleh
masyarakat khususnya oleh para mustahiq zakat. Program itu harus menyentuh
kebutuhan dasar para mustahiq seperti pangan, sandang, tempat tinggal,
pendidikan, kesehatan dan lain-lain.74
E. Prinsip Kepemilikan pada Harta Zakat
Prinsip dasar yang tercantum dalam al-Qur’an dan Hadits sangat memperhatikan
masalah perilaku ekonomi manusia dalam memanfaatkan sumber material yang diciptakan
Allah swt untuk manusia untuk memiliki harta, mengkonsumsinya dan memproduksinya.
Namun pada hakikatnya, kepemilikan mutlak itu ada pada Allah swt. Allah swt lah yang
memiliki semua yang ada di langit, di bumi dan segala bentuk harta kekayaan yang
diciptakan, dihibahkan dan diberikan serta dimudahkan pemanfaatannya oleh Allah swt
bagi manusia.75
74 Said Agil Husin Al-Munawar, Aktualisasi Nilai-nilai Qur`an dalam Sistem Pendidikan Islam,
(Jakarta : Ciputat Press, 2005), Cet. ke-2, hlm. 284-285.
75 Al-Qaradhawi, Al-Ibâdah Fî Al-Islâm , op.cit., hlm. 247.
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Manusia sejatinya hanyalah pengemban amanah Allah swt dalam penggunaan
dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah swt.






Artinya : “Berimanlah kamu kepada Allah swt dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian
dari hartamu yang Allah swt telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-
orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya
memperoleh pahala yang besar”.
Yang dimaksud dengan “menguasai” di sini ialah penguasaan yang bukan secara
mutlak. Hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah swt. Manusia menafkahkan hartanya
itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah swt. Karena itu tidaklah
boleh kikir dan boros, ceroboh apa lagi merekayasa hak. Apabila seseorang diberikan
amanah lalu tidak melaksanakannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuannya maka ia
disebut berkhianat dan ingkar.
Salah satu bentuk ketidakamanahan dan keingkaran itu adalah bakhil dan kikir,
termasuk tidak mau menunaikan zakat. Untuk itu Allah swt meminta pertanggungjawaban








Artinya : “Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan (hartamu) pada
jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir, dan siapa yang kikir
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sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri\, dan Allah-lah yang
Maha Kaya sedangkan kamulah orang-orang yang berkehendak (kepada-Nya);
dan jika kamu berpaling niscaya dia akan mengganti (kamu) dengan kaum yang
lain, dan mereka tidak akan seperti kamu ini”.
Kepemilikan adalah suatu ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan
Syari’ah. Kepemilikan berarti pula hak khusus yang didapatkan si pemilik sehingga ia
mempunyai hak menggunakan sejauh tidak melakukan pelanggaran pada garis-garis
Syari’ah. Al-Qur’an telah memberikan gambaran tentang asal usul harta atau hak milik,
yang pertama kali diberikan Allah kepada manusia pertama kemudian turun-temurun
kepada generasi berikutnya. Dengan demikian, awal sejarah kepemilikan sama dengan
awal manusia itu sendiri. Selama hidup, manusia tidak akan pernah lepas dari masalah
kepemilikan.
Ibnu Al-Subkiy dalam Al-Kifâyah mengatakan, terdapat dalam kitab Al-Asybâh Wa
Al-Nazhâir Li Al-Suyuthiy, bahwa sebab kepemilikan itu ada sembilan, yaitu ganti rugi,
warisan, jual beli, pemberian, wasiat, wakaf, barang rampasan perang, menghidupkan
tanah yang belum dimiliki orang lain dan sedekah (zakat).76
Para ahli fiqh membagi kepemilikan menjadi beberapa bagian, yaitu :
1. Kepemilikan yang tetap seperti penguasaan terhadap barang yang mubah dan hasil
dari kepemilikan.
2. Pemindahan kepemilikan yang sebelumnya merupakan kepemilikan orang lain
seperti jual beli dan transaksi lainnya seperti ganti rugi.
3. Kepemilikan yang ditinggalkan seperti warisan dan wasiat.77
76 Al-Suyuthiy, Al-Asybah Wa Al-Nazhair Fî Furu’ihi, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1403
h./1983 M. ), Cet. I, hlm. 317.
77 Al-‘Izz Abn ‘Abd Al-Salam, Qawa’id Al-Ahkâm, jilid II, hlm. 86.
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Perintah zakat pada dasarnya, merupakan sebuah upaya agar harta kekayaan
dapat didistribusikan secara merata kepada masyarakat. Islam tidak menginginkan harta
kekayaan tersebut hanya beredar dikalangan tertentu saja dalam masyarakat.
Sebuah peringatan yang justru tengah terjadi dalam dinamika ekonomi
kontemporer, di mana para pemilik modal dapat leluasa mengakumulasi modal mereka
secara tersistematis dan mampu menikmati kesejahteraan yang sangat layak. Sementara,
kelompok masyarakat miskin selalu tertindas karena mereka tidak memiliki akses usaha
dan modal (harta) sedikitpun untuk dapat menjalani kehidupan ekonomi mereka.
Harta dan kepemilikannya itu dalam Islam bukanlah sesuatu yang begitu saja
dapat dimiliki dan digunakan secara bebas tanpa batas, akan tetapi ia mempunyai dimensi
moral dan sakral yang akan dipertanggungjawabkan kepada pemilik mutlaknya, yaitu Allah
swt.78
Islam memandang bahwa status kepemilikan harta bukanlah otoritas absolut
individu. Artinya, manusia bukanlah pemilik mutlak dari harta kekayaan yang mereka
78 Dalam sebuah hadits dikatakan bahwa segala apa yang dilakukan oleh mukallaf maka akan
diminta pertanggungjawabannya :
 ُهََّنأ اَمُهْـنَع ُهَّللا َيِضَر َرَمُع ِنْب ِهَّللا ِدْبَع ْنَع ُكُّلُك ُلوُقَـي َمَّلَسَو ِهَْيلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا َلوُسَر َع َِسم ْنَع ٌلوُئْسَم َوُهَو ٍعَار ُماَم ِْلإَاف ِهِتَّيِعَر ْنَع ٌلوُئْسَمَو ٍعَار ْم
 ِهَو ٌةَيِعَار اَهِجْوَز ِتْيَـب ِفي َُةأْرَمْلاَو ِهِتَّيِعَر ْنَع ٌلوُئْسَم َوُهَو ٍعَار ِهِلْهَأ ِفي ُلُجَّرلاَو ِهِتَّيِعَر َم ِفي ُمِدَاْلخاَو اَهِتَّيِعَر ْنَع ٌةَلوُئْسَم َي ْنَع ٌلوُئْسَم َوُهَو ٍعَار ِهِدِّيَس ِلا
لا ىَّلَص َِّبيَّنلا ُبِسْحَأَو َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ِلوُسَر ْنِم ِءَلاُؤَه ُتْعِمَسَف َلَاق ِهِتَّيِعَر ْنَع ٌلوُئْسَم َوُهَو ٍعَار ِهِيَبأ ِلاَم ِفي ُلُجَّرلاَو َلَاق َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّل
 ِهِتَّيِعَر ْنَع ٌلوُئْسَم ْمُكُّلَُكو ٍعَار ْمُكُّلُكَف ِهِتَّيِعَر*
Artinya : ”Dari 'Abdullah bin 'Umar ra bahwa dia mendengar Rasulullah saw telah bersabda: "Setiap kalian
adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imâm
(kepala Negara) adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami
dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang
isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban atas
urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan
diminta pertanggungjawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut". Dia ('Abdullah bin 'Umar ra) berkata:
"Aku mendengar semua itu dari Rasulullah  saw, dan aku munduga Nabi saw juga bersabda"; "Dan seorang
laki-laki pemimpin atas harta bapaknya dan akan diminta pertanggungjawaban atasnya dan setiap kalian
adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Lihat Al-
Bukhari, Al-Jâmi’ Al-Shahîh, Juz II, hlm. 178.
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dapati, karena semua itu merupakan titipan dari Allah SWT. Ibadah zakat merupakan
kewajiban bagi hamba (khalifah Allah swt), yang tidak hanya dibebankan pada individu
melainkan juga bahwa negara mempunyai tanggungjawab dalam menjalankannya serta
membagikan hasilnya secara adil kepada mereka yang berhak menerimanya.79
Keterikatan manusia dengan ibadah yang bersifat keuangan merupakan unsur
pendukung langsung yang mendorong manusia agar selalu mengusahakan dan





) ةبولا ةروس :9\104(
Artinya : “Tidakkah mereka mengetahui bahwa menerima taubat hamba-hambaNya dan
menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima tibat lagi Maha
Penyayang”.
Al-Qurthubiy menafsirkan kata “ya`khudzu al-shadaqât”, bahwa dari nash ini
sangat jelas sekali bahwa Allah swt yang mengambil shadaqah (zakat) itu serta
memberikan pahala kepada yang menunaikannya. Dan zakat itu merupakan hak Allah swt,
sementara Nabi saw hanyalah sebagai perantara Allah swt (dalam mengambil zakat).
Ketika Nabi telah wafat, maka amil zakat menjadi perantara (mengambil zakat) setelah
Nabi. Oleh karena itu, khitâb ayat ini bukan hanya kepada Nabi saja, tetapi adalah kepada
semua ummat.80
Dari uraian di atas, maka dapat difahami bahwa fungsi amil zakat (al-‘âmilîn)
merupakan pemegang amanah Allah swt dalam upaya mendistribusikan hak Allah swt
79 Abdulhamid Mahmud Al-Ba’liy, op.cit., hlm. 57.
80 Al-Qurthubiy, Juz X, hlm. 366.
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yang dikehendakiNya supaya diserahkan kepada para mustahiq al-zakâh. Dengan
demikian, berarti peran dan fungsi amil zakat merupakan posisi yang sangat mulia dan
wajib dilaksanakan dengan prinsip kerja keras, amanah, transparan, akuntabel,
profesioanal dan proporsional.
Lebih lanjut, Islam menegaskan bahwa dalam harta yang diperoleh tersebut, di




Artinya : “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang
(miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak
mau meminta)”.
Dalam melaksanakan zakat, syarat yang harus dipenuhi dalam mengeluarkannya
adalah kepemilikan penuh dan dan dikuasakan oleh Allah swt kepemilikannya. Tidak ada
sangkut paut dengan orang lain. Diberlakukan syarat dan ketentuan wajib zakat dari harta
tersebut merupakan hak Allah swt yang akan diserahkan kepada yang berhak
menerimanya (penyeimbangan penguasaan kekayaan). Oleh karena itu, maka arti hak
(kepemilikan) dalam zakat merupakan salah satu hak dari hak-hak yang dimiliki oleh Allah
swt. Sehingga para ahli Syarî’ah Islâmiyah membagi hak menjadi empat bagian, yaitu :
1. Hak murni milik Allah swt.
2. Hak murni milik hamba.
3. Hak yang tergabung di dalamnya antara hak Allah swt dan hak hamba, tetapi hak
Allah swt lebih besar.
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4. Hak yang tergabung di dalamnya antara hak Allah swt dan hak hamba, tetapi hak
hamba lebih besar.81
Kepemilikan dalam zakat yang dimaksud adalah bahwa zakat merupakan salah
satu sebab kepemilikan bagi yang berhak menerimanya (mustahiq al-zakâh). Dengan
adanya zakat maka mereka (mustahiq al-zakâh) dapat mewujudkan dan menutupi
kebutuhannya (sebagai anugerah transformasi hak kepemilikan dari Allah swt untuk
mereka) dan melakukan apa pun terhadap yang diterimanya. Dengan kata lain bahwa para
mustahiq zakat memperoleh hak milik zakat dari Allah swt melalui orang-orang yang
dikenakan kewajiban zakat (muzakkiy).
Pada hakikatnya, yang menerima terlebih dahulu zakat itu adalah Allah swt
melalui perantaraan amil, baru kemudian diterima oleh para penerima zakat. Inilah yang
dimaksudkan dengan zakat sebagai ibadah, karena ibadah adalah hak prerogatif Allah swt
semata, sebagai mana dikatakan oleh Al-Kasâniy :
 َمَعْلا ُصَلاْخِإ َلىاَعَـت ِهَِّلل ِهِتَّيِّلُكِب ِل
Artinya : “Mengikhlaskan segala amal ibâdah seluruhnya hanya karena Allah swt”.82
81 Abdul Hamid Mahmud Al-Ba’liy, Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari’ah,
Terjemahan Muhammad Abqary Abdullah Karim, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 53-54.
82 Abdurrahman Qadir mengutip perkataan Al-Kasaniy, dalam kitabnya Badai’ Al-Shana’i, (Beirut :
dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.th.), hlm. 891. Lihat Abdurrahman Qadir, op.cit. hlm. 65.
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F. Sasaran Pendistribusian Zakat (Mustahiq Zakat)
Pada ayat 60 surat al-Taubah dijelaskan bahwa kelompok yang berhak menerima
zakat itu ada delapan golongan (ashnaf). Maka harta zakat tidak boleh diberikan kepada
selain dari delapan kelompok yang telah ditegaskan. Sebagai mana ditegaskan oleh Allah








Artinya : “Sesungguhnya harta zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin,
amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba
sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk
orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.
Allah swt dalam ayat ini menggunakan adat hashar “انمإ", bermaksud
mengkhususkan yang berhak meneriam zakat/sedekah wajib itu hanyalah delapan
kelompok ashnaf yang disebutkan dalam ayat ini saja, tidak boleh menyimpang dari
konteks ayat. Dan Allah swt juga mengkhususkan sebagian manusia dari yang lainnya
dalam penerimaan nikmat harta, sebagai karunia, bukti kekuasaan Allah dan menjadikan
mereka semakin bersyukur kepadaNya. Sehingga orang yang memeiliki harta bersedia
membantu yang tidak mampu, dengan cara mengeluarkan sebagian hartanya melalui
sedekah (zakat).
Dikatakan dalam satu riwayat bahwa Rasulullah saw sangat selektif dan berhati-
hati tatkala hendak membagikan harta zakat, karena harta zakat hanya boleh dinikmati
oleh yang berhak (al-ashnâf al-tsamâniyah) yang ditentukan oleh Allah swt.
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 ِز ِنْب ِنَْحمَّرلا ِدْبَع ْنَع َلَاق َّيِئاَدُّصلا ِثِرَاْلحا َنْب َدَاِيز َعَِسم ُهََّنأ َّيِمَرْضَْلحا ٍمْيَعُـن َنْب َدَاِيز َع َِسم ُهََّنأ ٍدَاي ُتْيَـَتأ
 َْعأ َلاَقَـف ٌلُجَر ُهَاَتَأف َلَاق ًلايِوَط ًاثيِدَح َرََكذَف ُهُتْعَـياَبَـف َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا َلوُسَر ِنيِط ِةَقَدَّصلا ْنِم
 ِْيرَغ َلاَو ٍِّبيَن ِمْكُِبح َضْرَـي َْلم َلىاَعَـت َهَّللا َّنِإ َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر ُهَل َلاَقَـف ِتَاقَدَّصلا ِفي ِه
 َْلأا َكِْلت ْنِم َتْنُك ْنَِإف ٍءَازْجَأ َةَِينَاَثم اَهَأَّزَجَف َوُه اَهيِف َمَكَح َّتىَح َكَّقَح َكُتَْيطْعَأ ِءَازْج83
Artinya : “Dari Abdurrahman bin Ziyad bahwa ia mendengar Ziyad bin Nu'aim Al-Hadhrami
bahwa ia telah mendengar Ziyad bin Harits Al-Shuda'i berkata; aku menemui
Rasulullah saw lalu membaiatnya. Kemudan ia menyebutkan hadits yang
panjang. Ia berkata; kemudian terdapat seseorang yang datang kepada beliau
dan berkata; berikanlah aku sebagian dari sedekah! Maka Rasulullah saw
berkata kepadanya: “Sesungguhnya Allah tidak ridha kepada hukum seorang
Nabi atau yang lainnya, Dialah yang telah menentukannya dan telah
menetapkannya bagi delapan bagian dalam perkara zakat, hingga Dia sendiri
yang memutuskan. Maka Allah membaginya menjadi delapan bagian,
seandainya engkau termasuk dari bagian itu maka aku akan memberikan hakmu
kepadamu”.
Para ulama berbeda pendapat tentang cara pendistribusian zakat ini, apakah
delapan golongan ashnâf ini secara keseluruhan harus diberi hak zakat atau tidak.
Perbedaan pendapat tersebut dapat dilihat sebagai berikut :
1. Golongan Syafi’iyyah menyatakan bahwa zakat wajib dibagikan kepada delapan
kelompok yang tersebut dalam Al-Qur`an (QS. Al-Taubah ayat 60), baik zakat fitrah
maupun zakat mal. Karena pada ayat tersebut mengisyaratkan bahwa kepemilikan
(hak) zakat pada ayat adalah dengan menggunakan lam tamlik berfungsi untuk ke
delapan kelompok dengan hak yang sama.
2. Sedangkan menurut jumhur ulama (Hanafiyyah, Mâlikiyyah dan Hanâbilah), harta
zakat itu dapat dibagikan kepada satu kelompok saja. Menurut golongan Hanafiyyah
dan Mâlikiyyah membolehkan pembagian zakat itu kepada satu kelompok saja dari
83 Sunan Abu Daud, Juz II, hlm. 192-193.
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dari delapan kelompok ashnâf.84 Bahkan, menurut golongan Mâlikiyyah sunnah
hukumnya memberikan harta zakat kepada orang sangat membutuhkan (asyad al-
hâjah) daripada kelompok yang lainnya.85
Secara global, peruntukan pendistribusian zakat dapat diklasifikasikan menjadi
dua, yaitu untuk keperluan pribadi (asykhâsh) dan untuk keperluan kemaslahatan
(mashâlih) umum.86
1. Untuk keperluan individu (asykhâsh); al-Qur`an menggunakan redaksi kalimat “lam
al-tamlik” yaitu kelompok asnaf yang berhak memiliki secara utuh untuk dirinya,
sehingga mereka dapat memanfaatkan sekehendak hatinya, karena mereka sama-
sama pribadi yang mempunyai sifat tertentu (li daf’i hâjatihi). Mereka yang
dimaksudkan dalam kategori asykhash ini ada enam kelompok, yaitu; fakir (ءارقفلا),
miskin (ينكاسلما), amil (اهيلع ينلماعلا) dan muallaf ( ), dan ditambah orang
berutang (ينمراغلا) dan ibnu sabil (ليبسلا نبا).
2. Untuk keperluan kemaslahatan (mashalih); al-Qur`an menggunakan redaksi kalimat
“fi al-zharfiyyah”, sasarannya adalah untuk kemaslahatan umum, sosial masyarakat
dan negara. Kelompok ini mencakup dua sasaran selain yang telah disebutkan di
84 Ini adalah pendapat Imam Malik, dan termasuk juga Umar, Huzaifah, Ibnu Abbas, Abu Al-‘Aliyah,
Sa’id Bin Jabir dan Maimun Bin Maharan. Lihat Muhammad Nasib Al-Rifa’iy, Taisir Al-‘Aliy Al-Qadir Li
Ikhtishar Tafsir Ibn Kaisr, (Riyadh : Maktabah Al-Ma’arif, 1410 H./1989 M.), Juz II, hlm. 347.
85 Lihat Al-Zuhailiy, Al-Fiqh Al-Islâmiy Wa Adillatuh, Juz I, hlm. 867-869.
86 Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir Al-Qur`an Al-‘Azhim Al-Syahir Bi Tafsir Al-Manar, (Mesir : Dar
Al-Manar, 1368 H.), Cet. ke-2, Juz X, Hlm. 586.
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atas, yaitu memerdekakan budak (باقرلا فى) dan untuk keperluan kebaikan di jalan
Allah (اللها ليبس في).87
Adapun golongan ashnaf secara terperinci adalah sebagai berikut :
1. Orang fakir (ءارقفلا)
Yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang sudah tidak memiliki apa-apa
lagi, tidak ada usaha sama sekali karena ketidakmampuan fisiknya, dan tidak memiliki
siapa-siapa (kerabat) yang mampu membantu meringankan serta mencukupi beban
hidupnya.88
2. Orang miskin (ينكاسلما)
Yang dimaksud miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan namun
penghasilannya tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya. Seperti misalnya untuk
memenuhi kebutuhan hariannya sepuluh, namun ia hanya mampu mendapatkan
87 Muhammad Rasyid Ridha, op.cit., hlm. 587.
88 Para ulama madzhab berbeda pendapat dalam pengertian fakir ini. Pertama, menurut golongan
Hanafiyah, pengertian fakir adalah bahwa orang yang memiliki kebutuhan hidup kurang dari Nishâb, atau
memiliki harta seukuran nishab atau lebih namun tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya, sehingga
ia tetap dalam status kefakirannya.
Kedua, menurut golongan Malikiyyah, pengertian fakir adalah orang yang memiliki harta tidak
mencukupi kebutuhan untuk ukuran satu tahun. Karena apabila ia memiliki seukuran Nishâb, maka ia wajib
memberikan zakatnya. Menurut Malikiyah juga, seseorang tidak tergolong fakir apabila ia masih mempunyai
orang yang wajib lagi mampu menafkahinya.
Ketiga, menurut golongan Syafi’iyyah dan senada juga dengan pendapat golongan Hanabilah,
bahwa orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak punya pekerjan yang menghasilkan
untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Kendatipun ada tetapi kurang dari separoh kecukupan
hariannya, sementara ia juga tidak mempunyai keluarga yang akan menafkahinya. Lihat Abdurrahman Al-
Jaziriy, Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzâhib Al-Arba’ah, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1424 H./2003 M.), Cet.
ke-2, Juz I, hlm. 562-566.
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delapan sehingga belum dianggap berkecukupan yang layak pada kebutuhan
makanan, pakaian dan tempat tinggal.89
Ada perbedaan antara orang fakir dan miskin, yaitu orang fakir lebih sengsara
kehidupannya dibandingkan dengan orang miskin. Artinya orang miskin masih punya
hal yang bisa dikerjakan, masih punya penghasilan dan pemasukan, meskipun tidak
mencukupi hajat kebutuhan pokoknya.90 Kondisi perbedaan ini dapat difahami
berdasarkan firman Allah SWT berikut ini :
اََّمأ ُةَنيِفَّسلا ْتَناَكَف َينِكاَسَمِل َنوُلَمْعَـي ِفي ْحَبْلا ِر ُتْدَرََأف ْنَأاَهَـبيِعَأ َناََكو ْمُهَءَارَو ٌكِلَم ُذُخَْأي َّلُك
 ٍةَنيِفَساًبْصَغ)فهكلا:18\79(
Artinya : “Adapun perahu itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di
laut, dan aku bertujuan merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang
raja yang akan merampas setiap perahu.”
3. Amil Zakat ( ينلماعلااهيلع )
Yaitu orang-orang yang mendapat tugas dari penguasa atau negara untuk
mengumpulkan zakat dari para muzakkiy, menjaganya dan membaginya kepada orang-
orang yang berhak. Mereka ini berhak diberi zakat sepadan dengan pekerjaanya
meskipun mereka kaya.
Amil zakat seringkali disebut dengan istilah al-su'ât li jibayat al-shadaqah yang
artinya adalah orang yang aktif meluangkan waktunya berkeliling untuk mengumpulkan
zakat (shadaqah).
89 Al-Zuhailiy, Al-Fiqh Al-Islâmiy Wa Adillatuh, Juz II, op.cit., hlm. 869.
90 Lihat Al-Syaukaniy, Nail Al-Authar, Juz VIII, hlm. 140-141.
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Untuk menjadi amil diwajibkan bagi mereka orang-orang yang memenuhi
syarat sebagai amil, yaitu :
a. adil (‘âdil)
b. memiliki ilmu dan mengerti (ma’rifah) tentang hukum zakat
c. orang yang luas pergaulannya (al-‘asyir)
d. ahli dalam pencatatan (al-kâtib)
e. mengerti sistem pembagian zakat
f. aman dan terjaga dalam menyimpan harta
g. ahli dalam tugas mendata/mengumpulkan orang yang berharta (al-hâsyir bi
ma’na ‘âmil jibayat al-mâl ) dan cara membagi zakat.
h. Mereka itu bekerja dengan baik agar proses pengambilan harta zakat berjalan
dengan benar, tepat sasaran, serta bekerja keras untuk bisa memastikan bahwa
orang-orang yang berhak mendapat zakat itu benar-benar telah menerimanya
(orang yang ‘ârif dalam bertindak).91
4. Muallaf ( )
Mereka adalah orang yang masih lemah niatnya memasuki Islam. Muallaf ini
dibedakan ke dalam dua golongan yaitu muallaf muslim dan muallaf kafir.
a. Muallaf muslim ini perlu diberikan bagian zakat dengan alasan sebagai berikut :
1) Orang yang masih lemah niat keislamannya maka mereka diberikan zakat
bertujuan untuk memperkuat keislamannya.
91 Al-Zuhailiy, Al-Fiqh Al-Islâmiy Wa Adillatuh, Juz II, op.cit., hlm. 870.
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2) Golongan yang terdiri dari para pemuka dan pemimpin muslim yang dihormati
pengikutnya dan diharapkan ketetapan hati dan kekuatan iman mereka
bertambah agar mereka rela berjihad.
3) Kelompok kaum muslim yang berada di benteng dan daerah perbatasan
dengan musuh. Mereka memperoleh bagian zakat dengan harapan agar
mereka dapat mempertahankan diri dan membela kaum muslim lain yang
tinggal jauh dari benteng itu dari serbuan musuh.
4) Golongan kaum muslim yang diperlukan untuk memungut pajak serta zakat
dan menariknya dari orang yang tidak mau menyerahkan zakat kecuali
dengan pengaruh dan wibawa mereka.92
b. Muallaf kafir, diklasifikasikan menjadi dua golongan :
1) Golongan yang diharapkan keislamannya. Mereka yang diharapkan
kebaikannya sehingga mereka yang diharapkan masuk Islam. Mereka
diberikan sebagian dari harta zakat, agar ada semacam dorongan bisa masuk
Islam.
2) Golongan yang dikhawatirkan kejahatannya, dengan harapan dapat
mencegah kejahatannya. Kepada mereka, dibolehkan pemberian sebagian
harta zakat demi untuk melunakkan hati dan mengurangi atau menghentikan
permusuhan kepada kaum muslimin.93
92 Al-Zuhailiy, Al-Fiqh Al-Islâmiy Wa Adillatuh, Juz II, op.cit. hlm. 872.
93 Op.cit., hlm. 871. Lihat Ensiklopedi Islam, (Jakarta : Ikhtiar Baru van Hoeve, 2005), Jilid 7, hlm.
317-318.
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Disebutkan dalam Shahih Muslim, bahwa Nabi saw telah memberikan
sebagian harta zakat untuk Abu Sufyân bin Al-Harb, Sofwan bin Umayyah, 'Uyainah
bin Hishan, Al-Aqra' bin Habis dan Abbas bin Mirdas, masing-masing 100 ekor unta.
Bahkan kepada 'Alqamah bin Ulatsah diberikan harta ghanimah perang Hunain.94
Semua itu dalam rangka membujuk hati mereka agar minimal mengurangi
permusuhan kepada Islam. Dan kalau bisa sampai masuk Islam, tentu akan lebih
baik lagi.95
5. Budak (باقرلا في)
Menurut jumhur ulama al-riqâb adalah para budak muslim yang tidak
mampu membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras.
Karena keadaan yang tidak memungkinkan dirinya menebus status perbudakannya
melainkan dengan membuat perjanjian. Maka disyaratkan pemberian bagian zakat
untuk membebaskan budak, bahwa budak itu seorang muslim dan sangat
membutuhkan kebebasan.
94 Al-Zuhailiy, Al-Fiqh Al-Islâmiy Wa Adillatuh, Juz II, op.cit.,. Lihat Al-Syaukaniy, Nail Al-Authar,
Juz VIII, hlm. 162-163.
95 Namun sebagian ulama kurang sependapat dengan hal ini. Golongan madzhab Hanabilah dan
Malikiyyah berpendapat bahwa mereka diberi bagian harta zakat supaya mereka tertarik kepada Islam.
Karena Nabi saw pernah memberi bagian harta zakat kepada muallaf muslim dan kaum musyrik. Sementara
golongan madzhab Hanafiyah dan madzhab Syafi'iyah mengatakan bahwa apa yang diberikan oleh
Rasulullah saw itu hanya terjadi di masa awal dakwah Islam. Ketika umat Islam masih sedikit dan mereka
sangat tertekan. Sedangkan ketika posisi umat Islam sudah kuat, tidak pernah lagi ia memberikannya
kepada mereka. Dan hal ini juga dilakukan di zaman khalifah Umar bin Al-Khattab ra, dimana ia tidak pernah
memberikan harta zakat kepada orang kafir harta zakat. Bahkan Umar ra berkata, "Kita tidak akan
memberikan sesuatu pun untuk menjadi muslim. Siapa yang mau silahkan masuk Islam dan siapa yang tidak
mau silhakan kafir saja". Lihat Al-Zuhailiy, Al-Fiqh Al-Islâmiy Wa Adillatuh, Juz II, op.cit., hlm. 871.
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Yang dimaksud dengan budak dalam hal ini menurut Al-Hanafiyah dan Asy-
syafi'iyah adalah al-mukatibun, yaitu budak-budak yang sedang mengurus
pembebasan dirinya dengan cara membayar/menembus harga atas dirinya itu
kepada tuannya. Sementara mereka tidak memiliki bekal untuk biaya
pembebasannya itu. Maka mereka berhak mendapatkan bantuan harta dari zakat. 96














Artinya : “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga
kesucian (diri)nya, sehingga Allah memberikan kemampuan kepada
mereka dengan karunia-Nya. Dan jika budak-budak yang kamu miliki
yang menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat
perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada
mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah
yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-
budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri
mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan
kehidupan duniawi. Barang siapa yang memaksa mereka, maka
sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
(kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”.
96 Salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan (sistim perbudakan
sejatinya adalah untuk dihapuskan), yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekakan,
dengan perjanjian bahwa budak itu akan membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu
hendaklah menerima perjanjian itu apabila budak itu menurut penilaiannya sanggup melunasi perjanjian itu
dengan harta yang halal. Untuk mempercepat pelunas perjanjiannya itu, maka hendaklah budak-budak itu
ditolong dengan harta yang diambilkan dari harta zakat atau harta lainnya. Dan disyaratkan bahwa budak
yang dibebaskan itu adalah budak yang agamanya Islam, bukan yang beragama selain Islam.
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6. Orang yang Berutang (نومراغلا)
Dalam hal ini, golongan Syâfi'iyah dan Hanabilah mengatakan ada dua
kemungkinan orang yang berutang. Pertama, seseorang berutang untuk keperluan
dirinya sendiri. Dalam hal ini, bila pada dasarnya dia adalah orang kaya dan
berkecukupan, tidaklah berhak atas dana zakat. Kedua, seseorang berutang untuk
kepentingan pihak lain, seperti untuk mengishlah pihak-pihak yang bersengketa,
maka dia berhak atas dana zakat untuk menutupi utangnya itu, tanpa melihat
apakah dia miskin atau kaya. Meski dia kaya, tapi tetap berhak atas dana zakat.
Golongan Hanafiyah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan gharim
adalah orang yang berutang, namun ia tidak mempunya harta untuk membayarnya.
Sedangkan menurut golongan Malikiyyah, seseorang yang berutang bukan sebagai
akibat dari perbuatan dosa.97
7. Sabilillah ( اللها ليبس في )
Pada awalnya makna sabilillah adalah berperang di jalan Allah. Mereka
adalah para peserta pertempuran pisik melawan musuh-musuh Allah dalam rangka
menegakkan agama Islam, meskipun mereka itu pada hakikatnya orang-orang yang
cukup berada. Sebab dalam hal ini memang bukan sisi kemiskinannya yang
97 Al-Zuhailiy, Al-Fiqh Al-Islâmiy Wa Adillatuh, op.cit., Juz II, hlm. 873-874.
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dijadikan objek zakat, melainkan apa yang dikerjakan oleh para mujahidin itu yaitu
memperjuangkan kemaslahatan umat.
Menurut golongan Hanabilah, orang yang ingin melaksanakan ibadah haji
adalah termasuk golongan sabilillah.98 Dalam konteks saat sekarang, makna status
sabilillah berkembang menjadi segala jenis upaya dalam memperjuangkan agama
Allah, maka termasuk di antaranya adalah para da’i, guru agama, ustadz dan lain-
lain.
8. Ibnu Sabil ( ليبسلا نبا )
Ibnu Sabil ialah musafir yang berjalan di jalan ketaatan mencari ridha Allah,
bukan perjalanan yang mengandung unsur maksiat atau dosa. Sementara ia
membutuhkan kecukupan dalam menempuh perjalanannya, meskipun dia adalah
seorang yang berkecukupan di negerinya.99
G. Sistim Pengolahan Zakat
Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam Negara, karena ia berfungsi
sebagai alat untuk memindahkan kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin dan
menjadi sumber pendapatan Negara. Fungsi zakat sebagai sumber pendapatan sudah
berjalan, namun fungsi pemindahan kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin
tampaknya belum. Akibatnya, jumlah orang miskin selalu meningkat. Padahal tujuan
utama zakat adalah untuk mengatasi kemiskinan.
Dalam al-Qur’an dikatakan :
98 Ibid., hlm. 874.






 ) رشلحا ةروس:59\7(
Artinya : “... agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara
kamu”. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dan apa yang
dilaranya bagimu maka tinggalkanlah.
Demikian juga dikatakan dalam hadits Nabi saw :
... َدَص ْمِهْيَلَع َضَرَـتْـفا َهَّللا َّنَأ ْمُهْمِلْعََأف ْمِِهئَارَقُـف ىَلَع ُّدَرُـتَو ْمِِهئاَيِنَْغأ ْنِم ُذَخْؤُـت ْمِِلهاَوَْمأ ِفي ًةَق100
Artinya : “Beritahukan kepada mereka bahwa Allah swt mewajibkan mereka membayar
zakat yang diambil dari harta orang yang tergolong kaya di antara mereka untuk
diberikan kepada orang fakir (di antara) mereka”.
Hadits ini berkaitan dengan ketika Mu’adz bin Jabal diutus ke Yaman oleh
Rasulullah Saw untuk memungut Zakat, mengajarkan tentang cara pemindahan kekayaan
dari orang kaya kepada orang miskin dalam Islam yaitu melalui ibadah zakat.
Berkaitan dengan fungsi zakat, dalam memberikan solusi atas masalah
kemiskinan, Islam membagi fakir dan miskin atas tiga kelompok. Masing-masing kelompok
dalam upaya menanganinya memiliki solusi yang berbeda.
1. Anjuran bekerja bagi yang fisiknya kuat bekerja
Muslim yang kuat dituntut bekerja, mengembara di muka bumi dan mencari
rizki Allah (ضرلأا فى راشتنلإا). Bekerja bagi orang yang masih memiliki fisik yang kuat
adalah wajib hukumnya dan merupakan senjata pertama dalam memerangi
kemiskinan.







Artinya : “Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah
karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”.
Pada dasarnya, Allah swt telah menjamin rizki bagi setiap makhluknya,
termasuk manusia. Namun, rizki yang sudah dijamin oleh Allah swt itu tidak bisa
diperoleh kecuali dengan mengerahkan segala upaya dan tenaga dengan melakukan
usaha. Oleh karena itu Allah swt memerintahkan manusia agar senantiasa berusaha





) كللما ةروس :67\15(
Artinya : “Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka
jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rizki-Nya. Dan
hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.
Dalam hadits Nabi saw, juga disebutkan, bahwa Rasulullah saw bersabda :
 َّللا ِدْيَـبُع ْنَع ِنَلاُجَر ِنيَرَـبْخَأ َلَاق ِراَِيْلخا ِنْب ِّيِدَع ِنْب ِه ِفي َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص َِّبيَّنلا اَيَـَتأ اَمُهـََّنأ
 ِنْيَدْلَج َانآَرَـف ُهَضَفَخَو َرَصَبْلا اَنيِف َعَفَرَـف اَه ْـنِم ُهَلاَأَسَف َةَقَدَّصلا ُمِّسَقُـي َوُهَو ِعاَدَوْلا ِة َّجَح َقَـف َّنِإ َلا
 ٍبِسَتْكُم ٍّيِوَقِل َلاَو ٍِّنيَغِل اَهيِف َّظَح َلاَو اَمُكُتَْيطَْعأ اَمُتْئِش101
Artinya : “Dari Ubaidillah bin Adi bin Al-Khiyar berkata; telah mengabarkan kepadaku
dua orang yang telah menemui Rasulullah saw pada waktu haji wada'
sementara beliau sedang membagikan zakat, mereka berdua meminta
kepada beliau sebagian dari zakat tersebut, lalu beliau mengangkat
pandangannya kepada kami, lalu menundukkannya dan beliau melihat kami
adalah orang yang kuat, lalu beliau berkata: “Kalau kalian berdua
101 Abu Daud Sulaiman, Sunan Abu Daud, Juz II, hlm. 195.
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menginginkannya maka kami akan memberikan kepada kalian berdua, dan
tidak ada bagian dalam zakat tersebut bagi orang yang kaya dan orang yang
mampu untuk bekerja”.
Bahkan dalam hadits lain dikatakan :
 َلَاق ََةرْـيَرُه ِبيَأ ْنَع ْنِم ِهَّللا َلىِإ ُّبَحَأَو ٌر ْـيَخ ُّيِوَقْلا ُنِمْؤُمْلا َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر َلَاق
 َجْعَـت َلاَو ِهَّللِاب ْنِعَتْساَو َكُعَف ْـنَـي اَم ىَلَع ْصِرْحا ٌر ْـيَخ ٍّلُك ِفيَو ِفيِعَّضلا ِنِمْؤُمْلا َكَباَصَأ ْنِإَو ْز
 ْفَـت ْوَل َّنَِإف َلَعَـف َءاَش اَمَو ِهَّللا ُرَدَق ْلُق ْنِكَلَو اَذََكو اَذَك َناَك ُتْلَعَـف ِّنيَأ ْوَل ْلُقَـت َلاَف ٌءْيَش َلَمَع ُحَت
 ِنَاطْيَّشلا102
Artinya : “Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah saw bersabda: “Orang mukmin
yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah swt daripada orang mukmin
yang lemah”. Pada masing-masing memang terdapat kebaikan. Capailah
dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu, mohonlah pertolongan
kepada Allah Azza Wa Jalla dan janganlah kamu menjadi orang yang lemah.
Apabila kamu tertimpa suatu kemalangan, maka janganlah kamu
mengatakan; “Seandainya tadi saya berbuat begini dan begitu, niscaya tidak
akan menjadi begini dan begitu”. Tetapi katakanlah; “lni sudah takdir Allah
dan apa yang dikehendaki-Nya pasti akan dilaksanakan-Nya. Karena
sesungguhnya ungkapan kata “law” (seandainya) akan membukakan jalan
bagi godaan syetan”.
2. Memberikan jaminan nafkah (infâq) kepada kerabat
Orang miskin yang lemah dan tidak mampu bekerja, seperti janda, anak-anak,
atau orang jompo, tetapi masih mempunyai kerabat, mereka itu mendapat jaminan
nafkah dari anggota keluarga. Jika ditemukan orang miskin dari kelompok kedua ini
maka harus ditanya terlebih dahulu apakah ia masih memiliki kerabat atau tidak.
Sebab, kerabatnyalah yang pertama sekali yang harus bertanggungjawab atas
kekurangan saudaranya. Sebagai mana firman Allah swt :








) ةروس : ةرقبلا:2\215(
Artinya : “Mereka bertanya kepadamu ( Muahammad) tentang apa yang mereka
infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaklah
diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang miskin
dan orang yang dalam perjalanan.” Dan kebaikan apa saja yang kamu
kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui”.






) لحنلا ةروس :16\90(
Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,
memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan
keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu
agar kamu dapat mengambil pelajaran”.
3. Memberikan zakat untuk orang yang tidak kuat bekerja dan tidak punya kerabat
Tidak semua orang fakir miskin memiliki kerabat yang mampu menjamin
kebutuhan hidupnya. Atau mereka mempunyai kerabat, tetapi mereka miskin. Oleh
karena, itu Allah swt telah menetapkan hak yang pasti berupa zakat. Tujuan utama
zakat adalah memenuhi kebutuhan orang-orang fakir miskin. Orang kaya mempunyai
kewajiban untuk mendekatkan kesenjangan itu, yaitu dengan mengeluarkan zakat dari
harta mereka. Karena memang ada hak fakir miskin dalam harta mereka itu.
Untuk menjembatani ketiga keadaan di atas, Syari’at Islam telah menetapkan
suatu penghubung, solusi berupa jaminan bagi yang miskin dan lemah kepada yang
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kaya, dengan cara mengelola harta zakat secara profesional dan proporsional,
akuntabel dan bertanggungjawab, melalui :
a. Pengolahan Zakat Secara Konsumtif
Pada awalnya, harta zakat yang dikelola oleh amil diberikan kepada para
mustahiq zakat adalah bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-
hari dan hanya sekedar pemenuhan jangka pendek, namun kurang membantu
mereka untuk jangka panjang. Karena uang atau kebutuhan sehari-hari yang
diberikan akan segera habis dan mereka akan kembali hidup dalam keadaan
membutuhkan harta zakat. Oleh karena itu untuk memberikan zakat yang bersifat
konsumtif perlu peninjauan ulang dan melalui syarat serta kebijakan kemaslahatan
yang mampu mewujudkan tujuan syari’at zakat (maqâshid al-syari’ah fi zakâh).
Zakat sebagai lembaga pertama yang dikenal dalam sejarah peradaban
yang mampu menjamin dan memproteksi kehidupan bermasyarakat terutama
terhadap orang-orang yang lemah, tidak memiliki penghasilan dan kehidupan yang
teratur.
Islam menjadikan zakat sebagai pondasi pertama dalam membangun
jaminan kemasyarakatan (al-tâkaful al-ijtimâ’iy) dalam masyarakat Islam. Oleh
karena itu strategi pendistribusian zakat berkaitan erat dengan upaya
merealisasikan fungsi zakat sebagai jaminan kemasyarakatan yang terorganisir dan
sampai ke tangan yang berhak menerimanya, sehingga zakat itu dapat berdaya
guna bagi kemaslahatan mustahiq zakat.
Langkah ini dapat diupayakan melalui langkah pengelolaan dan manajemen
yang konstruktif dan inovatif, yaitu :
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1) Pengolahan zakat konsumtif tradisional.
Cara ini sifatnya adalah bahwa zakat dibagikan kepada orang yang
berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan
seperti zakat (zakat mal/harta atau fitrah) yang diberikan kepada fakir miskin
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau zakat harta yang diberikan kepada
korban bencana alam.
Perlu diketahui, terutama oleh amil bahwa para mustahiq zakat itu ada
mampu berusaha (produktif) dan ada yang tidak lagi mampu berusaha (pasif).
Maka dalam pendistribusian zakat dapat diklasifikasikan pengolahannya sesuai
dengan kebutuhan para mustahiq zakat. Pada prinsipnya, pengolahan zakat
harus mengarah kepada bagaimana tujuan syari’ah (maqâshid al-syarî’ah) zakat
itu ditetapkan. Dalam mengelola zakat untuk mustahiq zakat ada dua prinsip
dasar yang harus dicapai dan dirasakan manfaatnya :
a) Memberi kecukupan (had al-kifâyah)
Pemberian kecukupan di sini adalah terpenuhinya kebutuhan pokok
yaitu asupan (makanan dan minuman), pakaian dan tempat tinggal
sehingga ia mampu memperahankan lima prinsip pokok dalam Islam
(al-dharuriyyat al-khamsah; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta).
b) Membangun jaminan kemasyarakatan (al-takâful al-ijtimâ’iy)
Upaya membangun solidaritas atau jaminan sosial ini merupakan
wujud nilai persaudaraan dalam Islam. Oleh karena itu Islam tidak
membenarkan seseorang hidup tanpa memperdulikan orang lain.103
103 Baca Ni’mat Abdul Latif Masyhur, Al-Zakah Al-Asas Al-Syar’iyyah Wa Al-Daur Al-Inma`iy Wa Al-
Tauzi’iy, hlm. 343-385.
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2) Pengolahan zakat konsumtif kreatif.
Maksudnya adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari
pemberian langsung. Kepada mereka yang mampu berusaha atau memiliki
keterampilan tertentu agar diberikan modal untuk menjalankan pekerjaannya.
Akan tetapi apabila mereka bukan orang yang memiliki keahlian dan usaha,
misalnya karena lemah secara fisik maka mereka diberikan kecukupan untuk
jangka pendek dan jangka panjang.
Keperluan jangka pendek misalnya secara langsung (karitatif) dan untuk
keperluan jangka panjang dengan cara misalnya memberikan padanya rumah
untuk disewakan dan hasilnya dapat mencukupi keperluan hidupnya. Atau
misalnya diwujudkan dalam bentuk alat sekolah, biaya pengobatan, beasiswa
dan lain-lain. Sehingga berwujud menjadi manfaat yang bersumber dari
produktifitas aset untuk dikonsumsi oleh para mustahiknya.
b. Pengolahan Zakat Secara Produktif
Untuk mewujudkan sistim pengelolaan harta zakat secara produktif, dengan
syarat bahwa telah dipastikan terpenuhinya kebutuhan dharuriyah para mustahik
zakat. Memproduktifitaskan harta zakat ini dapat ditempuh melalui dua cara
produktif tradisional dan produktif kreatif.
1) Pengolahan zakat produktif tradisional.
Sejatinya, tanggungjawab besar pengolahan zakat yang mesti
dilaksanakan oleh amil zakat adalah mentransformasikan seorang mustahiq
(orang yang berhak mendapatkan zakat) menjadi seorang muzakkiy (orang yang
berkewajiban mengeluarkan zakat). Oleh karena itu, dana zakat harus dikelola
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menjadi zakat produktif. Untuk mencapai tingkatan muzakkiy, seorang mustahiq
ditrasformasikan secara bertahap. Pada awalnya seorang mustahiq zakat
ditransformasikan menjadi seorang muktafi (orang yang dapat memenuhi
kebutuhannya sendiri). Pada level ini, seorang muktafiy memang belum bisa
berbagi dengan yang lain tapi sudah bisa mandiri.
Transformasi dari status mustahiq menjadi muzakkiy memang
membutuhkan prores dan konsistensi dalam berusaha. Sebelum dana zakat
diberikan, lembaga pengelola zakat harus melakukan visibility study atau
assessment terlebih dahulu. Calon penerima zakat diajarkan tentang manajemen
keuangan yang baik. Sehingga mereka bisa menghitung berapa persentase
modal yang akan dikelola, berapa labanya, dan berapa persen yang akan
mereka konsumsi. Jika semua proses itu tidak terpenuhi, maka dana zakat tidak
akan produktif melainkan menjadi konsumtif. Maka nasibnya akan sama seperti
BLT (Bantuan Langsung Tunai). Dengan demikian zakat yang dikeluarkan oleh
para muzakki mendatangkan tantangan tersendiri bagi lembaga zakat sebagai
pengelola (amil zakat).
Dana zakat diupayakan agar bisa memberikan nilai tambah atau
manfaat berlimpah, serta mampu membangkitkan sektor ekonomi riil. Sehingga
muzakkiy merasa tentram, diuntungkan dan tepat sasaran. Terutama untuk zakat
mal, lebih mengarahkan pada bagaimana menyalurkannya secara produktif.
Bagaimana zakat bisa membangkitkan sektor ekonomi riil. Karena itu, zakat
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didistribusikan dan didayagunakan terutama untuk golongan fakir dan miskin
yang dibina sebelumnya.
Orang miskin, harus dibebaskan terlebih dahulu dari kemiskinan jiwanya
sehingga tidak mudah untuk meminta-minta. Sebelum melangkah pada
persoalan teknis, sasaran pertama adalah membuat jiwa (mental) si miskin
menjadi kaya dan siap untuk berusaha. Mereka diyakinkan bahwa setiap
manusia memiliki kemampuan.
Setelah itu, baru digulirkan dana zakat tersebut untuk mereka kelola
menjadi usaha mikro, seperti berdagang bakso atau gorengan dan lainnya.
Sambil mereka berusaha dengan gigih, harus juga diajarkan untuk berinfak dan
bersedekah. Karena untuk bersedekah tidak mesti menunggu Nishâbnya, berapa
saja, dan kapan saja seseorang dapat mengeluarkan infak dan sedekah. Namun,
mereka tidak berjalan sendiri melainkan dikelompokkan sehingga bisa
membantu antar anggota kelompoknya dan bahkan membantu kelompok yang
lain.
Bagi lembaga pengelola zakat (amil), zakat dapat diberikan kepada
mustahiq yang memiliki fisik yang kuat untuk bekerja dalam bentuk barang-
barang produktif. Sebagaimana sumber atau jenis harta tertentu yang wajib
dizakatkan, maka amil zakat dapat memberikan zakat kepada mustahiq berupa
jenis harta zakat tertentu. Misalnya unta, kerbau/sapi, sehingga mustahik suatu
saat nanti dapat menjadi peternak yang produktif dan menjadi muzakkiy.
Umar bin Khattab ra telah melakukan upaya memberikan kecukupan
kepada orang fakir dengan harta zakat. Tidak sekedar menutupi kelaparan
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mereka dengan memberi beberapa suap makanan saja, atau sekedar
melepaskan kesusuhan mereka dengan memberi beberapa dirham saja, tetapi
hal itu tidak mampu merubah kondisi ekonominya.
Umar bin Khattab dalam melaksanakan prinsip kebijakannya (al-siyâsah)
berkaitan dengal zakat mengemukakan : “Apabila kalian membagikan harta
zakat, kayakan mereka”. Bahkan ia berkata kepada para amil zakat : “Berikanlah
kepada mereka zakat, sekalipun salah seorang dari mereka baru dapat tercukupi
jika mendapat seratus ekor unta”. Bahkan, salah seorang ulama fiqh kenamaan
dari kalangan tâbi’in yakni ‘Atha` bin Abi Rabah pernah berkata : “Apabila
seseorang memberikan harta zakat kepada keluarga kaum muslimin, sehingga
sampai mereka menjadi berkecukupan, maka hal itu lebih saya sukai”.104
Atau dengan pengembangan usaha seperti misalnya dengan
memberikan modal usaha konfeksi, dengan membelikan perlengkapan mesin
jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini
akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan
lapangan kerja bagi fakir miskin.
2) Pengolahan zakat produktif kreatif.
Mustahiq zakat, karena status kefakiran dan kemiskiannya diberikan
harta zakat adalah bertujuan untuk menghilangkan sebab kefakiran dan
kemiskinannya sehingga ia tidak lagi memerlukan zakat di masa yang akan
datang. Guna melepaskan mereka dari kefakiran dan kemiskinan itu maka amil
zakat mesti merancang formulasi manajemen zakat secara produktif kreatif.
104 Jaribah Bin Ahmad Bin Sanyan Al-Haritsiy, Al-Fiqh Al-Iqtishadiy Li Amir Al-Mukminin Umar Bin
Khattab, hlm. 257. Lihat Al-Qaradhawi, Fiqh Al-Zakâh, Juz I, hlm.  566-567.
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Pengolahan zakat secara produktif kreatif adalah bertujuan supaya
mustahiq zakat mencapai taraf hidup yang layak dan dapat memenuhi semua
kebutuhannya dan kesinambungan hidupnya, yaitu dengan cara
menginvestasikan harta zakat yang telah dihimpun, kemudian hasil
investasi/asset produktif tersebut dipergunakan untuk kepentingan kemaslahatan
mustahiq zakat.
Imam Al-Khaththabiy menyatakan dalam menjelaskan hadits Qabishah
bin Mukhariq Al-Hilâli di atas bahwa batas pemberian zakat adalah mencapai
kecukupan yang mana dengan pemberian itu diharapkan kehidupan seseorang
menjadi baik, dan batasan kecukupan itu disesuaikan dengan keadaan dan
tingkat kehidupan masing-masing penerimanya. Tidak ada suatu ketentuan yang
pasti dalam hal kecukupan seseorang, dan setiap orang berbeda sesuai dengan
keadaan mereka.105
Yusuf Al-Qardhawiy bahkan berpendapat bahwa Negara Islam
(Pemerintah) dapat membangun pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan,
lembaga-lembaga ekonomi dan sebagainya dari harta zakat. Kemudia
kepemilikannya dijadikan untuk orang fakir, seluruhnya atau sebagiannya.
Sehingga usaha yang dimiliki itu dapat mendatangkan penghasilan untuk
mencukupi kebutuhan mereka. Tetapi jangan jadikan bagi mereka hak menjual
atau pemindahan hak kepemilikan agar senantiasa mendatangkan manfaat bagi
mereka.106
105 Abu Sulaiman Hammad Bin Muhammad Al-Khaththabiy Al-Bustiy, Ma’alim Al-Sunan ; Sarh
Sunan Al-Imâm Abu Daud, (tt. : Mathba’ah Al-‘Ilmiyah, 1352 H./1933 M.), Cet. ke-1, Juz II, hlm. 68.
106 Al-Qaradhawi, Fiqh Al-Zakâh, Juz I, ibid. 566-567.
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Berkaitan dengan pengolahan harta zakat secara produktif, Abdullah bin
Manshur Al-Ghâfiliy dalam kitabnya Nawâzil Al-Zakâh, menyebutkan ada enam
prinsip aturan (dhawâbith)107 yang harus dipenuhi, yaitu :
a) Tidak ada unsur mendesak untuk segera mendistribusikan harta zakat
tersebut
Yang dimaksud dengan kebutuhan mendesak di sini adalah seperti
menutupi kebutuhan pokok (al-hâjat al-dharuriyah) bagi mustahik zakat, seperti
keharusan memenuhi kebutuhan pangan (makan dan minum), sandang (pakaian
untuk dapat menutupi dan melindungi auratnya) atau papan (tempat tinggal agar
mereka dapat berlindung dari panas, hujan dan ).
Adapun apabila masih ada kebutuhan mendesak yang pokok ini yang
harus ditunaikan, maka tidak boleh menunda pembagian harta zakat kepada
mustahiknya, sekalipun dengan alasan ingin memproduktifitaskannya. Sehingga,
apabila harta zakat tersebut telah menjadi aset tetap seperti pabrik atau harta
tidak bergerak (seperti perabotan rumah, lahan, rumah dan lain-lain) maka aset
itu harus segera dijual dan hasil penjualannya diserahkan untuk menutupi
kebutuhan yang dimaksud.
b) Memproduktifitaskan harta zakat itu harus kepada usaha yang baik
(masyru’iyyah)
Cara masyru’iyyah di sini adalah segala nilai kemaslahatan usaha yang
layak untuk keperluan mustahik zakat. Artinya harus dapat memberikan jaminan
107 Abdullah bin Manshur Al-Ghafiliy, Nawazil Al-Zakâh, op.cit., hlm. 495-496.
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bahwa yang menerimanya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya untuk jangak
panjang. Dalam satu riwayat disebutkan :
 ْنَع ٍسََنأ َيِضَر ُهَّللا ُهْنَع َّنَأاًسَان ْنِم َةَنْـيَرُعاْوَوَـتْجا َةَنيِدَمْلا َصَّخَرَـف ُْمَله ُلوُسَر ِهَّللاىَّلَص
 ُهَّللا ِهْيَلَع َمَّلَسَو ْنَأاُوتَْأي َلِبِإ ِةَقَدَّصلااُوبَرْشَيَـف ْنِمَاِلهاَوْـَبأَواوُلَـتَقَـف َيِعاَّرلااوُقاَتْساَو
 َدْو َّذلا َلَسْرََأف ُلوُسَر ِهَّللاىَّلَص ُهَّللا ِهْيَلَع َمَّلَسَو َِتيَُأف َعَّطَقَـف ُهَـيِدَْيأ ْم ْمُهَلُجَْرأَو َرََسمَو
 ْمُهَـنُـيَْعأ ْمُهََكرَـتَو ِةَّرَْلحِاب َنوُّضَعَـي َةَراَجِْلحا ُهَعَـبَاتُوَبأ ََةبَلاِق ٌدْيَُحمَو ٌتِبَاثَو ْنَع ٍسََنأ108
Artinya : “Dari Anas ra, bahwa ada sekelompok orang dari 'Urainah yang sakit
terkena udara dingin kota Madinah. Maka Rasulullah saw membantu
meringankan beban mereka dengan memberi bagian dari zakat unta,
dengannya mereka dapat meminum susu-susunya dan air kencingnya.
Namun kemudian orang-orang itu membunuh pengembala unta
tersebut dan mencuri unta-untanya sejumlah antara tiga hingga
sepuluh. Maka Rasulullah saw mengutus seseorang. Akhirnya mereka
dibawa ke hadapan Beliau, lalu kemudian Beliau memotong tangan
dan kaki mereka serta mencongkel mata-mata mereka dengan besi
panas lalu menjemur mereka dibawah panas dan ditindih dengan
bebatuan. Hadits ini dikuatkan juga oleh Abu Qalabah dan Humaid dari
Tsabit dari Anas”.
Dari hadits di atas, dapat difahami bahwa Rasulullah saw memberikan
harta zakat kepada seseorang dari kelompok 'Urainah yang ketika itu sakit
terkena udara dingin kota Madinah. Pemberian yang dilakukan oleh Rasulullah
saw adalah berupa aset produktif yang manfaatnya di samping untuk kebutuhan
hidupnya dapat dimanfaatkan juga sekaligus untuk keperluan pengobatannya.
Maka para amil zakat dalam konteks saat ini dapat melakukan
pengolahan zakat dengan cara memfasilitasi mustahik zakat yang tidak lagi
produktif bekerja karena kelemahan yang mereka alami. Bagi mereka disediakan
misalnya rumah kontrakan, yang hasil kontrakannya dapat memenuhi kebutuhan
pokok (dharuriyah) mereka untuk jangka panjang.
108 Al-Jami’ Al-Shahih, Juz I, hlm. 465-466.
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Adapaun kepada mereka yang masih punya daya usaha namun lemah
secara financial, maka mereka dapat diberikan modal usaha peternakan tertentu
yang hasilnya dapat mencukupi kebutuhan pokok hidupnya.
Usaha produktif yang syari’y, artinya adalah bahwa dari hasil zakat
tersebut dipergunakan untuk mengelola usaha yang terbebas dari unsur riba,
gharar dan perkara yang dilarang lainnya. Seperti membuat usaha perdagangan,
perindustrian, peternakan atau perkebunan yang halal, dengan harapan hasil
dari usaha tersebut menjadi aset protektif bagi kebutuhan mustahik untuk jangka
panjang.
Rasulullah saw, dalam satu riwayat tidak langsung segera membagikan
harta zakat kepada mustahiknya, akan tetapi dikumpulkan terlebih dahulu dan
diberi tanda pada masing-masing hewan ternak dari hasil zakat, sebagai mana
disebutkan dalam riwayat hadits sebagai berikut :
 ِنيَث َّدَح ُسََنأ ُنْب ٍكِلاَم َيِضَر ُهَّللا ُهْنَع َلَاق ُتْوَدَغ َلىِإ ُسَر ِلو ِهَّللاىَّلَص ُهَّللا ِهْيَلَع َمَّلَسَو
 ِدْبَِعب ِهَّللا ِنْب ِبيَأ َةَحَْلط ُهَكِّنَحُِيل ُهُتْيَـفاَوَـف ِفي ِهَِدي ُمَسيِمْلا ُمِسَي َلِبِإ ِةَقَدَّصلا109
Artinya : “Telah menceritakan kepada saya Anas bin Malik ra, ia berkata: “Aku
berangkat di pagi hari bersama 'Abdullah bin Abu Tholhah menemui
Rasulullah saw untuk mentahniknya dan aku dapati di tangan Beliau
ada stempel besi yang biasanya untuk memberikan tanda pada unta
(dari hasil zakat)”.
c) Mengupayakan langkah yang dapat menjamin bahwa aset harta (yang
diproduktifitaskan itu) tetap utuh sebagai harta zakat
Artinya, menjadikan semua hasil yang terkandung dalam usaha tersebut
sebagai aset harta zakat, yang semuanya itu dijadikan untuk keperluan mustahik
zakat. Dan apabila ada kebutuhan mendesak untuk menjual aset usaha dari
109 Al-Bukhariy, Al-Jâmi’ Al-Shahîh, Juz I, hlm. 466.
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harta zakat tersebut, maka hasil penjualannya juga harus dikembalikan untuk
keperluan mustahik.
d) Harus ada inisiatif untuk mengalirkan aset produktif itu apabila ada kebutuhan
yang wajib ditunaikan kepada mustahik zakat
Artinya, apabila ada kebutuhan mendesak untuk menjual aset usaha dari
harta zakat tersebut, karena ada kebutuhan yang mendesak pada mustahiknya,
maka hasil penjualannya juga harus dikembalikan untuk keperluan mustahik.
Tujuannya adalah agar ada upaya secara serius dan amanah dalam
merealisasikan usaha yang sudah dianalisa secara cermat oleh tim ahli,
sehingga dapat menjaga serta menghasilkan stabilitas produksi pada aset yang
ekonomis secara syar’iy.
e) Ada usaha maksimal untuk memastikan bahwa bentuk usaha produktif yang
akan dijalankan dari aset harta zakat itu dapat menghasilkan keuntungan dan
dapat memenuhi kebutuhan mustahik zakat
Upaya ini hanya bisa terealisasi apabila pelaksanaannya telah ditopang
oleh penataan usaha, pilihan usaha yang bernilai ekonomis, pengawasan dan
bimbingan tenaga ahli yang bepengalaman (profesional) dan amanah.
f) Harus ada jaminan stabilitas produksi harta zakat, maka harus dilaksanakan
orang-orang yang berwenang, terpercaya, berpengetahuan yang luas,
berpengalaman, amanah, istiqamah, bertakwa, adil, bijaksana serta memiliki
semangat untuk bekerja demi kepentingan umum.
Berkaitan dengan peraturan di atas, tugas amil zakat adalah
menjalankan segala ketentuan syari’ah yang berkaitan dengan kewajiban zakat,
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dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak. Seharusnya zakat yang
dihimpun melalui organisasi pengelola zakat (amil zakat), dapat membantu dan
memproteksi permasalahan yang dihadapi oleh mustahik zakat.
Dalam satu riwayat disebutkan :
 ِِّليَلاِْلها ٍِقرَاُمخ ِنْب َةَصيَِبق ْنَع َلَاق َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا َلوُسَر ُتْيَـَتَأف ًةَلَاَحم ُتْل َّمََتح
 َةََلأْسَمْل
 ِدَحَِلأ َّلاِإ ُّلَِتح َلا ٌلُجَرَو ُكِسُْيم َُّثم اَهَـبيِصُي َّتىَح ُةََلأْسَمْلا ُهَل ْتَّلَحَف ًةَلَاَحم َلَّمََتح ٍلُجَر ٍَةثَلاَث
 َلَاق ْوَأ ٍشْيَع ْنِم اًماَوِق َبيِصُي َّتىَح ُةََلأْسَمْلا ُهَل ْتَّلَحَف ُهَلاَم ْتَحاَتْجا ٌةَحِئاَج ُهْتَـباَصَأ
 ٌلُجَرَو ٍشْيَع ْنِم اًداَدِس ْدَقَل ِهِمْوَـق ْنِم اَجِْلحا يِوَذ ْنِم ٌَةثَلاَث َموُقَـي َّتىَح ٌةَقَاف ُهْتَـباَصَأ
 ْنِم اًداَدِس َلَاق ْوَأ ٍشْيَع ْنِم اًماَوِق َبيِصُي َّتىَح ُةََلأْسَمْلا ُهَل ْتَّلَحَف ٌةَقَاف ًانَلاُف ْتَباَصَأ
 َصيَِبق َاي ِةََلأْسَمْلا ْنِم َّنُهاَوِس اَمَف ٍشْيَعاًتْحُس اَهُـبِحاَص اَهُلُكَْأي اًتْحُس ُة110
Artinya : “Dari Qabishah bin Mukhariq Al-Hilali ia berkata; Aku pernah
menanggung hutang (untuk mendamaikan dua kabilah yang saling
sengketa). Lalu aku datang kepada Rasulullah saw, meminta bantuan
beliau untuk membayarnya. Beliau menjawab: “Tunggulah sampai
orang datang mengantarkan zakat, nanti kusuruh menyerahkannya
kepadamu”. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya: “Hai Qabishah,
sesungguhnya meminta-minta itu tidak boleh (tidak halal) kecuali
untuk tiga golongan, yaitu, pertama, orang yang menanggung beban
berat (seperti gharim, berutang untuk mendamaikan dua orang yang
saling bersengketa atau seumpanya). Maka orang itu boleh meminta-
minta, sehingga beban beratnya lepas. Bila hutangnya telah lunas,
110 Shahih Muslim bi Syarh Al-Nawawi, Juz VII, hlm. 133.
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maka tidak boleh lagi ia meminta-meminta. Kedua, orang yang
terkena bencana, sehingga harta bendanya musnah. Orang itu boleh
meminta-minta sampai dia memperoleh sumber kehidupan yang
layak baginya. Ketiga, orang yang ditimpa kemiskinan, disaksikan
atau diketahui oleh tiga orang yang dipercayai bahwa dia memang
miskin. Orang itu boleh meminta-minta, sampai dia memperoleh
sumber penghidupan yang layak. Selain tiga golongan itu, haram
baginya untuk meminta-minta, dan haram pula baginya memakan
hasil meminta-minta itu”.
Dari hadits di atas dapat difahami bahwa Rasulullah memperkenankan
meminta agar terpenuhi kebutuhan si peminta dalam konteks ini bisa jadi si
peminta berstatus orang kaya atau orang fakir. Maka ada dua faedah yang dapat
dipetik dari hadits di atas :
(1) yang meminta itu termasuk orang kaya namun ia boleh meminta
disebabkan karena terdesak oleh suatu kebutuhan yang memberatkan
baginya, seperti kelompok pertama yang disebutkan dalam hadits yang
disebabkan karena menanggung beban berat seperti orang berutang
(gharim) untuk kepentingan mendamaikan dua orang yang saling
bersengketa atau seumpanya.
(2) dua kelompok yang terakhir, yang mana mereka meminta itu karena
kefakirannya (secara zhahir atau bathin). Kemiskinan mereka




TINJAUAN UMUM TERHADAP MAQÂSHID AL-SYARÎ’AH
A. Pengertian Maqâshid al-syarî’ah
1. Pengertian Maqâshid
Kalimat Maqâshid al-syarî’ah ( دصاقمةعيرشلا ) merupakan susunan jumlah
idhâfiyah yang terdiri dari dua kata yaitu kata maqâshid dan syarî’ah. Secara etimoogi,
kata maqâshid adalah bentuk plural (jama’) dari kata maqshad,1 shighah mashdar
mîmiy yang diambil dari kata al-qashd (  َدَصَق ُدِصْقَـياًدْصَقاًدَصْقَمَو ), di antaranya dapat
bermakna berniat (ىَوَـن), bermaksud atau berkeinginan (  َدَّمَعَـتوأ َضَرَغ ), menghendaki
( َدَاَرأ), sasaran atau tujuan ( فَدَهوأ ٌَةياَغ ), dan dapat juga bermakna seimbang atau
pertengahan dan tidak melampaui batas ( لَدَتْعاو َطَّسَوَـتو َع َد ُم ْا ِلإ ـْف َرطا ), atau dapat
juga bermakna konsisten (  ِإ ْس ِت َق َماة ).2
1 Majma’ Al-Lughah Al-‘Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Washith, (Mesir : Maktabah Al-Syuruq Al-Dauliyah,
1425 H./2004 M.), cet. ke-4, hlm. 738. Lihat Luis Ma’luf, Al-Munjid Fii Al-Lughah Wa Al-A’lam, (Beirut : Dar
Al-Masyriq, tt), hlm. 632.
2 Majma’ Al-Lughah Al-‘Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Washith, op.cit.. Lihat Al-Yubiy, Maqâshid al-
syarî’ah Al-Islamiyah Wa ‘Alaqatuha Bi Al-Adillah Al-Syar’iyyah, (Riyad : Dar Al-Hijrah, 1418 H./1998 M.),
Cet. ke-1, hlm. 25-27.
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2. Istilah Lain dari Maqâshid
Para ulama mengistilahkan maqâshid dengan berbagai istilah namun makna
dan maksudnya adalah sama yakni membicarakan tentang maksud dan tujuan syari’
(Allah swt) menurunkan syarî’ah kepada hambaNya. Muhammad Al-Badawiy
menguraikan ada beberapa ungkapan yang digunakan oleh para ulama yang
berhubungan dengan maqâshid, yakni dengan sebutan hikmah (ةمكلحا), arti atau
makna (نىعلما), ‘illat atau alasan (ةلعلا), hubungan atau kesesuaian (ةبسانلما) dan
maslahat atau kepentingan (ةحلصلما). 3
3. Pengertian Syarî’ah
Dalam al-Qur`an kata syarî’ah dengan berbagai macam perubahan katanya
(tashrif) terdapat sebanyak 5 kata.4 Kata syarî’ah secara etimologi mempunyai banyak
arti, di antaranya dapat berarti agama (نيدلا), sunnah (ةنسلا), perintah (رملأا), madzhab
(بهذلما), ajaran (ةللما), metode (جاهنلما), atau jalan ( طلاةقير ).5
3 Al-Badawiy, Maqâshid al-syarî’ah ‘Inda Ibni Taimiyah, (Yordan : Dar Al-Nafais, t.th.), hlm. 55-61.
4 QS. Al-Maidah (5) : 48 menggunakan kata ةَعْرِش , QS. Al-A’raf (7) : 163 menggunakan kata اًعَّرُش
, QS. Al-Syura (42) : 13 dan 21 menggunakan kata اْوُعَرَش dan  ََعرَش , dan QS. Al-Jatsiyah (45) : 18
menggunakan kata ةَعْـِيرَش. Lihat Muhammad Fuad Abdul Baqiy, Al-Mu’jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Quran Al-
Karim, (Kairo : Dar Al-Kutub Al-Mishriyah, 1324), hlm. 378.
5 Majma’ Al-Lughah Al-‘Arabiyah, Al-Mu’jam Al-Washith, hlm. 479. Lihat Al-Yubiy, op.cit., hlm. 29.
Lihat Al-Qurthubi, Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur`an, (Beirut : Muassasah Al-Risalah, 1427 H./2006 M.), juz XIX,
cet. ke-1, hlm. 23.
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Kata syarî’ah bermakna sesuatu yang berasal dari Allah swt, yang harus diikuti
dan tidak ada unsur memperturutkan hawa nafsu.
Secara bahasa, kata syarî’ah bermakna “jalan yang lurus” (al-tharîqah al-






Artinya : “Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan)
dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti
keinginan orang-orang yang tidak mengetahui”.
Demikian juga pada ayat lain, Allah swt berfirman :

)ةروسةدئالما:5\48(
Artinya : “Untuk setiap umat diantara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang”.
Sedangkan secara terminologi ulama fiqh mendefinisikan syarî’ah adalah :
 ُةَعْـِيرَّشلا َيِه ُعْوُمَْمج ِماَكْحَلأْا ِتىَّلااَهَّـنَس ُاللها ِساَّنِلل ًاعْي َِجمىَلَع ِل َس ِنا َر ُس ْو ِل ِه َُمح َّم ٍد َص َّلى ُاللها َع َل ْي ِه
 َو َس َّل َم ِفى ْا ِكل َت ِبا َو ُّسلا َّن ِة7
Artinya : “Seluruh ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah swt untuk dilaksanakan
oleh sekalian manusia (hambaNya), melalui bimbingan RasulNya Muhammad
saw berdasarkan al-Qur`an dan Sunnah”.
6 Mushthafa Syalabiy, Al-Madkhal Fi Al-Fiqh Al-Islamiy ; Ta’rifuhu Wa Tarikhuhu Wa Madzahibuhu
Nazhriyah Al-Milkiyyah Wa Al-‘Aqd, (Beirut : Al-Dar Al-Jami’iyyah, 1405 H./1985 M.), Cet ke-10, Hlm. 27.
7 Muhammad Washil, Al-Madkhal Al-Wasith Li Dirasah Al-Syarî’ah Al-Islamiyah Wa Al-Fiqh Wa Al-
Tasyri’, (Mesir : Al-Maktabah Al-Taufiqiyah, t.th.), hlm. 15.
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4. Pengertian Maqâshid Al-Syarî’ah
Secara substansial, ulama ushuliyyun memahami bahwa maqâshid al-syarî’ah
itu adalah berkaitan pada semua pemanfaatan nilai kemaslahatan dan antisipasi nilai
kemafsadatan yang meliputi pada segala sesuatu :
دصاقلمايهروملأاةنمضتلمالحاصمللدسافلماوفىنأاهسف8
Artinya : “Al-maqâshid (maqâshid al-syarî’ah ) adalah segala sesuatu yang meliputi
nilai-nilai kemaslahatan (kebaikan) dan kemafsadatan (kerusakan)”.
Sehingga, dapat dikatakan bahwa nilai-nilai kemaslahatan itu dapat dijadikan
tolak ukur dari tujuan suatu perintah dan larangan yang telah ditetapkan oleh Allah swt.
Karena segala nilai kemaslahatan yang diinginkan oleh Allah swt, disediakan untuk
kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat.
Kebanyakan dari kitab-kitab yang membahas tentang maqâshid al-syarî’ah
mengisyaratkan bahwa para ulama (ushûliyyun dan fuqahâ`) terdahulu tidak
mendefinisikannya secara eksplisit. Pada berbagai tempat dalam kitab tersebut istilah
maqâshid al-syarî’ah bagi mereka cukup difahami dengan mengacu kepada makna
etimologisnya saja, yakni maksud/tujuan dan sasaran suatu syari’at. Di sisi lain,
sebenarnya teori maqâshid al-syarî’ah terlihat merupakan pengembangan konsep
mashlahah yang telah ada sebelumnya.
Para ahli ushul (ushûliyyûn) dan ahli fiqh (fuqahâ`) masing-masing
mengemukakan pendapatnya dalam memahami maqâshid al-syarî’ah bahkan ada
8 Mahmud Hamid Utsman, Al-Qamus Al-Mubin Fi Ishtilahat Al-Ushuliyyin, (Riyad : Dar Al-Zahim,
1423 H./2002 M.), Cet. ke-1, hlm. 272.
105
kecenderungan mereka menggunakan istilah mashlahah yang secara substansial
pemahaman satu dan lain hal adalah bertujuan untuk merealisasikan nilai
kemaslahatan manusia dan menghidarkan diri dari segala kemafsadatan. Berikut ini
penulis paparkan sebagian pemaknaan dalam upaya memahami maqâshid al-syarî’ah
yang dikemukakan oleh masing-masing ulama :
a. Imam Al-Ghazaliy (450-505 H.) menempatkan nilai kemaslahatan (al-mashlahah)
sebagai maqâshid al-syarî’ah , sehingga ia mengatakan :
 ْلا َم ْص َل َح ُة ِه َي ِع َب َرا ٌة ِفى ْا َلأ ْص ِل َع ْن َج ْل ِب َم ـْن َف َع ٍة َأ ْو َد ْف ِع َم َض َّر ٍة َو ُه َو ُمْلا َح َفا َظ ُة َع َلى
 َم ْق ُص ْو ِد َّشلاْر ِع ِم َن ْا ُلخ ُل ِق َْخم َس ٌة َو ُه َو َأ ْن ُْيخ َف َظ َع َل ْي ِه ْم ِد ـْي ـُن ُه ْم َو ـَن ْف ُس ُه ْم َو َع ْق ُل ُه ْم َو َن ْس ُل ُه ْم
 َو َم ُُلها ْم9
Artinya : “Al-Mashlahah adalah suatu penjelasan yang mendasar tentang
sesuatu yang mendatangkan nilai manfaat atau menghilangkan
kemudharatan, yakni dengan cara memelihara lima tujuan pokok
syara’ ; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka”.
b. Menurut Al-Amidiy (w. 631 H.) maqâshid al-syarî’ah adalah :
 ُدْوُصْقَمْلا َنِم ِْعرَّشلا ُمَكِلحْااَّمِإ ُبْلَج ٍةَحَلْصَم َْوأ ُعْفَد ٍةَّرَضَم ْوَأ ُعْوُمَْمج ِنْيَرْمَلأْا ِةَبْسِّنلِاب
 َلىِإ ِدْبَعْلا َِلياَعَـِتل َّبَّرلا َلىاَعَـت ِنَع ِرَرَّضلا ِعاَفِْتنِلإْاَو َناَكَا َّبمُرَو َكِلَذاًدْوُصْقَم ِدْبَعِْلل ُهََّنِلأ ُم ٌمَِئلا
 ُهَل ٌقِفاَوُمَو ِهِسْفَـِنل10
Artinya : “Maksud dari suatu syari’at adalah mengandung hikmah-hikmah,
adakalanya bertujuan mewujudkan kemashlahatan atau
menghilangkan kemudharatan atau menyimpulkan keduanya
(mengkompromikannya), bagi seorang hamba dituntut agar
memuliakan Tuhannya dengan senantiasa mempertimbangkan antara
yang dapat mendatangkan kemudharatan dengan yang bernilai
9 Al-Ghazaliy, Al-Mustashfa Min ‘Ulum Al-Ushul, (Riyadh : Dar Al-Hijrah, 1418 H./1998 M.), Juz II,
Cet. ke-1, hlm. 481-482. Lihat Al-Yubiy, Maqâshid op.cit., hlm. 33.
10 Al-Amidiy, Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam, (Riyad : Dar Al-Shami’iy, 1424 H./2003 M.), Cet. ke-1,
Juz III, hlm. 339. Lihat Al-Badawiy, p.cit., hlm. 46.
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manfaat dan yang demikian itu dimaksudkan bagi hamba karena
sesuai bagi kebutuhan dirinya.
c. Menurut Al-‘Izz Bin ‘Abd Al-Salam (577-660 H.) maqâshid al-syarî’ah itu adalah :
 َّشلا ِر ـْي َع ُة ُك ُّل َها ُم ْش َت ِم َل ٌة َع َلى َج ْل ِب ْا َلم َص ِلا ِح ُك ِّل َها ِد ـِّق َها َو َج ِّل َها َو َع َلى َد ْر ِء ْا َلم َف ِسا ِد ِب َأ َس ِر َها
 ِد ـِّق َها َو َج ِّل َها َف َلا َِتج ُد ُح ْك ًما ِل َّل ِه ِإ َّلا َو ُه َو َج ِلا ٌب ِل َم ْص َل َح ٍة َع ِجا َل ٍة َأ ْو ِجآ َل ٍة َأ ْو َع ِجا َل ٍة َو
 ِجآ َل ٍة َأ ْو َد ْر ِء َم ْف َس َد ٍة َع ِجا َل ٍة َأ ْو ِجآ َل ٍة َأ ْو َع ِجا َل ٍة َو ِجآ َل ٍة11
Artinya : “Syari’at itu semuanya mengandung unsur penegakan kemaslahatan
lahir dan batin, juga mengandung unsur pencegahan dengan cara
membatasi kemafsadatan lahir dan batin, maka, cepat atau lambat
namun secara pasti hukum Allah akan senantiasa menjadi pendorong
nilai kemaslahatan atau pencegah kemafsadatan di dunia dan akhirat”.
d. Menurut Imam Al-Syâthibiy (720-790 H.), meskipun ia membahas konsep
maqasid al-syarî’ah secara sistematis dan mendetil, namun tidak menegaskan
secara konkrit definisi maqâshid al-syarî’ah . Ia justru melihat bahwa syarî’ah
diturunkan kepada manusia semata-mata untuk kesejahteraan mereka, yang
mana berisi kaidah-kaidah umum tentang kehidupan manusia, peraturan dan
batas-batas yang semua manusia wajib mentaatinya dan melaksanakannya agar
kehidupan mereka teratur, tertib dan aman.
Menurut Al-Syathibiy, tujuan pokok disyari’atkannya suatu hukum adalah :
اًعَم ِلِجلآْاَو ِلِجاَعْلا ِفى ِداَبِعْلا ِحِلاَصَمِل َا َّنمِإ ِِعئَارَّشلا َعْضَو َّنَأ12
Artinya : “Yakni untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat”.
Sehingga dalam memahami maqâshid al-syarî’ah ini ia mengatakan :
11 ‘Izz Al-Din, Al-Qawa’id Al-Kubra Al-Mausum Bi Qawa’id Al-Ahkam Fi Ishlah Al-Anam, (Damaskus
: Dar Al-Qalam, t.th.), Juz I, hlm. 39.
12 Al-Syathibiy, Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syarî’ah, (t.t. : 1395 H./1975 M.), Juz II, hlm. 6.
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 ُفِْيلاَكَت ِةَعْـِيرَّشلا ُعِجْرَـت َلىِإ ِظْفِحاَهِدِصاَقَم ِفى َلخْا ِقْل ِهِذَهَو ُدِصاَقَمْلا َلا ْوُدْعَـت ََةثَلاَث
 ٍماَسَْقأاَهُدَحَأ ْنَأ َنْوُكَت ًةَِّيرْوُرَض ِنياَّثلاَو ْنَأ َنْوُكَت ًةَّيِجاَح ُثِلاَّثلاَو ْنَأ َنْوُكَت ًةَّيِنْيِسَْتح .
 ُِعراَّشلاَو ْدَق َدَصَق ِعِْيرْشَّتلِاب ُةَمَاقِإ ِحِلاَصَمْلا ِوَرْخُلأْا ِةَّي ِةَّيِوَيْـن ُّدلاَو13
Artinya : “Pembebanan syarî’ah bertujuan untuk memelihara tujuan syarî’ah itu
diturunkan kepada sekalian makhluk, yang mana maksud syarî’ah
tersebut tidak bergeser dari tiga kepentingan dasar, yaitu dhariyyah,
hâjiyyah dan tahsîniyyah. Dan Allah swt bermaksud mensyari’atkan
sesuatu bertujuan untuk menegakkan nilai kemashlahatan yang
bersifat ukhrawi dan duniawi.
e. Al-Thahir bin ‘Asyur (w. 1393 H.) mengklasifikasikan maqâshid al-syarî’ah
menjadi dua yakni maqâshid al-tasyri’ al-‘ammah ( دصاقمعيرشتلاةماعلا ) dan
maqâshid al-tasyri’ al-khashshah ( دصاقمعيرشتلاةصالخا ). Adapun yang dimaksud
dengan maqâshid al-tasyri’ al-‘ammah ( دصاقميرشتلاعةماعلا ) adalah : 14
 ُدِصاَقَملا َّت ْشعِْير ِةَّماَعْلا َيِه ِنىاََعلما ُمَكِلحاَو َُةظْوُحْلَمْلا ِِعراَّشِلل ِفى ِعْي َِجم ِلاَوْحَأ ِعِْيرْشَّتلا ْوَأ
اَهِمَظْعَم ُثْيَِبح َلا ُّصَتَْتخاَهُـَتظَحَلاُم ِنْوَكْلِاب ِفى ٍعْوَـن ٍصاَخ ْنِم َِماكْحَأ ِةَعْـِيرَّشلا
Artinya : “Segala makna dan hikmah yang diawasi karena Allah demi
kepentingan semua syarî’ah dan kemuliaannya, sehingga tidaklah
cukup sekedar pada masalah khusus saja di antara hukum-hukum
syarî’ah”.
Dan maqâshid al-tasyri’ al-khashshah ( دصاقمعيرشتلاةصالخا ) adalah :
13 Ibid., hlm. 8 dan 37. Lihat juga Al-Badawiy, op.cit., hlm. 46.
14 Al-Qaradhawiy, Nazhriyah Maqâshid al-syarî’ah Baina Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah Wa
Jumhur Al-Ushuliyyin Dirasah Muqaranah Min Al-Qorni Al-Khamis Ila Al-Qarni Al-Tsamin Al-Hijriy, (Kairo : t.t.,
t.th.), hlm. 13. Lihat Al-Yubiy, op.cit., hlm. 34-35. Lihat juga ‘Alauddin Husain Rahhal, Ma’alim Wa Dhawabith
Al-Ijtihad ‘Inda Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah, (Yordan : Dar Al-Nafais, 1422 H./2002 M.), Cet. ke-1, hlm.
121-122.
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 ُدِصاَقَمعِْيرْشَّتلا ِةَّصَاْلخا َيِهَو ُتاَّيِفْيَكْلا َْلما ُةَدْوُصْق ِِعراَّشِلل ِقْيِقْحَِتل ِدِصاَقَم ِساَّنلا ِةَعِفاَّنلا
 َْوأ ِظْفِِلح ُمِهِِلحاَصَم ِةَّماَعْلا ِفى ِةَّصَالخْا
Artinya : “Segala cara yang diinginkan oleh Allah swt untuk mewujudkan
keinginan manusia yang bernilai manfaat atau untuk memelihara
kemaslahatan mereka secara umum dalam segala tindakan mereka
yang khusus”.
f. Menurut ‘Ilal Al-Fasiy (w. 1394 H.), ia menggabungkan makna maqâshid al-
‘ammah dan maqâshid al-khashshah yang diklasifikasikan oleh Ibnu ‘Asyur, yang
mana definisi maqashid al-syarî’ah pada hakikatnya mencakup semua
kandungan maqâshid baik maqâshid al-‘ammah maupun maqâshid al-
khashshah, yaitu :
 ْلا ُم َر ُدا َِبم َاق ِص ِد َّشلا ِر ـْي َع ِة : َغلا َيا ُة ِم ـْن َها َو َْلأا ْس َر ُرا َّلا ِتى َو َض َع َها َّشلا ِرا ُع ِع ْن َد ُك ِّل ُح ْك ٍم ِم ْن
 َأ ْح َاك ِم َاه15
Artinya : “Tujuan akhir dan rahasia yang terkandung dalam setiap hukum yang
ditetapkan oleh Allah”.
g. Menurut Muhammad Sa’ad Bin Ahmad Bin Mas’ud Al-Yubiy, maqâshid al-
syarî’ah adalah :
 ِنياَعَمْلا ُمَكِْلحاَواَهُوُْنحَو ِتىَّلااَهاَعَار ُِعراَّشلا ِفى ِعِْيرْشَّتلااًمْوُمُعاًصْوُصُخَو ْنِم ِلْجَأ ِقْيِقَْتح
 ِحِلاَصَم ِداَبِعْلا16
Artinya : “Makna-makna (alasan-alasan), hikmah-hikmah dan lain sebagainya
yang senantiasa dipelihara oleh syari’ (Allah swt) dalam menetapkan
15 Al-Khadimiy, ‘Ilm Maqâshid Al-Syar’iyyah, (Riyad : Maktabah  Al-‘Abikan, 1421 H./2001 M.), Cet.
ke-1, hlm. 16. Al-Yubiy, op.cit., hlm. 35. Lihat Al-Badawiy, op.cit.,. Lihat Al-Qaradhawiy, op.cit., Lihat juga
‘Alauddin Husain Rahhal, op.cit., hlm. 122.
16 Al-Yubiy, op.cit.
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suatu hukum (syarî’ah) baik secara umum maupun secara khusus
dalam upaya mewujudkan kemaslahatan para hamba (manusia)”.
h. Wahbah Al-Zuhailiy, merumuskan istilah maqâshid al-syarî’ah lebih kompleks
dengan menggabungkan pemaknaan maqâshid yangh dikemukakan oleh Al-
Thahir bin Asyur dan Al-Fasiy, yaitu :
يه ِنياَعَمْلا ُفاَدْهَْلأاَو َُةظْوُحَْلْلما ِْعرَّشِلل ِفى ِعْي َِجم ِهِماَكْحَأ ْوَأاَهِمَظْعَم ْوَأ َيِه َُةياَغْلا َنِم
 ِةَعْـِيرَّشلا ُرَارْسَْلأاَو ِتىَّلااَهَعَضَو ُِعراَّشلا َدْنِع ِّلُك ٍمْكُح ْنِماَهَِماكْحَأاَهُـتَـِفرْعَمَو ٌرَْمأ ٌِّيرْوُرَض
ىَلَع َوَّدلا ِما ِّلُكِلَو ِساَّنلا ِدِهَتْجُمِْلل َدْنِع ِطاَبْنِتْسا ِماَكْحَلأْا ِمْهَـفَو ِصْوُصُّنلا ِْيرَِغلَو ِدِهَتُْجْلما
 ِفُّرَعَّـتِللىَلَع ِرَارْسَأ ِعِْيرْشَّتلا17
Artinya : “Makna (nilai-nilai) dan sasaran-sasaran syara’ yang tersirat dalam
seluruh atau sebagian besar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan
sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan akhir dan rahasia
syarî’ah, yang ditetapkan oleh syari’ dalam setiap ketentuan
hukumnya. Bagi seorang mujtahid, mengetahuinya merupakan perkara
yang sangat penting (dharûriyyah) demi keberlangsungan kehidupan
manusia, sedangkan bagi selain mujtahid, bermanfaat untuk
mengetahui rahasia syari’at (yang disyari’atkan oleh Allah)”.
i. Menurut Mushthafa Bin Karamatullah Makhdum, maqâshid al-syarî’ah adalah :
 ُحِلاَصَمْلا ِتىلَّااَهَدَصَق ُِعراَّشلا ِعِْيرْشَِتب ِماَكْحَلأْا18
Artinya : “Semua kemaslahatan yang dimaksudkan oleh Allah (syari’) dalam
menetapkan hukum-hukum (ketentuanNya)”.
j. Menurut Al-Qaradhawiy, al-maqâshid pemaknaannya tidak menyimpang dari
pengertian al-mashlahah, sehingga ia mengatakan bahwa :
17 Al-Zuhailiy, Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy, (Damaskus : Dar Al-Fikr, 1986), Juz I, Cet. ke-1, hlm. 1017.
Lihat juga dalam kitabnya Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh, (Damaskus : Dar Al-Fikr, 1419 H./1999 M.), Cet. ke-1,
hlm. 217. Lihat Al-Yubiy, op.cit., hlm. 36.
18 Mushthafa Bin Karamatullah Makhdum, Qawa’id Al-Wasa`il Fi Al-Syarî’ah Al-Islamiyah; Dirasah
Ushuliyyah Fi Dhu`i Al-Maqâshid al-syarî’ah , (Riyad : Dar Isybiliyya, 1420 H./1999 M.), Cet. ke-1, hlm. 34.
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 َأ َّن َّشلا ِر ـْي َع َة ْا ِلإ ْس َلا ِم َّي َة َأ َق َما ْت َأ ْح َك َما َها َع َلى ِر َع َيا ِة َم َص ِلا ِح ْا ُلم َك َّل ِف َْين َو َد ْر ِء ْا َلم َف ِسا ِد َع ـْن ُه ْم
 َو َْتح ِق ْي ِق َأ ْق َصى ْا َلخ ِْير َُله ْم19
Artinya : “Bahwa syarî’ah islamiyah dalam pelaksanaan hukum-hukumnya
senantiasa memelihara kepentingan kemaslahatan para mukallaf,
menghindari kerusakan dan memastikan bahwa kebaikan yang paling
mulia senantiasa memihak pada mukallaf”.
Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa maqâshid al-
syarî’ah mestilah mencakup pemeliharaan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat
( لاجاعلاجآو ) secara sekaligus. Karena sesungguhnya seluruh ajaran agama (syarî’ah
samawiyah ; yang diajarkan dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil) secara umum dan
syarî’ah Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw secara khusus, tujuannya adalah
untuk menghilangkan kesulitan bagi manusia, mengangkat kemudharatan, mewujudkan
nilai kemaslahatan, memperkenankan atau membolehkan yang baik-baik, dan
mencegah semua yang buruk, merealisasikan ikatan dan janjinya dengan Allah swt
yang pernah dibuat serta untuk memperbaiki urusan umat manusia baik di dunia
maupun di akhirat.20
Dari sini juga dapat disimpulkan bahwa semua maksud dan tujuan khitab Allah
swt terhadap hambaNya adalah dalam rangka merealisasikan pengabdian dan
peng‘imarah kehidupan. Sebagaimana Allah swt berfirman :


19 Jasir ‘Audah, Multaqa Al-Imam Al-Qurthubiy Ma’a Al-Ashhab Wa Al-Talamidz ; Maqâshid al-
syarî’ah ‘Inda Al-Syaikh Al-Qurthubiy, (Qatar : , 1428 H./2007 M.), hlm. 43.
20 Yususf Hamid Al-‘Alim, Al-Maqâshid Al-‘Aammah Li Al-Syarî’ah Al-Islamiyah, (Riyadh : Al-




) دوه ةروس:11\61 (
Artinya : “Dia Telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu
pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepadaNya, kemudian
bertobatlah kepada-Nya, sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya)
lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).”
Dan, segala nilai kemaslahatan itu ditujukan untuk mewujudkan dan
merealisasikan pengabdian kepada Allah swt, mewujudkan kebaikan bagi semua
makhluk serta bertujuan membahagiakannya di dunia dan akhirat dengan
meninggalkan segala bentuk kemudharatan. Dengan kata lain bahwa segala ajaran
dan aturan Allah swt dari awal hingga akhir zaman adalah untuk merealisasikan










Artinya : “Dan sungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk
menyerukan) sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu. Maka di
antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada
pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka
berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan
orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)”.
B. Sejarah dan Perkembangan Ilmu Maqâshid al-syarî’ah
Memepelajari teori maqâshid, tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang
mashlahah. Hal ini karena sebenarnya dari segi substansi, wujud maqâshid al-syarî’ah
adalah mencakup nilai-nilai kemaslahatan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa teori
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mashlahat menjadi acuan setiap pemahaman keagamaan. Ia menempati posisi yang
sangat penting dalam kajian ilmu ushul al-fiqh dan fiqh.
Sejarah maqâshid dapat dibagi menjadi tiga periode. Pertama; periode permulaan
Islam atau periode kenabian Muhammad saw. Periode ini merupakan periode pengenalan
maqâshid al-syarî’ah yang terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah dalam bentuk isyarat-
isyarat dilalah yang belum tercairkan, atau hanya dalam bentuk pandangan-pandangan
tersirat yang belum diteorikan. Kedua; periode shahabat dan tabi’in. Pada masa ini mulai
diletakkanlah batu pertama perkembangan pesat sejarah maqâshid. Dan periode ketiga
atau yang terakhir adalah periode pasca shahabat dan tabi’in, sehingga menjadi disiplin
kajian ilmu tersendiri oleh para ulama ushuliyyin dan fuqaha`.
1. Maqâshid al-syarî’ah pada Masa Permulaan Islam
Dalam periode awal, syarî’ah merupakan al-nushush al-muqaddasah dari al-
Qur`an dan al-Sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh
pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini syarî’ah disebut al-thariqah al-
mustaqimah.21 Muatan syarî’ah dalam arti ini mencakup antara lain bidang aqidah,
‘ibadah, mu’amalah, hukum keluarga, berkaitan dengan sanksi hukum, etika, dan lain-
lain, maka dapat dilihat bahwa syarî’ah Islam tidak bergeser dari prinsip-prinsip
dharûriyyah, hâjiyyah dan tahsîniyyah.
Pada prinsipnya, syarî’ah Islam senantiasa mementingkan keselamatan
agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Untuk lebih jelasnya prinsip-prinsip pokok
tujuan syarî’ah Islam ini (maqâshid al-syarî’ah ) ini akan dijelaskan pada bab
pembagian maqâshid al-syarî’ah . Berkaitan dengan prinsip-prinsip pokok tujuan
21 Ali Al-Sayis, Nasy`ah Al-Fiqh Al-Ijtihadi Wa Athwaruha, (Kairo : Majma’ Al-Buhuts Al-Islamiy,
1970), hlm. 8.
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syarî’ah ini, banyak ayat yang mejelaskan hal ini, di antaranya adalah apa yang





Artinya : “Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari
urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa
nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.










Artinya : ”Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah
diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan
kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan
Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah
tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru
mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang
dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang
kembali (kepada-Nya)”.
Kemudian, alasan berikutnya adalah sebagai mana firman Allah swt :

)ةروسةرقبلا:2\185(
Artinya : “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran
bagimu”.







Artinya : “Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu
dan menyempurnakan nikmatNya bagimu agar kamu bersyukur”.
Pada masa Rasulullah saw masih hidup, dalam penyampaian ajaran Islam
dan proses pembentukan hukum, perhatian terhadap maqâshid al-syarî’ah sudah
muncul. Satu contoh misalnya pada suatu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah saw
memberikan arahan kepada sahabat agar dalam menyikapi suatu hal, apa lagi dalam
menjalankan fungsi dakwah dalam rangka menyebarkan dan mensyi’arkan ajaran
keislaman, maka senantiasa merealisasikan kemudahan bukan kesulitan.
Di masa Rasulullah saw, pernah terjadi suatu kasus peristiwa, seorang Arab
badui terkencing di dalam masjid, disebabkan karena ketidakmengertiannya waktu itu,
dan Rasulullah saw tidak memarahinya dan bahkan melarang para sabahat ketika itu
memarahinya. Rasulullah saw bahkan memberikan pandangan yang luar biasa (bijak),
seperti disebutkan dalam satu riwayat sebagai berikut :
 َّنَأَاَبأ ََةرْـيَرُه َلَاق َمَاق ْعَأ ٌِّبيَار َلاَبَـف ِفي ِدِجْسَمْلا ُهَلَواَنَـتَـف ُساَّنلا َلاَقَـف ُْمَله ُِّبيَّنلاىَّلَص ُهَّللا ِهْيَلَع َمَّلَسَو
 ُهوُعَداوُقِيرَهَوىَلَع ِِهلْوَـب ًلاْجَس ْنِم ٍءاَم َْوأًابُونَذ ْنِم ٍءاَمَا َّنمَِإف ْمُتْثُِعب َنِيرِّسَيُم ََْلمواُوثَع ْـبُـت ِرِّسَعُم َني22
Artinya : “Bahwa Abu Hurairah berkata, Seorang Arab badui berdiri dan kencing di
Masjid, lalu orang-orang ingin mengusirnya. Maka Nabi saw bersabda kepada
mereka: “Biarkanlah dia dan siramlah bekas kencingnya dengan air,
sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan dan tidak diutus
untuk membuat kesulitan”.
22 Al-Bukhari, Al-Jami’Al-Shahih, Juz I, Kitab Wudhu, Bab Menyiramkan Air di atas Bekas Kencing
di Masjid, hlm. 91. Lihat Al-Yubiy, op.cit., hlm. 42.
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Sebagai contoh lain, dalam satu riwayat dikatakan bahwa Nabi pernah
melarang kaum muslimin menyimpan daging kurban kecuali dalam batas tertentu untuk
bekal tiga hari. Namun selang beberapa tahun, ketentuan yang diberikan Nabi
dilanggar oleh beberapa sahabat. Permasalahan ini dikemukakan oleh Nabi, pada
waktu itu Nabi membenarkan tindakan para sahabat sembari menjelaskan bahwa
hukum pelarangan menyimpan daging kurban itu didasarkan atas kepentingan al-
daffah (tamu yang terdiri dari orang miskin yang datang dari perkampungan Badawi ke
Kota Madinah). Sebagai mana diriwayatkan dalam hadits Nabi saw, sebagai berikut :
 ْنَع ِدْبَع ِهَّللا ِنْب ٍدِقاَو ُهََّنأ َلَاقىَهَـن ُلوُسَر ِهَّللاىَّلَص ُهَّللا َلَع ِهْي َمَّلَسَو ْنَع ِلْكَأ ِموُُلحَاياَحَّضلا َدْعَـب
 ٍثَلاَث َلَاق ُدْبَع ِهَّللا ُنْب ِبيَأ ٍرْكَب ُتْرََكذَف َكِلَذ ََةرْمَعِل ِتِْنب ِدْبَع ِنَْحمَّرلا ْتَلاَقَـف َقَدَص ُتْعَِسم
 َةَشِئاَع َجْوَز ِِّبيَّنلاىَّلَص ُهَّللا ِهْيَلَع َمَّلَسَو ُلوُقَـت َّفَد ٌسَان ْنِم ِلْهَأ َِةيِداَبْلا ََةرْضَحىَحْضَْلأا ِفي ِناَمَز
 ِلوُسَر ِهَّللاىَّلَص ُهَّللا ِهْيَلَع َمَّلَسَو َلاَقَـف ُلوُسَر ِهَّللاىَّلَص ُهَّللا ِهْيَلَع َمَّلَسَواوُرِخَّدا ٍثَلاَِثلاوُق َّدَصَتَو
َاِبم َيَِقب ْتَلَاقاَّمَلَـف َناَك َدْعَـب ِلَذ َك َليِق ِلوُسَرِل ِهَّللاىَّلَص ُهَّللا ِهْيَلَع َمَّلَسَو ْدَقَل َناَك ُساَّنلا
 َنوُعِفَتْنَـي ْمُهَاياَحَضِب َنوُلُمَْيجَواَه ْـنِم َكَدَوْلا َنوُذِخَّتَـيَواَه ْـنِم َةَيِقْسَْلأا َلاَقَـف ُلوُسَر ِهَّللاىَّلَص ُهَّللا
 ِهْيَلَع َمَّلَسَواَمَو َكِلَذ ْوَأاَمَك َلَاقاوُلَاق َتْيَهَـن ْنَع ِموُُلحَاياَحَّضلا َدْعَـب ٍثَلاَث َلاَقَـف ُلوُسَر ِهَّللا
ىَّلَص ُهَّللا ِهْيَلَع َمَّلَسَوَا َّنمِإ ْمُكُتْيَهَـن ْنِم ِلْجَأ ِةَّفا َّدلا ِتيَّلا ْتَّفَد ْمُكْيَلَعاوُلُكَفاوُق َّدَصَتَواوُرِخَّداَو ِنيْعَـي
 َّفا َّدلِاب ِةاًمْوَـق َينِكاَسَماوُمِدَق َةَنيِدَمْلا23
Artinya : “Dari Abdullah bin Waqid ia berkata; "Rasulullah saw melarang memakan
daging kurban setelah tiga hari". Abdulah bin Abu Bakar berkata; "Kemudian
hal itu aku sampaikan kepada 'Amrah binti Abdurrahman, lalu ia berkata;
“Benar, aku telah mendengar 'Aisyah, isteri Nabi saw berkata; “Pada masa
Rasulullah saw sekelompok orang-orang Badui memukul rebana menyambut
kehadiran hari ‘Idul Adhha”, lalu Rasulullah saw bersabda: “Simpanlah daging
kurban untuk tiga hari dan sedekahkanlah sisanya !”. ‘Aisyah berkata;
"Setelah itu ada yang bertanya kepada Rasulullah saw ; “Orang-orang telah
memanfaatkan binatang kurban tersebut dengan menghilangkan lemaknya
dan menjadikan (kulit-kulitnya) sebagai tempat air". Lalu Rasulullah saw
bersabda : “Kenapa begitu atau yang semisal itu ?. Mereka pun menjawab,
23 Al-Muwaththa` Imam Malik Hadits Nomor 1057, dalam Abd Al-Sanad Hasan Yamamah,
Mausu’ah Syuruh Al-Muwaththa` Li Al-Imam Malik Bin Anas, (Kairo : Markaz Hajar Li Al-Buhuts Wa Al-
Dirasat Al-‘Arabiyyah Wa Al-Islamiyah, 1426 H./2005 M.), Cet. ke-1, Juz XIII, hlm. 53-54.
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"Anda telah melarang daging kurban setelah tiga hari". Maka Rasulullah saw
bersabda : “Saya melarang kalian karena adanya kepentingan al-daffah
ketika itu. Sekarang makanlah daging tersebut, sedekahkanlah dan
simpanlah sisanya. Makna al-daffah yaitu tamu yang terdiri dari orang-orang
miskin yang datang dari perkampungan sekitar Madinah".
Dari ketetapan tersebut terlihat bahwa sejak masa Nabi saw, prinsip-prinsip
maqâshid al-syarî’ah telah menjadi pertimbangan sebagai landasan dalam
menetapkan hukum. Maqâshid al-syarî’ah yang terdapat dalam hadits larangan
menyimpan daging qurban pada awalnya yakni memberi kelapangan kaum miskin yang
berdatangan dari dusun ke kota Madinah. Setelah alasan pelarangan tersebut tidak ada
lagi, maka larangan itu sendiri tidak diberlakukan lagi oleh Nabi saw.
Dalam riwayat lain juga ditegaskan :
 ْنَعِورْمَع ِنْب َيىَْيح ِِّنيِزاَمْلا ْنَع ِهِيَبأ َّنَأ َلوُسَر ِهَّللاىَّلَص ُهَّللا ِهْيَلَع َمَّلَسَو َلَاق َلا َرَرَض َلاَو َرَارِض24
Artinya : “Dari 'Amru bin Yahya Al-Mazini dari bapaknya bahwa Rasulullah saw
bersabda: Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan
membuat kemudharatan pada orang lain”.
Berkaitan dengan keadaan darurat (dharuriy) yakni keadaan yang sulit
yang sangat menentukan eksistensi manusia karena jika ia tidak diselesaikan maka
akan dapat mengancam eksistensi agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.
Dalam satu qa’idah fiqhiyah misalnya dikatakan bahwa ررضلالالازيررضلاب .
Karena pada dasarnya kemudharatan mesti dihilangkan dengan sesuatu yang tidak
24 Malik Bin Anas, Al-Muwaththa`, Jilid III, hlm. 572-573.
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mengandung kemudharatan, tidak mungkin kemudharatan dihilangkan dengan
kemudharatan lainnya.25
Namun, andai kata kemudharatan itu menghilangkannya harus dengan
kemudharatan juga, maka mesti seimbang dan sesuai dengan maqâshid al-syarî’ah ,
bahwa sesuatu yang digunakan untuk menghilangkan kemudharatan itu apabila harus
(juga) dengan kemudharatan lain, kemudharatannya harus lebih ringan dari
kemudharatan asal (yang akan dihilangkan). Ini berkaitan dengan bahwa segala
sesuatu yang dapat membahayakan harus dihilangkan (dilenyapkan).
Dengan adanya kondisi darurat ini maka ketentuan yang pada mulanya adalah
terlarang menjadi dibolehkan seukuran terpenuhinya kebutuhan darurat tadi (hilangnya
kondisi kritis). Sebagai mana  firman Allah swt :
لاَو َّنُهوُّراَضُتاوُقِّـيَضُِتل ّنِهْيَلَع)ةروسطلاقلا:65\6(
Artinya : “Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati)
mereka).
Dan dalam surat yang lain dikatakan :
لا َّراَضُت ٌةَدِلاَواَهِدَلَوِبلاَو ٌدوُلْوَم ُهَل ِهِدَلَوِب)ةروسةرقبلا:2\233(
Artinya : “Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan
seorang ayah karena anaknya”.
لاَواوُدِسْفُـت ِفي ِضْرلأا َدْعَـباَهِحلاْصِإ)ةروسفارعلأا:7\56(
Artinya : “Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini setelah (Allah)
memperbaiki (penciptaan)nya” ).
لاَو ِغْبَـت َداَسَفْلا ِفي ِضْرلأا َّنِإ َهَّللالا ُّبُِيح َنيِدِسْفُمْلا)ةروسصصقلا:27\77(
25 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah, (Kairo : Dar Al-Hadits, 1426 H./2005 M.),
hlm. 126.
118
Artinya : “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah
tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.
Hadits di atas ( َرَارِضَلاَوَرَرَضَلا) kemudian dijadikan qa’idah oleh ulama fiqh untuk
sebagai dasar menegakkan dan memelihara kemaslahatan bagi umat dalam
menjalankan agamanya. Perbedaan makna antara dharar26 dengan dhirar27 adalah
bahwa makna dharar itu : قالحإةدسفميرغلاباقلطم . Sedangkan makna dhirar adalah :
قالحإةدسفميرغلابىلعهجوةلباقلما . Sehingga layak dikatakan bahwa makna lafazh
dhirar menunjukkan makna musyarakah.28
Pemahaman qaidah fiqhiyah di atas didukukung oleh dalil al-Qur`an, yaitu
: )ةروسةرقبلا:2\231( لاَو َّنُهوُكِسُْتمًارَارِضاوُدَتْعَـِتل Artinya : “dan janganlah kamu
tahan mereka denga maksud jahat untuk menzalimi mereka).29
2. Maqâshid al-syarî’ah pada Periode Shahabat dan Tabi’in
Para shahabat dalam menyikapi hukum-hukum Islam (berijtihad) secara ideal
tidak terlepas dari konteks sosial, tetapi dimensi sosial itu telah menyadarkan mereka
26 لاررضىألارضيلجرلاهاخأوهودضعفـنلا Lihat Ibnu Manzhur, Lisan Al-‘Arabiy, (t.tp. : Dar Al-Ma’arif,
t.t.) hlm. 2573.
27 لارارضىألاراضيلكدحاوامهنمهبحاص . ibid.,
28 Abdul Aziz Muhammad Azzam, op.cit.,
29 QS. Al-Baqarah (2) : 231. Demikian juga seperti yang digambarkan dalam QS. Al-Baqarah (2):
282 ; QS. Al-Thalaq (65): 6 dan QS. Al-Nisa (4): 12. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa haram hukumnya
mendatangkan kemudharatan. Pengertian mudharat yang diamksud al-Quran bukan sekedar yang termaktub
dalam al-Qur`an dan hadits saja, tetapi semua bentuk kesulitan yang dapat menghalangi terlaksananya
maqâshid al-syarî’ah , maka itu adalah mudharat.
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untuk mencari jawaban-jawaban ideal Islam terhadap berbagai persoalan yang
berkembang. Interpretasi sahabat terhadap syarî’ah adalah dengan memahami
maqâshid al-syarî’ah (tujuan-tujuan syarî’ah).
Dalam ijtihadnya, tipologi penalaran para sahabat cukup variatif; ada yang
berijtihad dengan metode analogi (qiyas), pertimbangan kemaslahatan (mashlahah),
istihsan, tindakan preventif (sadd al-dzari’ah) dan pertimbangan adat-istiadat (al-‘urf).
Bersamaan dengan itu juga para sahabat sadar bahwa teks-teks keagamaan
(al-Qur`an dan Al-Sunnah) sangat terbatas ketika harus berhadapan dengan
kompleksitas permasalahan (al-nushush mutanahiyyah, wa al-waqai’ ghayr
mutanahiyyah). Sehingga, peran ijtihad guna menggali makna tersirat dari teks (wahyu)
tersurat merupakan solusi yang harus ditempuh, namun tetap mengacu pada al-Qur`an
dan al-Sunnah.
Upaya mempertimbangkan hukum dengan cara mengkaji sisi maqashi al-
syarî’ah seterusnya dilakukan pula oleh para sahabat. Mereka merupakan orang yang
paling mengerti maqâshid al-syarî’ah (tujuan serta sasaran kandungan al-Qur`an dan
Sunnah), karena mereka menyaksikan dan terlibat langsung dalam proses
pembentukan dasar-dasar syarî’ah karena mereka hidup satu masa dengan Rasulullah
saw.
Satu contoh pada masa sahabat dalam beberapa ketetapan hukum, misalnya
yang dilakukan oleh Umar bin Khatab antara lain : Umar tidak memberikan bagian
zakat untuk kelompok non muslim, karena semula pemberian zakat kepada mereka
adalah agar mereka memeluk Islam. Akan tetapi setelah Islam kuat dan keadaan telah
berubah, maka Umar tidak memberikan bagian zakat untuk mereka.
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Kasus ini bermula ketika ‘Uyainah Bin Hushain Al-Fazzariy dan Al-Aqra’ Bin
Habis dari kalangan muallaf (yang semula mendapat pembagian zakat), mendatangi
Abu Bakar dan meminta bagian harta (lahan garapan), karena di masa Rasulullah saw
mereka dapat bagian dipandang sebagai muallafat qulubuhum (orang yang dijinakkan
hatinya). Maka Abu Bakar menulis surat (nota) kepada Umar agar memberi mereka
bagian dari zakat. Tetapi Umar marah dan merobek surat Abu Bakar tersebut, sembari
berkata ; “Kalian dulu diberi harta zakat karena waktu itu hati kalian sedang dijinakkan.
Sekarang kalian tidak lagi dizinakkan dan umat Islam sudah kuat. Jika kalian masih
menginginkan Islam, tetapi kalau tidak, maka antara kami dan kalian ada pedang
(perang)”. Mendengar jawaban Umar demikian, keduanya pulang mendatangi Abu
Bakar dan berkata ; “Apakah Anda yang khalifah atau Umar?, engkau memberi kami
peluang lewat surat, namun Umar merobeknya”. Abu Bakar menjawab, “Itulah Umar bin
Khatab”.30
Di antara contoh pandangan atau pemikiran yang terjadi pada  masa tabi’in
berkenaan dengan teori melestarikan nilai kemaslahatan dan menghindari
kemafsadatan (fi maqâshid al-syarî’ah ) dalam menetapkan hukum adalah :
a. Sai’id Bin Musayyab, membolehkan pematokan harga barang apabila dibutuhkan
demi kepentingan kemaslahatan bersama. Alasannya, karena pemimpin (imam)
wajib memelihara kemaslahatan seluruh umat Islam, dan memelihara
kemaslahatan bersama lebih utama dari pada mementingkan kemaslahatan
30 Al-Jurjawi, Hikmah Al-Tasyri’ Wa Falsafatuh, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1414 H./1994 M.), Juz I, hlm.
123. Lihat Ibrahim Usman Al-Sya’lan, Nizham Masharif Al-Zakah Wa Tauzi’ Al-Ghanami, (Riyadh : t.pn.,
1402 H.), hlm. 803. Dalam Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansinya bagi Pembaharuan
Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Logos, 1999), hlm. 42.
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pribadi. Hal ini berdasarkan pada peristiwa ketika ada sekelompok orang
mengadu kepada Rasulullah perihal mahalnya suatu harga :
 ْنَع ٍسََنأ َلَاق ُساَّنلاَاي َلوُسَر ِهَّللا َلاَغ ُرْعِّسلا ْرِّعَسَفاََنل َلاَقَـف ُلوُسَر ِهَّللاىَّلَص ُهَّللا ِهْيَلَع
 َمَّلَسَو َّنِإ َهَّللا َوُه ُرِّعَسُمْلا ُضِباَقْلا ُطِساَبْلا ُِقزاَّرلا ِّنيِإَووُجْرََلأ ْنَأىَقَْلأ َهَّللا َْيلَو َس ٌدَحَأ
 ْمُكْنِم ِنيُِبلَاُطي ٍةَمَلَْظِبم ِفي ٍمَد َلاَو ٍلاَم31
Artinya : “Dari Anas, orang-orang berkata; wahai Rasulullah, harga telah
melonjak, maka tetapkanlah harga untuk kami!. Maka ia berkata:
"Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, Yang
menggenggam dan Yang menghamparkan, dan Pemberi rizki. Dan
sungguh aku berharap berjumpa dengan Allah, sementara tidak ada
seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu kezhaliman
dalam hal darah, dan harta."
b. Bilal Bin Abdullah Bin Umar Bin Al-Khatab pernah bersumpah bahwa ia tidak
akan memberikan izin kepada wanita untuk pergi ke masjid dengan alasan
adanya unsur mafsadah, pertimbangannya adalah karena perubahan zaman, hal
ini bertujuan untuk melindungi sekalian wanita dari para musuh dan pengganggu,
sebagai mana dinyatakan dalam suatu riwayat sebagai berikut :
 ْنَع ِنْبا ٍباَهِش َلَاق ِنيَرَـبْخَأ ُِلماَس ُنْب ِدْبَع ِهَّللا َّنَأ َدْبَع ِهَّللا َنْب َرَمُع َلَاق ُتْعَِسم َلوُسَر ِهَّللا
ىَّلَص ُهَّللا ِهْيَلَع َمَّلَسَو ُلوُقَـي َلااوُعَـْنَتم ْمَُكءاَسِن َدِجاَسَمْلااَذِإ ْمُكَّنَذْأَتْسااَه ْـَيلِإ َلَاق َلاَقَـف
 ُلَلاِب ُنْب ِدْبَع ِهَّللا ِهَّللاَو َّنُهُعَـنْمََنل َلَاق َلَبْـَقَأف ِهْيَلَع ُدْبَع ِهَّللا ُهَّبَسَفاًئِّيَساَم ُهُتْع َِسم ُهَّبَس
 ُهَلْـثِم ُّطَق َلَاقَو َُكِبرْخُأ ْنَع ِلوُسَر ِهَّللاىَّلَص ُهَّللا ِهْيَلَع َمَّلَسَو ُلوُقَـتَو ِهَّللاَو َّنُهُعَـنْمََنل32
Artinya : “Dari Ibnu Syihab dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Salim bin
Abdullah bahwa Abdullah bin Umar berkata, "Saya mendengar
Rasulullah saw bersabda, "Janganlah kalian menghalangi istri-istri
kalian ke masjid apabila mereka meminta izin kepadanya."Perawi
berkata, "Bilal bin Abdullah berkata, “Demi Allah, sungguh kami akan
melarang mereka'." Perawi berkata, "Maka Abdullah menghadapnya,
31 Al-Tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi, (Riyad : Maktabah Al-Ma’arif, t.th.), Bab Ma Ja`a Fi Al-
Mukhabarah wa Al-Mu’awanah, hlm. 311. Lihat Abu Abdullah Muhammad Yazid Al-Qazwainiy, Sunan Ibn
Majah, (t.t. : Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, t.th.), Juz I, hlm. 741-742. Lihat Al-Badawiy, op.cit., hlm. 70-71.
32 Shahih Muslim Bi Syarh Al-Nawawiy, (Mesir : Al-Mathba’ah Al-Mishriyah Al-Azhar, 1347 H./1929
M.), Cet. ke-1, Juz IV, hlm. 161. Lihat Yusuf Ahmad Muhammad Al-Badawiy, op.cit.
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lalu mencelanya dengan celaan yang jelek yang aku tidak pernah
mendengarnya mencelanya seperti itu sama sekali, seraya dia berkata,
“Aku mengabarkan kepadamu dari Rasulullah saw, tetapi kamu malah
(menentang) dengan berkata, “Demi Allah, kami akan menghalangi
mereka".
3. Maqâshid al-syarî’ah Pasca Shahabat dan Tabi’in
Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam lebih lanjut, walau pada mulanya
masih tidak menyebut istilah maqâshid al-syarî’ah , dapat dikatakan bahwa teori
maqâshid al-syarî’ah sebenarnya merupakan pengembangan dari penerapan konsep
qiyas yakni dalam kaitan masalik al-'illah dan teori mashlahah.33
Pertimbangan pemikiran di atas, dapat dilihat pada masing-masing karya para
ulama secara terperinci, berikut ini penulis paparkan secara berurutan :
a. Diawali pada masa Imam Al-Syafi’iy (150-204 H.). Imam Al-Syafi’iy terkenal dan
diakui sebagai ulama yang pertama kali menyusun ilmu ushul al-fiqh, dan secara
otomatis juga ia merupakan pendiri dasar dari ilmu maqâshid al-syarî’ah . Di
antara karyanya yang terkenal adalah Al-Risalah,34 Al-Um, dan lain-lain.
33 Di kalangan ulama ushul al-fiqh, dalam kaitan penta’lilan yang mereka bahas dalam
pembahasan qiyas dan konsep kemaslahatan menjadi cikal bakal dari teori maqâshid al-syarî’ah . Al-
Mashlahah, pada dasarnya terbagi kepada tiga macam :
Pertama, al-mashlahah al-mu’tabarah syar’an; nilai kemaslahatan yang syar’iy (al-mashlahah al-
syar’iyyah) yang diperintahkan berdasarkan al-Qur`an, sunnah, ijma’ atau qiyas dan mesti dilaksanakan,
seperti perintah shalat.
Kedua, al-mashlahah al-mulghah syar’an; nilai kemaslahatan yang bernilai sia-sia dan mesti
ditinggalkan (dilarang) berdasarkan al-Qur`an, sunnah, ijma’ atau qiyas, seperti kemaslahatan yang terdapat
pada larangan khamar.
Ketiga, al-mashlahah al-maskut atau al-mashlahah al-mursalah; nilai kemaslahatan yang tidak ada
terungkap secara jelas oleh dalil tertentu (khusus) baik berdasarkan al-Qur`an, sunnah, ijma’ atau qiyas,
tetapi bukan berarti tidak ada petunjuk dalil secara umum padanya, karena ia bersandar pada maqâshid al-
syarî’ah dan keumumannya. Lihat Muhammad Bin Husain Bin Hasan Al-Jaizaniy, Ma’alim Ushul Al-Fiqh
‘Inda Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama’ah, (Riyad : Dar Ibn Al-Jauziy, 1416 H./1996 M.), Cet. ke-1, hlm. 242-243.
Lihat Abdulkarim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah, Al-Jami’ Li Masail Ushul Al-Fiqh Wa Tathbiquha ‘Ala Al-
Madzahib Al-Rajih, (Riyad : Maktabah Al-Rusydi, 1420 H./2000 M.), Cet. ke-1, hlm. 388-389.
34 Kitab Al-Risalah menurut Ahmad Muhammad Syakir, dalam sejarahnya ditulis dua kali dengan
metode dikte (imlak) oleh al-Syafi’i di hadapan murid-muridnya. Penulisan pertama di Baghdad dan
penulisan kedua ketika di Mesir. Tetapi penulisan yang pertama itu kemudian hilang, sementara kitab itu
sudah dikenal luas di kalangan ulama. Akhirnya ketika di Mesir al-Syafi’i diminta lagi menulis kitabnya itu
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b. Setelah Al-Syafi’iy, muncul Imam Al-Juwainiy (419-478 H.). Imam Al-Juwainiy
terkenal dengan julukan Imam Haramain memiliki karya yang terkenal di
antaranya adalah Al-Syamil Fi Ushul Al-Diin, Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh, Al-
Waraqat Fi Ushul Al-Fiqh, Al-Ghiyatsiy, Mughits Al-Khuluq dan Al-‘Aqidah Al-
Nizhamiyah.
Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ulama ushul al-
fiqh pertama yang menekankan pentingnya memahami maqasid al-syarî’ah
dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang
tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia
memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-
larangan-Nya.35
Kemudian al-Juwainiy mengelaborasi lebih jauh maqasid al-syarî’ah itu
dalam hubungannya dengan ‘illat dan dibedakan menjadi lima bagian, yaitu:
yang masuk kategori dharuriyyat (primer), al-hajat al-ammah (sekunder),
makramat (tersier), sesuatu yang tidak masuk kelompok dharuriyyat dan hajiyyat,
dan sesuatu yang tidak termasuk ketiga kelompok sebelumnya.36 Dengan
demikian pada prinsipnya al-Juwainiy membagi tujuan tasyri' itu menjadi tiga
macam, yaitu dharuriyyat, hajiyyat dan makramat (tahsîniyyah).
dihadapan muridnya sekaligus periwayat kitab ini, yaitu Rabi’ Ibn Sulaiman, atas permintaan seorang ahli
hadits kenamaan Hijaz, ‘Abd al-Rahman Ibn al-Mahdi (135-198 H).  Hasil penulisannya ini kemudian
disampaikan kepada al-Mahdi dengan cara dikirim, sehingga kitab yang sebelumnya disebut al-Kitab ini
dikenal dengan nama al-Risalah yang berarti “surat” yang dikirimkan (epitle). lihat Ahmad Muhammad Syakir,
“Muqaddimah al-Risalah” dalam al-Syafi’i, al-Risalah, (Beirut : Mathba’ah Islamiyah, tt), hlm. 11-12.
35 Al-Juwaini, Al-Burhan fi Usul al-Fiqh, (Kairo : Dar al-Anshar,1400 H.), Juz I, hlm. 295.
36 Ibid., Juz II, hlm. 923- 930.
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c. Selanjutnya Imam Al-Ghazaliy (450-505 H.). Imam Al-Ghazaliy adalah seorang
yang terkenal faqih, ahli di bidang ushul fiqh dan ilmu kalam. Ia termasuk ulama
yang banyak menghasilkan karya tulisan di antaranya kitab Al-Mustashfa, Al-
Wajiz, Ihya Ulum Al-Diin dan masih banyak lagi yang lainnya.
d. Selanjutnya muncul Al-Raziy (544-606 H.),37 Al-Amidiy (w. 631 H.)38, setelah itu
ada Al-‘Iz Bin Abd Al-Salam (577-660 H.)39 beserta muridnya Al-Qarrafiy (626 H.-
684 H.).40 Al-‘Iz ibn Abd al-Salam lebih banyak  menekankan dan mengelaborasi
konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik
manfaat. Menurutnya, maslahat keduniaan tidak dapat dilepaskan dari tiga
tingkat urutan skala prioritas, yaitu: daruriyat, hajiyat, dan takmilat atau tatimmat.
Lebih jauh lagi ia menjelaskan, bahwa taklif harus bermuara pada terwujudnya
maslahat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.
e. Setelah itu muncul Ibnu Taimiyah (661-728 H.)41, Ibnu Qayyim (w 751 H.)42 dan
Al-Thufiy 43
37 Nama lengkapnya adalah Muhammad Bin Umar Bin Al-Husain Bin Ali Al-Tamimiy Al-Bakriy Al-
Thabrastaniy Al-Raziy. Di antara karyanya adalah kitab Al-Tafsir Al-Kubra dan Al-Mahshul Fi Al-Ushul.
38 Nama lengkapnya adalah Ali Bin Abi Ali Bin Muhammad Bin Salim Al-Tsa’labiy, terkenal dengan
gelar Saifuddin. Di antara kitabnya yang terkenal adalah Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam.
39 Nama lengkapnya adalah Abdul Aziz Bin Abdussalam Bin Abi Al-Qasim Al-Salami, terkenal
dengan sebutan Sulthan Al-Ulama. Karyanya yang terkenal adalah kitab Al-Qawaid Al-Kubra atau dikenal
dengan Qawaid Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam.
40 Nama lengkapnya adalah Al-Imam Syihabuddin Abu Al-‘Abbas Ahmad Bin Idris Bin
Abdurrahman Al-Shihnajiy Al-Qarrafiy Al-Malikiy. Ia adalah ulama yang ahli fiqh dan ushul fiqh, dan juga
seorang ahli tafsir (mufassir). Karyanya yang terkenal di antaranya adalah Nafais Al-Ushul Syarh Al-Mahshul,
Tanqih Al-Fushul Wa Syarhuhu, Al-Furuq dan Al-Ihkam Fi Tamyiz Al-Fatawa ‘An Al-Ahkam Watasharruf Al-
Qadhi Wa Al- Imam.
41 Nama lengkapnya adalah Muhammad Bin Al-Khadhar Bin Taimiyah Al-Haraniy, terkenal juga
dengan julukan (kunniyah)nya Abu Al-‘Abbas. Ia juga termasuk ulama yang fenomenal dan banyak
menghasilkan karya ilmu dan terkenal dengan ulama yang ahli di bidang ilmu fiqh, seorang mujtahid
kontemporer dan ahli tafsir.
42 Nama lengkapnya adalah Muhammad Bin Abi Bakar Bin Ayyub Bin Sa’ad Bin Hariz Al-Zur’iy Al-
Damasqiy, terkenal dengan sebutan Ibnu Qayyim Al-Jauziy. Ia adalah seorang yang faqih dan ahli di bidang
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f. Selanjutnya muncul Imam Al-Syathibiy (720-790 H.). Nama lengkapnya adalah
Abu Ishaq Ibrahim Bin Musa Bin Muhammad Al-Lakhmiy Al-Syathibiy. Hasil
karyanya yang terkenal adalah kitab Al-Muwafaqat dan Al-I’tisham. Pada abad
ke- 8 H maqâshid al-syarî’ah dikembangkan oleh al-Syatibiy melalui karya
monumentalnya al-Muwafaqat fi Ushul al-Syarî’ah. Kajian Sejak itu, kajian
maqâshid al-syarî’ah mencapai titik puncaknya dan berhasil membahasnya
secara sistematis, dan sejak itu itu pulalah al-Syatibi dikenal dan diakui sebagai
Bapak maqâshid syarî’ah.
g. Setelah Al-Syathibiy, ada beberapa ulama kontemporer lain yang fokus mengkaji
ilmu maqâshid al-syarî’ah , di antaranya ada Al-Thahir bin ‘Asyur (w. 1393 H.).44
Ia adalah ulama yang pertama kali yang mencoba merumuskan definisi dan
mengklasifikasikan maqâshid. Sehingga ia membagi maqâshid menjadi
maqâshid al-am dan maqâshid al-khash. Kemudian ‘Ilal Al-Fasiy (w. 1394 H.)45
yang kemudian menggabungkan makna maqâshid al-am dan maqâshid al-khas
menjadi satu.46
ilmu ushul. Di antara karyanya yang terkenal adalah kitab I’lam Al-Muwaqi’in, Zad Al-Ma’ad, Syifa` Al-‘Alil,
Miftah Dar Al-Sa’adah, Ighatsah Al-Lahafan dan lain-lain.
43 Nama lengkapnya adalah Sulaiman Bin Abdul Qawiy Bin Sa’id Al-Thufiy Al-Sharshariy dan ia
termasuk seorang yang terkenal faqih dan ahli ilmu ushul fiqh. Di antara karyanya yang terkenal adalah
Mukhtashar Al-Raudhah Wa Syarhuh, Mukhtashar Al-Mahshul, Mi’raj Al-Wushul Ila ‘Ilm Al-Ushul dan lain-
lain.
44 Nama lengkapnya adalah Muhammad Al-Thahir Bin ‘Asyur, terkenal dengan karyanya Maqâshid
al-syarî’ah Al-Islamiyah, Ushul Al-Nizham Al-Ijtima’iy dan Al-Waqfu Wa Atsaruhu Fi Al-Islam.
45 Nama lengkapnya adalah Muhammad ‘Ilal Bin Abdul Wahid Bin Abdussalam Al-Fasiy Al-Fahriy,
dengan karyanya yang terkenal Maqâshid al-syarî’ah Al-Islamiyah Wa Makarimiha, dan Difa’ ‘An Al-Syarî’ah.
46 ‘Ala Al-Din Husain Rahhal, a’alim Wa Dhawabith Al-Ijtihad ‘Inda Syaikh Al-islam Ibn Taimiyyahm,
(Yordan : Dar Al-Nafais, 1422 H./2002 M.), Cet. ke-1, hlm. 121-122.
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h. Setelah itu ada Wahbah Al-Zuhailiy dan Yusuf Al-Qaradhawiy47 yang keduanya
juga membahas teori maqâshid al-syarî’ah ini yang secara substansial
sebenarnya masih dalam wacana menghindar dari segala yang dapat merusak
dan merealisasikan nilai kemaslahatan atau kebaikan baik di dunia maupun
untuk di akhirat (tahqiq al-mashalih wa ibthal al-mafasid fi al-dunya wa al-dîn).
C. Landasan Maqâshid al-syarî’ah
Setiap proses pembentukan hukum (al-tasyri’ fi al-islam) memiliki tujuan yang
mesti direalisasikan oleh hamba Allah dalam kehidupan ini. Allah swt menciptakan alam
semesta ini bukan tidak mempunyai tujuan, akan tetapi mempunyai maksud dan tujuan
yang mengandung hikmah, baik yang dapat secara mudah diketahui karena disebutkan
secara jelas dalam nash, maupun yang hanya dapat diketahui melalui analisa dan
pemikiran para mujtahid.
Maksud dan tujuan Allah swt menciptakan alam semesta masing-masing
penciptaannya mengandung manfaat yang luar biasa. Firman Allah swt :

)ءايبنلأا ةروس:21\16(
Artinya : “Dan Kami tidak menciptakan Iangit dan bumi dan segala apa yang ada di antara
keduanya dengan main-main”.
Demikian juga disebutkan dalam ayat yang lain, seperti :
47 Nama lengkapnya adalah Yusuf Bin Abdullah Bin Ali Bin Yusuf, terkenal dengan sebutan Al-
Qardhawi (diambil dari nama tempat asalnya, yaitu Qardhah). Ia lahir di Mesir pada tanggal 9 September





Artinya : “Maka apakah kamu mengira bahwa Kami menciptakan kamu main-main (tanpa
ada maksud), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?”.
Manusia diciptakan oleh Allah swt adalah untuk menjadi pengabdi dan mentaati
segala perintahNya (beribadah) melalui ajaran yang dibawa oleh para Nabi dan RasulNya.
Dan mereka merupakan pembawa berita gembira dan peringatan bagi ummatnya sesuai
dengan apa yang diperintahkan oleh Allah swt. Firman Allah swt :

) تايراذلا ةروس:51\56(









Artinya : “Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak
cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh
mereka (seraya berfirman), “Bukankah Aku Ini Tuhanmu?”, mereka menjawab,
“Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi”. (Kami lakukan yang demikian itu)







Artinya : “Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan,
agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul















Artinya : “Dan dari mana saja engkau (Muhammad) keluar, maka hadapkanlah wajahmu
ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah
wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia (untuk menentangmu),
kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada
mereka, tetapi takutlah kepadaKu, agar Aku sempurnakan nikmatKu kepadamu,
dan agar kamu mendapat petunjuk. Sebagaimana Kami telah mengutus
kepadamu seorang Rasul (Muhammad) dari (kalangan) kamu yang
membacakan ayat-ayat Kami, mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu




Artinya : “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi)
rahmat bagi seluruh alam”.
Demikian juga dalam proses pencitaan manusia dan sekalian makhlukNya, Allah
swt menjadikan langit dan bumi untuk ditempati oleh makhluk-Nya serta tempat berusaha
dan beramal. Allah swt juga menyediakan semua yang ada di langit dan di bumi untuk
dimanfaatkan oleh manusia,48 agar nyata di antara mereka siapa yang taat dan patuh
kepada Allah swt dan yang tidak patuh, seperti yang Allah swt firmankan dalam ayatnya :
48 Inti pokok dari penciptaan alam ini adalah disediakan oleh Allah swt untuk menjadi media












) دوه ةروس :11\7(
Artinya : “Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan ‘Arasy-
Nya di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik
amalnya. Jika engkau Berkata (kepada penduduk Mekah), “Sesungguhnya kamu
akan dibangkitkan setelah mati”, niscaya orang kafir itu akan berkata, “Ini




) ةروس : كللما :67\2(
Artinya : “Yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu
yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun”.
Beberapa contoh ayat yang membicarakan tujuan syarî’ah dalam ibadah tertentu,





Artinya : “Dialah (Allah) yang menjadikan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit
lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan dia Maha mengetahui segala sesuatu”.










Artinya : “Allahlah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air (hujan) dari langit, kemudian
dengan (air hujan) itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezki untukmu; dan Dia
telah menundukkan kapal agar berlayar di lautan dengan kehendakNya, dan Dia telah
menundukkan sungai -sungai bagimu.  Dan Dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu
yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan Telah menundukkan malam dan siang bagimu.
Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadaNya. dan jika
kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh
manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)”. (QS. Ibrahim {14} : 32-34)
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) توبكنعلا ةروس :
29\45(
Artinya : “Bacalah kitab (al-Qur`an) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan
laksanakanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan) keji
dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (shalat) itu lebih besar
(keutamaannya dari ibadat yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu
kerjakan”.





) ةروس : ةرقبلا :2\183(
Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana
















) ةدئالما ةروس :5\6(
Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan shalat,
maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu
dan (basuh) kedua kakimu sampai dengan ke kedua mata kaki. Dan jika kamu
junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali
dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak
memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah
wajahmu dengan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan
kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatNya
bagimu, agar kamu bersyukur”.
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Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu (melaksanakan)
qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan
orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan
dengan perempuan. Tetapi  barangsiapa yang memperoleh ma'af dari
saudaranya, hendaklah dia mengikuti dengan baik, dan membayar diat
(tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan
dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas sesudah itu, maka ia
akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan)
kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa”.











) جالحا ةروس :22\39 -40(
Artinya : “Diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya
mereka dizalimi. dan Sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu.  (yaitu)
orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar,
hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami ialah Allah”. Seandainya Allah tiada
menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah
dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi
dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti
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akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh Allah Maha Kuat,
Maha Perkasa”.
D. Pembagian Maqasyid Al-Syarî’ah
1. Maqâshid al-syarî’ah Ditinjau dari Sumbernya
Menurut Al-Syathibiy, pada tujuan hukum yang bermuara pada nilai
kemaslahatan itu, pada garis besarnya motif maqâshid al-syarî’ah itu ditinjau dari
sumbernya ada dua macam yaitu qashd al-syari’ dan qashd al-mukallaf.49
a. Maksud Allah (qashd al-syari’)
Kemaslahatan yang dimaksud Syari’ (qashd al-syari’) adalah
kemaslahatan berupa ketentuan syarî’ah secara global yang diinginkan oleh Allah
swt dalam upaya mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemungkinan
terjadinya keburukan (mafasid) di dunia dan di akhirat.50
Qashd al-syari’, memiliki empat aspek tujuan ; pertama, tujuan dasar
(ibtida’iy); kedua, tujuan kognitif (ifhamiy); ketiga, tujuan beban kewajiban (taklifiy),
dan keempat, tujuan dogmatif (imtitsaliy).51 Dari sudut pandang ini, syari’at bertujuan
agar setiap mukallaf memenuhi keempat tujuan syarî’ah yang digariskan oleh syari’
(Allah swt) di atas, sehingga tercapai tujuan utama syarî’ah yakni kemaslahatan
manusia di dunia dan di akhirat.
49 Al-Syathibiy, Juz II, op.cit. hlm. 5.
50 Nuruddin Bin Mukhtar Al-Khadimiy, ‘Ilm Al-Maqâshid al-syarî’ah , (Riyad : Maktabah Al-‘Abikan,
1421 H./2001 M.), Cet. ke-1, hlm. 71.
51 Al-Syathibiy, Juz II, op.cit.
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1) Tujuan dasar (ibtida’iy)
Tujuan dasar (ibtida’iy) ini diarahkan agar manusia dapat
mempertahankan kelangsungan hidupnya yang mempunyai tiga skala prioritas
sifat kepentingan yaitu al-dharûriyyah, al-hâjiyyah dan al-tahsîniyyah.52
Dalam upaya mempertahankan (al-hifzh) kelangsungan hidup ini ada
dua cara : pertama, dengan cara mengokohkan dan memperkuat pilar-pilar dan
dasar-dasar prinsip kehidupan, selagi ia masih ada; kedua, dengan cara
menolak kerusakan/kekacauan yang terjadi atau potensial terjadi, dengan upaya
antisipatif agar kerusakan itu tidak terjadi.53
Pengkategorian maqâshid didasarkan pada seberapa besar peran dan
fungsi suatu mashlahah bagi kehidupan makhluk. Jika suatu bentuk mashlahah
memiliki fungsi yang sangat besar bagi makhluk, yang mana jika bentuk
mashlahah tersebut tidak terpenuhi maka kemaslahatan makhluk di dunia tidak
dapat berjalan stabil (lam tajri mashalih al-dunya ’ala istiqamah). Dampaknya
adalah dapat terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang mengakibatkan
ambruknya tatanan sosial (ikhtilal al-nizham fi al-ummah) dan kemaslahatan di
akhirat –yakni keselamatan dari siksa neraka– tidak tercapai, maka tujuan
tersebut masuk dalam kategori maqâshid al-dharûriyyah.
2) Tujuan kognitif (ifhamiy)
Tujuan kognitif (ifhamiy) ini dimaksudkan agar para hamba (mukallafun)
yang berbeda tempat, bahasa dan uslubnya memahami al-Qur’an yang
52 Ibid., hlm. 8.
53 Ibid.
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berbahasa Arab sehingga dapat membedakan mana makna asal (al-dalalah al-
ashliyyah) dan mana yang tambahan (al-dalalah al-tabi’ah).54
Seorang mukallaf adakalanya ia berstatus awam terhadap maqâshid al-
syarî’ah (muqallid) dan ada yang sudah mencapai level mujtahid. Maka bagi
mukallaf yang masih awam yang hanya bisa mengikuti saja ketentuan yang ada
(karena ia tidak memiliki kemampuan menganalisa dasar istinbath hukumnya),
maka ia tidak mesti sampai pada derajat mengetahui maqâshid al-syarî’ah
secara terperinci, karena untuk mengetahuinya membutuhkan pengetahuan
yang mendalam yang hanya mampu dilakukan oleh orang yang mencapai
derajat ilmu tertentu.
Sedangkan bagi seorang mujtahid, ia mesti berupaya mengistinbathkan
hukum berdasarkan nash-nash yang ada, prinsip-prinsip (qawa’id) syarî’ah.
Sehingga ia mesti mampu mengetahui maqâshid al-syarî’ah secara terperinci
berdasarkan analisa dalil-dalil yang ada.
3) Tujuan pembebanan kewajiban (taklifiy)
Tujuan taklifiy ini dimaksudkan agar para hamba mampu menerima
kewajiban-kewajiban (taklif) yang ditetapkan syara’ sesuai dengan kelayakan
dan kemampuan subyek hukum (ahliyah al-wujub wa ahliyah al-ada’).55
Hukum taklifiy tidak akan dapat dilaksanakan oleh seorang mukallaf
melainkan dengan memahami aspek yang kedua di atas (ifhamiy) yaitu
memahami dimensi lafaz maupun makna dari teks hukum.
4) Tujuan dogmatis (imtitsaliy)
54 Abu Abu Ishaq Al-Syathibiy, Juz II, Ibid., hlm. 66.
55 Ibid., hlm. 107.
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Tujuan dogmatis (imtitsaliy) ini diarahkan agar para hamba mematuhi
hukum syara’, bukan mengikuti hawa nafsunya.56 Oleh karena itu, perbuatan
(‘amaliyah) seorang mukallaf apabila ia bermaksud melakukannya dengan
tujuan bertentangan dengan keinginan Allah swt maka perbuatannya tersebut
menjadi bathil (rusak).
Pada dasarnya syari’at (aturan yang diturunkan oleh Allah swt) itu
tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (hamba-Nya) dan
menghilangkan segala kemungkinan yang dapat merusak mereka. Dan semua
ketentuan itu mesti berpedoman kepada keinginan Allah (syari’), dengan tujuan
supaya manusia menjadi hambaNya yang taat dan tunduk terhadap segala
aturan (perintah dan larangan Allah) bukan memperturutkan keinginan manusia,
yang termotifasi oleh keinginan hawa nafsu belaka.57
b. Maksud Manusia (qashd al-mukallaf)
Yang dimaksud dengan qashd al-mukallaf adalah maksud atau tujuan
manusia ketika melakukan aktifitasnya di dunia sebagai persiapan kehidupannya di
akhirat. Dengannya, maka seseorang dapat membedakan antara perilaku ibadah,
muamalah, agama atau hukum. Dengan maqâshid ini seorang mukallaf dapat
membedakan perkara yang berhubungan dengan keyakinan (i’tiqadiyah), ucapan
(qauliyyah) maupun perbuatan (‘amaliyah), sehingga dapat membedakan mana
yang baik dan yang buruk.58
56 Ibid., hlm. 207.
57 Yusuf Hamid Al-‘Alim, Al-Maqâshid Al-‘Ammah Li Al-Syarî’ah Al-Islamiyah, (Riyad : Al-Dar Al-
‘Alamiyyah  Li Al-Kitab Al-Islamiy, 1415 H./1994 M.), Cet. ke-2, hlm. 106.
58 Nuruddin Mukhtar Al-Khadimiy, op.cit., hlm.71.
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Adapun tujuan yang kembali kepada mukallaf (qashd al-mukallaf) tefokus
kepada 12 pokok permasalahan sebagai berikut :
1) Niat si mukallaf
2) Kesesuaian tujuan mukallaf dengan tujuan syari’
3) Batalnya setiap tujuan yang tidak sejalan dengan syara’
4) Titik temu atau titik beda antara maksud dengan perbuatan (amal)
5) Sifat perbuatan (amal) yang maslahat untuk pribadi sendiri tetapi
bermudharat bagi yang lain
6) Amal yang bersifat kepentingan pribadi seseorang (‘ainiyah) hanya dipenuhi
ketika sangat dibutuhkan (dharurah)
7) Kewajiban kaum muslimin menjamin kemaslahatan seseorang yang
menjalankan kepentingan umum
8) Pilihan memprioritaskan hak Allah daripada hak hamba
9) Mengetahui masalah hailah (rekayasa hukum)
10) Hailah dalam agama dilarang oleh al-Qur`an, Sunnah dan Ijma’
11) Dan hailah dapat melenyapkan kemaslahatan yang ditetapkan syara’ dan
hal ini dilarang atau tidak dibenarkan.59
Nilai kemaslahatan yang terkandung dalam taklif yang datang dari Allah
swt dapat berwujud pada dua bentuk, pertama, secara hakiki, yakni manfaat yang
secara langsung dapat dirasakan, kedua, berupa sebab yang dapat membawa pada
manfaat.60
59 Lihat Al-Syathibiy, Juz I, op.cit., hlm. 323-409.
60 Husein Hamid Hasan, Nazhriyah Al-Mashlahah Fi Al-Fiqh Al-Islamiy, (Mesir : Dar Al-Nahdhah Al-
‘Arabiyyah, 1971), hlm. 5.
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Adapun substansi dari nilai kemaslahatan yang dikehendaki oleh syari’at
Islam untuk ditegakkan dan dipelihara itu adalah mencakup perpaduan (secara
komprehensif) antara :
1) antara al-mashlahah al-dunyawiyyah dengan al-mashlahah al-ukhrawiyyah
2) antara al-mashlahah al-maddiyyah dengan al-mashlahah al-ruhiyyah
3) antara al-mashlahah al-fardiyyah (al-thabaqah) dengan al-mashlahah al-
mujtama’iyyah (al-ummah)
4) antara al-mashlahah al-qaumiyyah al-khashshah dengan al-mashlahah al-
insaniyyah al-‘ammah
5) antara al-mashlahah al-hadhirah dengan al-mashlahah al-mustaqbalah61
2. Maqâshid al-syarî’ah Ditinjau dari Skala Prioritasnya
Dilihat melalui skala prioritasnya, maka maqâshid al-syarî’ah terbagi kepada
tiga, yaitu dharûriyyah, hâjiyyah dan tahsîniyyah. Al-maqâshid al-dharûriyyah berada
pada peringkat yang pertama, lalu diikuti oleh al-maqâshid al-hajjiyyah dan berikutnya
al-maqâshid al-tahsîniyyah. Oleh karena itu, apabila terjadi kontradiksi antara maqâshid
yang bersifat dharûriyyah dengan maqâshid yang bersifat hâjiyyah atau tahsîniyyah
maka maqâshid yang bersifat dharûriyyah harus didahulukan.
a. Al-Maqâshid Al-Dharûriyyah (ةيرورضلا دصاقلما)
Al-maqâshid al-dharûriyyah maksudnya adalah :
 ةعيرشلا دصاقم ةنايصو ايندلاو نيدلا لحاصم مايق فى اهنم دب لا تيلا لحاصلما يه تايرورضلا
داسف ىلع لب ةماقتسا ىلع ايندلا لحاصم رتج لم تدقف اذإ ثيبح62
61 Yusuf Al-Qaradhawiy, Madkhal Li Dirasah Al-Syarî’ah Al-Islamiyyah, (Kairo : Maktabah
Wahbiyah, 1421 H./2001 M.), Cet. ke-4, hlm. 62.
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Artinya : “Al-dharuriyyat adalah segala nilai kemaslahatan (kebaikan) yang mesti
direalisasikan demi kepentingan dunia dan akhirat, dan memelihara tujuan
syarî’ah yang mana jika bentuk kemaslahatan tersebut tidak terpenuhi
maka kemaslahatan makhluk di dunia tidak dapat berjalan stabil atau
terjadi ketimpangan atau kerusakan”.
Perkara dharûriyyah ini yang dimaksud adalah bahwa segala apa saja yang
harus dilaksanakan demi kehidupan dan kemaslahatan manusia. Sebab apabila
sesuatu yang pokok (dharuriy) itu hilang maka kehidupannya menjadi tidak teratur,
akan terjadi kekacauan (anarchi) dan kerusakan akan merajalela.
Maqâshid al-dharuriyah ini wajib hukumnya untuk dipelihara, dilindungi dan
dijaga supaya tetap ada (eksis). Sesuatu yang pokok (dharûriyyah) ini, meliputi lima
hal yang terangkum dalam al-kulliyyât al-khamsah; memelihara agama (hifzh al-dîn),
memelihara jiwa (hifzh al-nafs), memelihara akal (hifzh al-‘aql), memelihara
keturunan, keluarga dan kehormatan (hifzh al-nasl wa al-nasab wa al-‘aradh) dan
memelihara harta (hifzh al-mâl),63 akan ada penjelasan satu persatu dari kulliyat
yang lima ini pada bab berikutnya.
62 Lihat Al-Syathibiy, al-Muwafaqat, Juz I, ibid., hlm. 8. Lihat Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-
Namlah, Al-Jami’ Li Masail Ushul Al-Fiqh Wa Tathbiquha ‘Ala l-Madzahib Al-Rajih, (Riyad : Maktabah Al-
Rusydi, 1420 H./2000 M.), Cet. ke-1, hlm. 386.
63 Semua ulama sepakat bahwa susunan kelima hal pokok (al-kulliyyât al-khamsah) diatas bersifat
ijtihady bukan naqly, artinya ia disusun berdasarkan istiqra`iy (induktif). Karenanya dalam merangkai kelima
al-kulliyyat ini (ada juga yang menyebutnya dengan istilah al-dharuriyyat al-khamsah). Inilah yang
menyebabkan tidak adanya keseragaman di kalangan ulama, tetapi kebanyakan ulama salaf menempatkan
agama pada urutan pertama. Dan kebanyakan ulama membatasi pada lima hal seperti halnya menurut Imam
Al-Ghazaliy, Al-Amidiy dan Al-Syathibiy, dan yang sependapat dengan mereka, yaitu hifzh al-dîn, hifzh al-
nafs, hifzh al-‘aql, hifzh al-nasl dan hifzh al-mâl, tanpa menyebutkan hifzh al-nasb dan hifzh al-a’radh.
Sementara ulama mutaakhirin, semisal Nuruddin Mukhtar Al-Khadimiy, mengklasifikasikan menjadi
lima dengan menggabungkan pada hifzh al-nasl, hifzh al-nasb dan hifzh al-a’radh sekaligus. Dan penulis
memilih alur pengklasifikasian yang digunakan oleh Nuruddin Mukhtar Al-Khadimi, dengan pertimbangan
bahwa yang dimaksud di sini adalah memelihara prinsip-prinsip pokok yang bersifat dharuriyah bagi
kehidupan manusia. Karena tanpa hal tersebut akan dapat mengacau sistim kehidupan (kemaslahatan
manusia), bahkan dapat mengancam terjadinya keburukan dan kerusakan, dan menggabungkan hifzh al-
nasl, hifzh al-nasb dan hifzh al-a’radh sekaligus menurut hemat penulis ada nilai ashlah yang terhimpun
dalam hal pokok kehidupan manusia.
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Maqâshid dharûriyyah yang meliputi pemeliharaan terhadap al-kulliyyât al-
khamsah di atas, penjagaannya dilakukan dengan dua cara :
1) Dengan menegakkan pilar-pilar pendukungnya (qiyam arkaniha) dan
mengokohkan dasar-dasarnya (itsbat qawa’idiha). Cara pertama ini bisa
disebut dengan metode konstruktif. Dalam aturan-aturan hukum yang
bersifat ’amaliy atau praktis metode ini mewujud dalam bentuk kewajiban-
kewajiban dan berbagai aktifitas sunnah.
2) Dengan menghindarkannya dari ancaman yang dapat merusaknya. Cara
kedua ini bisa disebut dengan metode preventif. Hal-hal yang dilarang
dalam Islam, baik yang ditetapkan dengan status hukum haram maupun
makruh, merupakan ketentuan yang muncul karena metode ini.
Dari sini dapat difahami bahwa persoalan-persoalan yang termasuk dalam
kategori dharûriyyah adalah asal, sementara kategri hâjiyyah sebenarnya
merupakan bagian dari upaya pemeliharaan terhadap persoalan-persoalan
dharûriyyah. Demikian juga halnya dengan persoalan-persoalan tahsîniyyah
merupakan penyempurna bagi persalan hâjiyyah. Fungsi dari maqâshid hâjiyyah
adalah penyempurna (mukammil) bagi maqâshid dharûriyyah. Sesuatu yang
menyempurnakan penyempurna maka dapat disebut sebagai penyempurna juga.
Sehingga bisa dikatakan bahwa hâjiyyah dan tahsîniyyah adalah cabang sementara
dharûriyyah adalah pokok.
Jika perkara dharûriyyah merupakan asal bagi hâjiyyah dan tahsîniyyah
sehingga karenanya dua kategori yang terakhir berdiri di atas persoalan-persoalan
dharûriyyah, maka jika dharûriyyah mengalami gangguan secara otomatis baik
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hâjiyyah maupun tahsîniyyah juga akan mengalami hal yang sama. Hal tersebut
dikarenakan gangguan pada asal akan berimbas pada cabang. Berbeda kasusunya,
jika yang lebih dahulu mendapatkan gangguan adalah cabang maka belum tentu
asal, dalam hal ini dharûriyyah, mengalami hal gangguan serupa.
Sekalipun dharûriyyah sangat menentukan dua kategori maqâshid yang
lainnya tapi bukan berarti dua kategori tersebut, yakni hâjiyyah dan tahsîniyyah,
tidak dapat memberikan dampak apapun terhadap dharûriyyah.
Gangguan yang terjadi pada maqâshid hâjiyyah atau tahsîniyyah terkadang
bisa saja mengancam maqâshid dharûriyyah. Gangguan kecil dan remeh bisa
menjadi awal bagi munculnya gangguan yang lebih besar, dan tidak menutup
kemungkinan akan mengganggu maqâshid yang pokok. Dalam keadaan seperti ini
maka gangguan pada penyempurna sejatinya merupakan gangguan juga pada apa
yang disempurnakan.
Oleh karena gangguan yang dialami oleh hal yang hâjiyyah dan tahsîniyyah
terkadang mengakibatkan gangguan juga terhadap hal yang dharûriyyah, maka
pemeliharaan terhadap dua jenis maqâshid tersebut menjadi sesuatu yang wajib
pula. Dari sini nampak jelas bahwa yang menjadi fokus utama atau tujuan akhir
dalam maqâshid al-syarî’ah sebenarnya adalah pemeliharaan terhadap masalah-
masalah yang termasuk dalam kategori dharûriyyah.
Dengan demikian mesti ada upaya untuk mewujudkannya dan berhati-hati
dalam realitas kehidupan. Caranya adalah dengan meninggalkan segala apa saja
yang dapat melenyapkan dan menghilangkan eksistensi pokok tersebut. Kelima hal
yang bersifat primer (dharûriyyah) di atas (hifzh al-dîn, hifzh al-nafs, hifzh al-‘aql,
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hifzh al-nasl wa al-nasab wa al-‘aradh, dan hifzh al-mâl) didukung pula oleh hal-hal
yang bersifat sekunder (hâjiyyah) dan tertier (tahsîniyyah).
b. Al-Maqâshid Al-Hâjiyyah (ةيجالحا دصاقلما)
Al-maqâshid al-hajiyyat, maksudnya adalah :
لب اهرارمتساو ةايلحا اهيلع فقوتت لا تىلا تافرصتلاو لامعلأاو لحاصلما يه تايجالحا نإ
64
Artinya : “Al-hajiyyat adalah segala nilai kemaslahatan, perbuatan atau tingkah laku
yang terhambat keberlangsunagnnya namun tidak sampai pada
merusakan tatanan kehidupan, hanya saja manusia akan mengalami
hambatan, kesulitan dan kesempitan dalam merealisasikannya”.
Maqâshid hâjiyyah merujuk kepada kemaslahatan yang berupa kelapangan
dan keluwesan dalam hukum yang ditujukan untuk menghindarkan kesulitan dan
yang dapat memberatkan (masyaqqah). Sekalipun masyaqqah yang dimaksud tidak
sampai menimbulkan kekacauan terhadap kemaslahatan yang lebih penting.
Contoh dari mashlahah jenis ini adalah ketentuan rukhshah (keringanan) dalam
shalat bagi orang yang tengah sakit atau bepergian.
Maksud dari perkara al-hajiyah ini adalah bahwa ia tidak sampai pada
kondisi merusak lima pokok penting di atas, akan tetapi merupakan kebutuhan yang
dapat mempermudah, meringankan dan menghilangkan kesulitan manusia dalam
beraktifitas dan meniti kehidupan.
64 Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah, Ibid., hlm. 387.
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Contoh dalam kasus al-hajiyat adalah diberikannya kelonggaran dalam
melaksanakan muamalah seperti praktek transaksi dalam al-musaqah, al-muzara’ah
atau al-musyarakah. Contoh lain, misalnya dibolehkan meringkas jumlah rakaat
shalat (shalat qashar) pada keadaan tertentu, boleh melaksanakan sholat sambil
duduk pada saat tidak mampu berdiri, dan lain-lain.
Pada prinsip yang bersifat sekunder (hajiyyat) ini juga mencakup pada lima
hal berikut ini, yaitu memelihara agama (hifzh al-dîn), nyawa (hifzh al-nafs), akal
(hifzh al-‘aql), keturunan, keluarga dan kehormatan (hifzh al-nasl wa al-nasab wa al-
‘aradh), dan harta (hifzh al-mâl).
c. Al-Maqâshid Al-Tahsîniyyah (ةينيسحتلا دصاقلما)
Al-maqâshid al-tahsiniyyat, maksudnya adalah :
 لاو دسفت لاو اهيلع ةايلحا فقوتت لا تىلا تافرصتلاو لامعلأاو لحاصلما يه تاينيسحتلا
 ليمجتلاو ينيزتلا ليبق نم يهف قيض يأ نودبو تاينيسحتلا كلت نودب ققحتت ةايلحاف لتتخ
 ةياعرو قيلي ام لامكتسا ليبق نم نوكتف ةايحلل قرطلا نسحأو جهانلما نسحأ65
Artinya : “Al-tahsiniyyat adalah semua nilai kemaslahatan, perbuatan dan tingkah
laku yang tidak sampai pada membahayakan eksistensi dan merusak
keberlangsungan kehidupan, hanya saja ia bersifat memperindah, dan
merupakan cara dan upaya dalam menjaga  kesempurnaan kehidupan”.
Kategori maqâshid yang ketiga ini merujuk kepada kemaslahatan
suplementer dalam hidup manusia dan berkenaan dengan persoalan etika (makarim
al-akhlaq) dan estetika (mahasin al-’adat). Contoh untuk maqashid ini antara lain
menutup aurat menggunakan pakaian-pakaian yang berkualitas bagus,
65 Ibid.
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menghilangkan najis, memilih pakaian-pakaian yang paling bagus ketika akan
menunaikan shalat, dan lain-lain.
Kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat dibangun di atas
lima kemaslahatan pokok (al-kulliyyât al-khamsah) yang sifatnya dharûriyyah seperti
disebutkan di atas. Jika lima hal tersebut tidak dipelihara maka kemaslahatan yang
dibutuhkan manusia, termasuk yang bersifat hâjiyyah dan tahsîniyyah, tidak akan
terpenuhi.
Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, yang merupakan
kepatutan menurut adat-istiadat menghindari hal yang tidak enak dipandang mata
dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak,
dalam berbagai bidang kehidupan.
Allah swt telah mensyariatkan hal yang berhubungan dengan kebutuhan
tahsiniyyat, seperti anjuran berhias (memilih pakaian terbaik) ketika hendak ke





) فارعلأا ةروس :7\31(
Artinya : “Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada
setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan.
Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebihan”.
Pada kebutuhan tertier (tahsiniyyat) ini juga mencakup pada al-kulliyyât al-
khamsah di atas, sehingga kebutuhan yang tertier (tahsiniyyat) ini mesti terealisasi
juga pada memelihara agama (hifzh al-dîn), nyawa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-
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‘aql), keturunan, keluarga dan kehormatan (hifzh al-nasl wa al-nasab wa al-‘aradh),
dan harta (hifzh al-mâl).
3. Muhafazhah Al-kulliyyât al-khamsah
a. Memelihara agama (نيدلا ظفح)
Secara bahasa (etimologi), kata “al-dîn” memiliki banyak arti, di antaranya
adalah kekuasaan/dominasi (al-mulk), pemaksaan (al-qahr), kekuasaan (al-sulthan),
pemuliaan (al-‘iz), ketaatan (al-tha’ah) dan tunduk (al-khudhu’), dan lain
sebagainya.66
Sedangkan secara syara’ (terminologi), para ulama memaknai “al-dîn” yaitu
ketentuan Tuhan yang mengendalikan setiap orang yang mempunyai akal sehat
untuk memilih kebaikan yang layak dimanfaatkan dalam keadaan bagaimanapun (di
dunia) dan bertujuan untuk kebahagiaan di akhirat.67
Banyak ayat al-Qur`an yang menjelaskan tentang pentingnya memelihara
agama ini, sebagai bukti ketundukan dan penyerahan diri manusia kepada Allah
swt. Agama (al-dîn) yang dimaksud bersumber dari wahyu Allah swt yang
diturunkan kepada Rasul-Nya, yang mengandung nilai keimanan, tauhid, dan
mencakup segala aturan serta hukum-hukum yang disyari’atkan untuk
kemaslahatan orang banyak (umum) dan diri sendiri. Firman Allah swt :
66 Al-Syairaziy, Al-Qamus Al-Muhith, (Mesir : Al-Hai`ah Al-Mishriyyah Al-‘Ammah Li Al-Kitab,1400
H./1980 M.), Juz IV, hlm. 221.
67 Yusuf Hamid Al-‘Alim, Al-Maqâshid Al-‘Ammah Li Al-Syarî’ah Al-Islamiyah, (Riyad : Al-Dar Al-




) نارمع لآ ةروس :3\85(
Artinya : “Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidka akan
















Artinya : “Dan semua sujud kepada Allah baik yang di langit maupun yang di bumi,
baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa (dan sujud pula) bayang-
bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari.  Katakanlah
(Muhammad), “Siapakah Tuhan langit dan bumi?” Katakanlah “Allah”.
Katakanlah, “Pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain
Allah, padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun
menolak mudharat bagi dirinya sendiri?". Katakanlah, “Samakah orang
yang buta dengan yang dapat melihat, atau samakah yang gelap dengan
terang benderang?. Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah
yang dapat menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga kedua ciptaan itu
serupa menurut pandangan mereka?, Katakanlah, “Allah adalah Pencipta
segala sesuatu dan Dia Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa”.
Memelihara agama (hifzh al-dîn) dipandang sebagai sesuatu yang yangan
urgen dan sensitif. Memelihara agama (hifzh al-dîn) ini maksudnya adalah bahwa
adanya upaya untuk mempertahankan pilar-pilar agama dan hukum-hukumnya
supaya senantiasa ada pada kehidupan manusia. Dengan demikian ada upaya
mengantisipasi segala cara yang mengandung unsur menentang ajaran dan aturan
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Allah swt, seperti upaya menyebarkan kekufuran dan bid’ah, kehinaan serta hal-hal
yang dapat meremehkan dan mempermainkan kewajiban taklif.
Memelihara kemaslahatan agama ini (al-muhafazhah ‘ala mashalih al-dîn)
ini dapat ditempuh dengan dua cara :
1) Dari aspek keberadaannya (min janib al-wujud)
Cara memelihara kemaslahatan agama dari aspek mempertahankan
eksistensinya adalah dengan cara melaksanakan segala ketentuannya dan
senantiasa memeliharanya dalam kehidupan, baik yang pokok maupun
tambahan (dharuriyah wa mukammalah). Dan ini adalah suatu hal yang sangat
penting dan utama.
Dalam upaya merealisasikan nilai agama ini maka disyari’atkan
kewajiban (al-‘ibadah al-ilzamiyah), seperti perintah beriman, mengucapkan dua
kalimat syahadat, shalat, zakat, puasa, haji, dan segala bentuk perbuatan dan
ucapan yang dapat merealisasikan agama dalam jiwa dan kehidupan ini.
Termasuk dalam hal ini seperti ibadah zikir yang dapat mendekatkan diri kepada
Allah swt, membangun masjid dan madrasah, memuliakan para ulama dan orang
shaleh dan lain sebagainya.68
2) Dari aspek kemusnahannya (min janib al-‘adam)
Dari aspek adanya ancaman pada eksistensi agama ini, maka
memeliharanya adalah dengan cara mengangkat dan mengantisipasi segala
kemungkinan yang dapat mengahalanginya. Cara ini dapat ditempuh dengan
langkah berjihad di jalan Allah swt (jihad fi sabilllah), memerangi segala bentuk
68 Lihat Yusuf Hamid Al-‘Alim, op.cit. hlm. 227-246. Lihat juga Nuruddin Bin Mukhtar Al-Khadimiy,
op.cit., hlm. 81.
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pemurtadan dan pengafiran (qatl al-murtaddin wa al-zanadiqah), memerangi
ajaran sesat (muharabah al-mubtadi’in) dan mengharamkan perbuatan maksiat
(tahrim al-ma’ashiy) sekaligus memberikan sanksi kepada pelakunya (had wa
ta’zir).69
b. Memelihata jiwa (سفنلا ظفح)
Memeilhara jiwa artinya adalah memelihara hak jiwa untuk hidup, selamat,







Artinya : “Dan sungguh, Kami telah muliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut
mereka di daratan dan di lautan, dan Kami beri mereka rezki dari yang
baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami
ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”.

)ةروسينتلا :95\4(
Artinya : “Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-
baiknya”.
69 Yusuf Hamid Al-‘Alim, op.cit. hlm. 247-248.
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Dalam kaitan memelihara jiwa ini (min janib al-wujud wa min janib al-‘adam)
banyak ketentuan yang digariskan oleh Allah swt. Di antaranya adalah memenuhi
hak fitrah kemanusiaan seperti hak-hak dalam keluarga, larangan membunuh, ada
ketentuan qishash, larangan berekting/berpura-pura dan mencemarkan nama baik,
memberi sanksi orang yang suka bermusuhan (perang) dan merampok/merampas
di jalan (begal).
Demikian juga larangang melenyapkan kehormatan jiwa sebagai manusia,
larangan menghilangkan kebahagiaan dan bermain-main dengan mengekploitasi
anggota tubuh tanpa ada alasan yang darurat. Bahkan termasuk juga larangan
membakar atau merontokkan tulang dan jasat mayat, sebagaimana diperintahkan
juga supaya jiwa senantiasa hidup membutuhkan makanan, minuman dan
pengobatan (yang halal lagi baik) apabila menderita sakit.70
c. Memelihara akal (لقعلا ظفح)
Memelihara akal (hifz al-‘aql) adalah termasuk simpul tujuan syarî’ah yang
ditegaskan oleh Islam dalam banyak hal dan tempat. Sehingga keberadaan akal
dijadikan sebagai syarat penting menerima suatu taklif dalam melaksanakan suatu
aturan agama. Oleh karena itulah Allah swt memerintahkan manusia supaya berfikir,
menata, meneliti secara cermat serta mengkarakterisasikan segala yang
diciptakanNya.
Islam melarang seseorang mabuk-mabukan, mengkonsumsi zat yang
mengandung alkohol, serta segala yang dapat mempengaruhi akal sehat, seperti
70 Lihat Nuruddin Bin Mukhtar Al-Khadimiy, op.cit., hlm. 81-82. Lihat juga Yusuf Hamid Al-‘Alim,
op.cit. hlm. 271-323.
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termasuk juga larangan begadang semalaman dan membuang-buang waktu.
Demikian juga halnya larangan membiarkan diri menjadi orang bodoh, tidak mau
belajar. Oleh karena itu, Islam memerintahkan pentingnya menuntut ilmu,
menyebarkannya dan memeratakan hak ilmu. Sebab, membiarkan akal tidak
berfungsi karena dibiarkan bodoh, buta huruf, dan lain sebagaiannya merupakan
seburuk-buruk keadaan akal.71
d. Memelihara keturunan, keluarga dan kehormatan (ضرعلاو بسنلاو لسنلا ظفح)
Hifzh al-nasl artinya adalah memelihara sumber kehidupan yang dengan
manusia beranak pinak atau bereproduksi dalam upaya mengembangbiakkan
keturunan manusia. Dan hifz al-nasb artinya adalah melaksanakan sistim reproduksi
yang sesuai dengan syari’at Islam, melalui adanya aturan hubungan suami istri yang
sah secara syara’, bukan dengan cara reproduksi yang kacau (anarchi) seperti
perilaku hewan, yang tidak jelas asal usul keturunannya. Sedangkan makna hifz al-
‘aradh ialah memelihara fitrah kehormatan, kesucian dan kemuliaan sebagai
manusia.
Memelihara ketiga hal pokok yakni keturunan, keluarga dan kehormatan ini
(hifzh al-nasl wa al-nasab wa al-‘aradh) termasuk tujuan syara’ yang makro (al-
maqâshid al-syar’iy al-kulliy) yang ditegaskan oleh Islam dalam ketentuan nash dan
hukum-hukumnya.
71 Nuruddin Bin Mukhtar Al-Khadimiy, op.cit., hlm. 82-83.
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Di antara penetapan dan penegasan hukum yang berkaitan dengan
pemeliharaan keturunan, keluarga dan kehormatan ini adalah :
1) Anjuran dan motifasi untuk menikah dan meringankan biayanya, dengan
tujuan terjaga dari cela dan ‘aib, sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi
saw :
 اللها لوسر نأ ةشئاع نع)ص(لاق:ةنؤم هرسيأ ةكرب حاكنلا مظعأ نإ72
2) Melarang dan menutup cela dan peluang terjadinya zina, seperti berkhalwat
(berduaan antara dua orang yang berlainan jenis kemalin), memamerkan
keindahan tubuh (al-tabarruj), memandang dengan syahwat, saling
bersentuhan atau menempelkan sebagian anggota tubuh kepada yang
lainnya.
3) Memberikan sanksi kepada pelaku menyimpang, yang mempraktekkan
perzinaan, homoseksual dan lesbian.
4) Perintah berpegang teguh terhadap akhlak dan etika yang mulia lagi
terhormat serta larangan melakukan perbuatan buruk, keji dan munkar.
5) Larangan mengankat anak, karena manusia itu wajib memanggil dengan
sebutan orang tua kandungnya (nasabiy) bukan orang tua angkat








72 Musnad Al-Imam Ahmad bin Handal, pada Kitab hadits Saiyyidah ‘Aisyah ra.




Artinya : “Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama
bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu
tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai)
saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada
dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya)
apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun,
Maha Penyayang”.
e. Memelihara harta (لالما ظفح)
Memelihara harta (hifzh al-mâl) maknanya adalah mengembangkan,
memproduktifitaskan dan memelihara harta dari kerugian, kebinasaan dan
kekurangan. Dengan demikian, Islam mengatur pemeliharaan harta (لالما ظفح) itu
dengan cara :
1) Mendorong manusia agar beraktifitas, berusaha dan berjuang untuk





) كللما ةروس :67\15(
Artinya : “Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi,
maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari
rizkiNya itu. Dan hanya kepadaNya lah kamu (kemabali setelah)
dibangkitkan”.
2) Melarang berperilaku mubazir, boros dan menyia-nyiakan harta.
3) Mengharamkan perilaku pencurian, penipuan (manipulasi), pemerasan
(perampasan), penyogokan (penyuapan) dan riba (rente). Semua praktek
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) ةرقبلا ةروس :2\188(
Artinya : “Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan
yang bathil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada
para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan
sebahagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu
mengetahui”.
4) Memberi sanksi had dan ta’zir terhadap orang yang memakan harta orang
lain dengan cara yang batil, seperti had al-sariq (sanksi mencuri) dengan
potong tangan, demikian juga bagi orang yang suka bermusuhan (perang)











) ةدئالما ةروس :5\33(
Artinya : “Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya
dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib,
atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau
diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan
bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang
besar”.
5) Mencegah dan menjamin agar tidak terjadi perbuatan royal.
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6) Melarang menggelapkan dan menimbun harta, sehingga tidak terjadi
kemacetan dalam peredaran harta, pemanfaatan dan keuntungannya.74
Nilai kemaslahatan yang dimaksud dapat dilihat dari enam sudut pandang.
Pertama, maqâshid al-khalqi (takwiniy); kedua, maqâshid al-syarî’ah al-‘aliyah;
ketiga, maqâshid al-syariah al-kulliyah; keempat, maqâshid al-syarî’ah al-
khashshah; kelima, maqâshid al-syarî’ah al-juziyyah; dan keenam, maqâshid al-
mukallafin.75
Jadi, hakikat dari masing-masing maqâshid (dharûriyyah, hâjiyyah dan
tahsîniyyah) serta relasi antara satu dengan yang lainnya, maka dapat diringkas
dalam lima poin berikut :
1) Maqâshid dharûriyyah adalah pokok (ashl) sedangkan maqâshid hâjiyyah dan
tahsîniyyah adalah cabang (far’).
2) Gangguan pada maqâshid dharûriyyah akan menyebabkan pula gangguan
pada maqâshid yang lainnya.
3) Gangguan yang terjadi pada hâjiyyah dan tahsîniyyah belum tentu
mengancam maqâshid dharûriyyah.
4) Terkadang gangguan yang terjadi pada maqâshid hâjiyyah dan tahsîniyyah
dapat menyebabkan munculnya gangguan pada maqâshid dharûriyyah.
5) Wajib memelihara maqâshid hâjiyyah dan tahsîniyyah (far’) dalam rangka
memberikan jaminan bagi terwujudnya maqâshid dharûriyyah (ashl).
74 Nuruddin Bin Mukhtar Al-Khadimiy, op.cit., hlm. 84-85.
75 Jamaluddin Athiyyah, Nahwa Taf’il Maqâshid al-syarî’ah , (Beirut : Dar Al-Fikr, 1424 H./2003 M.),
hlm. 106-138.
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E. Metode dalam Mengungkapkan Maqâshid al-syarî’ah
Para ulama ushul memililki cara berbeda-beda untuk mengetahui maqâshid.
Dalam hal ini, penulis mengutip pemaparan Al-Yubiy dalam mengetahui maqashdi al-
syarî’ah ada lima langkah :
1. Dengan cara istiqra`iy
2. Mengetahui ‘ilat (alasan hukum) perintah dan larangan
3. Menganalisa lafazh perintah dan larangan
4. Mengungkapkan kesimpulan dari pengetahuan maqâshid76
Imam al-Syathibiy. Ia memaparkan teorinya sebagai berikut : Untuk mengetahui
maqâshid, maka terlebih dahulu harus diketahui ’illat hukum tersebut. Setelah ‘illatnya
diketahui maka dengan mudah akan diketahui pula hikmahnya dan setelah diketahui
hikmahnya maka tidaklah sulit untuk mengetahui maqâshidnya.
Contohnya : kebolehan melakukan shalat qashar ditetapkan dalam kitabulah dan
al-Sunnah. Safar atau bepergian adalah ‘illat hukumnya, sedangkan menghindari
masyaqqat (kesulitan) adalah hikmah dibolehkanya melakukan qashar.
Dari contoh di atas diketahui bahwa ‘illatnya adalah safar (perjalanan) dan dalam
safar kemungkinan besar adanya masyaqqat. Jadi hikmahnya untuk menghindari kesulitan
(masyaqqat) telah dijelaskan di muka bahwa tujuan umum disyari’atkannya hukum dalam
Islam adalah untuk kemashlahatan manusia. Mashlahat tersebut bisa berupa
mendatangkan manfaat atau menghindari mudharat (kesulitan). Dan jika dikaitkan dengan
lima hal yang dharuriyah, maka dengan mudah kita dapat menjawab bahwa hal itu adalah
untuk memelihata agama.
76 Al-Yubiy, op.cit., hlm. 125-175.
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Dalam bukunya Ushul Fiqh, Abu Zahra berpendapat bahwa hukum Islam
ditunjukkan kepada tiga perkara, yakni :77
1. Tahdzib al-fard, yaitu mensucikan jiwa setiap muslim agar dapat menjadi sumber
kebahagiaan bagi diri, masyarakat dan lingkungannya. Hal ini ditempuh melalui
berbagai macam ibadah yang disyari’atkan, yang kesemuanya itu dimaksudkan
untuk membersihkan jiwa serta memperkokoh kesetiakawanan sosial, sehingga
setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi lingkungannya.
Contohnya : disyari’atkannya zakat adalah untuk membersihkan diri dan harta orang
lain yang mengeluarkannya serta untuk memperkuat persaudaraan antara si kaya
dan si miskin.
2. Iqamah al-‘adli fi al-jama’ah al-islamiyah, yaitu menegakkan keadilan dalam
bermasyarakat Islam, adil baik menyangkut urusan sesama kaum muslimin maupun
dengan pihak lain (non muslim) sesuai dengan peraturan undang-undang yang telah









Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu sebagai penegak keadilan
kerna Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah
kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku
tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan
bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Mahateliti apa yang kamu
kerjakan”.
77 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Al-Fiqh, (t.tp. : Dar Al-Fikr Al-‘Arabiy, t.t), hlm. 364-366.
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3. Al-mashlahah, yaitu untuk memelihara kemashlahatan dan merupakan tujuan
puncak yang hendak dicapai dalam setiap penetapan hukum Islam. Tidak sekali-kali
suatu perkara disyari’atkan dalam islam melainkan di situ terkandung mashlahah
yang hakiki, walaupun kadang mashlahah itu tersamar pada sebagian orang yang
tertutup oleh hawa nafsunya.
F. Status Maqâshid al-syarî’ah dalam Berhujjah
Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam
filasafat hukum Islam adalah konsep maqasid al-syarî’ah yang menegaskan bahwa hukum
Islam disyari'atkan adalah untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahat umat manusia
di dunia dan di akhirat. Karena, ketentuan yang ditetapkan oleh Syâri’ erat sekali kaitannya
dengan perlindungan terhadap tujuan-tujuan syari’at (maqâshid al-syarî’ah ), dan tujuan
syari’at yang dimaksud tidak lain adalah pemeliharaan terhadap kemaslahatan makhluk
secara keseluruhan.
Konsep maqasid al-syarî’ah telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu
mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer yang menyatakan bahwa
hukum adalah mashlahah itu sendiri :
اَُمثْيَحَف ِتَدَجَو ُةَحَلَْصْلما َّمَثَـف ُْعرَش ِاللها78
Artinya : "Di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah".
78 Ramdhan al-Buthi, Dawabith al-Mashlahah fi al-Syarî’ah al-Islamiyah, (Beirut : Mu'assasah ar-
Risalah,1965), hlm. 12.
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Hampir semua ulama Ushul menyepakati kehujjahan maqâshid syarî’ah dan
mereka menggunakannya dalam berijtihad sesuai dengan metode ijtihadnya masing-
masing. Dalam konteks ini seseorang dikatakan belum dapat atau mampu menetapkan
hukum Islam sebelum ia mampu memahami benar maqâshid al-syarî’ah .
Awal mula diturunkannya al-Qur`an merupakan sebuah respon terhadap suatu
masyarakat saat itu yang kemudian dalam perkembangannya menjadi luas. Seiring
dengan lajunya perkembangan Islam ke berbagai penjuru, maka muncullah persoalan-
persoalan baru yang saat itu belum pernah terjadi pada masa Rasulullah saw, padahal al-
Qur`an sendiri hanya memuat sebagian hukum yang terinci. Sementara al-Sunnah hanya
sebatas pada persoalan-persoalan yang berkembang pada masa Rasulullah saw. Maka
dari itu dalam menyelesaikan persoalan baru dibutuhkanlah konsep ijtihad.
Hingga pada akhirnya konsep ijtihad muncul sebagai produk pemikiran yang baru
guna menjawab perkembangan zaman. Salah satunya adalah kajian tentang fiqh, selain
dari ilmu kalam, ilmu tasawuf dan falsafah (al-hikmah). Dari segi disiplin ilmu keislaman
tradisional yang mapan, salah satunya adalah ilmu fiqh yang paling kuat mendominasi
pemahaman orang-orang muslim akan agama mereka. Sehingga paling tidak banyak
membentuk bagian terpenting cara berfikir mereka. Kenyataan seperti ini dapat
dikembalikan kepada berbagai proses sejarah pertumbuhan masyarakat muslim masa lalu,
juga kepada sebagai dari inti semangat ajaran agama Islam.
Paling tidak, pertumbuhan dan perkembangan fiqh menunjukan pada dinamika
pemikiran keagamaan yang komprehensif. Mashlahah dalam bingkai pengertian yang
membatasinya bukanlah dalil yang berdiri sendiri atas dalil-dalil syara' sebagaimana Al-
Qur'an, Al-Hadits, Ijma' dan Qiyas. Dengan demikian tidaklah mungkin menentukan hukum
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parsial (juz'iy/far'iy) dengan berdasar kemashlahatan saja. Sesungguhnya mashlahah
adalah makna yang universal yang mencakup keseluruhan bagian-bagian hukum far'iy
yang diambil dari dalil-dalil atau dasar syarî’ah. Kesendirian mashlahah sebagai dalil
hukum, tidak dapat dilakukan karena akal tidak mungkin menangkap makna mashlahah
dalam masalah-masalah juz'i.
Maqasid al-syariah adalah suatu alat bantu untuk memahami redaksi al-Qur'an
dan al-Hadits, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan menetapkan hukum
terhadap kasus yang tidak terdapat secara jelas dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Sehingga
dapat dikatakan bahwa maqasid al-syarî’ah merupakan dasar bagi penetapan hukum




TERHADAP PENGOLAHAN HARTA ZAKAT SECARA PRODUKTIF
A. Maqâshid Al-Syarî’ah pada Zakat
Keberadaan al-Qur’an adalah kebenaran abadi, namun penafsirannya tidak abadi,
karena penafsiran itu selalu bersifat relatif. Perkembangan historis berbagai mazhab fiqih
merupakan bukti positif kerelatifan tafsir.
Fiqh yang kita kenal sekarang merupakan rekayasa (nalar) cerdas pemikiran
ulama abad pertengahan yang isinya mencakup empat komponen dasar, yaitu masalah
ubûdiyah (membahas hubungan transendental manusia dengan Tuhan), mu’âmalah
(membahas hubungan manusia dengan sesamanya, makhluk lain dan alam semesta),
munâkahah (membahas hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan keluarga),
dan jinâyah (membahas berbagai masalah pidana).
Hukum Islam ada yang diperoleh melalui ketentuan nash al-Qur`an atau Sunnah
dan ada pula yang diperoleh melalui ijtihâd. Nash al-Qur`an dan Sunnah dalam menunjuk
ketentuan hukum ada yang bersifat rinci (tafshîliy) dan garis besar (mujmal), ada yang
pasti (qath’iy) dan ada yang tidak pasti (zhanniy).1
1 Dalam bentuk konsep lain, ajaran Islam dapat dibedakan menjadi dua kelompok ajaran. Pertama,
ajaran Islam yang bersifat absolut, universal dan permanen, tidak berubah dan tidak dapat diubah. Termasuk
kelompok ini adalah ajaran Islam yang tercantum dalam al-Qur`an dan hadits mutawatir yang penunjukannya
telah jelas (qath’iy al-dalalah). Kedua, ajaran Islam yang bersifat relatif, tidak universal dan tidak permanen,
dapat berubah dan diubah. Termasuk kelompok kedua ini adalah ajaran Islam yang dihasilkan melalui
proses ijtihad. Lihat Yusuf Al-Qardhawiy, Al-Ijtihad Fi Al-syarî’ah Al-Islamiyah Ma’a Nazhariyah Fi Al-Ijtihad
Al-Mu’ashir, (Kuwait : dar Al-Qalam, 1985), hlm. 205.
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Terhadap nash hukum yang qath’iy tidak terdapat perbedaan pemahaman
dikalangan fuqaha`, sedangkan terhadap nash hukum yang zhanniy terdapat perbedaan
pemahaman di kalangan fuqaha`. Nash hukum yang menunjuk ketentuan hukum secara
rinci bernilai qath’iy, sedangkan nash hukum yang menunjukkan ketentuan hukum secara
garis besar berupa kaidah-kaidah pokok, memungkinkan penggunaan akal untuk
melakukan rincian (zhanniy).
Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan
pemikiran hukum Islam secara umum, sehingga mampu menjawab segala persoalan
hukum kontemporer yang kasusnya secara eksplisit tidak diatur dalam al-Qur`an dan
hadits. Lebih dari itu, tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui apakah
suatu kasus dapat diterapkan berdasarkan ketentuan hukum, karena adanya perubahan
struktur sosial. Dengan demikian pengetahuan tentang maqâshid al-syarî’ah menjadi kunci
bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya. Tentunya yang dimaksud dengan persoalan
hukum di sini adalah hukum-hukum yang menyangkut bidang mu’amalah yang ma’qulah
al-ma’na, bukan bidang yang menyangkut akidah dan ibadah (ghair ma’qûlah al-ma’na).
Dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer terlebih dahulu perlu diteliti
hakikat dari persoalan tersebut. Penelitian terhadap kasus yang akan ditetapkan
hukumnya sama pentingnya dengan penelitian terhadap sumber hukum yang akan
dijadikan dalilnya.
Menggunakan akal untuk melakukan rincian terhadap nash-nash hukum yang
menunjuk ketentuan hukum secara garis besar menjadi ruang gerak ijtihad (majâl li al-
ijtihâd). Ruang gerak ijtihad akan semakin luas dalam menentukan hukum-hukum yang
tidak disebutkan dalam nash. Hukum-hukum yang tidak disebutkan dalam nash dan harus
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ditetapkan dengan jalan ijtihad harus memperhatikan jiwa dan tujuan ketentuan nash
khususnya, dan jiwa serta tujuan ajaran Islam pada umumnya yang sering disebut rûh dan
maqâshid al-syarî’ah.
Sebenarnya, segala sesuatu yang dikehendaki syari’ (mendatangkan manfaat dan
menolak kerusakan) tidaklah mungkin tercapai kecuali melalui washîlah atau mediator
yang membawa seseorang kepada apa yang dimaksud oleh syari’ tersebut. Oleh sebab itu
seseorang dituntut mengerjakan washîlah atau mediator apabila tujuan perbuatan itu baik
dan meninggalkan washîlah atau mediator itu apabila tujuan perbuatan itu tidak baik. Oleh
karena itu maka washîlah atau mediator untuk sampai kepada suatu tujuan yang baik
maka hal itu dibenarkan, begitu juga sebaliknya, washîlah atau mediator untuk sampai
kepada suatu tujuan yang buruk maka hal itu dilarang.
Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu tindakan yang membawa
seseorang kepada kemaslahatan, maka orang tersebut dituntut untuk mengerjakannya.
Begitu juga dengan tindakan yang membawa seseorang kepada kerusakan, maka
seseorang dilarang mengerjakannya. Logikanya adalah tidak mungkin agama
mengharamkan sesuatu perbuatan, tetapi seseorang dibolehkan melakukan washîlah atau
menempuh jalan yang membawa kepada perbuatan yang diharamkan. Begitu pula
sebaliknya, tidak logis kalau agama membolehkan sesuatu perbuatan, tetapi sesorang
tidak dibenarkan mengerjakan washîlah atau melewati jalan yang membawa seseorang
kepada perbuatan yang dibolehkan.
Pada sisi lain, agama mencegah kerusakan, tidak membatasi larangannya pada
perbuatan atau tindakan yang dengan sendirinya dapat membawa seseorang pada
kerusakan itu, bahkan melarang segala wasilah yang mungkin membawa seseorang
160
kepada kerusakan tersebut secara langsung. Oleh karena itu agama menutup atau
menyumbat segala washîlah yang menyampaikan seseorang kepada kerusakan. Pada
hakikatnya menutup segala washîlah atau mediator tersebut sesuai dengan maqâshid al-
syarî’ah Islam yaitu untuk kemaslahatan umat manusia. Kemaslahat tersebut bukan atas
pemikiran manusia belaka, tetapi atas prinsip-prinsip ajaran Islam untuk kebaikan di dunia
dan di akhirat sekaligus.
Prinsip-prinsip yang harus dijaga untuk pencapaian kemaslahatan dunia dan
akhirat itu adalah kemaslahatan pada agama (al-dîn), jiwa (al-nafs), psikologi (al-‘aql),
keturunan, keluarga dan kehormatan (al-nasl wa la-nasb wa al-‘ardh) serta ekonomi (al-
mal). Kelima prinsip pokok ini wajib dipelihara dan untuk itu pulalah agama menetapkan
hukum taklifiy; perintah kewajiban dan keharusan (al-amar li al-wujub wa al-sunnah),
larangan keharaman dan kejelekan (al-nahi li al-haram wa al-kirahah) dan kebolehan (al-
mubah ).
Memahami konsep maqâshid, yaitu tujuan disyariatkannya suatu ibadah dalam
Islam, merupakan hal yang sangat fundamental dalam kehidupan, agar dapat memahami
hakekat ibadah dengan benar.
Paling tidak, berdasarkan ayat dan hadits yang ada, maqâshid al-syarî’ah pada
zakat dapat dibagi ke dalam tiga dimensi. Yaitu, dimensi spiritual personal, sosial, dan
ekonomi.
1. Dimensi akidah (ةيداقتعإ)
Secara ijma’, seluruh ulama menyatakan sepakat bahwa ibadah zakat
hukumnya wajib. Bahkan para sahabat ra, sepakat menyatakan bahwa orang yang
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enggan menunaikan zakat wajib diperangi, orang yang mengingkari kewajiban zakat
dihukum kafir dan menjadi murtad.2
Allah swt sangat mengecam perilaku orang-orang enggan beribadah kepada
Allah swt dan berani mempersekutukan-Nya. Mereka yang menyekutukan Allah swt
disamakan statusnya di sisi Allah dengan orang yang enggan menunaikan kewajiban
zakat yaitu mereka dihukum kafir, dikarenakan mereka tidak mentaati perintah-Nya,








Artinya :  “Katakanlah (Muhammad): “Aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu,
yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha
Esa, karena itu tetaplah kamu (beribadah) kepadaNya dan mohonlah ampun
kepadaNya. Dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukan-(Nya),
(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka inkar terhadap
kehidupan akhirat”.
Disamakannya orang yang enggan membayar zakat dengan kedudukan kafir
dan murtad menunjukkan bahwa dalam melaksanakan ibadah zakat mengandung






) ةنيبلا ةروس :98\5(
2 Ibnu Qudamah Al-Muqaddasiy, Al-Mughniy ‘Ala Mukhtashar Al-Kharqiy, (Beirut : dar Al-Kutub Al-
Ilmiyah, 1414 H./1994 M.), cet. ke- 1, Juz II, hlm. 359. Lihat Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh, op.cit.
hlm. 734.
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Artinya : “Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas
mentaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar
melaksanakan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah
agamamu yang lurus (benar)”.
Apabila dikaitkan dengan praktek sahabat, diketahui bahwa mereka memerangi
orang yang enggan membayar zakat, dan tidak menginginkan ada di antara umat
membeda-bedakan suatu aturan agama, atau mencoba untuk membangkang dari
syari’at Islam yang telah mereka akui sebelumnya, karena hal itu dapat mengakibatkan
seseorang menjadi murtad, dan murtad adalah perbuatan dosa besar kepada Allah swt.
Ibnu Qudamah, mengutip dalam kitab Al-Mughniy ‘Ala Mukhtashar Al-Kharqiy
suatu riwayat dari Bukhari yang isnadnya berasal dari Abu Hurairah ra sebagai berikut :
 َلَاق ُهْنَع ُهَّللا َيِضَر ََةرْـيَرُه ِبيَأ ْنَع : ٍرْكَب ْوُـَبأ َناََكو َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ُِبيَّنلا َِّفيُوُـت اَّمَل , َرَفََكو
 رَمُع َلاَقَـف ِبَرَعْلا َنِم َرَفَك ْنَم : َو ساَّنلا لِتاَقُـت َفْيَك َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِاللها ُلْوُسَر َلَاق ْدَق :
 ُهَّللا َّلاِإ َهَِلإ َلا اوُلوُقَـي َّتىَح َساَّنلا َلِتَاُقأ ْنَأ ُتْرُِمأ , ِهِّقَِبح َّلاِإ ُهَسْفَـنَو ُهَلاَم ِّنيِم مَصَع دقف َاَلهَاق ْنَمَف
 لاقف َلىاَعَـت ِهَّللا ىَلَع ُُهباَسِحَو :اللهاو ِةاَكَّزلاَو ِةَلاَّصلا َْينَـب َقَّرَـف ْنَم َّنَِلتَاُقَلأ , ِلَاْلما ُّقَح َةاَكَّزلا َّنَِإف ,
 ـُتْلَـتاَقَل َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِاللها ِلْوُسَر َلىِإ اَهَـنْوُّدَؤُـي اْوُـناَك ًاقاَنَع ِْنيْوُعَـنَم ْوَل ِاللهاَواَهِعْنَم ىَلَع ْمُه .
 َمُع َلَاق ُر : ُّقَلحْا ُهََّنأ ُتْفَرَعَـف ٍرْكَب ِْبيَأ َرْدَص ََحرَش ْدَق ْنَأ َّلاِإ َوُه اَم ِاللهاَوَـف3
Artinya : “Dari Abu Hurairah ra, tatkala Nabi saw wafat, kemudia kekhalifahan dipegang
oleh Abu Bakar ra. Ketika itu banyak orang kembali kepada kekafirannya.
Maka berkata Umar ra kepada Abu Bakar ra: bagaimana engkau memerangi
mereka? Karena Sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda: "Aku
diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan Laa
Ilaaha Illallaah (tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah), apabila
mereka mengucapkannya, maka harta jiwa terlindungi, kecuali atas dasar haq
dan perhitungannya kepada Allah Ta'la. Lalu Abu Bakar ra berkata : "Demi
Allah, Pasti akan aku perangi orang yang membedakan antara perintah shalat
dan zakat, karena zakat itu adalah hak kehartabendaan. Dan demi Allah, jika
mereka menolak memberikan zakat padahal dulu di masa Rasul saw mereka
menyerahkannya kepada Rasululah saw, maka mereka layak diperangi. Dan
saya akan perangi siapa saja yang enggan membayarnya." Kemudian Umar
ra berkata; “Maka demi Allah, "Sungguh Allah telah menerangkan dada Abu
3 Ibnu Qudamah, Al-Mughniy ‘Ala Mukhtashar Al-Kharqiy, op.cit., Juz II, hlm. 359. Lihat Musa
Syahin Lasyin, Al-Manhal Al-Hadits Fi Syarh Al-Hadits, (Kairo : Dar Al-Syuruq, 1424 H./2003 M.), Cet. ke-3,
Juz II, hlm. 107.
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Bakar ra. Dan saya melihat yang demikian (memerangi orang yang enggan
menunaikan zakat) itulah yang benar”.
2. Dimensi spiritual personal (ةيدوبع)
Ditinjaun dari dimensi spritual personal  (ةيدوبع), maka maqâshid al-syarî’ah
pada zakat merupakan :
a. Sebagai perwujudan penghambaan diri dan keimanan kepada Allah SWT
sekaligus sebagai perantara (washîlah) untuk pembersihan harta dan penyucian
jiwa dari segala penyakit ruhani, seperti bakhil, tamak dan tidak peduli terhadap
sesama.
Pada prinsipnya juga, bahwa dari harta yang bersumber dari Yang Maha
Suci kemudian hasilnya menjadi suci bersih (dinikmati dengan keridhaan Allah
swt), setelah itu dibersihkan dengan cara yang suci pula. Dengan demikian yang
akan menerima harta itu nanti juga akan menjadi suci dan bersih pada dirinya
dan hasilnya, dan secara berkelanjutan ia akan menjadi bersih dan berkah.
Tujuan inilah yang diisyaratkan dan dikehendaki oleh Allah swt :
 ًةَقَدَص ْمِِلهاَوَْمأ ْنِم ْذُخ
 ٌمْيِلَع) ةيوتلا ةروس :9\103(
Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan
menyucikan mereka, dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya
do’amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
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b. Syari’at zakat juga akan menumbuhkembangkan etika bekerja dan berusaha
yang benar, yang berorientasi pada pemenuhan rezeki yang halal.
Rasulullah saw menegaskan dalam sebuah haditsnya bahwa Allah swt
tidak akan menerima zakat, infak dan sedekah dari harta yang didapatkan
dengan jalan tipu daya.  Sehingga, mendorong orang untuk berzakat
sesungguhnya sama dengan mendorong gerakan anti korupsi, kolusi, nepotisme
dan manipulasi. Karena dengan zakat itu orang akan termotivasi untuk hanya
mencari harta yang halal dengan cara yang diridhai oleh Allah swt.
Dengan berzakat juga, produktivitas individual pun akan meningkat,
karena zakat mendorong seseorang untuk memiliki etos kerja yang tinggi.
 َلَاق ُهْنَع ُهَّللا َيِضَر ََةرْـيَرُه ِبيَأ ْنَع ِلْدَعِب َق َّدَصَت ْنَم َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر َلَاق
 َّلاِإ ُهَّللا ُلَبْقَـي َلاَو ٍبَِّيط ٍبْسَك ْنِم ٍَةْرَتم  ِهِبِحاَصِل اَهيِّبَرُـي َُّثم ِهِنيِمَِيب اَهُلَّـبَقَـتَـي َهَّللا َّنِإَو َبِّيَّطلا
 ِلََبْلجا َلْثِم َنوُكَت َّتىَح ُهَّوُلَـف ْمُُكدَحَأ ِّبيَرُـي اَمَك ْنَع ُءَاقْرَو َلَاقَو ٍراَنيِد ِنْبا ْنَع ُناَمْيَلُس ُهَعَـبَات
 َسَي ِنْب ِديِعَس ْنَع ٍراَنيِد ِنْبا َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِِّبيَّنلا ْنَع ُهْنَع ُهَّللا َيِضَر ََةرْـيَرُه ِبيَأ ْنَع ٍرا
 َّللا َيِضَر ََةرْـيَرُه ِبيَأ ْنَع ٍحِلاَص ِبيَأ ْنَع ٌلْيَهُسَو َمَلْسَأ ُنْب ُدْيَزَو ََيمْرَم ِبيَأ ُنْب ُمِلْسُم ُهاَوَرَو ُه
ىَّلَص ِِّبيَّنلا ْنَع ُهْنَع َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا4
Artinya : “Dari Abu Hurairah ra, berkata,: Rasulullah saw telah bersabda:
“Barangsiapa yang bersedekah dengan sebutir kurma hasil dari
usahanya sendiri yang baik (halal), sedangkan Allah swt tidak
menerima kecuali yang baik saja, maka sungguh Allah swt akan
menerimanya dengan tangan kananNya lalu mengasuhnya untuk
pemiliknya sebagaimana jika seorang dari kalian mengasuh anak
kudanya hingga membesar seperti gunung”. Hadits ini juga dikuatkan
oleh Sulaiman dari Ibnu Dinar dan berkata, Warqa' dari Ibnu Dinar
dari Sa'id bin Yasar dari Abu Hurairah ra dari Nabi saw. Dan
diriwayatkan juga oleh Muslim bin Abu Maryam dan Zaid bin Aslam
dan Suhail dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ra dari Nabi saw”.
4 Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, op.cit., hlm. 435-436.
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c. Selanjutnya, keengganan membayar zakat dapat dikategorikan sebagai bentuk










Artinya :  “Katakanlah (Muhammad): “Aku ini hanyalah seorang manusia seperti
kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan
Yang Maha Esa, karena itu tetaplah kamu (beribadah) kepadaNya dan
mohonlah ampun kepadaNya. Dan celakalah bagi orang-orang yang
mempersekutukan-(Nya), (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan
zakat dan mereka inkar terhadap kehidupan akhirat”.
Padahal, jika dosa syirik ini terbawa sampai ajal (mati), ia tidak akan
diampuni oleh Allah swt. Selain itu, merajalelanya syirik juga berdampak pada
ketidakberkahan dan kesemrawutan pengolahan kehidupan masyarakat, bangsa
dan negara.
3. Dimensi sosial
a. Zakat adalah termasuk salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dalam Islam.
Pada dimensi ini, zakat berorientasi pada upaya untuk menciptakan
harmonisasi kondisi sosial masyarakat. Solidaritas dan persaudaraan akan tumbuh
dengan baik, akan muncul perasaan saling mencintai dan senasib
sepenanggungan. Keamanan dan ketenteraman sosial akan tercipta di tengah-
tengah masyarakat, sehingga mampu mereduksi potensi konflik. Sebagaimana











Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka
menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat)
yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat,
menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan
diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana”.
b. Dengan semangat berzakat maka akan tercipta suasana harmonis,
membersihkan diri kaum yang kurang beruntung dari segi ekonomi dari sifat iri,
dengki dan kecemburuan sosial.
Sifat-sifat buruk ini, apabila dibiarkan akan dapat menghancur
keseimbangan pokok (al-dharuriyyat al-khamsah; agama, jiwa, akal,
keturunan/keluarga/kehormatan dan harta benda) kamanusiaan sebagiannya atau
sekaligus.
4. Dimensi ekonomi
Pada dimensi ekonomi ini mestilah tercermin pada dua konsep utama, yaitu :
a. Pertumbuhan ekonomi berkeadilan
Islam sangat menentang akumulasi harta kekayaan oleh kelompok tertentu





) رشلحا ةروس :59\7(
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Artinya :  “... agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di
antara kamu”. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dan
apa yang dilaranya bagimu maka tinggalkanlah.
Berfariasinya perolehan rizki dan keseimbangan dalam kesempatan
mendapatkan peluang adalah citra dari keadilan, karena adil itu bukan berarti sama
rata. Peluang untuk menyamaratakan sesuatu hanya berlaku apabila dua hal
tersebut memiliki kesamaan.
Allah swt juga memaksudkan bahwa segala apa yang dilakukan oleh
manusia sebagai wujud ketaatan dan mengaharapkan ridhaNya, akan diberikan
balasan pahala yang berlipat ganda, sebagai motivasi bahwa apa yang diberikan





Artinya : “Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk
memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang
melipatgandakan (pahalanya)”.
Di antaranya juga bahwa harta yang diberikan untuk kepentingan Allah swt,









) ةرقبلا ةروس\2 :261(
Artinya :  “Perumpamaan orang yang menginfkakkan hartanya di jalan Allah[166]
adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, sperti
yang menumbuhkna tagkai pada setiap tangkai ada seratus bulir. Allah
melipatgandakan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas Maha
Mengetahui”.
b. mekanisme sharing dalam perekonomian, yang mana tujuan utamanya adalah
untuk meningkatkan kesejahteraan golongan fakir dan miskin.
Golongaan ini memiliki dua tipologi, pertama, al-sa`il yaitu orang yang
terang-terangan meminta dan mengemukakan kekurangannya. Kedua, al-mahrum,
yaitu orang yang enggan meminta atau yang menjaga harga dirinya dengan tidak
mau meminta-minta, padahal sebenarnya ia sangat membutuhkannya,
sebagaimana yang dinyatakan Allah swt dalam firmanNya :

) تايراذلا ةروس:51\19(
Artinya :  “Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta
dan orang miskin yang tidak meminta”.
Orientasinya adalah, untuk jangka pendek, kebutuhan primer mustahik
dapat terpenuhi. Sementara pada jangka panjang, daya tahan ekonomi mereka
harus ditingkatkan, sehingga menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Namun kondisi di
atas hanya akan terjadi manakala zakat dikelola oleh pemerintah atau institusi amil
yang amanah dan profesional. Zakat pun akan menumbuhkembangkan etika
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bekerja dan berusaha yang benar, yang berorientasi pada pemenuhan rezeki yang
halal.
Zakat, walaupun secara lahiriyah merupakan aturan pada bidang materi (al-
mal), akan tetapi tidak bisa dilepaskan dari sisi eksistensi akidah dan ibadah (al-dîn)
sebagai fitrah kemanusiaan, sumber kehidupan (al-nafs), stabilitas psikologi (al-
‘aql), eksistensi keturunan, keluarga dan kehormatan (al-nasl wa al-nasb wa al-
‘aradh).
B. Prinsip-prinsip Pengolahan Harta Zakat
Ibadah zakat merupakan syari’at yang diturunkan oleh Allah swt bersifat
ta’abbudiy, artinya pelaksanaannya telah dijelaskan secara khusus syarat dan batasannya
oleh Allah swt. Nilai ibadah yang terkandung dalam zakat ini membawa misi memperbaiki
dan memperkuat hubungan vertikal manusia dengan Allah (habl min Allah), karena Islam
menyatakan bahwa zakat merupakan bentuk pengabdian (ibadah) kepada Yang Maha
Kuasa. Selain itu zakat juga mampu memperbaikan tata hubungan horizontal antara
sesama manusia (habl min al-nas) yang pada akhirnya mampu mengurangi gejolak akibat
problematika kesenjangan  dalam hidup manusia.
Berdasarkan nash-nash yang ada (al-Qur`an, Sunnah, maupun praktek para
sahabat dan ulama mujtahid) apabila dianalisa, maka dapat diklasifikasikan beberapa
prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam mengelola harta zakat :
1. Standar nishab dan masa panen (داصحلاو باصنلادح)
170
Nishab5 zakat adalah suatu ukuran yang memiliki kelebihan harta dari
kebutuhan pokok (al-hajah al-dharuriyyah) yang tidak sampai pada ukuran seseorang
itu menjadi kaya dalam ukuran yang berlebihan. Kebutuhan pokok yang mesti dipenuhi
adalah seperti kebutuhan asupan gizi (makan dan minum), pakaian (menutup aurat),
alat/sarana transportasi dan alat kerja untuk mencari nafkah.6
Ukuran nishab akan membatasi seseorang apakah ia tergolong kaya atau fakir
pada batas minimal. Sehingga harta yang kurang dari batas minimal tersebut tidak ada






Artinya : “Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang (harus) mereka
infaqkan. Katakanlah ; kelebihan (dari apa yang diperlukan). Demikianlah
Allah menerangkan ayat-ayatNya kepada kamu agar kamu memikirkan”.
Makna “” pada ayat ini adalah keharusan memberikan
harta itu ketika nilai harta yang dimiliki melebihi dari kebutuhan pokok pemiliknya.
Sehingga ketika ia memberikan mengeluarkan sebagian hartanya itu, tidak
mengakibatkan ia berkekurangan (ةلاع). Alasan ini sesuai dengan pendapat di
5 Secara bahasa “باصن” bermakna asal/sumber “لصأ” atau pegangan/pedoman “عجرم”.
6 Al-Kasaniy, Badai’ Al-Shanai’ Fi Tartib Al-Syarai’, Juz II, hlm. 11. Lihat Al-Qamus Al-islamiy Bab
Zakat, Juz IV, hlm. 69.
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antaranya al-Hasan, Qatadah, ‘Atha`, al-Suddiy, al-Qurzhiy, Muhammad bin Ka’ab, Ibn
Abi Laila dan lain-lain.7
Pendapat ini juga didukung oleh hadits Nabi yang menyatakan bahwa beban
kewajiban membayar zakat ini adalah bagi orang yang kaya, yang telah memiliki harta
melebihi kebutuhan pokok seseorang (al-hajah al-dharuriyyah) :
 ِبَّيَسُمْلا ُنْب ُديِعَس ِنيَرَـبْخَأ ُهْنَع ُهَّللا َيِضَر ََةرْـيَرُه َاَبأ َع َِسم ُهََّنأ َلَاق َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِِّبيَّنلا ْنَع
 ُلوُعَـت َْنِبم ْأَدْباَو ًنىِغ ِرْهَظ ْنَع َناَك اَم ِةَقَدَّصلا ُر ْـيَخ8
Artinya : “Telah mengabarkan kepada saya Sa'id bin Al-Musayyab bahwa dia
mendengar Abu Hurairah ra dari Nabi saw berkata : “Shadaqah yang paling
baik adalah dari orang yang sudah cukup (untuk kebutuhan dirinya). Maka
mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu”.
Al-Kasaniy mengungkapkan dalam kitabnya bahwa “tidak ada kewajiban zakat
kecuali kepada orang yang kaya, dan nilai kekayaan seseorang tidak akan tercapai
melainkan setelah melebihi kebutuhan pokoknya (ةيلصلأا ةجالحا نع لضافلا), dan harta
yang tidak mencukupi nishab lagi tidak melebihi kebutuhan pokoknya, maka ia belum
tergolong orang kaya.9
Ketentuan nishab ini masing-masing jenis harta ada yang ditunaikan zakatnya
dengan ukuran masa haul (mengalami ulang tahun) dan ada yang ditentukan
berdasarkan masa panen (hashad). Salah satu contoh, misalnya pada harta yang
disyaratkan mengalami masa haul, adalah seperti dinyatakan dalam hadits berikut ini :
 ملسو هيلع هّللا ىلص بينلا نع ،هنع هّللا يضر يلع نع...لاق:" ٍمهرد اتئام كل تناك اذِإف
 كل نوكي َّتىح بهذلا في نيعي ٌءىش كيلع سيلو ،ٍمهارد ةسخم اهيفف لولحا اهيلع لاحو
7 Al-Qurthubiy, Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur`an, Juz III, hlm. 447.
8 Imam Al-Bukhari, Al-Jami’ Al-Shahih, Juz I, hlm. 441.
9 Al-Kasaniy, op.cit., Juz II, hlm. 15.
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 داز امف ٍرانيد فصن اهيفف لولحا اهيلع لاحو ًارانيد نورشع كل ناك اذِإف ،ًارانيد نورشع
كلذ باسحبف "..." لولحا هيلع لويح تىح ٌةاكز ٍلام في سيلو"10
Artinya : “Dari Ali ra, dari Nabi saw,... Belia bersabda : Apabila kamu memiliki dua ratus
dirham, dan telah berlalu waktu satu tahun, maka wajib zakat atasnya
sebanyak lima dirham. Kamu tidak ada kewajiban membayar zakat emas
sehingga mencapai nilai dua puluh dinar dan telah berlalu masa satu tahun,
dan kadar zakatnya adalah sebesar setengah dinar. Dan jika lebih maka
hitunglah berdasarkan kelebihannya.... Dan tidak pula ada pada harta
kewajiban zakat sehingga berlalu masa satu tahun”.
2. Bersih, berkembang dan berdayaguna (  ةرهطلا ءامنلاو و ُعْيَّرلا )
Syarî’ah mâliyah disebut dengan istilah zakat (ةاكزلا), sebagai mana telah
penulis jelaskan pada Bab II tesis ini,11 karena di antara maknanya adalah bahwa harta
yang dizakatkan itu hanya dapat diambil dari sumber yang besih (ةرهطلا) untuk
dibersihkan (dikeluarkan zakatnya). Tujuan yang hendak dicapai adalah agar harta
zakat dan sisa harta yang dizakatkan itu dapat mengalami pertumbuhan,
perkembangan dan pertambahan nilai ( ُةََدايِّزلاو  ُعْيَّرلاَو  ُءاَمَّنلا) bagi mustahiq dan
muzakkiy, baik karena didayagunakan oleh usaha manusia maupun berkembang
dengan sendirinya (secara alami).
Apabila dikatakan bahwa harta yang dizakatkan itu harus harta yang produktif
(ةيمانلا لاوملأا), bisa dikembangkan atau berpotensi untuk dikembangkan
10 Sunan Abu Daud, Juz II, hlm. 157-158.
11 Lihat Bab II, pada pembahasan Pengertian Zakat secara Bahasa, hlm. 29-30.
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(diproduktifitaskan), maka berarti, bahwa perkembangan harta ini diharapkan dapat
berlaku bagi muzakkiy dan mustahiq sekaligus.
Dengan demikian, berarti zakat tidak dapat diambil dari jenis harta atau barang-
barang konsumtif yang tidak bisa bertahan lama dan tidak berpotensi untuk
diproduktifitaskan. Oleh karena itu maka makna zakat secara bahasa disebut tumbuh,
berkembang dan bertambah, karena ia berkaitan dengan pengembangan harta baik
dengan dikelola oleh manusia maupun berkembang dengan sendirinya, baik
bermanfaat bagi muzakkiy maupun bermanfaat bagi mustahiqnya.
Harta yang berkembang karena didayagunakan oleh usaha manusia (baik oleh
pemiliknya atau orang yang ditugaskannya)12 adalah dengan cara diusahakan,
diperdagangkan atau disewakan. Jenis harta ini seperti hasil perkebunan,
perdagangan, investasi uang dan lain-lain.
Adapun harta yang berkembang secara alami13 yaitu perkembangan harta
karena potensi dari harta itu sendiri yang telah diciptakan oleh Allah swt mengalami
penambahan nilai seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman, seperti emas,
perak, tanah, hewan ternak dan yang sejenis dengannya.
Inilah kiranya pesan dari al-Qur`an surat al-Taubah ayat 103 yang menjelaskan
tentang perintah mengambil harta zakat “ مهيكزتو مهرهطت ةقدص ملهاومأ نم ذخ ”,
yang mana dengan mengambil zakat dari orang kaya diharapkan dapat membersihkan
sekaligus menyucikan harta mereka dari hak orang lain.
12 Zaidan, Al-Mufashshal Fi Ahkam Al-Mar`ah, Juz I, hlm. 355.
13 Ibid.
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Menumbuhkembangkan harta yang dizakatkan adalah salah satu dari tujuan
syar’iat zakat. Dengan demikian, ketika harta itu dikeluarkan sebagai kewajiban
muzakkiy melalui amil, maka harta yang diserahkan itu dengan sendirinya berdampak
memberikan manfaat luar biasa bagi penerimanya (mustahiq al-zakâh).
a. Bagi muzakkiy
Bagi muzakkiy, sisa harta dari yang telah dibagikan itu, untuk selanjutnya
dikembangkan lagi dengan harapan pokok harta tidak habis begitu saja oleh zakat.
Pembiaran atau memendam harta tanpa diusahakan untuk dikembangkan adalah
bagian dari perilaku pemubaziran harta yang tidak dibenarkan oleh syari’at Islam.
Ada beberapa alasan (nash al-Qur`an dan Sunnah), yang menunjukkan
bahwa Allah swt menyuburkan harta yang disedekahkan dengan melipatgandakan
keberkahan (pertumbuhan aset) dari sisa harta yang disedekahkan oleh muzakkiy di




Artinya : “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai
setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa”.
Imam Al-Qurthubiy menyatakan bahwa balasan bagi yang bersedekah yang
dimaksud pada ayat ini adalah bahwa Allah swt akan mengganti apa yang
disedekahkan dengan mendapat tambahan keberkahan pada hartanya (bertambah
banyak) di dunia, dan di akhirat memperoleh pahala yang berlipat ganda.14
Dan firman Allah swt :




) ءابس ةروس\34 :39(
Artinya : “Dan apa saja yang kamu infaqkan Allah akan menggantinya dan Dialah
pemberi rizki yang terbaik”.
Demikian juga, dalam hadits Qudsi diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa
Allah swt memberikan jaminan pengganti dari yang diberikan (diinfakkan) oleh
hamba-Nya :
 ْنَع ِبيَأ ََةرْـيَرُه ُغُل ْـبَـي ِِهب َِّبيَّنلا َصىَّل ُهَّللا ِهْيَلَع َمَّلَسَو َلَاق َلَاق ُهَّللا َكَراَبَـت َلىاَعَـتَوَاي َنْبا َمَدآ ْقِفَْنأ
 ْقِفُْنأ َكْيَلَع َلَاقَو ُينَِيم ِهَّللاىَْلأَم َلَاقَو ُنْبا ٍَْيرُنم ُنْلآَم ُءاَّحَس َلااَهُضيَِغي ٌءْيَش َلْيَّللا َراَهَّـنلاَو15
Artinya : “Dari Abu Hurairah hingga sampai kepada Nabi saw, beliau
bersabda: “Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: “Wahai anak
Adam, berinfaklah kamu niscaya Aku akan memberikan ganti
kepadamu”. Beliau juga bersabda: “Pemberian Allah selalu
melimpah”. Ibnu Numair berkata, “Suatu pemberian yang tidak
pernah berkurang meskipun mengalir siang dan malam”.
Bahkan Rasulullah saw menyatakan bahwa akan ada dua Malaikat yang
ikut serta mengiringinya dengan do’a. Dalam satu riwayat dinyatakan :
 ُهْنَع ُهَّللا َيِضَر ََةرْـيَرُه ِبيَأ ْنَع ِهيِف ُداَبِعْلا ُحِبْصُي ٍمْوَـي ْنِم اَم َلَاق َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص َِّبيَّنلا َّنَأ
 ًقِفْنُم ِطَْعأ َّمُهَّللا َاُهمُدَحَأ ُلوُقَـيَـف ِنَِلازْنَـي ِناَكَلَم َّلاِإ اًكِسُْمم ِطْعَأ َّمُهَّللا ُرَخْلآا ُلوُقَـيَو اًفَلَخ ا
اًفَلَـت16
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Isma'il, ia berkata; telah menceritakan
kepada saya saudaraku dari Sulaiman dari Mu'awiyah bin Abu Muzarrid
dari Abu Al-Hubab dari Abu Hurairah ra, bahwa Nabi saw bersabda:
“Tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali
akan turun (datang) dua malaikat kepadanya lalu salah satunya berkata;
“Ya Allah berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya”,
15 Shahih Muslim Bi Syarh Al-Nawawi, Juz VII, hlm. 79-80.
16 Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Al-Jami’ Al-Shahih, (Kairo : Al-Mathba’ah Al-
Salafiyah, 1403 H.), Cet. ke-1, Juz I, hlm. 445.
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sedangkan yang satunya lagi berkata; “Ya Allah berikanlah kehancuran
(kebinasaan) kepada orang yang menahan hartanya (bakhil)”.
Di samping itu juga, harus ada dorongan dari dalam berupa kerendahan hati
seseorang bahwa sekalipun Allah swt memberinya kelebihan di bidang harta akan
tetapi ia harus sadar bahwa semua itu adalah amanah dari Allah swt. Sebagai mana
dinyatakan dalam hadits Rasulullah saw :
 ََةرْـيَرُه ِبيَأ ْنَع ُاللها َدَاز اَمَو ٍلاَم ْنِم ٌةَقَدَص ْتَصَقَـن اَم َلَاق َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُاللها ىَّلَص ِاللها ِلْوُسَر ْنَع
 ُاللها ُه17
Artinya : “Dari Abu Hurairah dari Rasulullah saw bersabda : "Sedekah itu tidak akan
mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang
lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang
yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat
derajatnya.”
Satu alasan lagi, adalah berdasarkan qiyas pada pengelolaan harta anak
yatim, tidak dibenarkan bagi wali harta anak yatim (waliy amwâl al-yâtamâ)
menghabiskan harta anak yatim dengan cara zalim. Termasuk membiarkan tanpa
mengembangkan harta anak yatim yang potensial produktif tetapi dibiarkan begitu
saja habis dimakan oleh pengurangan kadar zakat pada hartanya itu.
Berdasarkan hadits ini maka pada prinsipnya harta yang dizakatkan itu
secara hakiki tidak akan mengurangi harta dan menyebabkan muzakkiy menjadi
miskin, akan tetapi hartanya justru dijamin oleh Allah swt akan semakin tumbuh,
berkembang dan bertambah. Jaminan ini hanya dapat dirasakan dan diyakini
17 Shahih Muslim Bi Syarh Al-Nawawiy, (Kairo : Al-Mathba’ah Al-Mishriyyah, 1349 H./1930 M.), Juz
XVI, Cet. ke-1, hlm. 141.
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manakala pelaksanaan ibadah zakat ini didorong oleh rasa keimanan dan keyakinan
serta keikhlasan kepada Allah swt.
b. Bagi mustahiq
Bahwa harta yang dizakatkan itu berpotensi untuk dikembangkan oleh para
mustahiqnya atau dapat memberikan kecukupan dalam kehidupannya. Sehingga
tujuan zakat itu adalah untuk mensejahterakan para mustahiq zakat dengan mudah
dapat tercapai. Artinya, bahwa harta yang diberikan itu dijadikan sebagai aset
penjamin keberlangsungan hidup mereka, sehingga dengan harta zakat mereka
yang pada awalnya tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, maka dengan
aset zakat ini diharapkan dapat menjadikan mereka mencapai standar kecukupan
hidup yang layak.18
3. Pelaksanaan zakat merupakan tugas pemerintah (عيزوتلا ىف ىعارلا ةياعر)
Mengacu pada konsep nushush al-syarî’ah, Allah swt (al-syari’) melalui nash
al-Qur`an memberikan tugas kepada amil untuk melaksanakan tugas keamilan mulai
dari mendata para muzakkiy dan mustahiq, mengumpulkan dan mendistribusikan harta
zakat, sampai pada tugas memantau perkembangan pelaksanaan zakat tersebut.
Sejak awal Islam, Rasulullah saw. telah memberi contoh tentang pentingnya
amil zakat. Beliau mengangkat orang-orang tertentu untuk pengurusan zakat. Begitu
18 Standar minimal pencapai kecukupan hidup yang layak bagi mustahik, apabila dikaitkan dengan
teori maqashid al-syari’ah pada zakat adalah terpenuhinya kebutuhan pokok mustahik berupa tempat tinggal
yang layak huni, mempunyai pakaian yang layak dan mencukupi dalam menutup kehormatan dirinya dan
orang yang menjadi tanggungannya, asupan gizi (makan dan minum) yang mencukupi bagi dirinya dan bagi
orang yang menjadi tanggungan hidupnya, serta memiliki akses pekerjaan dan alat kerja yang memadai
untuk mampu bertahan hidup dalam memelihara diri dan keluarganya dari segala ancaman yang mungkin
mengganggu al-kulliyyât al-khamsah (hifzh al-dîn, hifzh al-nafs, hifzh al-‘aql, hifzh al-nasl wa al-nasb wa al-
‘ardh serta hifzh al-mâl). Lihat Abdul ‘Azizi Jamjum, Al-Zakah Fi Al-Mizan, hlm. 286 dan 291-292. Bandingkan
pada teori maqashid al-syari’ah Nuruddin Mukhtar Al-Khadimi, ‘Ilm Al-Maqashid Al-Syari’ah, (Riyad :
Maktabah Al-‘Abikan, 1421 H./2001 M.), Cet. ke-1, hlm. 81-85.
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juga dengan Khulafa al-Rasyidin dan pemimpin-pemimpin sesudahnya. Keberadaan
lembaga amil zakat adalah sebuah keharusan, karena zakat sebagai sarana
pemberdayaan umat harus diorganisir secara profesional dan modern. Hal ini berkaitan
dengan tugas pokok amil zakat yaitu mengumpulkan zakat, mengelola zakat, dan
mendistribusikan zakat  demi tercapainya tugas keamilan yang benar-benar dilakukan
dengan amanah dan profesional.
Keharusan membayar zakat melalui pemerintah telah dijelaskan oleh Abu
Ubaid dalam kitab Al-Amwal, bahwa :
“Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada kami dari Ayub, dari ibnu Sirin, dia
mengatakan; “Dulu zakat diajukan (dibayarkan) kepada Nabi saw atau kepada
petugas yang ia tunjuk (perintahkan), dan kepada Abu Bakar ra atau kepada
petugas yang ia tunjuk, dan kepada Umar ra atau kepada petugas yang ia tunjuk,
dan kepada Utsman ra atau kepada petugas yang ia tunjuk. Akan tetapi setelah
Utsman ra terbunuh mereka berselisih pendapat. Di antaranya ada yang tetap
membayar zakat kepada pemerintah, dan ada juga yang membaginya sendiri. Dan
di antaranya yang tetap membayar zakat kepada pemerintah adalah Ibnu Umar”.19
Selanjutnya, Abu Ubaid menjelaskan bahwa :
“Abdullah bin Shaleh menceritakan kepada kami, dari Al-Laits, dari Yahya
bin Sa’id, dari Ali bin Abdullah bin Rifa’ah, dari Al-Rabi’ bin Ma’bad, bahwa dia
pernah bertanya kepada Ibnu Umar ketika terjadi fitnah tentang zakat harta dari
beberapa anak yatim, apakah boleh dia bayarkan langsung kepada anak-anak dari
salah seorang paman mereka yang membutuhkan?. Jawaban Ibnu Umar; “Jangan
!, bayarlah zakat itu kepada pemerintah. Selanjutnya Abu Ubaidah menjelaskan
bahwa;  “Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman dari Sufyan, dari Imran
bin Muslim, dari Khaitsamah, dari Ibnu Umar bahwa dia berkata ; “Selagi
pemerintah itu masih mendirikan shalat maka bayarkanlah zakat kepada
mereka”.20
Perintah kepada penguasa atau pemerintah seperti ditegaskan dalam ayat al-
Qur`an dengan redaksi “khudz min amwalihim”, atau redaksi hadits dengan kalimat
19 Abu Ubaid, Kitab Al-Amwal, (Mesir : Dar Al-Hadiy Al-Nabawiy dan Dar Al-Fadhilah {Saudi
Arabiyah},1428 H./2007 M.), Cet. ke-1, Juz II, hlm. 243.
20 Ibib., hlm. 245.
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“tu`khadzu min aghniyaihim wa turaddu ‘ala fuqaraihim” adalah bermakna bahwa zakat
itu terlebih dahulu diambil oleh amil (pemerintah yang diberikan kewenangan yang
sah), setelah itu harta yang telah dikumpulkan tersebut diberikan kepada para mustahiq
zakat (al-ashnaf al-tsamaniyah) sesuai dengan haknya masing-masing secara
berimbang dan adil.21
Dengan demikian, maka pada dasarnya zakat itu sebaiknya tidak diberikan
langsung oleh orang yang berkewajiban mengeluarkannya (muzakkiy) kepada yang
berhak menerimanya (mustahiq). Hal ini dimaksudkan agar zakat tidak diartikan
sebagai kebaikan si pemberi semata, sehingga dapat menimbulkan perasaan hina dan
rendah diri pada si penerima.
Akan berbeda apabila zakat itu dikelola dan diserahkan oleh pemerintah, maka
pemberian negara/pemerintah kepada kaum yang lemah, tanpa diminta oleh mereka
tidak akan berkesan merendahkan dan menimbulkan rasa hina. Karena ia akan
menjadi bersifat bantuan terhormat, di samping merupakan pemenuhan kebutuhan,
pencegahan kesengsaraan, penanggulangan atas perpecahan umat dan pembelaan
terhadap kaum yang lemah agar mereka tidak meminta belaskasihan kepada orang lain
dengan cara mengemis atau meminta dengan muka memelas, yang semuanya itu
merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara/pemerintah.
Inilah prinsip yang dimaksud oleh hadits Nabi saw bahwa tangan di atas lebih
baik dari pada tangan di bawah, sebagaimana dinyatakan dalam satu riwayat :
 ُهْنَع ُهَّللا َيِضَر ٍمَازِح ِنْب ِميِكَح ْنَع ِدَيْلا ْنِم ٌر ْـيَخ اَيْلُعْلا ُدَيْلا َلَاق َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِِّبيَّنلا ْنَع
 ْفِفْعَـتْسَي ْنَمَو ًنىِغ ِرْهَظ ْنَع ِةَقَدَّصلا ُر ْـيَخَو ُلوُعَـت َْنِبم ْأَدْباَو ىَلْفُّسلا ِهِنْغُـي ِنْغَـتْسَي ْنَمَو ُهَّللا ُهَّفُِعي
21 Lihat Abdullah Bin Abdurrahman Al-Bassam, Taudhih Al-Ahkam Min Bulugh Al-Maram, (Makkah
: Maktabah Al-Asadiy, 1423 H./2003 M.), Cet. ke-5, Juz III, hlm. 284.
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 ُهَّللا َّللا ىَّلَص ِِّبيَّنلا ْنَع ُهْنَع ُهَّللا َيِضَر ََةرْـيَرُه ِبيَأ ْنَع ِهِيَبأ ْنَع ٌماَشِه َانَرَـبْخَأ َلَاق ٍبْيَهُو ْنَعَو ِهْيَلَع ُه
ا22
Artinya : “Dari Hakim bin Hizam ra dari Nabi saw berkata,”Tangan yang diatas lebih
baik dari pada tangan yang di bawah, maka mulailah untuk orang-orang yang
menjadi tanggunganmu dan shadaqah yang paling baik adalah dari orang
yang sudah cukup (untuk kebutuhan dirinya). Maka barangsiapa yang
berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya dan barangsiapa
yang berusaha mencukupkan dirinya maka Allah akan mencukupkannya”.
Dan dari Wuhaib berkata, telah mengabarkan kepada kami Hisyam dari
bapaknya dari Abu Hurairah dari Nabi saw seperti ini”.
Hal yang lebih penting lagi adalah bahwa apabila zakat dikelola oleh
pemerintah maka akan semakin mudah tercapai efisiensi dan efektifitas pengolahan
zakat. Sehingga pendistribusian zakat tersebut lebih tepat sasaran, berkeadilan
menurut skala prioritasnya dan memperoleh jaminan yang pasti.
Langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah adalah membentuk unsur-
unsur organisasi keamilan, secara garis besar adalah melalui unsur :23
a. Pendataan muzakkiy dan Pengumpulan zakat
Di zaman modern ini sistem pengumpulan zakat juga harus menggunakan
cara-cara modern. Salah satunya adalah dengan mengusahakan sistem
fundraising.24 Lembaga amil zakat jangan hanya menunggu orang yang mau
membayar zakatnya, tetapi harus proaktif (jemput bola). Karena dengan fungsinya
22 Al-Bukhari, Al-Jami’ Al-Shahih, Juz I, hlm. 441.
23 Baca Abdul ‘Azizi Jamjum, Al-Zakah Fi Al-Mizan, hlm. 295-296.
24 Fundraising adalah salah satu langkah jemput bola. Fundraising bisa dilakukan dengan cara
presentasi secara langsung, bisa juga dengan menggunakan aneka media, seperti surat, barang cetakan
(brosur, leaflet, dan poster), penerbitan (buku, bulletin, majalah, dan koran), atau iklan (dalam media cetak
atau elektronik). Dengan cara ini diharapkan dana yang didapat bisa lebih besar sehingga langkah-langkah
pemberdayaan ekonomi umat dalam rangka mengentaskan kemiskinan bisa lebih mudah direalisasikan.
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itulah Allah swt menyebutkannya dalam al-Qur`an supaya mendapatkan prioritas
khusus dalam menerima zakat.
b. Pemeliharaan dan pengolahan harta zakat
Dana zakat yang telah terhimpun harus dikelola dengan baik. Dana zakat
yang masuk (income) harus bisa diolah dan diberdayakan, sehingga tidak ada
kesan segera setelah dana zakat itu terkumpulkan oleh amil, ia langsung keluar lagi
dibagikan kepada mustahiq. Inovasi yang kreatif harus senantiasa dilakukan
sehingga manfaat dari zakat itu benar-benar bisa dirasakan secara optimal oleh
umat. Dana zakat yang terkumpul dapat diinvestasikan, dijadikan modal usaha
untuk kalangan yang ingin berusaha, dibelikan kepada barang yang menghasilkan
dan pengoperasiannya diserahkan kepada para mustahik, misalnya mustahiq yang
bisa berprofesi menjadi ojek dibelikan sepeda motor.
Bahkan dapat juga menginvestasikan harta zakat untuk usaha mobil rental,
taksi yang mana pelaksanaannya direkrut para mustahiq yang berkeahlian pada
bidangnya, dan bayak lagi contoh yang lainnya, yang penting bisa menghasilkan
dan menambah manfaat dengan harta zakat. Dengan cara ini diharapkan dana
zakat yang ada bisa mempunyai dampak yang luas terhadap kehidupan ekonomi
masyarakat.
Kelompok fakir dan miskin akan merasakan kesulitan dalam
memberdayakan dirinya sendiri. Pemberdayaan diri akan terjadi kalau ada
pemberdayaan awal dari pihak luar, dalam hal ini tugas mulia yang diberikan oleh
Allah swt kepada amil zakat (lembaga amil zakat) yang profesional. Pemberdayaan
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masyarakat miskin melalui zakat memang tidak semudah dan secepat membalikkan
telapak tangan. Dibutuhkan usaha keras dan waktu yang cukup lama.
Pemberdayaan ini juga membutuhkan beberapa syarat :
1) Adanya keberlanjutan.
2) Ada batas waktu tertentu dengan menanamkan prinsip “memberi lebih baik
dari menerima”.
3) Faktor-faktor keberhasilan yang dapat diukur, secara kuantitatif maupun
kualitatif.
4) Dan dapat menjadi jembatan bagi teguhnya iman dalam hati dan ketaatan
kepada Allah swt.
Mudah-mudahan dengan melakukan beberapa hal yang diutarakan di atas,
pemberdayaan ekonomi ummat melalui zakat ini bisa menjadi kenyataan.
Pemanfaatan dana zakat saat ini dapat ditempuh dengan empat langkah :
1) Bersifat konsumtif-tradisional, yaitu zakat yang langsung dimanfaatkan oleh
mustahik sebagaimana zakat fitrah.
2) Bersifat konsumtif-kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain
dari barangnya semula seperti beasiswa.
3) Bersifat produktif-tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk
barang-barang atau harta produktif produktif misalnya kambing, sapi, mesin
jahit, dan lain-lain.
4) Dan bersifat produktif-kreatif, yaitu pendayagunaan zakat yang diwujudkan
dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun
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suatu proyek sosial maupun untuk menambah modal seorang pedagang
atau pengusaha kecil.
Dua jenis pemanfaatan dana zakat yang terakhir ini (produktif tradisional
dan produktif kreatif) adalah langkah inovatif dalam rangka memberdayakan dan
meningkatkan perekonomian umat.
c. Pendistibusian dana zakat
Secara garis besar model pendistribusian dana zakat ini bisa dibedakan ke
dalam dua macam sesuai dengan kelompok penerimanya, pertama, kelompok
penerima zakat yang masih produktif, namun tidak mampu mencari peluang kerja
atau tidak memiliki fasilitas untuk bekerja.25 Kelompok pertama diharapkan dapat
meningkatkan nilai tambah karena mereka masih dapat diperdayakan dengan
memotifasi mereka untuk berusaha secara produktif. Dan kedua, kelompok
mustahiq yang tidak produktif lagi atau tidak ada kemungkinan produktif untuk
bekerja disebabkan karena kelemahannya (karena masih kecil, sakit, bodoh, tua
dan lain sebaginya).26
Apabila ketiga tugas pokok organisasi keamilan zakat di atas dilakukan
dengan baik dan profesional maka zakat sebagai sarana pemberdayaan ekonomi
umat akan lebih terasa manfaatnya. Oleh karena itu, lembaga amil zakat yang baik
dan profesional adalah bagian dari solusi untuk mengentaskan kemiskinan di
kalangan umat.
4. Memberikan kecukupan (ىنغلاو ةيافكلادح)
25 Abdul ‘Aziz Muhammad Rasyid Jamjum, Al-Zakah Fi Al-Mizan, hlm. 289.
26 Ibid.
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Memberikan kecukupan kepada orang fakir dengan harta zakat, bukan berarti
sekedar menutupi kelaparan mereka dengan memberi beberapa suap makanan saja,
atau sekedar melepaskan kesusuhan mereka sesaat dengan memberi beberapa
dirham saja, tetapi hal itu tidak mampu merubah kondisi ekonominya. Akan tetapi yang
menjadi prinsip adalah memberikan jaminan kecukupan kepada mereka bukan sekedar
menghilangkan kefakiran sesaat saja akan tetapi harus menjamin hingga taraf
kesempurnaan.
Dalam melaksanakan prinsip kebijakannya (al-siyasah) berkaitan dengan
penjaminan kecukupan ini Umar Bin Khattab ra mengemukakan : اونغأف متيطعأ اذإ
(artinya : Apabila kalian membagikan harta zakat, kayakan mereka).27 Bahkan bila
perlu pemberian berulang kali sehingga mencapai kecukupan, maka upaya itu harus
dilakukan, dan hal itu merupakan kewajiban agama.
Pada masa sahabat, suatu ketika seorang laki-laki sambil menangis
mengadukan nasibnya yang tidak beruntung (nasib buruk) kepada Umar bin Khattab.
Lalu Umar memberinya tiga ekor unta.  Dan pemberian itu tidaklah sekedar
menghilangkan kesusahan sesaat, sebab unta adalah harta yang paling berguna bagi
kalangan mereka saat itu. Seketika itu Umar memerintahkan para amil yang mengurus
zakat dengan mengatakan :
ةقان ةئام مهدحأ ىلع حار نإو ةقدصلا مهيلع اوررك28
27 Jaribah Bin Ahmad Bin Sanyan Al-Haritsiy, Al-Fiqh Al-Iqtishadiy Li Amir Al-Mukminin Umar Bin
Khattab, (Jedah : Dar Al-Andalus Al-Khazhra`, 1424 H./2003 M.), Cet. ke-1, hlm. 257. Lihat Abu Ubaid, Kitab
Al-Amwal, (Mesir : Dar Al-Hadiy Al-Nabawiy dan Dar Al-Fadhilah {Saudi Arabiyah},1428 H./2007 M.), Cet. ke-
1, Juz II, hlm. 240-241. Lihat Al-Qaradhawi, Fiqh Al-Zakah, hlm.  566-567.
28 Jaribah Bin Ahmad Bin Sanyan Al-Haritsiy, op.cit., hlm. 257. Abu Ubaid Al-Qasim Bin Salam,
op.cit., hlm. 241. Lihat Yusuf Al-Qaradhawi, Fiqh Al-Zakah, hlm.  566-567.
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Artinya : “Berikanlah kepada mereka zakat, sekalipun salah seorang dari mereka baru
dapat tercukupi jika mendapat seratus ekor unta”.
Dalam satu riwayat lain, dikatakan bahwa Umar bin Khattab ra juga
memperhatikan prinsip kecukupan ini sesuai dengan masanya, yang pada masa
mereka hewan ternak merupakan salah satu sektor ekonomi yang produktif di samping
perniagaan dan lain-lain, sehingga tolak ukur kecukupan mereka saat itu dapat diukur
salah satunya dengan kepemilikan hewan ternak yang dapat atau potesial untuk
dikembangbiakkan. Menurut pertimbangannya apabila seseorang tidak memadai
mencukupi kehidupannya selama satu tahun maka Umar bin Khattab ra memandang
perlu agar mereka diperhatikan. Umar bin Khattab ra pernah menegaskan kepada
petugas zakat :
ينمنغ ةنسلا مله تقبأ نم اوطعت لاو امنغ ةنسلا مله تقبأ نم ةقدصلا نم اوطعأ29
Artinya : “Berikanlah sedekah kepada orang yang bekal selama satu tahun mereka
hanya memiliki seekor domba dan jangan berikan kepada mereka yang
masih memiliki dua ekor domba untuk bekal satu tahun”.
Demikian juga halnya pada masa tabi’in, salah seorang ulama fiqh kenamaan
dari kalangan tabi’in yakni ‘Atha` bin Abi Rabah pernah berkata : “Apabila seseorang
memberikan harta zakat kepada keluarga kaum muslimin, sehingga sampai mereka
menjadi berkecukupan, maka hal itu lebih saya sukai”.30
Dengan demikian, bagi penerima zakat (mustahiq al-zakah), ketika harta
zakat itu diserahkan kepada mereka diharapkan dapat terpenuhi kebutuhan
29 Jaribah Bin Ahmad Bin Sanyan Al-Haritsiy, op.cit., hlm. 256.
30 Ibid., hlm. 257. Abu Ubaid Al-Qasim Bin Salam, op.cit., hlm. 241-242. Lihat Yusuf Al-
Qaradhawiy, Fiqh Al-Zakah, hlm.  566-567.
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hidupannya secara mencukupi. Berkecukupan inilah yang menjadi sasaran dan tujuan
disyari’atkannya zakat.
5. Mengajarkan prinsip kemandirian (فافكلا دح)
Ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah adalah ajaran yang memotifasi
umat agar hidup mandiri. Islam tidak membenarkan umat selamanya berada dalam
kondisi meminta-minta. Prinsip Islam mengajarkan agar manusia senantiasa berusaha
dan berdoa. Dalam sebuah hadits diriwayatkan, bahwa dalam doa’ Rasulullah
senantiasa mengulang-ulang doa’ :
 َنىِغْلاَو َفاَفَعْلاَو ىَقُّـتلاَو ىَُدْلها َكَُلأْسَأ ِّنيِإ َّمُهَّللا31
Artinya : “Ya Allah, aku memohon kepadaMu petunjuk, dan ketakwaan, kesucian diri,
serta kecukupan”.
Dalam satu riwayat yang panjang, Ibnu Majjah ra meriwayatkan bahwa
Rasulullah saw ketika ada sahabat yang meminta-minta, Rasulullah saw tidak langsung
mengabulkan permintaannya. Akan tetapi, justru menyuruhnya bekerja dengan
memberikan solusi modal dan berusaha dengan hasil keringat sendiri, karena
Rasulullah saw melihat kondisi yang meminta itu masih kuat dan mampu berusaha :
 ٍكِلاَم ِنْب ِسََنأ ْنَع ْنِم ًلاُجَر َّنَأ ِفي َكَل َلاَقَـف ُُهَلأْسَي َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِِّبيَّنلا َلىِإ َءاَج ِراَصَْنْلأا
 اَم
 َلاَقَـف ِنْيَذَه يَِترْشَي ْنَم َلَاق َُّثم ِهِدَِيب َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر َاُهمَذَخ
 َاُهمُذُخآ َاَنأ ٌلُجَر َلَاق ًاثَلاَث ْوَأ ِْينَـتَّرَم ٍمَهْرِد ىَلَع ُدِيَزي ْنَم َلَاق ٍمَهْرِدِب َاُهمُذُخآ َاَنأ ٌلُجَر ِْينََهمْرِدِب
 ََأف ُهْذِْبنَاف اًماَعَط َاِهمِدَحَِأب َِترْشا َلَاقَو َِّيراَصَْنْلأا َاُهمَاطْعََأف ِْينََهمْر ِّدلا َذَخَأَو ُهاَّيِإ َاُهمَاطْع َكِلَْهأ َلىِإ
 َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر ُهَذَخََأف َلَعَفَـف ِهِب ِنيِتَْأف اًموُدَق ِرَخْلآِاب َِترْشاَو ِهِدَِيب اًدوُع ِهيِف َّدَشَف
31 Al-Jami’ Al-Shahih Sunan Al-Tirmidzi, Juz V, hlm. 522.
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 َرْشَع َباَصَأ ْدَقَو َءاَجَف ُعيَِبيَو ُبِطَتَْيح َلَعَجَف اًمْوَـي َرَشَع َةَسَْخم َكاََرأ َلاَو ْبِطَتْحَاف ْبَهْذا َلَاقَو َة
 َل ٌر ْـيَخ اَذَه َلَاق َُّثم ًابْوَـث اَهِضْعَـِببَو اًماَعَط اَهِضْعَـِبب َِترْشا َلاَقَـف َمِهَارَد ُةََلأْسَمْلاَو َءيَِتج ْنَأ ْنِم َك
 ْفُم ٍمْرُغ يِذِل ْوَأ ٍعِقْدُم ٍرْقَـف يِذِل َّلاِإ ُحُلْصَت َلا َةََلأْسَمْلا َّنِإ ِةَماَيِقْلا َمْوَـي َكِهْجَو ِفي ٌةَتُْكن ٍمَد َْوأ ٍعِظ
 ٍعِجوُم32
Artinya : “Dari Anas bin Malik berkata, "Seorang lelaki Anshar datang kepada Nabi saw
dan bermaksud meminta (sedekah) kepadanya. Maka ia pun bertanya
kepadanya: "Apakah di rumahmu ada sesuatu?". Ia menjawab, "Ya. Sebuah
alas pelana yang sebagian kami pakai dan sebagian lagi kami bentangkan
(untuk alas), serta sebuah gelas yang kami gunakan untuk minum air." Ia
bersabda: "Berikanlah keduanya itu untukku." Anas berkata, "Orang itu lantas
membawa keduanya hingga Rasulullah saw mengambilnya dengan
tangannya, kemudian bersabda: "Siapa yang mau membeli dua barang ini?"
Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan satu dirham!. Lalu
Ia bertanya lagi: "Siapa yang mau menambahnya?". Ia ulangi pertanyaan itu
dua atau tiga kali. Lalu seorang laki-laki berkata, "Saya akan membelinya
dengan dua dirham." Lalu Ia memberikan barang tersebut kepadanya,
kemudian meminta uang pembayarannya seraya memberikannya kepada
sahabat Anshar tadi. Kemudian Rasulullah bersabda: "Belilah makanan
dengan satu dirham untuk keluargamu, dan sisanya belikanlah sebuah
kampak. Setelah itu bawalah kampak itu kepadaku." Laki-laki itu pun
melakukannya, Rasulullah saw kemudian mengambil kampak dan memasang
kayu sebagai gagangnya. Lalu bersabda: "Pergilah dan carilah kayu bakar,
dan selama lima belas hari ini aku tidak ingin melihatmu." Setelah itu, laki-laki
tersebut pergi mencari kayu bakar dan menjualnya. Kemudian ia datang
menemui Nabi setelah menghasilkan sepuluh dirham. Lalu Rasulullah
bersabda: "Belilah makanan dengan separuh uangmu dan belilah pakaian
dengan separuh yang lain." Kemudian ia bersabda: "Ini lebih baik bagimu
daripada kamu datang dan meminta-minta. Pada hari kiamat kelak meminta-
minta akan menjadi titik hitam di wajahmu, maka tidak boleh meminta-minta
kecuali bagi orang yang sangat fakir, atau orang yang terlilit utang, atau
(untuk menebus) denda yang menyakitkan”.
Dari riwayat di atas, paling tidak ada delapan pelajaran yang dapat diambil
bagi kita bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw mengajarkan prinsip
kemandirian.
32 Al-Qazwainiy, Sunan Ibnu Majah, Juz II, hlm. 740-741.
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a. Nabi saw selaku kepala Negara tidak serta merta memperkenankan permintaan
orang yang meminta dengan memberikan harta, akan tetapi memberikan solusi
usaha yang cerdas (pendekatan secara edukatif).
b. Islam dari awal telah mengajarkan langkah maju dalam sistim pengolahan
ekonomi (inspirasi usaha).
c. Islam tidak mengatasi kebutuhan si peminta sekedar sementara, tidak juga
dengan nasehat agar jangan meminta-minta, akan tetapi (praktek mujarab
Rasulullah saw) membimbing tangan si peminta (sahabat anshar) agar tegar dan
menyelesaikan kesukaran hidup dengan usaha maju (pendekatan secara
produktif).
d. Mengajarkan supaya tidak mudah menyerah dan menggunakan serta
mempertaruhkan segala apa yang dimiliki (pengorbanan) selama masih ada
kekuatan.
e. Mengajarkan supaya menghindari kejatuhan air muka (hina) karena mengemis,
dan meyakini bahwa usaha yang halal akan mendatangkan keberkahan,
sekalipun hanya mencari kayu bakar.
f. Pemerintah (yang dipraktekkan oleh Rasulullah saw) memberikan jaminan,
menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi kesanggupan seseorang dan keadaan
setempat, sehingga tidak membiarkan si peminta dalam keraguan.
g. Adanya pemantauan dan evaluasi kerja (Rasulullah saw memberikan tegak
waktu selama 15 hari, dan mengevaluasi tingkat keberhasilan usahanya).
h. Adanya pelajaran bahwa seorang pemimpin memiliki tanggungjawab
membimbing secara teoritis dan praktis, namun tetap memberikan peluang
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solusi, ada kondisi tertentu yang membolehkan meminta-minta yaitu pada saat
fakir yang bersangatan, terlilit utang dan denda yang mengancam.
6. Menyelamatkan status muzakkiy dan mustahiq sekaligus
Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan
manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang
berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun
bagi masyarakat umum (sosial) secara keseluruhan.
Orientasi iabadah zakat harus berdampak positif bagi muzakkiy dan mustahiq,
baik secara akidah, psikologi (ruhiyyah), ekonomi maupun sosial.
a. Bagi muzakkiy
Bagi muzakkiy, manfaat yang akan diperoleh dengan melaksanakan ibadah
zakat di antaranya adalah sebagai :
1) Terwujudnya nilai keimanan dan semakin dekan dengan Allah swt.
2) Mensyukuri nikmat-Nya, dengan bersyukur terhadap harta dan nikmat yang
dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang nikmat yang diberikan
oleh Allah swt, sehingga semakin besar peluang untuk beribadah maliyah
dalam mencari ridha Allah swt.
3) Di samping itu juga, zakat dapat menumbuhkan akhlak mulia yaitu mau
berbagi sebagai bukti adanya rasa kepedulian sosial yang tinggi.
4) Menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis.
5) Menghindarkan diri dari penyakit terlalu mencintai urusan keduniaan.
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6) Menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan semakin
semangat untuk mengembangkan harta yang dimiliki.33
b. Bagi mustahiq
Bagi mustahiq, manfaat yang akan diperoleh di antaranya adalah :
1) Dapat memenuhi kebutuhan pokok dan memberikan kecukupan,
kesejahteraan dan mampu menghilangkan sifat mengemis (dzil al-su`âl)
supaya mereka hidup terhormat dan mulia dengan berusaha dan bekerja
keras.
2) Di samping itu juga, dengan memperoleh hak zakat mereka dapat beribadah
kepada Allah swt lebih sempurna, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus
menghilangkan rasa iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan
mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki banyak harta.34
7. Menjaga stabilitas sosial
Dalam menjaga stabilitas sosial, baik ditinjau dari segi hukum positif maupun
dari segi hukum Islam, maka nilai-nilai yang harus dipelihara dan dilindungi dalam
menjaga stabilitas kehidupan sosial ini tidak dapat terlepas dari lima unsur pokok
kebutuhan manusia (al-kulliyyat al-khamsah; dalam teori hukum Islam). Maka stabiltas
sosial yang akan terbangun, akan berdampak pada :
a. Menjadi washîlah dalam tolong-menolong, saling menyayangi dan saling
melindungi di antara anggota masyarakat. Denga berzakat permasalahan
33 Lihat Abdul ‘Aziz Muhammad Rasyid Jamjum, Al-Zakah Wa Al-Mizan, (Damaskus : Muassasah
‘Ulum Al-Qur`an, 1429 H.), Cet. ke-3, hlm. 121-127.
34 Ibid, hlm. 127-128.
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masyarakat yang berbahaya dan mengancam stabilitas agama (hifzh al-dîn), jiwa
(hifzh al-nafs), psikologi (hifzh al-‘aql), keturunan, keluarga dan kehormatan
(hifzh al-nasl wa la-nasb wa al-‘ardh) dan ekonomi (hifzh al-mal) mesti bisa
ditanggulangi.
Ancaman terhadap stabilitas al-kulliyyât al-khamsah di atas apabila
ditanggulangi secara bersama-sama maka dapat memungkinkan kaum muslimin
satu dengan yang lainnya ikut serta saling tolong-menolong dalam kebaikan dan
ketakwaan, mewujudkan tujuan penciptaannya secara berimbang yaitu
beribadah kepada Allah swt.
b. Di sisi lain, Islam tidak membenarkan adanya diskriminasi antara orang kaya
dengan orang miskin. Menciptakan kesenjangan di bidang ekonomi ini akan
menjadi pemicu terganggunya stabilitas lainnya. Orientasi nilai dari stabilitas ini
adalah dalam rangka menegakkan keadilan.
Kehidupan yang berkeadila yang dimaksud dalam Islam adalah nilai
keseimbangan dan kesebandingan (ةواسلماو ةلادعلا), bukan kesamaan hak. Maka
bagi orang yang memiliki kekayaan melebihi kecukupan untuk kebutuhan dirinya
(لالما نم لضفلا), maka wajib baginya memenuhi kebutuhan orang yang menjadi
tanggungannya.
Selanjutnya, apabila ia masih memiliki kelebihan harta maka ia wajib
membantu dan memenuhi kebutuhan orang lain yang membutuhkan dengan
memprioritaskan kepada orang terdekat terlebih dahulu apabila mereka
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termasuk orang yang sangat membutuhkan bantuan. Sebagaimana yang
ditegaskan oleh Rasulullah saw :
 ُلوُعَـت َْنِبم ْأَدْباَو ًنىِغ ِرْهَظ ْنَع َناَك اَم ِةَقَدَّصلا ُر ْـيَخ35
Artinya : “Shadaqah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup (untuk
kebutuhan dirinya). Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi
tanggunganmu”.
C. Pandangan Ulama tentang Pengelolaan Harta Zakat Secara Produktif
Kata produktif yang dimaksud dalam penelitian ini, ditinjau secara makna bahasa
berarti berusaha untuk mencari keuntungan (رمثلا بلط), banyak mendatangkan hasil dan
menjadikan harta itu banyak mendatangkang manfaat, yang dalam istilah ekonomi sering
disebut dengan istilah investasi (رامثتسلإا).
Dalam istilah Arab, asal kata “ ارامثتسلإ ” adalah “ةرثم”, dalam satu ungkapan
misalnya dikatakan “لحاصلا لمعلا ملعلا ةرثم”, artinya : buah/hasil dari ilmu adalah amal
shaleh/perbuatan baik. Atau dalam contoh lain dikatakan misalnya “ايرمثت هلام لجرلا ّرثم”,
35 Imam Al-Bukhari, Al-Jami’ Al-Shahih, Juz I, hlm. 441.
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artinya : orang itu telah mengembangkan harta menjadi banyak.36 Berdasarkan hal ini
maka dapat dikatakan bahwa istilah produktif berarti upaya mencari hasil/keuntungan
dengan cara mengembangkan harta.
Dalam istilah fiqh, ada beberapa ragam istilah yang biasa digunakan dalam
pemahaman produktif (رامثتسلإا) ini, di antaranya adalah; pertama, mengupayakan
keuntungan/manfaat (عافتنلإا), kedua, mengupayakan kekayaan (للاغتسلإا), ketiga,
menumbuhkembangkan harta (ءانمتسلإا)37 dan upaya produktif (جاتنلإا).
Memproduktifkan harta zakat dalam hal ini berarti suatu upaya untuk
mengembangkan harta zakat dengan cara yang sesuai dengan syari’at untuk
dimanfaatkan bagi kemaslahatan mustahiknya.
Berkaitan dengan permasalahan memproduktifkan harta zakat, dalam kajian fiqh
zakat kontemporer menjadi suatu permasalahan yang sangat penting dan serius untuk
segera dijawab secara tuntas. Nash al-Qur`an, Sunnah maupun ijma’, tidak ada
menyebutkan secara tegas tentang bagaimana cara mendistribusikan harta zakat, apakah
secara konsumtif atau secara produktif.
Dalam al-Qur`an misalnya, Allah swt hanya menyebutkan secara umum kelompok
orang (ashnaf) yang berhak menerima zakat tanpa menegaskan bagaimana cara
mengelola dan menyerahkan harta zakat itu kepada mereka. Dengan demikian maka
wajar jika di kalangan ulama terjadi perbedaan penafsiran dan pendapat tentang cara
36 Al-Raghib Al-Ashfahaniy, Al-Mufradat fi Gharib al-Qur`an, hlm. 81. Lihat Umar bin Ahmad Al-
Zamakhsyariy, Asas al-Balaghah, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1419 H./1998 M.), Juz I, Cet. ke-1, hlm.
115.
37 Wizarat Al-Auqaf wa Al-Syu`un Al-Islamiyah, Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah, Juz III, hlm. 182.
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mendistribusikan harta zakat ini. secara umum Allah swt memerinci orang-orang (ashnaf)








Artinya : “Sesungguhnya harta zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin,
amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba
sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk
orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.
Demikian juga halnya dalam sabda Rasulullah saw dikatakan :
... ـُتَو ْمِِهئاَيِنَْغأ ْنِم ُذَخْؤُـت ْمِِلهاَوَْمأ ِفي ًةَقَدَص ْمِهْيَلَع َضَرَـتْـفا َهَّللا َّنَأ ْمُهْمِلْعََأف ْمِِهئَارَقُـف ىَلَع ُّدَر38
Artinya : “...Dan jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah kepada mereka
bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka
yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada
orang-orang fakir di antara mereka".
Nabi saw sendiri tidak secara jelas menguraikan bagaimana cara membagikan
harta zakat tersebut. Berdasarkan hal inilah, maka memproduktifkan (menginvestasikan)
harta zakat ini yang menjadi pembahasannya dapat diklasifikasikan pada dua aspek
permasalahan :
1. Pada status muzakkiy
Jumhur ulama (Malikiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah) dan sebagian kelompok
Hanafiah berpendapat bahwa tidak boleh bagi seorang muzakkiy mengulur-ulur
38 Al-Bukhari, Al-Jami’ Al-Shahih, Juz I, op.cit., hlm. 430. Lihat Badruddin Abi Muhammad Mahmud,
‘Umdah Al-Qariy Syarh Shahih Al-Bukhari, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1421 H./2001 M.), Cet. ke-1,
Juz VIII, hlm. 337. Lihat Al-Karmaniy, Al-Bukhari Bi Syarh Al-Karmaniy, (Beirut : Dar Ihya Al-Turats Al-Arabiy,
1401 H./1981 M.), Cet. ke-2, Juz IX, hlm. 166-167. Lihat Ahmad bin Ali Bin Hajar Al-Asqalaniy, Fath Al-Bariy,
(Riyad : t.t., 1421 H./2001 M), Cet. ke-1, hlm. 307. Lihat Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuthiy, Al-Tausyih
Syarh Al-Jami’ Al-Shahih, (Riyad : Maktabah Al-Rusydi, 1419 H./1998 M.), Cet. ke-1,  hlm. 1141.
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pembayaran kewajiban zakatnya, dengan maksud mengelola harta zakatnya terlebih
dahulu secara produktif (menginvestasikannya) sebelum harta tersebut diserahkan
kepada para mustahik zakat. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip kewajiban
menyegerakan (روفلا ءاضتقا) pembagian harta zakat kepada yang berhak.39
Hal ini sangat beralasan, karena berpedoman pada perintah tegas (fi’l al-amr)
pada ayat   
 , makna perintah zakat pada ayat ini wajib secara mutlak
untuk segera dilaksanakan. Dan dalam hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Al-
Baihaqiy juga dikatakan : اَم ِتَطَلاَخ ُةَقَدَّصلا ًلااَم ٌّطَق َّلاِإ ُهْتَكَلَْهأ .40 Hadits ini
menunjukkan bahwa seorang muzakkiy wajib segera menunaikan zakat, karena
dengan mengundur atau menunda pembayaran zakat akan mengakibatkan merusak
dan menyebabkan kehancuran pada pelakunya.
2. Bagi pemerintah (‘amil zakat)
Mengelola harta zakat secara produktif (menginvestasikannya) ini bertujuan
agar memperoleh keuntungan dan manfaat lebih besar lagi bagi kepentingan
kemaslahatan mustahiknya, baik yang dikelola oleh amil zakat maupun amil zakat
menyerahkan harta zakat kepada mustahik tertentu berupa aset produktif. Dalam hal
mengelola harta zakat secara produktif ada beberapa pandangan yang dikemukakan
oleh ulama :
39 Al-Kassaniy, Badai’ Al-Syanai’, Juz II, hlm. 3. Al-Syarbainiy, Mughniy Al-Muhtaj, Juz I, hlm. 413.
Ibnu Qudamah, Al-Mughniy, Juz II, hlm. 684.
40 Al-Syaukaniy, Nail Al-Authar, Juz IV, hlm. 167.
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a. Ketika harta zakat itu telah sampai ke tangan pemerintah (amil zakat), maka
pada prinsipnya amil zakat wajib segera membagikannya kepada mustahik
zakat.
Menurut Jumhur Ulama boleh menunda pembagianya dengan berpedoman
pada riwayat :
نع ُسََنأ ُنْب ٍكِلاَم َيِضَر ُهَّللا ُهْنَع َلَاق ُتْوَدَغ َلىِإ ِلوُسَر ِهَّللاىَّلَص ُهَّللا ِهْيَلَع َمَّلَسَو ِدْبَِعب َّللا ِه
 ِنْب ِبيَأ َةَحَْلط ُهَكِّنَحُِيل ُهُتْيَـفاَوَـف ِفي ِهِدَي ُمَسيِمْلا ُمِسَي َلِبِإ ِةَقَدَّصلا41
Artinya : “Dari Anas bin Malik ra, ia berkata: “Aku berangkat di pagi hari bersama
'Abdullah bin Abu Tholhah menemui Rasulullah saw untuk mentahniknya
dan aku dapati di tangan Bbliau ada stempel besi yang biasanya untuk
memberikan tanda pada unta (dari hasil zakat)”.
Berdasarkan hadits di atas maka diperbolehkan bagi amil menunda
pembagian zakat, alasannya adalah jika tidak boleh maka tidak akan terjadi
pemberian tanda stempel pada unta seperti yang disebutkan dalam riwayat di atas.
Alasan lainnya bahwa dibolehkan bagi pemerinah (amil) menunda
pembagian zakat apabila menurut hemat (ijtihad)nya hal itu penting dan
mengandung kemaslahatan. Karena fungsi pemerintah (amil) dalam batas
kewenangannya adalah sebagai wakil bagi mustahik zakat, dan ia wajib
melaksanakan tugasnya berdasarkan kemaslahatan, sebagaimana dikatakan dalam
41 Al-Bukhariy, Al-Jami’ Al-Shahih, Juz I, hlm. 466.
197
kaidah fiqhiyyah : ةحلصلماب فرصتي نأ هيلعف يرغلا نع فرصتم لك 42. Atau dalam
kaidah fiqhiyah lainnya dikatakan : فرصتلاىلعةيعرلاطونمةحلصلماب 43
b. Kebolehan memproduktifkan harta zakat adalah dengan mengkiaskan pada
persoalan perwalian terhadap harta anak yatim.
Dalam kitab Tartib Musnad Al-Syafi’iy diriwayatkan bahwa Umar ra pernah
berkata :
ق هنع لىاعت اللها ىضر باطلخا نب رمع نأ لاا لاومأ في اوغتبا ةاكزلا اهكلهتست لا ىماتيل44
Berdasarkan riwayat ini, ketika dibolehkan bahkan dianjurkan agar
memproduktifitaskan harta anak yatim oleh walinya supaya tidak habis dimakan
zakat, maka memproduktifitaskan harta zakat oleh amil sebelum diserahkan
dengan tujuan merealisasikan manfaat yang lebih besar untuk kemaslahatannya
maka termasuk langkah yang mulia sebagaimana dilakukan dalam hal memelihara
dan menjaga harta anak yatim. Karena fungsi amil adalah pemelihara (wali)
kemaslahatan mustahik zakat tersebut.
Perlu diperhatikan, bahwa yang menjadi standar nilai kemaslahatan yang
terdapat pada mengelola harta zakat secara produktif adalah harus mampu
memberikan jaminan terpeliharanya harta mustahik sehingga menghasilkan
manfaat yang lebih besar guna memenuhi kebutuhan mereka. Berkaitan dengan
42 Tajuddin Al-Subkiy, Al-Asybah Wa Al-Nazhair, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1411 M./1991
M.), Cet. ke-1, Juz I, hlm. 310.
43 Ali Ahmad Al-Nadwiy, Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah, (Damaskus : Dar Al-Qalam, 1412 H./1991 M.),
Cet. ke-2, hlm. 280.
44 Muhammad Zahid Al-Hasan Al-Kautsariy, Tartib Musnad Al-Syafi’iy, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-
‘Ilmiyah, t.th.), Juz I, hlm. 224.
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hal ini maka menarik untuk dicermati sebagai penopang landasan nash di atas,
suatu qaidah fiqhiyyah berkaitan dengan fungsi kepemimpinan imam dalam
melaksanakan kepemimpinannya yang dikemukakan oleh Imam Al-Syafi’iy, yaitu :
 ميتيلا نم ليولا ةلزنبم ةيعرلا نم ماملإا ةلزنم45
Artinya : “Posisi imam dalam melaksanakan fungsi kepemimpinannya sama
seperti seorang wali dalam memelihara kewalian terhadap anak yatim”.
D. Tinjauan Maqâshid al-syarî’ah terhadap Pengelolaan Zakat Secara Produktif
Sejak awal, syari'ah Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali
kemaslahatan manusia. Syari'ah Islam diturunkan oleh Allah swt adalah demi kebahagiaan
manusia secara lahir dan batin baik di dunia maupun akhirat, sepenuhnya mencerminkan
kemaslahatan. Prinsip suatu hukum haruslah didasarkan pada sebuah sistem nilai
sebagai keyakinan yang harus diperjuangkan yaitu kemaslahatan. Dengan demikian,
jelas bahwa yang fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam adalah maslahat
secara universal.
Teori ijtihad apapun dan bagaimanapun, baik didukung dengan nash atau tidak,
yang bisa menjamin terwujudnya maslahat kemanusiaan, dan hasilnya sesuai dengan
kacamata Islam adalah sah, dan umat Islam terikat untuk mengambilnya dan
merealisasikannya. Sebaliknya, tawaran ijtihad apapun dan yang bagaimanapun, yang
secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya nilai kemaslahatan, namun justru
membuka peluang kemungkinan terjadinya kemudharatan, dalam kacamata Islam adalah
fasid, dan umat Islam secara perorangan atau bersama-sama terikat untuk mencegahnya.
45 Ali Ahmad Al-Nadwiy, Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah, hlm. 283.
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Apabila jalan fikiran di atas disepakati, secara mendasar kita pun perlu meninjau
kembali pemahaman kita terhadap konsep ushul al-fiqh tentang apa yang disebut dengan
qath'iy al-dalalah (yang pasti dan tidak bisa diubah-ubah oleh ijtihad) dan zhanniy al-
dalalah (yang tidak/kurang pasti dan bisa diubah-ubah oleh ijtihad) dalam hukum Islam.
Selama ini teori fiqh mengatakan bahwa yang qath’iy al-dilalah adalah tunjukan
dalil hukum yang secara sharih dan pasti ditunjuk oleh nash al-Quran maupun hadits Nabi
Muhammad saw. Sedangkan yang zhanniy adalah hukum-hukum yang petunjuk nasnya
kurang/tidak sharih dan mengandung pengertian yang bisa berbeda.
Sesungguhnya, yang qath'iy dalam hukum Islam sesuai dengan makna
harfiyahnya sebagai sesuatu yang bersifat pasti, tidak berubah-ubah dan karena itu
bersifat fundamental- adalah nilai maslahat atau keadilan itu sendiri, yang merupakan
jiwanya hukum.
Sedang yang termasuk dalam kategori zhanniy (tidak pasti dan bisa diubah-ubah)
adalah seluruh ketentuan normatif, yang dimaksudkan sebagai upaya untuk diterjemahkan
yaitu dalil yang dapat diraba dengan akal (berkaitan dengan nilai maslahat atau keadilan)
dalam kehidupan nyata (  نىعلما لوقعم وهولداهتجلإ ). Sehingga dikatakan bahwa peluang
ijtihad tidak berlaku pada wilayah dalil qath'iy, dan hanya bisa dilakukan pada wilayah dalil
yang zhanniy, itu memang benar adanya. Yang harus dilakukan upaya ijtihad dengan
seluruh kemampuan mujtahid adalah hal-hal yang zhanniy, yang belum pasti, yang
memang harus diperbaharui terus-menerus sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu
yang juga terus bergerak.
1. Tinjaun terhadap al-amwal al-zakawiy (jenis harta yang wajib dizakatkan)
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Tujuan disyari'atkan zakat adalah untuk terwujudnya keadilan sosial dan
kesejahteraan bersama dengan prinsip bahwa yang mampu (al-aghniya) membantu
yang lemah (dhu’afa). Di sini tidak ada keperluan untuk melakukan ijtihad guna
menentukan hukumnya. Yang perlu dilakukan ijtihad adalah dalam hal-hal yang
berkaitan dengan jenis harta yang wajib dizakatkan.
Misalnya dalam konteks bangsa Indonesia masa kini dan masa mendatang,
berkaitan tentang muzakkiy dalam menunaikan kewajiban zakatnya pada al-amwal al-
zakawiy mereka. Maka sangat perlu mendefinisi tentang jenis-jenis harta yang
diakomodir oleh nash-nash syara’ (yang menjadi sumber harta kekayaan yang wajib
dizakatkan) supaya ditunaikan kewajibannya dalam konteks ruang dan waktu sesuai
dengan keberadaannya.
Dalam konteks zaman sekarang, tidaklah menjiwai prinsip keadilan secara
Islami apabila hanya mengenakan pungutan sedekah wajib (zakat) atas komoditas
buah-buahan ( او عورزلا ةاكزمثلار ) tertentu seperti gandum, beras, kurma atau anggur,
sementara kelapa sawit, karet, apel, kopi, tembakau, dan segala jenis tanaman dan
biji-bijian lainnya yang tidak kalah ekonomisnya, dibebaskan begitu saja dari
kewajiban zakat. Kendatipun cara analisa keuangan zakatnya (ةاكزلا بسامح) berbeda
satu sama lainnya, ada yang termasuk pada kelompok zakat komoditas itu sendiri yang
menjadi objek perhitungan dan pembayaran zakatnya (  باصنلادنعداصلحا ), dan ada
yang menjadi objek perhitungannya pada hasil (nilai uangnya) setelah diperjualbelikan
(ةيراجتلا), yang secara terperinci tidak disinggung dalam kajian fiqh klasik. Maka peran
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teori qiyas pada permasalahan ini menjadi logis dan sangat dibutuhkan. Sehingga jiwa
‘ubudiyah pada harta seorang mukallaf menjadi dapat terealisasikan dalam kehidupan
nyata ( فالمحاظنيدلا فى ة ًاعم لالماو ).
Juga, tidak adil apabila dikenakan beban sedekah wajib (zakat) atas
pendapatan sektor pertanian dan perdagangan tertentu pada zaman klasik, sementara
pada zaman modern dari sektor industri dan jasa justru dibiarkan dan diabaikan begitu
saja. Oleh karena itu, maka para ulama berupaya mengakomodir permasalahan ini
dengan metode qiyas atas penentuan jenis harta zakat pada konteks ekonomi/bisnis
modern saat ini.
2. Tinjaun terhadap mustahiq al-zakah (yang berhak menerima zakat)
Nabi Muhammad saw tidak ada menerangkan cara pembagian zakat kepada
mustahiqnya, beliau hanya memberikan zakat kepada mereka sesuai dengan
kebutuhan yang diperlukan, dan disesuaikan pula dengan jumlah persiapan (stok) harta
zakat yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa konsep pendayagunaan zakat, dalam
penerapannya, membuka keluasan pintu ijtihad bagi mujtahid. Bagi pemerintah (imam)
dan Badan atau Lembaga Amil Zakat, dibutuhkan kemampuan analisa yang tajam
ketika hendak mendistribusikan dan mendayagunakan harta zakat agar sesuai dengan
kebutuhan situasi dan kondisi (ةاكزلا فراصم فى عيرشتلا حور).
Dalam salah satu qaidah fiqhiyah dikatakan bahwa :
46 ةحلصلماب فرصتي نأ هيلعف يرغلا نع فرصتم لك
46 Tajuddin Al-Subkiy, Al-Asybah Wa Al-Nazhair, Juz I, hlm. 310.
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Artinya : “Setiap kebijakan yang dilakukan untuk orang lain maka wajib berorientasi
kepada kemaslahatan”.
Sebagaimana dimaklumi konsep maslahat senantiasa berkembang sesuai
dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan umat. Untuk penentuan tingkat
kemaslahatan, bisa dilakukan dengan cara adanya skala prioritas kebutuhan
dharûriyyah, hâjiyyah dan tahsîniyyah bagi masing-masing kondisi mustahik zakat.
Metode skala prioritas ini dapat dipakai sebagai alat yang efektif untuk
melaksanakan fungsi alokatif dan distributif dalam kebijaksanaan pendayagunaan
zakat. Misalnya, penafsiran kata fî sabîlillah , secara periodik dan kondisional selalu
berkembang sesuai dengan perkembangan zakaman. Pada waktu perang, fî sabîlillah
yang secara harfiah berarti  “jalan Allah”, adalah berperang di jalan Allah melawan
orang-orang kafir. Pada kondisi saat ini, makna fî sabîlillah berjuang dalam arti
berperang mengangkat senjata melawan musuh-musuh Allah swt sudah tidak ada lagi,
maka mengkategorikan kelompok orang yang berjuang dalam mempertahankan dan
membela kemurnian syari’at Islam, adalah termasuk makna dari fî sabîlillah . Termasuk
juga dalam kategori ini para guru agama yang mengajarkan al-Qur`an dan al-Sunnah,
sehingga ajaran Islam sampai kepada ummat secara merata, atau para relawan yang
senantiasa memperjuangkan nasib ummat yang terabaikan di pelosok negeri diorbitkan
sebagai bagian perjuangan di jalan Allah (fî sabîlillah).
Misalnya lagi, fî al-riqaâb yang difahami sebagai budak muslim yang telah
dijanjikan untuk merdeka kalau ia telah menebus dirinya. Begitu juga dengan al-fuqara’,
al-masâkîn, dan al-ghârimîn. Dengan demikian, untuk pencapaian tujuan zakat dan
hikmah pewajiban zakat, maka diperlukan pemahaman kontekstual dan komprehensif
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terhadap delapan ashnâf penerima zakat. Sehingga kelompok yang berhak
mendapatkan dana zakat dapat menerima haknya.
3. Tinjauan terhadap keamilan (pengelola harta zakat)
Seiring dengan perintah Allah swt kepada umat Islam untuk membayarkan
zakat, Islam mengatur dengan tegas dan jelas tentang pengolahan harta zakat.
Manajemen zakat yang ditawarkan oleh Islam dapat memberikan kepastian
keberhasilan dalam mengeloloa harta zakat sebagai dana umat Islam. Pengolahan
zakat, mulai dari memungut, menyimpan, dan tugas mendistribusikan harta zakat
berada di bawah kewenangan Rasulullah saw dan dalam konteks sekarang, zakat
dikelola oleh pemerintah.
Dalam operasional zakat, Rasulullah saw telah mendelegasikan tugas tersebut
dengan menunjuk amil zakat. Penunjukan amil memberikan pemahaman bahwa zakat
bukan diurus oleh orang perorangan, tetapi dikelola secara profesional dan terorganisir.
Amil yang mempunyai tanggungjawab terhadap tugasnya, memungut, menyimpan, dan
mendistribusikan harta zakat kepada orang yang berhak menerimanya.
Pada masa Rasulullah saw, beliau mengangkat beberapa sahabat sebagai
amil zakat. Aturan dalam Al-Taubah ayat 103 dan tindakan Rasulullah saw tersebut
mengandung makna bahwa harta zakat harus dikelola oleh pemerintah. Apalagi dalam
Surat Al-Taubah ayat 60, terdapat kata “âmil” sebagai salah satu penerima zakat.
Pelaksanaan tugas keamilan yang diembankan kepada pemerintah menurut
syari’at Islam adalah bagian dari tanggungjawab yang melekat pada pemerintah
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(Imam). Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi kepemimpinan ini Rasulullah
menegaskan :
 َّنَأ َحيِصَِنب اَهْطَُيح ْمَلَـف ًةَّيِعَر ُهَّللا ُهاَعْرَـتْسا ٍدْبَع ْنِم اَم ُلوُقَـي َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص َِّبيَّنلا ْدَِيج َْلم َّلاِإ ٍة
 ِةََّنْلجا َةَحِئَار47
Artinya : “Nabi saw bersabda : “Tidaklah ada seorang hamba yang Allah beri amanat
kepemimpinan, namun dia tidak menindaklanjutinya dengan baik, melainkan
dia tidak akan mendapat bau surga”.
Berdasarkan ketentuan dan bukti sejarah, dalam konteks kekinian, maka amil
tersebut dapat berbentuk Lembaga, Yayasan atau Badan Amil Zakat yang
mendapatkan legalisasi dari pemerintah. Legalitas kepemimpianannya ini dalam kaidah
fiqhiyah yang telah disinggung di atas, harus senantiasa mempertimbangkan segala
nilai kemaslahatan umat (ةحلصلماب فرصتي نأ هيلعف يرغلا نع فرصتم لك).
Akhir-akhir ini di Indonesia, selain ada Badan Amil Zakat yang telah dibentuk
pemerintah berupa BAZ mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kelurahan, juga ada
Lembaga atau Yayasan lain seperti Dompet Dhuafa Republika di Jakarta, Yayasan
Dana Sosial Al-Falah di Surabaya, Yayasan Daarut Tauhid di Bandung, Yayasan Amil
Zakat di Lampung dan Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah di Riau.
Manajemen zakat yang baik adalah suatu keniscayaan. Dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengolahan Zakat, pada
Bab I pasal 1 dinyatakan bahwa “Pengolahan zakat adalah kegiatan perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan
47 Bukhari, Al-Jami’ Al-Shahih, (Kairo : Maktabah Salafiyah, 1400 H.), Cet. ke-1, Juz IV, hlm. 331.
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pendistribusian serta pendayagunaan zakat”.48 Agar Badan atau Lembaga pengelola
zakat dapat berdaya guna, maka pengolahan atau manajemennya harus berjalan
dengan baik.
Kualitas manajemen suatu organisasi pengelola zakat harus dapat diukur.
Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya.
a. Amanah
Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil
zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun.
b. Sikap profesional
Sifat amanah belumlah cukup, maka harus diimbangi dengan profesionalitas
pengolahannya.
c. Transparan
Dengan transparannya pengolahan zakat, maka dapat menciptakan suatu sistem
kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi saja,
tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa
curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.
Ketiga kata kunci ini dapat diimplementasikan apabila didukung oleh
penerapan prinsip-prinsip operasionalnya. Prinsip-prinsip operasionalisasi badan atau
Lembaga pengelola zakat harus melihat beberapa aspek, antara lain :
a. Aspek kelembagaan
Dari aspek kelembagaan, sebuah Badan atau Lembaga pengelola zakat
harus memperhatikan berbagai faktor, yaitu : visi dan misi, kedudukan dan sifat
48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengolahan Zakat, Bab I
ayat 1, hlm. 2.
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lembaga, legalitas dan struktur organisasi, dan aliansi strategis dalam
melaksanakan tugas pengolahan.
b. Aspek sumber daya manusia (SDM)
Sumber daya manusia merupakan aset yang paling berharga sehingga
pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati
(selektif). Untuk itu perlu diperhatikan faktor perubahan paradigma bahwa amil
zakat adalah sebuah profesi dengan kualifikasi SDM yang khusus untuk
menjalankan misi penting dari agama (‘ibadah).
c. Aspek manajemen pengolahan
Badan atau Lembaga pengelola zakat harus memiliki sistem atau
manajemen pengolahan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah
bahwa Badan atau Lembaga pengelola zakat harus memiliki sistem, prosedur
dan aturan yang jelas, manajemen terbuka, mempunyai rencana kerja,
mempunyai komitmen yang kuat, memiliki sistem akuntansi dan manajemen
keuangan yang modern yang senantiasi diaudit, dipublikasikan dan diperbaik
terus menerus.
Setelah prinsip-prinsip operasional ini difahami, maka upaya melangkah
lebih jauh untuk mengetahui bagaimana agar pengolahan zakat dapat berjalan
optimal, diperlukan sinergi dengan berbagai stakeholder.
1) Para pembayar zakat (muzakkiy)
Jika Badan atau Lembaga pengelola zakat ingin eksis, maka ia harus
mampu membangun kepercayaan para muzakkiy. Banyak cara yang bisa
digunakan untuk mecapainya, antara lain; memberikan progress report
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berkala, mengundang muzakkiy ke tempat mustahik, selalu menjalin
komunikasi melalui media cetak, silaturahim, dan lain-lain.
2) Para amil
Amil adalah faktor kunci keberhasilan Badan atau Lembaga
pengelola zakat. Untuk itu, Badan atau Lembaga pengelola zakat harus
mampu merekrut para amil yang memiliki etos kerja yang tinggi, amanah,
profesional dan proporsional.
Kelembagaan apa saja yang seharusnya tersedia dalam realitas
sosial politik di suatu daerah tertantu yang bisa mendukung terwujudnya
keadilan sosial dengan zakat tersebut, bagaimana mekanisme
pembentukannya, mekanisme kerjanya dan pengawasannya. Namun harus
ada kerangka normatif yang memadai sebagai pengejawantahan dari cita
maslahat dan keadilan dalam konteks ruang dan waktu tertentu. Kerangka
kelembagaan yang memadai bagi sarana aktualisasi norma-norma
maslahat dan keadilan merupakan syarat mutlak demi tercapainya maqâshid
syari’at zakat.
Berkaitan dengan pengolahan harta zakat secara produktif, maka
harus ada ketentuan aturan (طباوض) yang mendasari diperbolehkannya
memproduktifkan harta zakat. Abdullah bin Manshur Al-Ghafiliy, dalam
kitabnya Nawazil Al-Zakah mengemukakan ada enam aturan (طباوض) dalam
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mengelola harta zakat menjadi aset produktif sebelum harta itu dibagikan
kepada mustahiknya, yaitu : 49
(a) Tidak ada unsur mendesak untuk segera membagikan harta zakat
tersebut
Yang dimaksud dengan kebutuhan mendesak di sini adalah
harus ada dipastikan bahwa kebutuhan pokok (al-hajat al-dharuriyah)
bagi mustahik zakat telah terpenuhi. Kebutuhan pokok (al-hajat al-
dharuriyah) yang dimaksud adalah seperti keharusan memenuhi
kebutuhan pangan (makan, minum dan termasuk kebutuhan kesehatan),
sandang (pakaian untuk dapat menutupi dan melindungi auratnya) atau
papan (tempat tinggal agar dapat berlindung dari panas, hujan dan
kedinginan) dan sarana dan prasarana pekerjaannya.
Adapun apabila masih ada kebutuhan mendesak yang pokok ini
yang harus ditunaikan, maka tidak boleh menunda pembagian harta
zakat kepada mustahiknya, sekalipun dengan alasan ingin
memproduktifitaskannya. Sehingga, apabila harta zakat tersebut telah
menjadi aset tetap seperti pabrik atau harta tidak bergerak (seperti
perabotan rumah, lahan, bangunan rumah dan lain-lain) maka aset itu
harus segera dijual dan hasil penjualannya diserahkan untuk menutupi
kebutuhan yang dimaksud.
(b) Memproduktifitaskan harta zakat itu harus kepada usaha yang legal
secara syara’ (masyru’iyyah)
49 Abdullah bin Manshur Al-Ghafiliy, Nawazil Al-Zakah, op.cit., hlm. 495-496.
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Usaha produktif yang syari’y, artinya adalah bahwa dari hasil
zakat yang telah dikumpulkan tersebut dipergunakan untuk mengelola
usaha produktif yang terbebas dari unsur riba, gharar dan perkara yang
dilarang lainnya. Seperti membuat usaha perdagangan, perindustrian,
peternakan atau perkebunan yang halal, dengan harapan hasil dari
usaha tersebut menjadi aset protektif bagi kebutuhan mustahik untuk
jangka panjang.
Rasulullah saw, dalam satu riwayat tidak langsung segera
membagikan harta zakat kepada mustahiknya, akan tetapi dikumpulkan
terlebih dahulu dan diberi tanda pada masing-masing hewan ternak dari
hasil zakat, sehingga ada kemungkinan hewan ternak itu berkembang
dan bertambah banyak, sebagai mana disebutkan dalam riwayat hadits
sebagai berikut :
نع ُسََنأ ُنْب ٍكِلاَم َيِضَر ُهَّللا ُهْنَع َلَاق ُتْوَدَغ َلىِإ ِلوُسَر ِهَّللاىَّلَص َّللا ُه ِهْيَلَع َمَّلَسَو
 ِدْبَعِب ِهَّللا ِنْب ِبيَأ َةَحَْلط ُهَكِّنَحُِيل ُهُتْيَـفاَوَـف ِفي ِهَِدي ُمَسيِمْلا ُمِسَي َلِبِإ َِةقَدَّصلا50
Artinya : “Dari Anas bin Malik ra, ia berkata: “Aku berangkat di pagi hari
bersama 'Abdullah bin Abu Tholhah menemui Rasulullah saw
untuk mentahniknya dan aku dapati di tangan Bbliau ada
stempel besi yang biasanya untuk memberikan tanda pada
unta (dari hasil zakat)”.
Praktek Rasulullah saw yang disebutkan dalam hadits di atas
mengisyaratkan bahwa zakat yang telah diserahkan kepada Rasul tidak
langsung diberikan kepada mustahiknya (la yaqtadhi al-faur).
(c) Menjadikan semua hasil yang terkandung dalam usaha tersebut sebagai
modal harta zakat, yang semuanya itu dijadikan untuk keperluan
50 Al-Bukhariy, Al-Jami’ Al-Shahih, Juz I, hlm. 466.
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mustahik zakat. Dan apabila ada kebutuhan mendesak untuk menjual
aset usaha dari harta zakat tersebut, maka hasil penjualannya juga
harus dikembalikan untuk keperluan mustahik.
(d) Harus meprioritaskan pada usaha yang sudah dianalisa secara cermat
oleh tim ahli, sehingga dapat menghasilkan stabilitas produksi yang
ekonomis secara syari’y.
(e) Pelaksanaannya harus ditopang oleh penataan usaha, pengawasan dan
bimbingan tenaga ahli yang bepengalaman dan amanah.
(f) Harus disahkan oleh orang-orang yang berwenang, terpercaya,
berpengetahuan yang luas, diikuti dan dipercaya oleh umat, dapat
diterima oleh semua pihak dengan hati ikhlas, penuh istiqamah,
bertakwa, adil, bijaksana serta memiliki semangat untuk bekerja demi
kepentingan umum.
Di samping enam aturan (طباوض) yang dikemukakan oleh al-Ghafiliy
di atas, menurut hemat penulis ada satu lagi aturan yang harus terpenuhi
dalam memproduktifkan harta zakat, yaitu :
(g) Adanya kepastian bahwa harta yang diproduktifkan itu mengandung nilai
kemaslahatan.
Nilai kemaslahatan di sini adalah segala nilai kemaslahatan yang
layak untuk keperluan mustahik zakat. Artinya dari harta yang diberikan
itu dapat memberikan jaminan bahwa yang menerimanya dapat
memenuhi kebutuhan hidupnya untuk jangka panjang. Prinsip ini
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berdasarkan suatu riwayat tentang praktek sedekah (zakat) yang
diterapkan oleh Rasulullah saw, yaitu :
 ْنَع ٍسََنأ َيِضَر ُهَّللا ُهْنَع َّنَأاًسَان ْنِم َةَنْـيَرُعاْوَوَـتْجا َةَنيِدَمْلا َصَّخَرَـف ُْمَله ُلوُسَر ِهَّللا
ىَّلَص ُهَّللا ِهْيَلَع َمَّلَسَو ْنَأاُوتَْأي َلِبِإ ِةَقَدَّصلااُوبَرْشَيَـف ْنِمَاِلهاَوْـَبأَواوُلَـتَقَـف
 َيِعاَّرلااوُقاَتْساَو َدْو َّذلا َلَسْرََأف ُلوُسَر ِهَّللاىَّلَص ُهَّللا ِهْيَلَع َو َمَّلَس َِتيُأَف َعَّطَقَـف
 ْمُهَـيِدَْيأ ْمُهَلُجَْرأَو َرََسمَو ْمُهَـنُـيَْعأ ْمُهََكرَـتَو ِةَّرَْلحِاب َنوُّضَعَـي ََةراَجِْلحا ُهَعَـبَاتُوَبأ ََةبَلاِق
 ٌدَْيُحمَو ٌتِبَاثَو ْنَع ٍسََنأ51
Artinya : “Dari Anas ra bahwa ada sekelompok orang dari 'Urainah yang
sakit terkena udara dingin kota Madinah. Maka Rasulullah saw
membantu meringankan beban mereka dengan memberi
bagian dari zakat unta, dengannya mereka dapat meminum
susu-susunya dan air kencingnya. Namun kemudian orang-
orang itu membunuh pengembala unta tersebut dan mencuri
unta-untanya sejumlah antara tiga hingga sepuluh. Maka
Rasulullah saw mengutus seseorang. Akhirnya mereka dibawa
ke hadapan Beliau, lalu kemudian Beliau memotong tangan
dan kaki mereka serta mencongkel mata-mata mereka dengan
besi panas lalu menjemur mereka dibawah panas dan ditindih
dengan bebatuan. Hadits ini dikuatkan juga oleh Abu Qalabah
dan Humaid dari Tsabit dari Anas”.
Berdasarkan riwayat di atas, maka dapat difahami bahwa
Rasulullah saw memberikan harta zakat kepada seseorang dari
kelompok 'Urainah yang ketika itu sakit terkena udara dingin kota
Madinah. Pemberian yang dilakukan oleh Rasulullah saw adalah berupa
aset produktif yang manfaatnya di samping untuk kebutuhan hidupnya
dapat dimanfaatkan juga sekaligus untuk keperluan pengobatannya.
Maka para amil zakat dalam konteks saat ini dapat melakukan
pengolahan zakat dengan cara memfasilitasi mustahik zakat yang tidak
51 Al-Jami’ Al-Shahih, Juz I, hlm. 465-466.
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lagi produktif bekerja karena kelemahan yang mereka alami. Bagi
mereka disediakan misalnya rumah kontrakan, yang hasil kontrakannya
dapat memenuhi kebutuhan pokok (dharuriyah) mereka untuk jangka
panjang.
Adapaun kepada mereka yang masih mempunyai daya usaha
(kekuatan fisik), namun lemah secara financial (tidak memiliki modal
usaha atau akses memperoleh modal usaha), maka mereka dapat
diberikan modal usaha, misalnya peternakan atau perkebunan tertentu
yang hasilnya dapat mencukupi kebutuhan pokok (dharuriyah) hidupnya.
Apabila ketujuh prinsip di atas tidak dapat terpenuhi, maka harta zakat
tersebut tidak dibenarkan dialihfungsikan menjadi selain dari pengalihan hak
kepada mustahik zakat (al-ashnaf al-tsamaniyah). Karena menunda memberikan
zakat kepada mustahik adalah tidak dibenarkan kecuali dengan syarat-syarat
yang telah diuraikan di atas dan dengan mempertimbangkan nilai kemashlahatan





Sejak awal diturunkannya syari'ah Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain
kecuali kemaslahatan manusia. Ungkapan standar bahwa syari'ah Islam dicanangkan
demi kebahagiaan manusia, lahir-batin, dunia-akhirat, sepenuhnya mencerminkan
kemashlahatan itu sendiri. Maka cara apaun yang dilakukan oleh seorang mukallaf,
menjadi keharusan baginya agar senantiasa berada dalam kerangka nilai kemaslahatan
(maqâshid al-syarî’ah).
Nilai fundamental yang diinginkan oleh bangunan pemikiran hukum Islam adalah
bermuara pada segala upaya merealisasikan nilai kemashlahat dan memproteksi
kemungkinan yang dapat merusak (دسافلما ءردو لحاصلما بلج). Kemaslahatan manusia
yang dimaksud bersifat universal, atau dalam ungkapan yang lebih operasional “keadilan
sosial”. Tawaran teoritik (ijtihâdiy) apapun dan bagaimanapun, baik didukung dengan nash
ataupun tidak, yang bisa menjamin terwujudnya kemashlahatan kemanusiaan dalam
kacamata Islam adalah sah, dan umat Islam terikat untuk mengambilnya dan
merealisasikannya.
Sebaliknya, tawaran teoritik apapun dan yang bagaimanapun, yang secara
meyakinkan tidak mendukung terjaminnya kemaslahatan, apalagi ada peluang membuka
kemungkinan terjadinya kemudharatan, dalam kacamata Islamx adalah fâsid, dan umat
Islam secara perorangan atau bersama-sama terikat untuk mencegahnya.
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Zakat memiliki peran yang sangat besar bagi perekonomian suatu Negara.
Walaupun zakat termasuk ibadah mahdhah, tetapi di dalamnya terkandung nilai ibadah
ghair mahdhah, karena mengandung dimensi horizontal sekaligus dimensi vertikal, ketika
Allah swt membimbing hambaNya yang ingin dekat denganNya maka mereka juga harus
dekat kepada sesama.
Kunci pemerataan ekonomi salah satunya adalah dengan optimalisasi
pengelolaan zakat. Oleh karena itu peran badan atau lembaga pengelola zakat bagi
pemerataan ekonomi sangat besar, namun bila tidak didukung oleh pemerintah dan
kesadaran masyarakat maka lembaga pengelola zakat ibarat seperti bangunan rumah
tanpa tutupan atapnya artinya keberadaannya kurang sempurna.
Harmonisasi antara teks dan ruh syari’ah sebagaimana dikonsepsikan dalam teori
maqâshid al-syarî’ah perlu dikembangkan oleh para ilmuan dan mujtahidin dalam
menganalisa dan mengistinbatkan suatu hukum agar senantiasa relevan dan kontekstual
dengan semangat zaman dan berpijak pada nilai-nilai kemashlahatan (maqâshid al-
syarî’ah) yang dimaksud. Karena itu, berkaitan dengan tema pembahasan tesis ini, yakni;
“Pengelolaan Zakat Mal Secara Produktif Perspektif Maqâshid Al-Syarî’ah” harus memiliki
landasan yang jelas. Atas dasar pertimbangan di atas dan didukung oleh argumentasi dan
analisa yang telah diuraikan, maka penulis menyimpulkan :
1. Perintah zakat kepada amil adalah dengan shighat amar ”khudz” bermakna bahwa
selaku amil zakat wajib berperan aktif dalam mengumpulkan dan mendistribusikan
zakat. Berarti, pelaksanaan zakat adalah bersifat ijbâriy, dengan arti kata bahwa
tidak boleh ada yang menentang dan menghambat proses pelaksaannya setelah
diyakini zakat sebagai kewajiban dari Allah swt.
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2. Fungsi amil adalah “wakil Allah swt” dalam menyampaikan perimbangan
pendapatan harta (menegakkan prinsip mu’âdalah dan musâwah dalam
masyarakat) ; “ ذخؤتنممهئاينغأدرتولىإمهئارقف ”. Tugas amil adalah mengupayakan
“fuqara” mendapatkan haknya sehingga terpenuhi kebutuhan pokoknya. Dengan
terpenuhinya kebutuhan pokok mereka, maka dengan sendirinya mereka dapat
dengan mudah melaksanakan hak dan kewajibannya terutama dalam upaya
memelihara al-kulliyyât al-khamsah (hifzh al-dîn, hifzh al-nafs, hifzh al-‘aql, hifzh al-
nasl wa al-nasb wa al-a’radh dan hifzh al-mâl) terutama yang bersifat al-dharûriyah.
Bahkan sampai pada level hâjiyyah dan tahsîniyyah.
3. Pelaksanaan zakat, tidaklah ditujukan untuk menghentikan kemajuan ekonomi,
karena telah mengambil sebagian modal dari orang kaya untuk diberikan kepada
orang lain yang kurang beruntung. Sementara, memanjakan “orang-orang malas”
agar dapat terus hidup dalam “budaya kemiskinannya”, bukanlah citra keislaman.
Karena itu Islam justru memotifasi ummatnya senantiasa beraktifitas dan
berproduktifitas lahir dan batin melalui pemberdayaan zakat.
4. Secara umum, syari’at zakat dimaksudkan agar setiap individu mustahik memiliki
peluang untuk dapat berpartisipasi dan mengoptimalkan potensinya dalam
mengatasi kebutuhan dharûriyyahnya. Islam dalam konsep zakat memandang
bahwa, kondisi mustahik tidak mampu menyelamatkan statusnya bukanlah
disebabkan karena ketidakmampuan individu mereka dalam melakukan proses
penyelamatan. Akan tetapi bisa jadi dan dominan disebabkan karena mereka tidak
memiliki akses untuk mampu melakukan aktifitasnya, dikarenakan ketiadaan harta
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sebagai modal. Karena itu, kran penyumbat akses menuju aktifitas produktif itu
harus dibuka dengan redistribusi harta melalui penerapan zakat.
5. Syari’at zakat menjamin kebebasan bagi setiap aktor ekonomi dalam menjalankan
aktifitas memperoleh keuntungan yang terbaik dan halal. Di samping itu juga,
konsep zakat mengingatkan bahwa dalam capaian kemajuan ekonomi tersebut,
terdapat hak-hak orang lain yang harus diberikan kepada mereka yang kurang
beruntung (  ورلمحاو لئاسلل مولعم قحم ).
6. Dengan analisis yang sama, pelaksanaan zakat memiliki tujuan objektif untuk
meruntuhkan fenomena pembangunan yang terdistorsi. Melalui mekanisme
redistribusi harta kekayaan, zakat berupaya meminimalisasikan gap di tengah
kehidupan manusia, sehingga mampu memproteksi (muhafadzah) segala ancaman
kemungkinan yang dapat merusak al-kulliyyât al-khamsah yaitu agama (al-dîn), jiwa
(al-nafs), psikologi (al-‘aql), keturunan, keluarga dan dan kehormatan (al-nasl wa al-
nasb wa al-a’radh) serta harta (al-mâl), baik yang dharûriyyah, hâjiyyah maupun
tahsîniyah.
7. Dari sudut pandang ekonomi, syari’at zakat diarahkan pada tujuan yang lebih
spesifik yaitu penyebaran kesejahteraan secara tepat sasaran (produktif). Laju
pertumbuhan ekonomi mampu memberikan sharing pendapatan bagi masyarakat
yang kurang beruntung, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi pada
kelompok yang memiliki modal saja. Tetapi juga tersebar merata bagi mereka yang
tergolong miskin, karena adanya tambahan distribusi pendapatan melalui zakat.
Oleh karenanya, penerapan zakat dalam pembangunan mampu memacu
pembangunan kesejahteraan sosial, bersamaan dengan laju pertumbuhan ekonomi.
216
8. Berkaitan dengan sistim pengelolaan zakat, maka sudah saatnya pengelolaan zakat
beralih dari model yang tradisional-konvensional yang dilakukan sambil lalu atau
sekedarnya saja, temporer (jangka pendek dan terbatas), dan dikelola oleh orang-
orang yang tidak kompeten yang sekedar berbekal semangat seadanya menuju
model pengelolaan zakat yang berkualitas, akuntabel, modern-profesional melalui
jejaring kelembagaan dan instrumen perekonomian.
9. Pengelolaan zakat secara produktif baru dapat ditempuh manakala telah
terpenuhinya kebutuhan pokok mustahik secara pasti, dan atau memastikan bahwa
harta zakat yang diproduktifitaskan itu mampu menjamin memenuhi kebutuhan
pokok mustahik. Cara ini hanya dapat ditempuh manakal telah terpenuhinya minimal
enam unsur aturan (طباوض) dalam mengelola harta zakat menjadi aset produktif
sebagaimana telah diuraikan dalam BAB IV halaman 203.
B. SARAN
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyarankan :
1. Agar para amil (Lembaga atau Badan Amil Zakat) menyadari bahwa harta yang
dikelola adalah hak mustahik. Maka prinsip pengelolaannya harus menegakkan
prinsip amanah, proporsional dan profesional terutama dalam memenuhi hak
dhurûriyah mustahik.
2. Agar pemerintah mendukung, memfasilitasi dan membantu upaya pengembangan
konsep pengelolaan zakat secara produktif sehingga menghasilkan manfaat dari
syari’at zakat secara lebih luas (عفانلما بلج).
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3. Agar Badan dan Lembaga Amil Zakat meningkatkan kerjasama dalam rangka
peningkatan kualitas pengelolaan zakat dan optimalisasi pendayagunaannya yang
dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik. Karena di sisi mustahik, banyak di
antara mereka yang masih sulit dibina. Ketergantungan mereka terhadap muzakkiy
menjadikan mereka pasif, dan tentu saja tidak merubah nasib mereka. Oleh karena
itu hal ini menjadi pekerjaan amil, yaitu memformulasikan kiat-kiat yang harus
dilakukan agar mustahik mudah dibina dan penyalurannya tepat guna sehingga
untuk keperluan jangak panjang mereka diupayakan menjadi berkecukupan bahkan
menjadi muzakkiy.
4. Agar Badan atau Lembaga Amil Zakat betul-betul serius melaksanakan tugasnya.
Sehingga BAZ atau LAZ yang telah dibentuk dipastikan memiliki data (hasil sensus)
yang akurat berkenaan dengan data muzakkiyy dan mustahiq al-zakah, dan
memahami cara yang paling tepat (maslahat) dalam mendistribusikan zakat kepada
mereka secara aktif.
5. Menerapkan model pengelolaan zakat yang modern-profesional, minimal memiliki
beberapa ciri yang harus terpenuhi :
a. Pengelolaan zakat secara full time, atau pengelolaan zakat yang dilakukan
dalam jam kerja sehari minimal 9 jam dengan jumlah hari kerja minimal enam
hari dalam seminggu, ditambah jam lembur sesuai kebutuhan, karena pekerjaan
ini berhubungan dengan pelayanan ummat (ةملأا حلصلم ىعارلا ةياعر).
b. Dikelola oleh orang-orang yang mau bekerja dan memiliki kompetensi, kapasitas
dan kapabilitas sesuai bidang tugas atau jabatan yang hendak diembannya.
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c. Seluruh pengelola (‘âmil) dalam tugas mengelola zakat tersebut mendapatkan
gaji atau upah yang wajar sesuai standar hidup yang yang layak menurut situasi
dan kondisi lingkungan sekitar keberadaan lembaga pengelola zakat tersebut.
d. Orientasi penilaian di dalam lembaga adalah orientasi prestasi. Dengan kata lain
para amil zakat diharuskan mereka yang produktif dan memberikan produktifitas
kerja bagi kemaslahatan mustahik zakat.
e. Menggunakan atau memenuhi standar manajemen zakat yang modern (syar’iy),
seperti adanya visi dan misi, skala prioritas kerja, perencanaan kerja tahunan
pada program yang legal secara syara’, pengorganisasian, penyusunan personil,
penyusunan anggaran, dan melakukan evaluasi perkembangan secara periodik.
f. Mengimplementasikan transparansi dan akuntabilitas badan atau lembaga, yaitu
telah melakukan pencatatan setiap kegiatan atau transaksi dengan benar,
menyusun laporan dan selanjutnya mempublikasikan laporan kegiatan dan
keuangannya kepada publik secara terbuka. Sehingga semua masyarakat
mempunyai kesempatan untuk mengakses informasi kegiatan dan keuangan
lembaga untuk kemudian memberikan apresiasi.
6. Meminta kepada pemerintah, DPR, organisasi zakat dan masyarakat luas
mengusahakan dan memperjuangkan agar Undang-undang yang berkaitan dengan
zakat dapat diamandemen/direvisi sehingga zakat berperan secara maksimal (peran
ijbâriy) dan sebagai sumber dana pembangunan umat.
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